
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 



LAPORAN TAHUNAN 

DAFTARISI 

KATA PENGANTAR 

DAFfARISI 

I. PENDAHULUAN 
A. Tentang Ombudsman Republik Indonesia..................................... 1 
B. Fungsi dan Tugas Ombudsman Republik Indonesia 2 

C. Ombudsman Republik Indonesia Periode 2011-2016 3 
D. Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia........................... 4 

II. KINERJA PENANGANAN LAPORAN 

A. Pencegahan 5 
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 5 
2. Peraturan Perundang-undangan 6 
3. Sosialisasi .. .. .. .. .. .. 7 

4. Pelatihan 12 
5. Kerja Sama Antar Lembaga 14 

6. Workshop 17 

7. Penyusunan Modul Pendidikan Berjenjang Bagi Asisten 
Ombudsman 18 

B. Penanganan Laporan Masyarakat 19 
1. Klasifikasi Pelapor 22 
2. Provinsi Asal Pelapor 23 
3. Terlapor 24 
4. Daerah instansi Terlapor 26 
5. Substansi Maladministrasi 27 
6. Investigasi .. .. .. 29 

7. Monitoring................................................................................... 29 
8. Mediasi 30 

9. Tindak Lanjut Ombudsman 30 
10. Tanggapan Terlapor 32 

11. Kasus menarik . .. .. .. .. .. 33 

C. Pengawasan/Penegakan Integritas 39 

1. Penegakan Integritas 39 
2. Supervisi Pelayanan Publik 54 
3. Investigasi Atas Prakarsa Sendiri 59 
4. Zona Integritas 69 

Ombudsman Republik Indonesia I iii 



LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN 

III. SEKRET ARIAT JENDERAL 
A. Perencanaan dan Pelaporan . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

B. Organisasi dan Kerja Sama . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 72 

C. Pengawasan Internal .. .. . .. . .. . . . . . 72 

D. Sumber Daya Manusia . .. . .. .. 72 

E. Keuangan .. . .. . .. 7 4 

F. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 77 

G. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 77 

H. Ketatausahaan 78 

IV. PENUTUP 81 

LAMPIRAN 

KATA PENGANTAR 

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun semenjak Ombudsman RI lahir, 

banyak hal yang telah dilakukan demi penguatan Ombudsman RI sebagai 
lembaga negara pengawas pelayanan publik yang permanen dan menjadi 
bagian sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penguatan tersebut ditandai dengan 
lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik. Kedua Undang-Undang ini menjadi pilar penting komitmen negara 
dalam upaya menyajikan kualitas pelayanan publik yang berkualitas kepada 
masyarakatnya. 

Sejalan dengan amanat yang diberikan oleh dua Undang-Undang tersebut, 
Ombudsman RI berupaya melakukan penguatan kelembagaan melalui 

pengembangan sistem manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia, dukungan infrastruktur clan teknologi, serta jejaring kerja sama baik 
dengan pemerintahan maupun masyarakat. Dua Undang-undang tersebut juga 
mengamanatkan agar Ombudsman RI membentuk kantor-kantor perwakilan di 
seluruh Indonesia setidaknya di tingkat Provinsi. Pada akhir tahun 2012, sudah 
terdapat 23 (dua puluh tiga) kantor perwakilan Ombudsman RI, direncanakan 

pada tahun 2013 akan dibentuk kantor perwakilan Ombudsman RI di 9 Provinsi, 
sehingga secara keseluruhan pada akhir tahun 2013 telah dibentuk perwakilan 
di 32 (tiga puluh dua) provinsi. 

Sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi, hampir seluruh sektor 
kewenangan pelayanan publik diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan 
sudut pandang itu, kehadiran Ombudsman RI sampai di tingkat Provinsi sangat 
penting demi memperdekat pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga 
ketika masyarakat mengeluhkan maladministrasi pelayanan publik dapat 
dengan mudah mengadukannya ke Ombudsman RI di kantor perwakilan di 
daerah. Selain menangani pengaduan masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan 
Daerah dengan kewenangannya yang mutatis mutandis dengan Ombudsman RI 
Pusat, diharapkan dapat menjadi lembaga negara pengawas yang independen 
clan sejajar dengan entitas lembaga pemerintahan lainnya. 

Melalui mekanisme penguatan Ombudsman RI ini diharapkan terjadi akselerasi 

peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia dan relatif merata sesuai 
dengan harapan publik. Pelayanan publik yang berkualitas adalah kunci 
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pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya 
akan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Beberapa faktor dalam peningkatan 
kualitas pelayanan publik misalnya, peraturan perundang-undangan, kualitas 

sumber daya aparatur, sistem iniormasi pelayanan publik, transparansi dan 
akuntabilitas, serta budget pelayanan publik. 

Dari sisi substantif tugas dan kewenangannya, Laporan Tahunan 2012 ini juga 
menyajikan gambaran tentang berbagai bentuk maladministrasi pelayanan 
publik yang dilaporkan masyarakat, instansi yang dilaporkan dan bagaimana 
upaya-upaya korekti£ yang dilakukan Ombudsman RJ. 

Laporan Tahunan ini setidaknya memberikan tiga potret pernbelajaran 
yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Pertama, adanya peningkatan 
peran aktif masyarakat dalam melaporkan terjadinya maladministrasi dalam 

pelayanan publik. Adanya peningkatan laporan masyarakat ini menunjukkan 
bahwa masyarakat mulai terbuka dan berani mengkritisi kinerja penyelenggara 
negara. Masyarakat mulai memahami hak-hak clan kewajiban mereka sebagai 
stake holder berbangsa dan bernegara. 

Kedua, kuantitas pengaduan publik yang meningkat dari tahun ke tahun bisa 

menj�di refleksi kinetja penye\enggaraan negara dalam menyajikan pelayanan 
publ�k. Sem�ntara itu dari sisi kualitas pengaduan publik bisa menjadi tantangan 
penting bagi penyelenggara negara untukmengubah paradigma 'Iaporan publik' 
bukan lagi sebagai cercaan namun menjadi feedback positif sebagai leverage factor 
dan meresponnya demi perbaikan kualitas pelayanan publik. 

Ketiga, bagi Ombudsman RI, peningkatan laporan publik mengindikasikan 
bahwa masyarakat menaruh harapan tinggi kepada Ombudsman RI agar 
benar-benar mamp b · b · u erperan mengawas1, mem erikan saran dan rekomendasi 
pe�baik� kepad_a penyelenggara negara melalui tata kelola pemerintahan yang 
baik demi terwuiudnya pelayanan publik yang berkualitas. 

Tiga potret pembela· · · · · di fl k · . jaran iru musti menJa 1 re e si penting dalam perjalanan 
menuju terwuj ud k · 1 b 

ih k . nya eseja ateraan angsa dan negara. Artinya, terdapat tiga 
PI a penhng dalam upaya akselerasi pelayanan publik yang berkualitas, yaitu 
Masyarakat seba · · l p ga1 penenma ayanan, enyelenggara Negara sebagai pemberi 
layanan, dan Ombudsman RI sebagai pengawas layanan. 
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Ketiga pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing, tetapi jelas 

tergambarkan bahwa Ombudsman RI menjadi titik pertautan dan sebuah 

jembatan pendek komunikasi korektif antara masyarakat dan penyelenggara 

negara. Maka, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman 

RI dituntut untuk terus menerus memperbaiki sistem dan mekanisme 

pelaksanaan tugasnya sebagaimana filosofi Ombudsman melalui pendekatan 
humanis dalam mernbantu masyarakat memperoleh pelayanan publik yang 
berkeadilan dan membantu penyelenggara untuk menyajikan pelayanan publik 

yang berkualitas sesuai dengan harapan publik. 

Disadari atau tidak, sebuah perubahan menuju perbaikan demi bangsa 
dan negara Indonesia sedang berlangsung. Kesadaran diri dan kemauan 

memperbaiki diri adalah kontribusi yang sangat berharga. 

Ombudsman Republik Indonesia 

Danang Girindrawardana 
Ketua 
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OMBUDSMAN REPUBUK INDONESIA 

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 

OMBUDSMAN REPUBLII< INDONESIA 

I. PendahuJuan 

A. Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 
Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) adalah 

lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta 
atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. 

Sifat Ombudsman 
Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak 
memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan 
lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur 
tangan kekuasaan lainnya. 

Asas Ombudsman 

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan: 

a. kepatutan; 
b. keadilan; 

c. non-diskriminasi; 
d. tidak memihak; 
e. akuntabilitas; 
f. keseimbangan; 
g. keterbukaan; dan 
h. kerahasiaan. 
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C. Ombudsman Republik Indonesia Periode 2011-2016 

B. Fungsi dan Tugas Ombudsman 

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman 
berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan 
oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Milik Oaerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan sw ' asta atau 
perseorangan yang diberi tugas m�nyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 
Oalam rangka mewujudkan fungsi tersebut, Ombudsman bertugas: 

menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam pen I a. . ye enggaraan 
pelayanan publik: . 

b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 

menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang Jingkup k 
c. ewenangan 

Ombudsman; 

I k kan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan M 1 d. me a u . a adrnini . 
dalam penyelenggaraan pelaya�an publik: stras1 

I k k koordinasi clan kerja sama dengan lembaga neg e me a u an ara ata I · . tahan lainnya serta Jembaga kemasyarakatan dan U embaga 
pemenn . Perseoran 

bangun jaringan keria: gan; 
f. mem h Malad · · 

melakukan up_aya pencega an µm)l))Sttilp d. Ji 
g. pelaya�af,l J};;,bJ'k?f1jJJl !/}rt)�) /Jenyefonggaraan 

It 

/;, 1/Jt�/ukan tug'as fain yiing diberikan oleh undang-undang. 

Tujuan pembentukan Ombudsman: 

a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; 

b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 

efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga 

negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan 

yang semakin baik; 
d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan 

pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, 
serta nepotisme; 

e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan 

supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 
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C. Ombudsman Republik Indonesia Periode 2011-2016 

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman 

berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan 
oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Mi1ik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 

Oalam rangka mewujudkan fungsi tersebut, Ombudsman bertugas: 
a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; 
b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 
c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 

Ombudsman; 
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga 

pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 
f. membangun jaringan kerja; 

g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik; dan 

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

Tujuan pembentukan Ombudsman: 

a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; 
b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 

efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga 

negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan 

yang semakin baik; 

d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan 

pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, 
serta nepotisme; 

e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan 

supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 

B. Fungsi dan Tugas Ombudsman 
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0. Visi dan Misi Ombudsman 
Visi 
"Mewujudkan Pelayanan Publik Prima yang Menyejahterakan dan 

Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia". 

Misi 
Untuk menjalankan visi, Ombudsman RI memiliki misi sebagai berikut: 
1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi 

serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik; 
2. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan agar lebih efektif dan 

efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukurn masyarakat dan 

supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan; dan 
4. Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi 

berbasis teknologi informasi. 

II. Kirierja Penanganan Lapo ra n 

A. Pencegahan 

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Dalam rangka mendekatkan clan memeratakan pelayanan Ombudsman RI di 

seluruh wilayah Indonesia secara bertahap dibentuk Perwakilan di ibukota 
Provinsi. Pada tahun 2012 dibentuk 16 (enam belas) Perwakilan. Pembentukan 

tersebut diawali dengan asesmen di Provinsi yang akan dibentuk Perwakilan. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan rencana pembentukan 

perwakilan Ombudsman RI kepada pemangku kepentingan di daerah 

setempat untuk mendapatkan clukungan dan masukan berkaitan dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik serta permasalahan yang clihadapi oleh 
masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Sasaran dari kegiatan 
tersebut adalah Pemerintah Provinsi, DPRD, LSM, perguruan tinggi, media 
cetak dan elektronik dan tokoh masyarakat. 

Proses berikutnya aclalah rekrutmen secara terbuka untuk memilih calon 

Kepala Perwakilan dan Asisten di Perwakilan. Sumber daya manusia di 
Perwakilan Ombudsman RI di claerah terdiri atas 1 (satu) Kepala Perwakilan 
dan 3 (tiga) Asisten. Seleksi dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui beberapa 

tahapan yaitu pendaftaran peserta, seleksi administrasi, tes tertulis, profile 
asessment dan wawancara. Pada waktu yang bersamaan dilaksanakan 

pemilihan calon lokasi kantor Perwakilan clan persiapan pengaclaan sarana 
clan prasarana perkantoran. Saat ini, Ombudsman RI belum memiliki gedung 
sencliri. Kantor Perwakilan Ombudsman RI di daerah memanfaatkan gedung 

pihak ketiga dengan sistem sewa. Direncanakan secara bertahap pula 
dilaksanakan pengadaan kantor dengan biaya APBN. 

Pada tahun 2012 dibentuk 16 (enam belas) Perwakilan Ombudsman di 
Provinsi, yaitu: 
1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali di Denpasar. 
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. 

3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau di Batam. 
4. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan. 

5. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku di Ambon. 
6. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah di Semarang. 
7. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. 
8. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. 
9. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. 
10. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat di Padang. 
11. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 
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12. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. 

13. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh di Banda Aceh. 
14-.Peiwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. 

15. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau di Pekanbaru. 
16.Peiwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua di Jayapura. 

Dengan dibentuknya 16 (enam belas) Perwakilan tersebut, maka sampai 

dengan akhir tahun 2012 telah dibentuk Perwakilan di 23 Provinsi, sisanya 
akan dibentuk pada tahun 2013. Diharapkan dengan dukungan Perwakilan di 
daerah tersebut dapat meningkatkan kinerja Ombudsman RI dalam 

pengawasan pelayanan publik agar terwujud pelayanan publik yang 
berkualitas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kegiatan asesmen pada tahun 2012, sebagaimana terlampir pada lampiran III. 

2. Peraturan Perundang-undangan 
Guna mendukung fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman RI, pada 
tahun 2012 ditetapkan berbagai peraturan, yaitu: 
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5328). 

2. Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penghasilan dan 
Hak-hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180). 

3. Peraturan Ombudsman RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 134). 

4. Peraturan Ombudsman RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja 
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 135). 

5. Peraturan Ombudsman RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Ombudsman 
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1047). 

6. Peraturan Ombudsman RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penentuan, 
Persyaratan, dan Penetapan Penjenjangan Asisten Ombudsman Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1371). 

Peraturan perundang-undangan yang belum terealisasi, yaitu: 

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Gaji dan Tunjangan Asisten 
Ombudsman Republik Indonesia. 

2. Rancangan Peraturan Presiden RI tentang Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik. 

3. Rancangan Peraturan Presiden RI tentang Perubahan Peraturan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. 

4. Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Tata Naskah Dinas 
Ombudsman Republik Indonesia. 

5. Rancangan Peraturan Ombudsman RI tentang lnsentif Kerja Asisten 
Ombudsman RI. 

6. Rancangan Peraturan Ombudsman RI tentang Perjalanan Dinas bagi 
Asisten Ombudsman RI. 

7. Rancangan Peraturan Ombudsman RI tentang Tata Cara Penunjukan 
Penanggung Jawab Pengelolaan serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Asisten Ombudsman RI. 

8. Rancangan Peraturan Ombudsman RI tentang Pengembangan dan 
Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman RI. 

9. Rancangan Peraturan Ombudsman RI tentang Parameter Penilaian Kinerja 
Asisten Ombudsman RI. 

10.Rancangan Peraturan Ombudsman RI tentang Pembentukan Wadah 
Aspirasi Pegawai Ombudsman RI. 

n. Rancangan Peraturan Ombudsman RI tentang Tata Cara Evaluasi Sistem 
SMSDM Ombudsman RI. 

3. Sosialisasi 

Kegiatan sosialisasi merupakan penyebarluasan informasi mengenai tugas 
dan kewenangan Ombudsman RI sebagai lembaga Negara untuk mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik. 

Tujuan kegiatan sosialisasi adalah: 

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 
mengenai kedudukan, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman 
RI dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

b. Memberikan kesadaran kepada publik bahwa mereka dilayani oleh 
birokrasi pemerintahan clan instansi pelayan publik lainnya; 
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c. Mendorong institusi penyelenggara pelayan publik untuk mcningkatkan 
kualitas pelayanan dan kesadaran sebagai pelayan masyarakat. 

d. Mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pelayanan publik di provinsi setempat. 

e. Memberikan saran perbaikan kepada lnstansi Penyelenggara Pelayanan 
Publik atau Pemerintah Provinsi sebagai tindaklanjut dari penanganan 
pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman RI secara 
langsung. 

Bentuk kegiatan tersebut antara lain: 

a. Sosialisasi secara langsung dan melalui media cetak dan elektronik 

termasuk pengadaan dukungan sarana prasarananya seperti mobil yang 
digunakan untuk kegiatan sosialisasi yang disebut Spesial Ombudsman 
Respon Team (SORT). 

b. Iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui media televisi dan 

elektronika lainnya. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat bertujuan 
untuk menjangkau masyarakat dan instansi pemberi pelayanan melalui 
media elektronik di Televisi, Radio, Surat Kabar dan Talkshow TV. 

c. Sosialisasi dan klinik penerimaan pengaduan masyarakat. 
Pada tahun 2012 dilaksanakan sosialisasi dan klinik pengaduan untuk 

memberikan kemudahan bagi masyarakat menyampaikan laporan/ 
pengaduan terkait dengan dugaan maladministrasi. I<egiatan dilaksanakan 
di 10 (sepuluh) Provinsi yaitu Sarong Provinsi Papua Barat, Mataram 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, 
Denpasar Provinsi Bali, Palangkaraya Provinsi I<alimantan Tengah, 
Manado Provinsi Sulawesi Utara, Ambon Provinsi Maluku, Kendari 
Provinsi Sulawesi Tenggara, Bengkulu Provinsi Bengkulu, dan Tangerang 
Provinsi Banten. Sosialisasi dilakukan melalui media elektronik yaitu 
televisi dan radio setempat. Selain itu sosialisasi juga ditujukan kepada 
jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Akademisi, Organisasi 
masyarakat, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. 

d. Sosialisasi bersama Perwakilan Ombudsman RI di 5 daerah yaitu di Kata 

Balikpapan (Kalimantan Timur), Kota Manado (Sulawesi Utara), Kata 
Bandar Lampung (Lampung), Kota Makassar (Sulawesi Selatan) dan Kata 

Ambon (Maluku) pada tanggal 20-28 Nopember 2012 melalui televisi dan 
radio lokal dengan menghadirkan Anggota Ombudsman RI sebagai 
narasumber. 

e. Sosialisasi dengan mitra kerja dilaksanakan pada tanggal 10-14 November 
2012 di 4 (empat) lokasi, yaitu: Kota Semarang (Iawa Tengah), Kata 
Palembang (Sulawesi Selatan), Kota Palu (Sulawesi Tengah) clan Kata 
Mataram (Nusa Tenggara Barat). 

f. Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan berbasis Kemasyarakatan, 
Keagamaan, Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat clan Organisasi 
Profesi yang berada di OKI Jakarta. Hal ini bertujuan selain untuk 
sosialisasi tugas, fungsi clan wewenang Ombudsman, juga untuk 

membangun jaringan antara Ombudsman Rl dengan jajaran Organisasi 
Kemasyarakatan yang ada. Sosialisasi dilaksanakan tanggal 20 November 

2012 bertempat di Hotel Rbyal Kuningan, Jakarta Selatan. 

g. Sosialiasi kepada Partai Politik (Parpol) sebagai penyalur aspirasi 
masyarakat clan diharapkan dapat menjalankan kontrol bagi pemerintah 
dalam melakukan kegiatan pembangunan sehingga dapat terwujud 

penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di masyarakat. Kegiatan 
dilaksanakan pada tanggal 21 November 2012 bertempat di Hotel Royal 

Kuningan, Jakarta Selatan. 

h. Talkshow melalui TV lokal Jakarta Oak TV), yang diselenggarakan 9 
(sembilan) kali sejak 17 Oktober s.d. 12 Desember 2012 dengan 
menghadirkan Anggota di·mbudsman sebagai Narasumber. Pada setiap 

penayangannya disampaikan isu-isu permasalahan pelayanan publik 

sesuai dengan pembagian kompetensi masing-masing bidang. 

Talkshow di Televisi 
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[] 

Talkshow di radio 

Mengikuti pameran dengan instansi terkait 

LAPORAN TA HUNAN 

Sosialisasi Ombudsman RI kepada Organisasi Masyarakat 

Mobil Sosialisasi siap mengunjungi masyarakat 

Sosialisasi Ombudsman RI kepada Partai Politik 

Kegiatan sosialisasi dan pengembangan jaringan pada tahun 2012, 

sebagaimana terlampir pada lampiran I. 
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4- Pelatihan 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya lnsan Ombudsman 

dilaksanakan berbagai pelatihan baik bersifat substansi maupun manajemen. 

a. Pelatihan pena.nganan laporan/pengaduan masyarakat dengan peserta 

Kepala Perwakilan dan Asisten yang baru untuk peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia di li.ngkungan Ombudsman RI. dilaksanakan pada 

tanggal 9 - 12 Oktober 2012 di Hotel Acacia Jakarta. ' 

b. Pelatihan si.ngkat untuk Kepala Perwakilan dan Asisten Perwakilan wilayah 
Bali, Sulsel, Kaltim, Maluku da.n Kepri dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 

]uni 2012 di Kantor Ombudsman RJ. 

c. Pelatihan Penanganan Laporan/Pengaduan untuk calon Asisten 
dilaksanakan pada tanggal 5 - 8 November 2012 di Hotel Pajajaran Suite, 

Bogor. 

d. Pelatihan Intelejen untuk Asisten Ombudsman RI, dilaksanakan di Hotel 

Royal Kuningan pada tanggal 24 - 25 Oktober 2012. 

e. Pelatihan Mediasi bagi Anggota Ombudsman RI, Kepala Perwakilan, dan 

Asisten Ombudsman RI (pusat). 

f. Pelatihan hubungan masyarakat, bagi Calon Asisten Ombudsman RI (pusat 
dan Perwakilan). 

g. Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi pejabat struktural Eselon II dan 

Eselon IV di Li.ngkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. 

Ketua Ombudsman RI sebagai narasumber Reformasi Birokrasi 

LAPORAN TA HUNAN 

Pelatihan bagi Kepala Perwakilan dan Caton Asisten 

. . ''"'' .. 
. _ � ''- ' \�11\\1 

Pelatihan kehumasan 

Halal bihalal keluarga besar Ombudsman RI 
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dengan Pimpinan 

pada tanggal 5-6 

Sosialisasi Ombudsman Perwakilan ke LKBN Antara 

Penandatanganan naskah kerja sama dengan Perguruan Tinggi 

Wakil Presiden memberikan pengarahan dan membuka secara resmi 

Rapat I<erja Nasional Ombudsman RI 

9) Dalam rangka peningkatan kinerja Ombudsman RI, secara internal 
melaksanakan kegiatan: 
a) Rapat koordinasi nasional Ombudsman 

Kementerian dan Gubernur se-Indonesia 

Desember 2012 di Hotel Aryaduta Jakarta. 
b) Rapat kerja internal Ombudsman RI dengan Kepala Perwakilan 

pada tanggal 6-7 Desember 2012. 

c) Rapat kerja teknis Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan 
masyarakat tanggal 17-21 November 2012 di Hotel Santika Surabaya. 

d) Rapat kerja teknis Bidang Pencegahan pada tanggal 17-21 Desember 
2012 di Yogyakarta. 

1) Penandatanganan kesepahaman antara Ombudsman RI dengan 
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

2) Penandatanganan kesepahaman antara Ombudsman RI clengan 7 

(tujuh) Fakultas di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

3) Penandatanganan kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI 

dengan Ombudsman RI tentang Percepatan Penyelesaian 

Laporan/Pengaduan dan Peningkatan Kuaiitas Penyelenggaraan 

Pelayanan Publk di bidang Kesehatan. 

4) Dalam rangka mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi, 

sedang dirintis kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Diharapkan pada awal tahun 2013 telah tercapai kesepakatan. 

5) Untuk menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan di 

daerah, dilaksanakan kegiatan workshop clan koordinasi Perwakilan 
dengan stake holder daerah di 4 (empat) Provinsi yaitu Nusa Tenggara 

Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan Sumatera Sela tan. 

6) Menghadiri rapat dengar pendapat umum membahas Rancangan 
Peraturan Daerah. 

7) Kerjasama dalam pengawasan penerimaan Ca Ion Pegawai Negeri Sipil. 

8) Kerja sama dengan Organisasi Pemuda, LSM, Orrnas, clan NGO yang 
ada di Lampung dalam rangka penerimaan pengaduan masyarakat clan 

meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. 

5. Kerja Sama Antar Lembaga 

a. Kerja Sama Dalam Negeri 
Pada Tahun 2012 Ombudsman RI, baik di Pusat maupun Perwakilan 

daerah telah menjalin kerja sama dengan institusi/lembaga lain dengan 
melakukan berbagai kegiatan antara lain: 
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b. Kerja sama Luar Negeri 

Dalam rangka menjalin kerja sama dengan lembaga di luar negeri, 
Ombudsman RI melaksanakan kegiatan: 

1) Kerja sama dengan Ombudsman Australia. Mengadakan kegiatan 
pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 
yang diikuti oleh Anggota Ombudsman RI dan Asisten Ombudsman. 

2) Kerja sama dan koordinasi dengan Anti Corruption & Civil Rights 
Commission (ACRC) Korea. Lingkup kerja sama adalah peningkatan 
kualitas pelayanan Ombudsman terhadap WNI di Korea clan Warga 
Negara Korea di Indonesia khususnya pemanfaatan teknologi 
informasi. WNI dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan 
pemerintah Korea melalui website ACRC (www epeople.go.kr) dalam 
fasilitas berbahasa Indonesia, sedangkan pengaduan atas pelayanan 
pemerintah Indonesia dapat disampaikan ke Ombudsman RI melalui 
website. www.ombudsman@ombudsman.go.id Dalam hal Warga 
Negara Korea menyampaikan pengaduan kepada ACRC maka ACRC 
akan menyampaikan pengaduan tersebut kepada Ombudsman RI. 

3) Melakukan kunjungan kerja dan pelatihan International Ombudsman 
Institute (IOI) Regional Training Programme di Hongkong clan Macao. 

4) Pelatihan Sharpening Your Teeth di Wellington Selandia Baru pada 
tanggal 6-10 November 2012. Diikuti Asisten (Pusat clan Perwakilan) 
dengan pendanaan Commonwealth Ombudsman Australia. 

5) Menghadiri International Ombudsman Institute World Conference di 
Wellington, Selandia Baru pada tanggal 11-17 November 2012. Diikuti 
Anggota Ombudsman RI. 

Kegiatan kerja sama pada tahun 2012, sebagaimana terlampir pada 
lampiran II. 
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6. Workshop 
Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Ombudsman RI guna mendorong 
terbentuknya dan memberdayakan unit-unit pengaduan masyarakat di 
lingkungan pemerintah daerah adalah dengan menandatangani Nota 
Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Kementerian Dalam Negeri 
Tentang Penyusunan Sistem Penyelesaian Laporan Atau Pengaduan 
Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk 
itu maka perlu menyelenggarakan workshop pelayanan publik. 
Workshop Pelayanan Publik dilaksanakan dalam 2 (dua) program, yaitu: 
a. Workshop terkait Penyusunan Modul Pelatihan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik: 
1) Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik pada tanggal 17 - 20 Januari 2012 di Hotel Salak Bogor. 
Workshop diikuti oleh Ketua Ombudsman, Anggota Ombudsman, 
Asisten Ombudsman dan Staf Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. 
Narasumber penyusunan kurikulum dari Universitas Negeri Jakarta. 

2) TOT Pelatihan Pengelolaan Pelayanan Publik pada tanggal 24 - 27 

April 2012 di Hotel Sahira Bogor. TOT diikuti oleh Anggota 
Ombudsman, Sekretariat Jenderal, dan Asisten Ombudsman RI, 
dengan Narasumber Tenaga Pengajar Ahli dari Sampoerna School of 

Education. 

3) Microteaching Modul Pelatihan Pengelolaan Pelayanan Publik pada 
tanggal 5 - 8 Juni 2012 di Hotel Sahira Bogor. Microteaching diikuti 
oleh Anggota Ombudsman, Sekjen Ombudsman dan Asisten 
Ombudsman RI dengan Narasumber Tenaga Pengajar Ahli dari 
Sampoerna School of Education. 

b. Workshop dalam rangka penyusunan dan pembahasan program kerja 
Bidang Pencegahan Tahun 2013. 

Penyusunan clan pembahasan program kerja Bidang Pencegahan Tahun 
2013 diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 17 - 21 Desember 2012 

yang dihadiri oleh Ketua Ombudsman RI, Anggota Ombudsman RI Bidang 
Pencegahan, Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan, dan Staf 
Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Bagian Teknologi Informasi. 
Workshop telah menghasilkan : Action Plan Program Kerja Bidang 
Pencegahan, Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pencegahan, dan 
Petunjuk Teknis Pelatihan Peningkatan Kapasitas Investigasi Kantor 
Perwakilan Ombudsman RI, Kerjasama Ausaid di Denpasar, Makasar dan 
Padang. 
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7. Penyusunan Modul Pendidikan Berjenjang Bagi Asisten Ombudsman 

RI 
Dalam menjalankan fungsinya tersebut Ombudsman RI bertugas 
menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat, rnclakukan pencegahan 
maladministrasi dan melakukan pengawasan pelayanan publik. Dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut Pimpinan Ombudsman dibantu 

oleh Asisten Ombudsman. Asisten Ombudsman adalah pegawai yang 
diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota 
Ombudsman. 
Asisten Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pernerintah 

Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Surnber Daya Manusia 

pada Ombudsman RI ditempatkan dalam 4 Jenjang sesuai dengan 
pengalaman, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki. Penjenjangan jabatan 
Asisten Ombudsman meliputi Asisten Pratarna, Asisten Mucla, Asisten Madya 
dan Asisten Utama. Dengan demikian maka Asisten Ombudsman adalah 

jabatan karir yang menuntut kompetensi yang tinggi di masing-masing 
jenjang. 
Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan kerja, 
karakteristik, sikap dan perilaku yang mutlak dimiliki Asisten Ombudsman 

untuk mampu melakukan tugas tanggungjawabnya secara profesional. Semua 

butir kompetensi Asisten Ombudsman diturunkan dari uraian tugas jabatan 
fungsional Asisten Ombudsman yaitu melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab seluruhnya di bidang penyelesaian laporan pengaduan, 
pencegahan maJadministrasi dan pengawasan pelayanan publik. Dengan 
demikian tuntutan untuk menyusun Modul Pendidikan Berjenjang Asisten 
Ombudsman mutlak dilakukan guna memberikan dan meningkatkan 
kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya 
Modul Pendidikan Berjenjang Bagi Asisten dilakukan dengan bantuan Pihak 

Ketiga, PT. Kalimasada yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam 
menyusunan modul-modul pelatihan. Penyusunan modul diawali dengan 
melakukan pemetaan kompetensi, penyusunan kurikulurn dan silabus serta 

selanjutnya penyusunan modul itu sendiri. Modul terdiri atas 4 (empat) jenis 
yaitu, Modul Pendidikan Berjenjang Asisten Pratama, Modul Pendidikan 

Berjenjang Asisten Muda, Modul Pendidikan Berjenjang Asisten Madya, clan 
Modul Pendidikan Berjenjang Asisten Utama. 
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8. Penanganan Laporan Masyarakat 

Aspek pelayanan merupakan bagian integral dan strategis bagi pengembangan 
tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan. Untuk itu, kualitas pelayanan publik 
merupakan salah satu parameter keberhasilan birokrasi. Pelayanan yang 
berkualitas merupakan harapan masyarakat karena pelayanan merupakan hak 

yang hams diperolehnya. Kesadaran masyarakat terhadap hak untuk memperoleh 
pelayanan yang baik salah satunya diwujudkan dalam penyampaian akses ke 
Ombudsman RI. Alur penanganan laporan/pengaduan masyarakat, sebagai 
berikut: 

ALUR PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN 

KETERANGAN: 
• Laporan dapat dlnyatekan selesal oleh Ombudsman pada maslnq-maslnq tahapan berdasarkan hasll 
pemeriksaan maupun lnformasl dart Pelapor. 

• Ombudsman dapat menghentlkan pemeriksaan apablla laporan bukan merup.akan kewenangan Ombudsman 
dan/atau tldak dltemukan unsur maladmlnlstrasl pada proses seleksl maupun proses pemerlksaan. 
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Sejak dibentuk tahun 2000, Ombudsman RI telah menerima lebih dari 12.000 (dua 
belas ribu) laporan masyarakat dan hampir menindaklanjuti seluruh laporan. 

Laporan yang belum ditindaklanjuti merupakan laporan masyarakat pada tahun 2012 

yang masih dalam proses. Gambaran jumlah laporan masyarakat (periode 2008-2012) 

ditunjukkan dengan garis kecenderungan yang makin meningkat pada grafik 
berikut: 

Grafik 1 

Laporan/Pengaduan Masyarakat 
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Grafik 2 
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c::::::JJumlah yang belum ditindaklanjutl -- Linear (Jumlah laporan) 

Pada tahun 2012, Ombudsman RI menerima laporan /pengaduan masyarakat atas 

dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 2209 laporan, yang 
disampaikan melalui berbagai cara yaitu melalui surat sebanyak 1014 (45,9%), 

datang langsung ke Ombudsman RI sebanyak 806 (36,49%), dan selebihnya 
melalui media, website, email, telepon dan faksimili. 

Secara rinci, laporan masyarakat dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut: 

Tabel 1 

Laporan Masyarakat Berdasarkan Mekanismc Pcnyampaian 
Januari - Dcsember 2012 

c::::::J Jumlah laporan .-iiumlah yang sudah ditindaklanjuti 

Dari jumlah laporan yang masuk tersebut, terdapat laporan/pengaduan 

masyarakat yang ditindaklanjuti Ombudsman RI berdasarkan publikasi media . 

Tindak lanjut ini merupakan inisiatif Ombudsman RI untuk menangani dengan 

pertimbangan mempunyai dampak sangat besar bagi masyarakat. 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Ombudsman 
RI secara bertahap mengembangkan infrastruktur Aplikasi Sistem Penyelesaian 

Laporan/Pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 
Sistem ini diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan evaluasi dalam 

meningkatkan kinerja baik di Pusat maupun di kantor Perwakilan di daerah. 

Selain berdasarkan cara penyampaian, laporan/pengaduan juga diklasifikasikan 
berdasarkan klasifikasi Pelapor, Terlapor, asal daerah Pelapor, asal instansi 
Terlapor, dan jenis maladministrasi yang dilaporkan. 

2012 2011 2010 2009 2008 

MEKANISME LAPORAN JUMLAH % 

Datang Langsung 806 36,49 
Surat 1014 45,90 
Faksirnili 46 2,08 
E-mail 40 1,81 

Website 72 3,26 
Media 160 7,24 
Telepon 71 3,21 
JUMLAH 2209 100,00 
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I PROVl�S_I_. .. .. : .: I 'fuM.·:i ·7.%.- 'T ... � - --PROViNs1--:-:�---.l1uM :r:·�-%-�-:; 
Nanggroe Aceh Darussalam u 0,50 Nusa Tenggara Barat 29 1,31 

Sumatera Utara 186 8,42. Nusa Tenggara Timur 224 10,14 

Sumatera Barat 22. 1,00 Kalimantan Barat 29 1,31 

Riau 22 1,00 Kalimantan Timur 24 1,09 

Kepulauan Riau 24 1,09 Kalimantan Tengah 22 1,00 

Jambi 5 0,23 Kalimantan Selatan 102 4,62 

Sumatera Selatan 17 0,77 Sulawesi Utara 223 10,10 

Bengkulu 14 0,63 Gorontalo l 0,05 

Lampung 18 0,81 Sulawesi Barat 3 0,14 

Bangka Belitung 3 0,14 Sulawesi Tengah 10 0,45 

OKI Jakarta 319 14,44 Sulawesi Tenggara 7 0,32 

Ban ten 42 1,90 Sulawesi Selatan 20 0,91 

Jawa Barat 219 9,91 Maluku 46 2,08 

Jawa Tengah 120 5,43 Maluku Utara 3 0,14 

DI Yogyakarta 102 4,62 Papua 12 0,54 

Jawa Timur 2.97 13,44 Papua Barat 4 0,18 

Bali 29 1,31 

JUMLAH 2209 100,00 

2. Provinsi Asal Pelapor 

Berdasarkan data Provinsi asal Pelapor, yang termasuk dalam urutan 5 (lima) 

terbanyak berasal dari Provinsi OKI Jakarta: 319 laporan (14,44%), Jawa Timur: 

297 laporan (13,44 %), NTT: 224 laporan (10,14 %), Sulawesi Utara: 223 laporan 

(10,10 %), clan Jawa Barat: 219 laporan (9,91 %). Kondisi ini menunjukkan 

tingkat kepedulian masyarakat terhadap permasalahan yang dialami ketika 

mendapat pelayanan yang tidak semestinya dan kesadaran untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas. Selain tingkat kepedulian 

masyarakat, juga menunjukkan kualitas pelayanan yang seharusnya 

mendapat perhatian untuk dilakukan upaya perbaikan dari segi sumber daya 

manusia, dukungan sarana prasarana, dan mekanisme atau prosedur 

pelayanannya. 

Secara keseluruhan berclasarkan Provinsi asal Pelapor dapat dilihat dalam 

tabel clan grafik berikut : 

menunjukkan partisipasi lembaga masyarakat untuk berperan serta dalam 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu laporan/pengaduan 

berasal dari Kelompok Masyarakat: 183 laporan (8,28%) dan Kuasa Hukum: 

155 laporan (7,02%). 

Tabel3 
Laporan Masyarakat Berdasarkan Asal Daerah Pelapor 

Januari - Desember 2012 

Grafik 3 
Laporan Masyarakat Berdasarkan I<lasifikasi Pelapor 

Januari - Desember 2012 �---------C--------------��--�- 

Tabel2 
Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor 

Januari - Desember 2012 
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Berdasarkan data klasifikasi Pelapor menunjukkan bahwa masyarakat yang 

paling banyak melaporkan keluhan tentang dugaan maladminitrasi relatif 

masih tetap sebagaimana Iaporan-laporan sebelumnya yaitu 

Perorangan/Korban langsung sebanyak 1300 laporan (58,85%). Kondisi ini 

mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat dalam mendapatkan hak atas 

pelayanan yang baik dari penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya diikuti 

oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 228 laporan (10,32%). Hal ini 

------------ ---�-----�� -- ---- -------------- 
KLASIFIKASI PELAPOR JUMLAH % 

Perorangan/Korban Langsung 1300 58,85 
Kuasa Hukum 155 7,02 
Kelompok Masyarakat 183 8,28 

Lembaga Swadaya Masyarakat 228 10,32 
Media ill 5,02 
Keluarga Korban 91 4,12 
Badan Hukum 28 1,27 
Lembaga Bantuan Hukum 24 1,09 
Organisasi Profesi 14 0,63 
Lain-lain 52 2,35 
Instansi Pemerintah 23 1,04 
JUMLAH 2209 100,00 

1. Klasifikasi Pelapor 

Klasifikasi laporan/pengaduan masyarakat dirnaksud, secara rinci sebagai berikut: 

22 I Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman Republik Indonesia I 23 



LAPORAN TAHUNAN 

Grafik 4 
Laporan Masyarakat Berdasarkan Daerah Asal Pelapor 

Januari - Desember 2012 
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3. Terlapor 

Berdasarkan klasifikasi Terlapor, instansi yang menempati urutan 5 (Iirna) 
terbanyak yang dilaporkan atas du_gaan tindakan maladministrasi adalah 

,Pe;Jlt;J//J/a)} /Ja..era/J 1f€banyak 769 [aporan (34,81%), Kepolisian sebanyak 383 

laporan (17,34%), Kementerian sebanyak 265 laporan (12%), BPN sebanyak 175 
laporan (7,92%), dan Lembaga Pengadilan sebanyak 151 laporan (6,84%). 

Sebagaimana diketahui bahw pelayanan sebagian besar berada pada 

penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kepolisian. 
Kondisi seperti 101 menunjukkan masih perlunya perbaikan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam penyelenggaraan pelayanan 
kepada masyarakat antara lain meliputi kompetensi sumber daya manusia, 
dukungan sarana prasarana, standar pelayanan minimal yang ada harus 

diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala untuk menghindari peluang 
penyimpangan, dan adanya prosedur yang jelas. 

LAPORAN TA HUNAN 

Secara rinci klasifikasi dan jumlah instansi Terlapor dapat dilihat pada tabel 

dan grafik berikut: 

Tabel4 
Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor 

Januari - Desember 2012 

e -, 
·�r' 11.,1,., •,'l•'I..., I' ... ,1. 1, .............. :, J'. w.:. . r 

Pemerintah Daerah 769 34,81 
Kepolisian 383 17,34 
Kementerian 265 12,00 
Badan Pertanahan Nasional 175 7,92 
Lembaga Pengadilan 151 6,84 
BUMN/BUMD 139 6,29 
Kejaksaan 92 4,16 
Lembaga Pemerintah Non Departemen 40 1,81 
Komisi Negara 35 1,58 
Perguruan Tinggi Negeri 13 0,59 
TNI 13 0,59 
Perbankan 32 1,45 
DPR 16 0,72 
Lain-lain 65 2,94 
MA 21 0.95 
JUMLAH 2209 100,00 

Grafik 5 
Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor 

anuari - Desember 2012 -- ---- ------�---- 
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Grafik 6 
Groflk Jumlnh Lnporon 1\1Jo:1yo .. okot Oordo�orkon Dnor�h 

ln&ton:sl Tol"lopor 
Januorl - Dosombcr 2012 

5. Substansi Maladministrasi 

Substansi maladministrasi yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah 
penundaan pelayanan oleh penyelenggara negara, misalnya perizinan yang 
tidak segera diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah, masalah sertifikat 
tanah yang tidak segera dilayani oleh kantor pertanahan, eksekusi putusan 
pengadilan yang tidak segera dilaksanakan, tidak adanya perkembangan lebih 
lanjut penyidikan oleh pihak kepolisian, dan sebagainya. Kondisi tersebut 
dapat dilihat pada substansi maladministrasi permasalahan yang dilaporkan 
sampai dengan tahun 2012. Substansi terbanyak adalah Penundaan Berlarut 
mencapai jumlah 669 laporan (30,29%), diikuti Penyalahgunaan Wewenang 
372 laporan (16,84%), Penyimpangan Prosedur 343 laporan (15,53%), 
Permintaan Uang, Barang dan Jasa 224 laporan (10,14%), dan Tidak 
Memberikan Pelayanan 196 laporan (8,87%). 

Dengan kondisi permasalahan maladministrasi tersebut, menunjukkan 
belum diterapkan atau ditaatinya standar prosedur operasional sesuai dengan 
ketentuan, antara lain memuat waktu penyelesaian pelayanan. Selain itu juga 
menunjukkan lemahnya integritas penyelenggara pelayanan sehingga masih 
terjadi peluang penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur. Hal 
ini perlu diberikan perhatian serius dalam upaya perbaikan dan peningkatan 
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Nanazroe Aceh Darussalam lQ o,86 Nusa Tenceara Barat 27 1,22 

Sumatera Utara 177 8,01 Nusa Teneaara Timur 222 io.os 
Sumatera Barat 21 o.os Kalimantan Barat 27 1,22 

Riau 2c; 1,n Kalimantan Timur 24 1,0Q 
Kepulauan Riau 1c; o,68 Kalimantan Tengah 22 1,00 
Jam bi 7 0,12 Kalimantan Selatan 100 4,c;1 
Sumatera Se.Iatan n o.so Sulawesi Utara 226 10,21 
Benakulu ·� o.so Gorontalo I o.os 
Larnpung 19 o,86 Sulawesi Barat 2 o,og 
Bangka Belitung 3 0,14 Sulawesi Tennah 10 o.as 
OKI Jakarta 384 17,�8 Sulawesi Tenzaara d 0,18 
Ban ten 41 1,86 Sulawesi Selatan IQ o,86 
Jawa Barat 195 8.8� Maluku 47 2,n 
Jawa Tennah lU c;,02 Maluku Utara 4 0,18 
DI Yogyakarta 98 4-dd Papua 14 0,61 
Jawa Timur 290 11,11 Papua Barat 4 0,18 
Bali 25 1,11 Lain-lain 0 0,00 

JUMLAH 2200 100,00 

4. Daerah instansi Terlapor 

Berdasarkan daerah instansi Terlapor menunjukkan bahwa instansi paling 

banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah instansi penyelenggara pelayanan 

publik yang berada di Provinsi OKI Jakarta yaitu sebesar 384 laporan (17,38%). 

selanjutnya di Jawa Timur 290 laporan (13,13%),Sulawesi Utara 226 laporan 

(10,23%), NTT 222 laporan (10,05%), dan Jawa Barat 195 laporan (8,83%). Hal 

ini mencerminkan aktivitas masyarakat pada daerah tersebut dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Tabet 5 
Laporan Masyarakat Berdasarkan Oaerah lnstansi Terlapor 

Januari - Oesember 2012 
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mutu pelayanan antara lain melalui evaluasi dan penyempurnaan terhadap 
penerapan standar operasional prosedur mengacu Undang-Undang Nomor 25 
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penegakan integritas, serta menjaga 
komitmen sumber daya manusia yang melakukan pelayanan kepada 
masyarakat untuk dapat bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
ada. Selain itu juga harus diperhatikan dukungan sarana prasarana yang 
tersedia clan pengawasan pimpinan. 

Secara rinci substansi maladministrasi yang dilaporkan dapat dilihat dalam 
tabel clan grafik berikut: 

Tabel6 
Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Maladministrasi 

Januari - Desember 2012 

Penundaan Berlarut 669 30,29 
Penyalahgunaan Wewenang 372 16,84 
Tidak Memberikan Pelayanan 196 8,87 
Penyimpangan Prosedur 343 15,53 
Permintaan Uang, Barang & Jasa 224 10,14 
Diskriminasi 97 4,39 
Tidak Kompeten 136 6,16 
Berpihak 60 2,72 

Tidak Patut 90 4,07 
Konflik Kepentingan 22 1,00 
JUMLAH 2209 100,00 

Grafik 7 
JumJah Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Maladministrasi 

Januari - Desember 2012 
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6. Investigasi 

lnvestigasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan/pengaduan 
untuk melengkapi data pendukung clan mendalami kebenaran permasalahan 

yang dilaporkan kepada Ombudsman RI. Hasil investigasi digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam proses penanganan/penyelesaian lebih lanjut. 

Pada tahun 2012 Ombudsman RI melakukan investigasi sebanyak 288 kali 

untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat. Perbandingan antara 

investigasi yang dilakukan dengan laporan/pengaduan yang diterima pada 

tahun 2012 sebanyak 2209 laporan/pengaduan adalah 13,04%. Kegiatan 

lnvestigasi dilakukan berdasarkan skala prioritas, antara lain mengenai 

laporan/pengaduan terkait masalah pertanahan seperti penundaan berlarut 

dalam pengurusan sertifikat, kinerja Kepolisian Daerah, Kepolisian Reser, 

masalah perizinan, pungutan uang dalam pembuatan E KTP, penerimaan 

siswa baru, pengurusan sertifikat dan penyimpangan proseclur clalam 

pencairan tunjangan profesi guru. Selain itu investigasi dilakukan karena 

aclanya permasalahan yang bersifat nasional antara lain mengenai 

penerimaan CPNS, clan status/eksistensi pegawai honorer. 

Secara rinci kegiatan investigasi yang dilaksanakan selama tahun 2012, 

sebagaimana terlarnpir pacla lampiran IV. 

7. Monitoring 

Kegiatan monitoring bertujuan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat 

yang belum maupun yang suclah menclapat respon dari instansi Terlapor, 

untuk mengetahui ketaatan terhadap tindak lanjut Ombudsman RI. Selain 

itu, monitoring juga dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu/ secara 

tertutup untuk mengetahui apakah instansi yang bersangkutan sudah 

menerapkan standar pelayanan minimal atau belum dalam pemberian 

pelayanan kepada masyarakat. 

Pada tahun 2012, Ombudsman RI melaksanakan monitoring sebanyak 125 

kegiatan, antara lain monitoring terhaclap pelaksanaan tindak lanjut 

pemberian ganti rugi 3900 kepala keluarga pengungsi di Pemerintah Kota 

Ambon sebagai dampak konflik sosial, pelayanan di RSUO, Oinas 

Kepencludukan clan Catatan Sipil, SAMSAT, Kantor Pertanahan, Lembaga 

Pemasyarakatan serta tindak lanjut mengenai tes kompetensi dalam rangka 

seleksi CPNS. 

Secara rinci kegiatan monitoring selama tahun 2012, sebagaimana terlampir 

pada lampiran V. 
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Secara rinci rekomendasi tahun 2012, sebagaimana pada lampiran VII. 

Dalam hal laporan/pengaduan masyarakat yang sudah dianggap selesai 

ditangani, dilakukan penutupan laporan dengan mekanisme sebagaimana 

diatur dalam Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 

36/0RI-SK/XIl/2011 tertanggal 2 Desember 2011 tentang Tata Cara Penutupan 

Laporan/Pengaduan Masyarakat clan Tata Cara Pemeriksaan clan Penyelesaian 

Laporan/Pengaduan Masyarakat oleh Ombudsman Republik Indonesia clan 

Perwakilan Ombudsman di Daerah. 

Lampiran I Keputusan tersebut mengatur Penutupan Laporan/Pengaduan 

Masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap status 

laporan. Penutupan laporan/pengaduan dalam pemeriksaan/penyelesaian 

laporan/pengaduan masyarakat dapat dilakukan pada setiap klasifikasi 

penanganan/ penyelesaian terdiri atas: 

a. Klasifikasi tidak memenuhi syarat formil. 
b. Klasifikasi Pelapor mencabut laporan, 
c. Klasifikasi tidak berwenang. 
d. Klasifikasi Klarifikasi, 
e. Klasifikasi lnvestigasi. 
f. Klasifikasi Konsiliasi atau Mediasi. 
g. Klasifikasi Ajudikasi Khusus. 
h. Klasifikasi Saran. 
1. Klasifikasi Rekomendasi. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tahun 2012 laporan/pengaduan yang 
dinyatakan selesai/ditutup sebanyak 254 laporan atau 9,59% dari jumlah 
laporan/pengaduan yang diterirna oleh Ombudsman RI. Penutupan 
laporan/pengaduan dilakukan terhadap laporan/pengaduan yang diterima 
Ombudsman RI dari tahun-tahun sebelumnya. 
Secara rinci tindak lanjut Ombudsman RI dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7. 
Tindak Lanjut Ombudsman Terhadap Laporan Masyarakat 

Januari - Desember 2012 ------------------------- -----·---- 
TINDAi< LANJUT I 2008 2009 2010 2011 2012 JUM % 

Klarifikasi 0 l 2 56 u44 1203 45,43 
Rekomendasi l 2 3 5 3 18 o,68 
Pemeriksaan Lanjutan l 2 5 38 272 318 12,01 
Bukan Wewenang 0 l l 11 95 108 4,08 
Melengkapi Data 0 0 l u 231 243 9,18 
Pemberitahuan 6 4 5 48 354 417 15,75 
Lain-lain 0 0 0 0 37 37 1,40 
Pelimpahan I 0 0 7 72 80 3,02 
Selesai 0 0 2 140 112 254 9,59 
JUMLAH 9 10 19 316 2324 2678 100,00 

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan seringkali diperlukan adanya 
pihak yang dapat membantu untuk mempertemukan antara Pelapor clengan 
Terlapor. Salah satu wewenang Ombudsman RI adalah melaksanakan mediasi 

kepada para pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan. 

Pada tahun 2012 telah dilakukan 21 kali kegiatan mediasi clan fasilitasi 

pertemuan antara lain terkait permasalahan pembangunan infrastruktur 

Tanjung Uma clan perrnasalahan pemutusan hubungan kerja. Hasil mediasi 

ada yang telah berhasil mencapai kesepatan para pihak tetapi sebagian yang 
lain masih dalam tahap pencapaian kesepakatan. 

Secara rinci kegiatan mediasi tahun 2012, sebagaimana terlampir pada 
lampiran Vl. 

9. Tindak Lanjut Ombudsman RI 

Proses penanganan laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman RI 
dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik secara 
adrninistratif maupun substantif. Tindak lanjut atas laporan masyarakat 
berupa: permintaan klar'.fikasi kepada pihak Terlapor, pemberitahuan kepada 
Pelapor dan. �eny�mpa1an Rekomendasi kepada Terlapor clan atasannya. 
Namun dernikian tidak semua laporan ditindaklanjun dengan · . . . . penyampaian 
rekornendasi. Sering terjadi laporan masyarakat selesai pada tahap klariftkasi. 

Dalarn proses penanganan laporan/pengaduan sebelum · d . , sarnpai pa a 
kesirnpulan terhadap perrnasalahan pokok yang diadukan diperlukan data 
pendukung yang diperoleh melalui kegiatan investigasi maup un pengamatan 
langsung terhadap instansi yang diduga melakukan tindaka I d · · · . n ma a 1111111stras1 
dalam membenkan pelayanan kepada masyarakat. 

Ombudsman RI melakukan tindak Ja · I I d lJJU ter 1a ap faporan/pengacluan 
JJ)iJJfd!:(lkJ! fd/Jff drt�n'ma pada tahun berjalan maupun tahun-tahun 

sebelumnya. Ti ndak lanjut terscbut bcrupa permintaan kelengkapan data, 
permintaan klarifikasi, menyampaikan pemberitahuan bahwa permasalahan 
yang diadukan bukan wewenang Ombudsman RI, serta penyampaian 
Rekomendasi. Pada tahun 2012, permintaan klarifikasi kepada instansi yang 
dilaporkan sebanyak 1203 laporan, menyampaikan rekomendasi sebanyak 13 
rekomendasi, melakukan pemeriksaan lanjutan sebanyak 318, bukan wewenang 
sebanyak 108, permintaan kelengkapan data sebanyak 243 laporan, 
pemberitahuan sebanyak 417 laporan, dan melimpahkan penanganan 
sebanyak 80 laporan/pengaduan. 

8. Mediasi 
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Acara penyerahan Rekomendasi kepada Terlapor 

10. Tanggapan Terlapor 
Untuk mengetahui kebenaran laporan masyarakat mengenai dugaan 
maladministrasi dan respon instansi yang dilaporkan terhadap permasalahan 

yang dilaporkan, Ombudsman RI menyampaikan permintaan k.Iarifikasi 

kepada instansi Terlapor. Selanjutnya instansi Terlapor menyampaikan 

tanggapan. lnstansi Terlapor dan instansi terkait yang telah menyampaikan 

tanggapan sebanyak 1.239 tanggapan atas klarifikasi yang disampaikan oleh 
Ombudsman RI. Dari jumlah tersebut substansi tanggapan berupa penjelasan 

sebanyak 719 (63,84%), dinyatakan selesai rnenurut pelapor 176 (14,21%), clan 

menindaklanjuti laporan 130 (10,49 %). Tanggapan yang diberikan pihak 
pihak terkait tersebut merupakan tanggapan terhadap tindak lanjut 
Ombudsman RI atas laporan/pengaduan masyarakat yang disampaikan pada 
tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya. 

Secara rind tanggapan terlapor dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabet 8. 
Tanggapan Terlapor Terhadap Tindak Lanjut Ombudsman 

Januari - Desember 2012 
. - ------ � ---- -- ------------- - -- 

SUBSTANSI TANGGAPAN 2008 2009 2010 2011 :?01:! JUl\t II' ... 
Melakukan Penelitian 0 0 0 4 5 9 0,73 
Menindaklanjuti Laporan 1 2 2 57 68 130 10,49 
Penjelasan 3 15 19 196 486 719 63,84 
Resoot: !nst.ansj Terka.it 0 3 6 51 73 133 10,73 

J 'klesai Menurut Pelapor 0 0 2 6 168 176 14,21 
( JUMLAH 4 20 29 314 872 1239 100,00 
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11. Kasus menarik 

a. Dugaan permintaan uang kepada Tersangka oleh oknum Jaksa Kejaksaan 
Negeri Flores Timur 

Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB di Kupang mencermati 

pemberitaan Harian Umum Pos Kupang tertanggal 22 Mei 2012 dengan 
judul: "Kasi Pidum Diduga Pungli", 

Pemberitaan tersebut pada intinya menyampaikan bahwa Kepala Seksi 

Pidana Umum Kejaksaan Negeri Larantuka diduga melakukan pungutan 
liar (pungli) terhadap sejumlah terdakwa yang sedang menjalankan masa 

persidangan di Pengadilan Negeri Larantuka. Pungutan liar dilakukan 

mulai dari Rp 5 juta hingga puluhan juta, clan beberapa keluarga rerdakwa 

mengatakan sudah mengeluarkan banyak uang atas permintaan Kasi 

Pidum, dalam sejumlah kasus. 

Menurut informasi dari sejumlah terdakwa yang tersangkut perkara judi 

mengaku diminta awalnya Rp 10 juta, namun menjelang tuntutan keluarga 
terdakwa diminta lagi Rp 2,5 juta. Para keluarga terdakwa berharap agar 
para petinggi kejaksaan dapat memantau clan melaksanakan pengawasan 

terhadap jaksa-jaksa nakal yang bertugas di Flores Timur. 

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan NTT 
clan NTB menyampaikan surat klarifikasi yang ditujukan kepada Asisten 

Pengawasan Kejaksaan Tingi NIT melalui surat nornor: 

0035/KLA.0083.2012/kp-13/V /2012 tanggal 25 Mei 2012. Selanjutnya 
Ombudsman Perwakilan NTT melakukan monitoring ke Asisten 

Pangawasan Kejaksaan Tinggi NTT clan hasilnya disampaikan bahwa 

terhadap dugaan pungli oknum Jaksa di Kejari Flores Timur sedang dalam 
proses penyelidikan. Aswas Kejati NTT juga meminta bantuan melalui 
Ombudsman RI Perwakilan NTT clan NTB agar dapat menginformasikan 

kepada pelapor untuk bersedia dimintai keterangannya oleh pihak 

kejaksaan. Jika dalam perneriksaan terbukti terjadi pungutan uang 

masyarakat oleh oknum Jaksa tersebut maka akan dikenakan sanksi yang 

tegas clan hal tersebut juga akan diinformasikan kepada pelapor clan 
Ombudsman Perwakilan NTT clan NTB. 

b. Guru clan Kepala SON Awang Bangkal Barat Kabupaten Banjar yang diduga 

sering membolos mengajar. 

Pemberitaan Media Banjarmasin Post Jumat 8 Juni 2012 clan Metro Banjar 
Karnis 7 Juni 2012 terkait Kepala Sekolah clan Guru SON Awang Bangkal 
Barat di Kabupaten Banjar yang sering membolos atau jarang mengajar. 
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Permasalahan tersebut disampaikan oleh sejumlah warga dan orang rua 

yang anaknya bersekolah di SON Awang Bangkal Barat merasa resah, 

karena guru clan Kepala SON Awang Bangkal Barat sering membolos 

mengajar, bahkan warga mengancam akan menyegel sekolah jika para 

guru clan kepala sekolah tersebut tidak bisa memperbaiki kinerjanya. 

Menurut salah satu warga yang tempat tinggalnya dekat SON Awang 
Bangkal Barat mengatakan kondisi seperti itu sudah lama terjadi sampai 
sekarang bahkan tak jarang pada pukul 09.00 pagi anak-anak atau siswa 
siswi SON Awang Bangkal masih berada diluar kelas dikarenakan gurunya 
tidak ada, selain itu Pembakal Desa Awang Bangkal juga membenarkan 

hal tersebut dimana aktivitas belajar mengajar di sekolah yang mcrnpunyai 
lima ruang kelas itu sudah tidak aktif lagi. 

Terhadap permasalahan tersebut Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan 

Selatan di Banjarmasin menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat 

Klarifikasi kepada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab Banjar clengan 
nomor surat: 0081/KLA/0040.2012/bjm.02/IV/2012 tertanggal 11 [uni 2011. 

Permintaan klarifikasi tersebut ditanggapi oleh Terlapor clengan Surat 

Nomor 421.2/559/disdik tertanggal 26 [uni 2012. yang pacla pokoknya 
menjelaskan bahwa : 

• Pada saat anggota DPRD Kab Banjar (Ko · · IV) I I 1111s1 me a <sanakan 
kunjungan ke SON Awang Bangkal Barat Kepal s I I I · I I I . . . , a e <o a 1 tic a < oerada 
diternpat karena menghadm rapat K3S di De K. . d . . 

. . . sa II am an saat itu Juga 
dihadiri oleh unsur Dinas Pendidika K b . . . . n a upaten clcngan 
menyampa1kan inforrnasi clan pembinaan di i- · I 1111 apangan; 

• Oiakui memang ada beberapa guru yang I . cl' . 
1. . . . . <U1 ang 1s1p 111 clan ticlak 

efektif sesuai ketentuan Jam mcngai·ar 1 . . 
b d * 

. , se ungga sesuai ketentuan 
er essr an 1,a ;1 . 'k 'I 1, S)J pemen Saan kepada rnereka akan clikenakan sangsi 

administratif clan telah dibuatkan usulan mutasi ke Baclan kepegawaian 
Daerah Ka bu paten Banjar untuk dilakukan proses lebih lanjut: 

• Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendiclikan mengacu 
pada Permenpan nomor 21 tahun 2010 tentang tugas pokok pengawas 
sekolah. Adapun tugas pokok pengawasan akademik clan manajerial 
pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program 
pengawasan, pelaksanaan pembinaan guru, pemantauan pelaksanaan 8 

(delapan) standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru, 
pembimbingan clan pelatihan profesional guru clan evaluiasi basil 

pelaksanaan program pengawasan. 

• Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar juga telah melakukan klarifikasi 

kepada guru clan kepala sekolah atas dugaan bolos mengajar dengan 
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mengeluarkan surat nomor : 421.2/019-SDN ABB/2012 clan berjanji 

menindaklanjuti dengan serius serra melakukan mutasi bagi yang 
terbukti melanggar disiplin kepegawaian. 

c. Penerimaan siswa baru tahun 2012/2013 di Banjarbaru. 

Sesuai dengan peraturan dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang 
memberikan kuota khusus kepada anak pejabat sebesar 20 % dari jumlah 

siswa yang dapat diterirna di sekolah. Pennasalahan ini sudah ditangani 

Ombudsman dengan mengkaji kebijakan tersebut clan mengeluarkan 

rekomendasi agar peraturan wajib dicabut clan tidak dapat dijadikan dasar 

dalam penerimaan siswa baru pada tahun berikutnya, clan sudah 

ditindaklanjuti oleh Diknas dengan mengeluarkan surat eclaran mencabut 

kebijakan clan sudah ticlak berlaku lagi. Permasalahan ini sudah 

clitindaklanjuti oleh Ombudsman dengan Rekomenclasi Nomor 

0016/REK/0063-2012/BS-02-BJM/X/2012 yang berisi agar Kepala Dinas 

Pendidikan Banjarbaru mencabut ketentuan Hasil Rapat Musyawarah 

Kerja Kepala Sekolah (M KKS) Ten tang Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) Pendidikan Dasar Kota Banjarbaru Nornor 

02/PPDB.SMP/RB/2012 Perihal Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru SMP Se 

Kata Banjarbaru. 

Kopertis XI Wilayah Kalimantan Selatan yang tidak mengakui mahasiswa 

baru angkatan 2012/2013 di Akademi Kebidanan Martapura Kampus 

lndrasari serta adanya dualisme Badan Penyelenggara Pendidikan 

Akademi Kebidanan martapura (Banjarmasin). 

d. Permasalahan dalam penerimaan CPNS. 

Ombudsman RI menerima 295 laporan terkait dengan penerimaan CPNS. 

Laporan tersebut disampaikan melalui Ombudsman RI di Jakarta clan 

Perwakilan Ombudsman di daerah yaitu wilayah Jawa Timur, Nusa 

Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah lstimewa Yogyakarta, 

Surnatera Utara, Maluku, Bali clan Sulawesi Selatan. 

Pengaduan terkait penerimaan CPNS terbanyak di Maluku yaitu 193 

laporan, dari jumlah tersebut 191 laporan terjadi di Serarn Bagian Barat 

dengan permasalahan sejumlah CPNSD angkatan tahun 2010 yang hingga 

kini belum di SK kan sebagai PNS SBB menyusul adanya arahan pada 

tanggal JO Nopember 2012 dari Wakil Bupati, Sekda clan Kepala BKD SBB 

yang menyatakan bahwa dari 456 CPNSD yang lulus saat itu, sebanyak 256 

mendapat SK PNS sedangkan sisanya 200 CPNSD hanya mendapatkan SK 

Kontrak untuk nantinya diangkat pada tahun 2013. Permasalahan tersebut 
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sedang dalam proses tindal<lanjut oleh Ombudsman untuk menclapat 
penyelesaian. 
Permasalahan yang lain adalah ketidakjelasan pengumuman hasil res 

kompetensi bidang, hal ini dimungkinkan memberikan peluang untuk 

manipulasi, selain itu juga instansi daerah mencoba merekayasa hasi I 

seleksi penerimaan CPNS, salah satunya terjadi di Kabupatcn 8adung. 
Laporan mengenai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKH UN) SD 

Negeri 11 Ambon untuk 34 siswa yang telah lulus dan sebagai persyaratan 
mutlak untuk melanjutkan ke SMP belum diterima sejak tahun 2011, 
setelah dilakukan konfirrnasi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman 

Maluku yang didampingi Asisten kepada mantan Kepala SON 11 Ambon 

dan Pemerintah Kota Ambon permasalahan sudah dapar diselesaikan. 

e. Pengaduan perwakilan orang tua siswa SMKN 3 Mataram. 

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima 
mengenai adanya pungutan uang pembangunan sebesar Rp3.ooo.ooo,oo 
untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dan apabila tidak dibayarkan siswa 
tersebut tidak dapat mengikuti ujian. Terhadap permasalahan tersebut 
pihak seko\ah se\a\u berdalih bahwa apa yang dilaksanakan merupakan 
hasil rapat pihak komite sekolah. Permasalahan diatas d h 

kl · · I h su a ditinda anjuti o e Perwakilan Ombudsman RI p .0 
· · N T . I v111s1 usa enggara 

Barat melalui pertemuan dengan Kepala Sekol I I di . 
. . a 1 untu < imintakan 

klanfikas1 kebenarannya. Sebagai basil dari pertemu t . b . .. . . an erse ut Kepala 
Sekolah berjanji akan memperba1k1 sehingga tid k d . 1 a a a pungutan yang memberatkan siswa dan akan mengemb lik a I an uang yang sudah 
dibayarkan oleh siswa. 

f Laporan/pengaduan perwakilan pengemudi tak · c1· y I · . st 1 ogya <arta. 
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Yogyaka t . 

· r a menenma permasalaha mahalnya biaya perpanjangan Surat ljin Me . c n 
timbul ketika diberlakuk.an k_eharu ngernudi (SI�). Permasalahan 

daja{P ner, · A Sdf) menycrtakan sertifikat mengemudi 
r "!41J/iJIJIJ!J ,l/M angkutan um um scsuai dengan UU Nornor 22 

Tahun 2009 te ntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mendapatkan 
sertifikat mengemudi dari Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) yang 
ditunjuk di seluruh wilayah D!Y mereka harus membayar Rp575.ooo,oo 
untuk SIM A Umum, Rp625.ooo,oo kelas 81 umum dan Rp650.ooo,oo 
untuk kelas 82 umum. Bagi sopir taksi yang menjadi pertanyaan adalah 

mengapa mereka harus menyertakan sertifikat untuk mengurus 
perpanjangan SIM. Semula untuk mendapatkan SIM urnurn, pemohon 
cukup mendaftar di Samsat dengan biaya Rpso.ooo.oo rnengurus surat 
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kesehatan di Polisi Rpao.ooo.oo clan mengurus tes psikologi Rpyo.ooo.oo. 

Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut dirasakan sangat 

memberatkan bagi sopir taksi. Terhadap permasalahan tersebut 

Ombudsman RI akan melakukan l<larifikasi kepada instansi terkait. 

g. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah dan Perguruan 

Tinggi Yogyakarta. 
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi D.I .Yogyakarta membuka pos 

pengaduan Penerimaan Siswa Baru (PSB) clan Penerimaan Mahasiswa 

8aru (PMB). Sejak dibuka tanggal 26 Juni hingga n Juli Ombudsman RI 

Provinsi D.i. Yogyakarta telah menerima 35 pengaduan, meliputi 34 

sekolah negeri clan satu perguruan tinggi. Permasalahan yang diadukan 

adalah beberapa indikasi pungutan yang terjadi di sekolah negeri, 

diantaranya pungutan sebesar Rp750.ooo,oo untuk membeli kursi dan 

bangku di sekolah berstandar internasional, pungutan pendaftaran dan 

uang gedung sebesar Rpz.zoo.ooo.co dan pungutan berkisar Rpi.ooo.oo 

sampai dengan Rpzo.ooo.oo untuk pendaftaran dan pengganti map atau 

berkas. 

h. Penolakan terhadap ijazah lulusan STKIP Catur Sakti Bantu) oleh 

Koordinator Kopertis Wilayah V /Y ogyakarta. 

Permasalahan tersebut dilaporkan oleh alumnus STKIP Catur Sakti bahwa 

Ijazah yang diperoleh dari Pendidikan S1 Program Studi Bimbingan dan 

Konseling tidak diakui menyusul pernyataan yang dikeluarkan oleh 

Kopertis Wilayah V DIY. Akibatnya sejumlah alumnus merasa dirampas 

hak tunjangan kepegawaian maupun tidak diterima sebagai PNS meskipun 

sudah dinyatakan lolos CPNS. 

Terhadap permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman 

RI dengan menerbitkan Rekomendasi Nomor 0004/REK/0106.2010-0053, 

2011/BS.05/IV/ 2012, yang isinya: 

Kopertis V diminta agar meneliti dan meninjau ulang penggunaan 

software temuan pegawai lembaga tersebut yang tidak dapat dijelaskan 

dasar hukumnya. 

Kepala BKN Regional I/Yogyakarta diminta agar rneneliti dan 

mempertimbangkan kembali kebijakan menolak memberikan KIP 

kepada CPNS yang telah lulus seleksi tahun 2008/2009 

Dimintakan kepada Bupati Magelang terhadap Keputusan Kepala 

Dinas Pendidikan Pemuda clan Olahraga yang menghentikan 

tunjangan profesi kepada PNS guru SD yang menggunakan ijazah 
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STKIPCatur Sakti Bantu) sampai adanya putusan yang berkekuatan 
hukum tetap tentang ketidakabsahan ijazah para guru SD tersebut. 

i. Laporan/pengaduan mengenai penerapan kebijakan Kartu Jdentitas 
Kendaraan (l<IK) oleh Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. 
Dengan adanya penarikan biaya bagi pengendara jalan selain pemilik KIK 

yang melintasi sekitar kawasan UGM, Ombudsman RI telah 
menindal<lanjuti kasus tersebut melalui klarifikasi, investigasi sarnpai 

dengan menyampaikan Rekomendasi Nomor 0017/REI</0060.2011/BS.05/ 
X/2012. 
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C. Pengawasan I Penegakan lntegritas 

1. Penegakan Integritas 
Dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Perwakilan Ombudsman di daerah 
dilakukan pengawasan sebagai pelaksanaan kegiatan penegakan integritas 
untuk mengawasi integritas dan kinerja pelayanan dengan melakukan 

kegiatan utama: 
Pertemuan dengan masyarakat pengguna layanan Ombudsman 

Pertemuan dengan instansi/pejabat terkait yang pernah berurusan dengan 
Ombudsman 

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja Kantor Perwakilan dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang menyampaikan 

laporan/pengaduan permasalahan dugaan tindakan maladministrasi dalam 

pelayanan publik. 

Penegakan integritas dilaksanakan dalam rangka memastikan pelaksanaan 

kode etik serta terwujudnya pelayanan Ombudsman RI yang berkualitas 

kepada masyarakat. 

Tujuan kegiatan penegakan integritas adalah : 

a. Mengetahui kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta kode 

etik. 

b. Untuk mendapatkan masukan mengenai kinerja Perwakilan Ombudsman 

RI di daerah melalui pengumpulan data dan informasi dari Pelapor terkait 

pelayanan yang diberikan. 

c. Untuk mendapatkan masukan mengenai kinerja Perwakilan Ombudsman 

RI di daerah melalui pengumpulan data dan informasi dari instansi terkait 

yang pernah berkoordinasi dalam rangka penanganan Iaporan/pengaduan 
masyarakat. 

Target capaian kegiatan penegakan integritas adalah : 

a. Mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan tugas Kantor 
Perwakilan 

b. Mendapatkan masukan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan 
Kantor Perwakilan dimasa mendatang. 

Kegiatan penegakan integritas dilakukan melalui wawancara kepada Pelapor 
dan instansi terkait serta observasi/pengamatan secara langsung pada Kantor 
Perwakilan. 
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Pada tahun 2012 dilaksanakan kegiatan penegakan integritas di 12 (dua belas) 

Kantor Perwakilan Ombudsman RI, yaitu: 
a. Kantor Perwakilan Sumatera Utara & NAO di Medan, tanggal 14 s/d 17 

Pebruari 2012. 

b. Kantor Perwakilan NTI-NTB di Kupang tanggal 21 s/d 24 Februari 2012. 

c. Kantor Perwakilan Sulut-Gorontalo di Manado tanggal 7 s/d 10 Maret 2012. 

d. Kantor Perwakilan OIY-Jawa Tengah di Yogyakarta tanggal 2 s/d 5 April 
2012. 

e. Kantor Perwakilan Jawa Timur di Surabaya tanggal 10 s/d 13 April 2o12. 
f. Kantor Perwakilan Jawa Barat di Bandung tanggal 12 s/d 15 Juni 2012. 
g. Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 31 Juli s/cl 3 

Agustus 2012. 

h. Kantor Perwakilan Bali di Oenpasar tanggal 18 s/d 21 September 2012. 
i. Kantor Perwakilan Kalimantan Timur tangga\ 25 s/d 28 September 2012. 
j. Kantor Perwakilan Kepu\auan Riau, di Batarn tanggal 8 s/d 12 Oktober 

2012. 
k. Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar tanggal 16 s/cl 19 Oktober 

2012. 
I. Kantor Perwakilan Maluku di Arnbon, tangga/ 16 s/d 19 Oktober 

2012. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam kegiatan Penegakan lntegritas, 
menghasilkan kesimpulan clan saran sebagai berikut: 

a. Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara & NAO di Medan 
1) Kesimpulan : 

a) Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sumatera Utara clan 
NAO dalam peiaksanaan tugas clan tanggung jawabnya telah 
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di 
Ombudsman RI. 

b) Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sumatera Utara clan 
NAO selama ini berkoordinasi dengan instansi terlapor hanya 
terbatas dalam penanganan laporan masyarakat clan lebih dominan 
berkoordinasi melalui surat menyurat sehingga beberapa instansi 
terlapor di Medan menyarankan agar Kantor Perwakilan 
Ombudsman RI melakukan koordinasi dengan pertemuan 
langsung. 

c) Beberapa Pelapor meminta Ombudsman RI dalam menyelesaikan 
laporan tidak hanya melakukan surat menyurat tetapi meiakukan 

terobosan guna mempercepat penyelesaian masalah yang 
disampaikan Pelapor. 

40 I Ombudsman Republik Indonesia 

cl) Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sumatera Utara clan 

NAO clalam melaksanakan tugasnya masih mengalami kenclala 

yaitu keterbatasan SOM, keterbatasan anggaran, sarana clan 

prasana. 
e) Sosialisasi yang clilakukan kantor perwakilan yang dominan adalah 

melalui penyebaran brosur clan striker Ombudsman, seclangkan 

kegiatan investigasi inisiatif clan mempublikasikan hasil investigasi 
inisiatif melalui media massa belum pernah clilakukan. 

f) Usulan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sumatera Utara 

clan NAO dalam rangka peningkatan kualitas SOM aclalah dengan 

kegiatan magang antar perwakilan Ombudsman clan melibatkan 

Asisten Perwakilan pacla kegiatan investigasi yang clilakukan oleh 

kantor Ombudsman RI pusat. Seclangkan untuk keterbatasan SOM 

pacla Kantor Perwakilan perlu dilakukan penambahan jumlah 

person ii. 

2) Saran 

Oalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, maka Kantor 

Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sumatera Utara clan NAO perlu 

diberikan saran/masukan sebagai berikut : 

a) Melaksanakan pertemuan atau kegiatan bersama dengan instansi 

penyelenggara negara di wilayah Sumatera Utara guna menjalin 

kerja sama clan sosialisasi kelembagaan. 

b) Oalam menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat sebaiknya 

selain menyampaikan surat tertulis, Kantor Perwakilan Ombudsman 

RI Provinsi Sumatera Utara clan NAO perlu memintakan penjelasan 

secara langsung sehingga mempercepat penyelesaian laporan serta 

sebagai media sosialisasi lembaga. 

c) Secara internal Kantor Perwakilan perlu melakukan pembenahan 

manajemen kerja khususnya aclanya pelibatan seluruh asisten pada 

kantor perwakilan untuk melakukan kegiatan investigasi clan 

kegiatan lainnya pada kantor perwakilan. 

cl) Melakukan pembenahan terhadap arsip laporan/pengaduan 

masyarakat dengan cara mendokumentasikan dalam satu almari 

penyimpanan arsip yang tersusun dengan baik clan mudah di akses 

oleh Kepala Kantor Perwakilan clan Asisten Perwakilan. 

e) Perlu melaksanakan kegiatan investigasi inisiatif dalam rangka 

merespon isu-isu pelayanan publik yang terjadi di Wilayah 
Sumatera Utara clan selanjutnya melakukan publikasi atas 

investigasi inisiatif yang dilakukan. 
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b. Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Nusa Tenggara Timur 

dan Nusa Tenggara Ba rat di Ku pang. 
1) Kesimpulan 

a) Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Wilayah NTT-NTB 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah berpcdornan pada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Ombudsman RI. 
Dari hasil penggalian informasi baik clari masyarakat Pelapor 

maupun Pejabat instansi terlapor tidak ada kesaksian yang 

menyatakan adanya tindakan negatif yang clilakukan Petugas 

Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah NTT-NTB. 
b) Keberadaan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah NTT-NTB 

mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan 
pelayanan publik, khususnya di wilayah NTT. Hal itu ticlak hanya 
terkait dengan pelaksanaan tugas penyelesaian laporan masyarakat 
tetapi juga peran aktif Kantor Penvakilan NTT-NTB dalam 
menyusun kebijakan pelayanan publik bersama Pemerintah Provinsi 
NIT, atau instansi lain serta dalam membangun jaringan kerja 
dengan ormas/\sm setempat. 

c) Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah NTT-NTB dalam 
menindaklanjuti laporan masyarakat khususnya di kota dan 
kabupaten Kupang mulai mengedepankan komunikasi langsung 
dengan Pejabat lnstansi terlapor, (dengan cara mendatangi/ 
menelpon}, selain tetap menyampaikan surat menyurat resmi. 
Upaya ini sebagai bagian bentuk persuasi terhadap Pejabat Terlapor 
sehingga ini dirasa lebih efektif dalam pcnyelesaian Japoran. 

d) Kaotor Perwakflan N'if'-NTB berharap segera dilakukan rekrutmen 
kepafa Kantor yang difinitif 

2) Saran 

Dalam rangka optimafisasi pelaksanaan tugasnya, maka Kantor 

Perwakilan Ombudsman RI Wilayah NTT-NTB perlu diberikan saran/ 
masukan sebagai berikut: 

a) Mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah dicapai 
selama ini, baik dalam penyelesaian laporan masyarakat maupun 
dalam rangka kerja sama yang sudah terbangun baik dengan 
instansi penyelanggara pelayanan publik maupun ormas/lsm clan 
masyarakat. 
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b) Melakukan monitoring secara intensif atas penyelesaian laporan 
masyarakat dengan cara menghubungi Pelapor maupun Pejabat 
instansi terlapor. 

c) Segera menginvetaris gedung milik Pemerintah Pusat untuk 
cliusulkan menjadi gedung Kantor Perwakilan 

c. Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sulawesi Utara 

Gorontalo di Manado. 
1) Kesimpulan 

a) Kedisiplinan 

Disiplin pegawai/staf di Kantor Perwakilan Manado dapat dinilai 
kurang, karena sebagian besar masuknya diatas jam 09.00 padahal 
jam kantor Jam 08.30. Kecuali Office Boy/Pramubhakti, yang 
menurut informasi masuk tepat waktu. 

b) Performa 

Secara fisik performa kantor nampak kotor dilihat dari luar. Pada 

saat Tim Pengawas datang, rumput di halaman tinggi, di dalam 
kelihatan tidak bersih. 

c) Kinerja 

Tahun 2011 laporan yang disampaikan ke ORI Jakarta ada 65 

laporan, setelah dicek ternyata hanya ada 24 laporan yang di register 
(map kuning}, dan 25 laporan konsultasi (tidak ada berkasnya/ 
resume/dokumennya). Dasar menyebutkan 65 laporan dari buku 
tamu, padahal di buku tamu setelah dicek ada tamu dari kantor 
pertanahan Manado dan kepala desa yang diundang mengisi buku 

tamu. Disamping itu keluhan dari pelapor, tidak ada kepastian 
laporan, semestinya kalau sudah ditindaklanjuti harus jelas, dengan 
pemberitahuan surat tertulis kepada pelapor. 

2} Saran 

a) Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo secara 

khusus perlu pendampingan dan supervisi secara berkala dan terus 
menerus. Siapapun Tim Ombudsman RI pusat yang ada kegiatan ke 

Manado, kiranya disempatkan untuk melakukan pembinaan sesuai 

bidangnya rnasing-rnasing, baik menyangkut substansi penanganan 
laporan, sosialisasi ke berbagai pihak dan menyangkut administrasi 
laporan dan keuangan serta perencanaan kegiatan. 

b) Kepala Perwakilan dituntut untuk menjadi manager yang baik, 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan melakukan 
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pembinaan serta menjadi contoh dalam kedisiplinan, performace 
clan kinerja. 

c) Kantor Ombudsman R.l. perlu memprogramkan satu acara (Rakor/ 

Seminar) dalam rangka memasyarakatkan Perwakilan Ombudsman 

di Manado. 

d) Harus ada job description yang jelas antara Kepala Perwakilan clan 2 

asisten yang ada, serta satu orang pramusaji. Asisten Ombudsman 

harus diberi tugas untuk mengerjakan tindak lanjut laporan 

sebagaimana tugas Asisten Ombudsman pada Kantor Ombudsman 

R.I. lainnya. Kepala Perwakilan bertanggung jawab atas kinerja 

secara menyeluruh, clan apabila ada laporan yang kornplek dapat 

ditangani oleh Kepala Perwakilan. 
e) Untuk menjaga kedisiplinan, diusulkan absensi seperti yang 

digunakan ORI pusat dan hanya dari ORI pusat yang mengetahui 
password-nya. 

f) Dari sisi penanganan laporan, perlu dipastian · setiap laporan ada 
kepastiannya, dan harus ada pemberitahuan kepada pelapor secara 
tertulis. Mekanisme case closed harus diberlakukan. 

g) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, aktif melakukan 
audiensi kepada instansi di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara clan 
Gorontalo. Meningkatkan interaksi dengan media/pers clan 
perguruan tinggi serta jaringan LSM/Organisasi Masyarakat. 

h) Dua orang asisten diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
mengembangkan diri. Bila dimungkinkan Rudy sebagai asistcn yang 
baru clan Melani dapat diusulkan magang di Kantor ORI pusat 
untuk meningkatkan pengetahuan clan keahlian sebagai asisten 
Ombudsman: Di�amping itu dengan melihat clan mengalami 
langsung kerja asisten di pusat, diharapkan dapat termotivasi clan 
dikembangkan saat kembali ke Kantor Perwakilan. 

d. Kantor Perwakilan Ombud1,man JU Wilayah 01 Yogyakarta-Jawa 
Te11gaJuJJ Y/Jgyaka, ta. 

1) Kesimpulan 

a) Secara umum kinerja dan pelaksanaan tugas serta wewenang Kantor 

Perwakilan Ombudsman 0.1. Yogyakarta dan Jawa Tengah belum 

dilaksanakan secara maksimal sebagaimana ketentuan dalam 

Undang-Undang Nornor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI 

clan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik. Namun demikian, sikap clan performa jajaran Kantor 

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi 0.1. Yogyakarta clan Jawa 
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Tengah yang selama ini ditunjukkan, tidak melanggar kode etik 

insan Ombudsman RI. 
b) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas serta kewenangan 

sebagaimana tersebut pada butir a, dikarenakan adanya kendala 

atau keterbatasan antara lain kurangnya jumlah, kapasitas serta 

kapabilitas Asisten Ombudsman yang dimiliki saat ini. 

c) Keberadaan Kantor Ombudsman Perwakilan Wilayah 0.1. 

Yogyakarta dan Jawa Tengah di tengah-tengah telah eksisnya dua 

lembaga Ombudsman di Yogyakarta yaitu LOO clan LOS belum 

dikenal baik oleh Instansi Penyelenggara Pelayananan Publik, 

khususnya instansi daerah. 
d) Eksistensi Kantor Ombudsman Perwakilan Wilayah 0.1. Yogyakarta 

dan Jawa Tengah dirasa sangat rnernbanru, terutama bagi instansi 

vertikal, khususnya BPN dalam rangka pengawasan pelayanan 

publik di bidang pertanahan. 
e) Penanganan laporan/pengaduan masyakarat oleh Kantor 

Ombudsman Perwakilan Wilayah 0.1. Yogyakarta clan Jawa Tengah 
masih mengedepankan komunikasi melalui surat menyurat 

dibandingkan dengan koordinasi langsung secara lisan dengan 

lnstansi Penyelenggara Pelayanan Publik. 

2) Saran 
Oalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang 
Kantor Ombudsman Perwakilan RI Wilayah 0.1. Yogyakarta clan [awa 

Tengah, maka perlu disampaikan saran/ masukan sebagai berikut: 

a) Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah 0.1. Yogyakarta dan [awa 

Tengah perlu meningkatkan kinerja, khususnya dalam penanganan 

laporan/pengaduan dengan melakukan pembagian tugas 

semaksimal mungkin di tengah keterbatasan asisten yang dimiliki. 

b) Perlu dibangun kerjasama yang intensif antara Perwakilan 

Ombudsman Wilayah 0.1. Yogyakarta clan Jawa Tengah dengan 

lnspektorat Pemerintah Provinsi 0.1. Yogyakarta dalam rangka 

penyelesaian laporan/ pengaduan terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik oleh SKPD di Provinsi Yogyakarta. 

c) Perlu meningkatkan pelaksanaan monitoring terhadap penanganan 

laporan/pengaduan yang telah ditindaklanjuti melalui surat 

permintaan klarifikasi ataupun penyampaian Saran clan 

Rekomendasi serta menyampaikan secara aktif perkembangan 

tindak lanjut laporan kepada masyarakat Pelapor. 
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d) Segera melakukan rekruitmen asisten di Kantor Perwakilan 

Ombudsman Wilayah 0.1. Yogyakarta, mengingat semakin 

banyaknya laporan/ pengaduan masyarakat yang disampaikan serta 
semakin tingginya harapan masyarakat terhadap Perwakilan 
Ombudsman Wilayah 0.1. Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

e. Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Jawa Timur di Surabaya. 
1) Kesimpulan 

Setelah mendengar informasi dari mitra kerja dan pelapor serta 

pengamatan langsung, pemeriksaan di Kantor Perwakilan [awa Timur, 
maka disimpulkan: 
a) Kedisiplinan 

Disiplin pegawai/staf di Kantor Perwakilan Jawa Timur dinilai cukup 
baik, karena sebagian besar masuk sesuai jam kerja kantor yaitu jam 
'6:�o .sto. 1.6.oo WIB. Namun demikian, masih saja ada Pelapor yang 
menyampaikan, beberapa waktu yang lalu pernah datang ke Kantor 
Perwakilan Jawa Timur, hanya ada Pramubakti. 

b) Performa 

Secara fisik performa kantor dalam kondisi bersih. Namun sarana 
dan prasana kantor masih sangat kurang layak, hal ini juga menjadi 
kritikan dari berbagai instansi/pejabat yang diternui oleh Tim 
Pengawasan saat rnenghimpun pendapat instansi/pejabat Terlapor. 
Performa Kepala, Asisten dan Pramubakti juga cukup baik. 

c) Kinerja 

Tahun 2011 menerima 264 laporan, 251 laporan diantaranya ditutup. 
(meskipun Berita Acara Penutupan masih dalam proses). Tahun 

zoiz dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2012 menerima 

42 laporan, ll laporan ditutup. Melakukan berbagai inisiatif untuk 
mensosialisasikan keberadaan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

melalui kerja sama dengan RR! Surabaya, SBO TV secara gratis. 
Memanfaatkan media masa untuk meliput laporan masyarakat yang 
menarik (kasus perburuhan, kasus sertifikat prona, kasus tanah 
pakis) 

2) Saran 

Saran untuk Sekretaris Jenderal Ombudsman R.I. 

Agar segera melengkapi Kantor Perwakilan dengan sarana/prasarana 
termasuk kendaraan dinas, karena performa clan sarana/prasarana 
Kantor Perwakilan telah dikritik oleh pejabat-pejabat instansi 

penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat/pelapor. 
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Saran untuk Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur 

a) Meningkatkan komunikasi dengan Pelapor, terutama memberikan 

kepastian tindak lanjut suatu laporan. 
b) Dari sisi penanganan laporan, perlu dipastikan setiap laporan ada 

perkembangannya, dan harus ada pemberitahuan tentang 

perkembangan penanganan kasus kepada Pelapor secara lisan 

maupun tertulis dengan menyampaikan upaya yang sudah 

dilakukan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur dalam 

menindaklanjuti laporan masyarakat. 
c) Surat-surat keluar dalam bentuk Klarifikasi, Pemberitahuan ke 

Pelapor, Panggilan dan undangan, harus lebih diteliti lagi, baik 

secara substansi maupun redaksionalnya. Untuk itu, agar diantara 
Asisten harus saling meminta bantuan untuk mengkoreksi draf 
surat sebelum akhirnya ditandatangani oleh Kepala Perwakilan. 

d) Setiap rapat, selain daftar hadir rapat juga perlu dibuatkan 

notulensinya. Untuk memudahkan dapat dibuat dalam sebuah Buku 

Notulensi Rapat, yang dilengkapi dengan tanda tangan yang hadir. 

e) Kantor Ombudsman R.I. perlu memprogramkan satu acara 

(Rakor/Seminar) dalam rangka memasyarakatkan Perwakilan 
Ombudsman di Surabaya, terutama kepada instansi (Pemerintah 

Daerah, Kanwil BPN Provinsi, Kepolisian), media dan masyarakat. 

f) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, aktif melakukan 

audiensi kepada instansi di lingkungan pemerintahan baik tingkat 
Provinsi maupun Kab/Kota. 

g) Meningkatkan interaksi dengan media/pers dan perguruan tinggi 
serta jaringan LSM/Organisasi Masyarakat 

h) Untuk menjaga kedisiplinan, diusulkan absensi seperti yang 

digunakan di Kantor ORI Jakarta dan hanya dari Kantor ORI Jakarta 

yang mengetahui password nya. 

f. Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Jawa Barat di Bandung. 

1) Kesimpulan 
a) Kedisiplinan cukup, dapat diketahui dari daftar hadir yang ada. 

b) Performa kelembagaan masih perlu ditingkatkan. Meskipun sudah 

beberapa kali dimuat dimedia, perlu ditingkatkan lagi. Kegiatan 

audiensi/kunjungan ke Gubernur, Walikota/Bupati perlu dilakukan 

sebagai bentuk sosialisasi keberadaan Kantor Perwakilan di daerah. 

Kenyataannya masih banyak dari instansi pemerintah (Pernprov 

Jawa Barat, Pernkot Bandung, Polrestabes Bandung) tidak 

mengetahui keberadaan Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. 
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g. 

2) Saran 

Kinerja perlu ditingkatkan, meskipun penerimaan laporan dan tindak 

lanjutnya telah berjalan. Namun jangan hanya menjadi kantor 

pos/menyalurkan surat saja, surat tanggapan dari terlapor perlu 

dianalisis, apakah tanggapannya sudah sesuai dengan permintaan 

klarifikasi atau belum? Kalau ditemukan dugaan maladministrasi 

segera diusulkan ke ORI Jakarta untuk di bahas dalam Pleno Anggota 

guna diterbitkan Rekomendasi. 

Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Kalimantan Selatan di 

Banjarmasin. 
1) Kesimpulan 

a) Keberadaan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan secara 

kelembagaan sudah mulai dikenal oleh jajaran pemerintahan dan 

aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan 

Selatan). Namun demikian sosialisasi tetap terus ditingkatkan. 

b) Tingkat kehadiran cukup baik. Tata kerja perkantoran berjalan 

sebagaimana mestinya. 
c) Kinerja kantor perwakilan sudah cukup bagus, hal itu dapat dilihat 

dari bagaimana. membangun jaringan dengan media, menerima dan 

menindaklanjuti laporan. Tahun 2012 sampai bulan Juni menutup 43 
kasus. Penanganan laporan cepat, meskipun demikian perlu lebih 

melakukan pendalaman dalam rangka penyelesaian laporan. 

2) Saran 

a) Meskipun sudah beberapa tahun berdiri, Kantor Perwakilan 

Kalimantan Selatan harus terus tetap melakukan sosialisasi ke 

instansi pemerintah (Provinsi dan Kabupateri/Kota), Pers/Media 

Masa, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga 
Bantuan Hukum, dan Masyarakat secara luas. 

b) Perlu adanya evaluasi dan monitoring yang intensif terhadap 

kemajuan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 

baik dari sisi kinerja, inisiatif maupun dari kedisplinan pegawai. 

h. Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Bali di Denpasar. 

Kesimpulan 
Setelah mendengar informasi dari mitra kerja serta pengamatan langsung 
saat pemeriksaan di Kantor Perwakilan Bali, maka dapat diambil 

kesimpulan : 
a) Kedisiplinan perlu ditingkatkan, meskipun operasional kantor baru 

mulai tanggal 10 September 2012 bersamaan dengan datangnya 

pengadaan barang (meja, kursi, kornputer, AC, laptop dsb), namun 

tingkat kehadiran perlu mendapat perhatian. Sudah seharusnya mulai 

aktif masuk kantor sesuai jam kerja, mengingat kantor sudah 

operasional. Disepakati Hari Kerja Kantor dari Hari Senin s/d [urn'at, 

Jam Kerja mulai Jam 09.00 s/d 17.00 waktu setempat. 

b) Performa kelembagaan apabila dilihat dari jaringan kerja, ada potensi 
untuk dapat dikembangkan, hal itu dapat dilihat dari hubungan sudah 

terbangun antara individu asisten dengan beberapa jaringan di LSM 

maupun instansi pemerintah. Segera melakukan sosialisasi ke 

stakeholder di Bali agar keberadaan Kantor Perwakilan Bali lebih 

diketahui. 
c) Kinerja dalam arti penerimaan laporan belum kelihatan karena 

operasional kantor baru mulai tanggal 10 September 2012. Namun 

demikian sudah ada satu orang pelapor yang datang setelah 

mengetahui ada Kantor Pewakilan di Bali. Pelapor telah menyampaikan 

laporan ke Ombudsman pusat dan Perwakilan Jawa Timur. Dari hasil 

penerimaan laporan disampaikan akan ditanyakan ke Kantor 

Ombudsman pusat maupun Perwakilan Jawa Timur. Sedangkan terkait 

dengan kinerja sosialisasi clan membangun jaringan sudah cukup 

bagus, diantaranya (terlampir) sejak dilantik bulan Juni sampai bulan 

September 2012 telah mengikuti dan melakukan beberapa kegiatan. 

i. Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Kalimantan Timur di 

Balikpapan. 
1) Kesimpulan 

Setelah mendengar informasi dari mitra kerja serta pengamatan 

langsung saat pemeriksaan di Perwakilan Ombudsman RI Wilayah 
Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat diambil kesimpulan : 

a) Perwakilan Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur telah menyusun SOP untuk pelaksanaan 

tugasnya. 
b) Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Provinsi Kalimantan 

Timur telah dapat dipergunakan dan beroperasional. 
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c) Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Provinsi I<alimantan Timur 

telah mulai dikenal di Kalimantan Timur hal tersebur dapat 
diketahui dengan adanya kliping media massa yang memuat 

pemberitaan tentang keberadaan kantor perwakilan. 
d) Pemerintah Kota Balikpapan menyambut baik keberadaan 

Ombudsman Rl Perwakilan Wilayah Provinsi I<alimantan Timur dan 

meminta agar dilaksanakan sosialisasi tentang Ombudsman RI di 
lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. 

e) Masyarakat yang tergabung dalam ikatan pedagang pasar kebun 

sayur secara resmi telah menyampaikan laporan kepada 
Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Provinsi I<alimantan Timur. 

2) Saran: 

a) SOP yang telah disusun Perwakilan Ombudsman RI Wilayah 
p .. K 1· rovmsi a irnantan Timur kiranya dapat disempurnakan dan 
segera dapat diimplementasikan. 

b) Kepala dan Asisten Perwakilan disusun Perwakilan Ombudsman RI 

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur agar melaksanakan tugas di 
kantor perwakilan yang telah disediakan. 

c) Agar Perwakilan Ombudsman Rl Wilayah Kalimantan Timur lebih 
meninz}<atkan klnetja agar semak,·n dik I d di k lea • ena an irasa an 
masya�a. t dan publikasi tentang keberadaan Ombudsman perlu 
terus d1tmgkatkan. 

d) Perwakilan Ombudsman RI Wil h . . . uaya Provinsi I<ahmantan Timur 
agar segera berkoordin . d 
d ssi cngan Wakilwalikota Balikbapan terkait 

engan rencana sosialisasi di SKPD di lingkungan Pemerintah Kota 
Balikpapan. 

e) Agar Perwakilan Ombudsman RI Wilayah I<alimantan Timur 
memprioritaskan penyelesaian laporan ikatan pedagang pasar kebun 
sayur. 

j. Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Kepulauan Riau di 
Ba tam. 

1) Kesimpulan 

So�ialisa�i Ombudsman RI di Kepulauan Riau memperoleh sambutan 
baik d�n seluruh instansi yang dikunjungi, yaitu Polda I<epulauan Riau, 
P�mermtah Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil BPN Provinsi I<epulauan 
Riau dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau. 
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k. 

2) Saran 

a) Diperlukan adanya tindak lanjut dari acara dimaksud, seperti 
sosialisasi langsung kepada unit-unit pelayanan di tingkat Provinsi, 

Kota maupun Kabupaten, yang dapat dilaksanakan oleh 

Ombudsman RI maupun oleh Kantor Ombudsman Perwakilan 

Kepulauan Riau apabila kondisi kantor, SOM termasuk Kepala 
Perwakilan dan sarana prasarana telah tersedia dengan baik. 

b) Perlu aclanya evaluasi dan monitoring yang intensif terhadap 
keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 

Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sulawesi Selatan di 
Makassar. 

1) Kesimpulan 

a) Keberadaan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan secara 

kelembagaan baru tahap memperkenalkan diri kepada stakeholder 

di Sulawesi Selatan, baik dilingkungan pemerintahan daerah, aparat 

penegak hukum, Ormas, Pers/media dan masyarakat lainnya. 

Kegiatan sosialisasi tetap harus dilakukan terus 

b) Tingkat kehadiran cukup baik, karena absensi masih manual (ditulis 

sesuai kehadiran) perlu diteliti lebih lanjut apakah memang benar 

sesuai yang tertulis atau tidak. 

c) Tata kerja perkantoran berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun 

perlu ditingkatkan pola komunikasi antara Kepala Perwakilan 

dengan para asisten dan sebaliknya, antar para asisten sendiri. 

d) Kinerja kantor perwakilan sudah cukup berjalan, hal itu dapat 
dilihat dari bagaimana menerima dan menindaklanjuti laporan, 

membangun jaringan dengan media dan melakukan kegiatan 

sosialiasi ke berbagai instansi. 

2) Saran 
a) Sebagai Kantor Perwakilan yang baru, Kantor Perwakilan Sulawesi 

Selatan harus terus tetap melakukan sosialisasi ke instansi 

pemerintah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Pers/Media Masa, 

Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan 

Hukum, dan Masyarakat secara luas. 

b) Perlu adanya evaluasi dan monitoring yang intensif terhadap 

kemajuan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, 

baik dari sisi kinerja, inisiatif maupun dari kedisplinan pegawai. 
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l. Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Maluku di Ambon. 
1) Kesimpulan 

a) Secara umum penyelenggara pelayanan publik di Maluku, 

khususnya Pemerintah Provinsi Maluku, Kepolisian Daerah Maluku, 
Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku menyambut baik keberadaan 
Kantor Perwakilan Ombudsman di Provinsi Maluku sebagai 

lembaga pengawas pelayanan publik dan siap melakukan kerja sama 

dengan Kantor Ombudsman Perwakilan di Maluku dalam rangka 
peningkatan dan pelayanan publik. 

b) Beberapa pengurus LSM/Ormas di Maluku juga memiliki harapan 
yang tinggi atas keberadaan Kantor Perwakilan Ombudsman di 
Maluku agar dapat menjadi mitra dalam rangka pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Maluku. 

c) Kebersamaan dan kerjasama tim (Kepala dan Asisten Perwakilan) 
belum terbangun dengan baik. 

d) Belum tertanganinya beberapa laporan yang sudah disampaikan 
m.as<fa:r�"t.. 

e) Belum tertibnya pencatatan administrasi baik dalam penyelesaian 
laporan, pengunaan anggaran operasional di kantor perwakilan, 
daftar absen/kehadiran, langganan Koran yang belum dikirim ke 
kantor perwakilan. 

2) Saran 

Dalam rangka menjawab harapan masyarakat di Maluku, Kepala clan 
Asisten di Kantor Perwakilan Maluku perlu segera : 
a) Secara internal: 

Membangun komunikasi dan kerja sama yang efektif sebagai 
sebuah tim; 

Menyusun pembagian kerja yang jelas antara Kepala Kantor dan 
Asisten; 

Membuat catatan administrasi secara tertib, baik dalam 
penyelesaian laporan maupun administrasi setiap penggunaan 
keuangan kantor yang bisa diakses baik Kepala Kantor maupun 
Asisten, serta absensi kehadiran: 

Segera menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah 

disampaikan masyarakat; 

Langganan korang pengirimannya segera disampaikan ke kantor 

perwakilan. 
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b) Secara eksternal : 
Membangun jaringan kerja baik dengan instansi Penyelenggara 

Pelayanan Publik, LSM/ormas dan praktisi media dengan 
melakukan pertemuan secara periodik; 
Melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun 

penyelenggara pelayanan publik. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan pada 12 

(dua betas) Perwakilan, disampaikan saran-saran dalam rangka meningkatkan 

kinerja Kantor Perwakilan sebagai berikut: 

a. Keberadaan Kantor Perwakilan Ombudsman RI sangat dibutuhkan karena 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan 

permasaiahan terkait dengan pelayanan publik, oleh karena itu perlu 

adanya sosialisasi secara rutin baik secara langsung maupun melalui media 

cetak dan elektronik. 

b. Perlu adanya pengamatan langsung yang dilakukan Kantor Perwakilan 

Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya 

pelayanan di Kantor Pertanahan dan Kepolisian. 
c. Melaksanakan pertemuan atau kegiatan bersama dengan instansi 

penyelenggara pelayanan publik untuk menjalin kerja sama dan sosialisasi 

kelembagaan. 
d. Dalam menyelesaikan laporan selain permintaan klarifikasi melalui surat 

diperlukan juga melakukan pertemuan langsung dengan instansi Terlapor 
untuk meminta penjelasan sehingga akan mempercepat proses 

penyelesaian. 
e. Perlu adanya pembenahan manajemen kerja seperti melibatkan semua 

asisten untuk kegiatan investigasi dan kegiatan Iainnya. 
f. Perlu penyusunan arsip yang baik atas laporan dan dokumentasi kegiatan 

yang mudah diakses bagi yang memerlukan. 

g. Perlu dilakukan investigasi inisiatif dalam rangka merespon isu-isu 

pelayanan publik yang sedang berkembang. 

h. Perlu peningkatan kinerja penanganan laporan melalui pembagian tugas 

semaksimal mungkin; 

i. Performa kelembagaan masih perlu ditingkatkan khusunya kunjungan/ 
audiensi ke Kantor Gubernur, Walikota/Bupati perlu dilakukan untuk 
mensosialisasikan keberadan kantor Perwakilan; 

j. Perlu ditingkatkan kinerja antara lain dalam menganalisis surat tanggapan 

dari Terlapor apakah sudah sesuai dengan permintaan klarifikasi; 
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k. Perlu kerjasama yang intensif dengan lnspektorat Pemerintah Provinsi 
dalam rangka penyelesaian laporan terkait penyelenggaraan pelayanan 
publik di lingkungan SKPD setempat; dan 

l. Perlu melakukan monitoring terhadap perkembangan tidaklanjut laporan. 

2. Supervisi Pelayanan Publik 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal, Ombudsman RI 
juga melakukan kegiatan supervisi terhadap instansi penyelenggara pelayanan 
publik yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan standar 
pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2s 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Tujuan kegiatan supervisi adalah: 

a. Mengetahui kondisi riel dan kualitas pelayanan pada kantor-kantor 
penyelenggara pelayanan publik yang menjadi obyek pengawasan. 

b. Merumuskan clan memberikan masukan perbaikan pelayanan kepada 
penyelenggara pelayanan publik. 

Target capaian kegiatan pengawasan adalah : 

a. Tersedianya data dan informasi tentang kondisi yang sedang dilaksanakan 
pada kantor pelayanan publik. 

b. Tersedianya rumusan bahan-bahan masukan untuk mernperbaiki 
penyelenggara pelayanan publik 

c. Tercapainya komitmen pimpinan instansi penyelenggara pelayanan publik 
untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. 

Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan Supervisi digunakan sebagai 
bahan seminar untuk memberikan masukan clan mendapatkan komitmen 
dari instansi pemnyelenggara pelayanan publik dalam rangka perbaikan dan 
peningkatan kulaitas pelayanan kepada masyarakat. 
Instansi penyelenggara pelayanan publik yang menjadi sasaran supervisi 
adalah Dinas Kependudukan clan Catatan Sipil, Kantor Pertanahan, Badan 
Penanaman Modal clan Perijinan, Kantor SAMSAT, Rumah Sakit Umum 

Daerah, Kepolisian Resor (khusus pembuatan Surat Jjin Mengemudi), Kantor 
Pelayanan clan Perijinan Terpadu, Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan 
dan Rumah Tahanan Negara di tingkat Kabupaten/Kota. Hasil supervisi 
pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di 7 (tujuh) 
Kantor Imigrasi yaitu Yogyakarta, Kupang, Surabaya, Medan, Manado, 
Banjarmasin clan Bandung clan di Lembaga Pemasyarakatan di Lubuk Pakarn, 
Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Surabaya. 
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Dari kegiatan supervisi di Kantor lmigrasi diperoleh hasil temuan antara lain 
keberadaan calo, biaya pengurusan paspor yang tidak standar, dan waktu 

pengurusan yang melebihi ketentuan. Sedangkan di Lembaga 

Pemasyarakatan diperoleh temuan menganai adanya praktik pungutan liar 

pada pos penjagaan pertama dan kedua. 

Hasil kegiatan supervisi diseminarkan di lingkungan jajaran Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk memberikan masukan dalam rangka memperbaiki 
kualitas pelayanan publik bagi instansi penyelenggara pelayanan. Selama 

tahun 2012 dilakukan 62 kali kegiatan supervisi. 

Berdasarkan supervisi, diperoleh hasil bahwa secara umum instansi 

penyelenggara pelayanan telah menerapkan standar pelayanan dasar antara 
lain adanya informasi mengenai alur/prosedur pelayanan, adanya visi, misi, 
maklumat pelayanan dan moto pelayanan, didukung ketersediaan sarana 

prasarana dan sumber daya manusia yang memadai. Namun demikian masih 

terdapat beberapa instansi yang masih memerlukan perbaikan dalam rangka 

peningkatan pelayanan pada beberapa instansi, misalnya belum 

dicantumkannya visi, rmsi, moto pelayanan, jumlah biaya, waktu 

penyelesaian, dan jenis pelayanan secara keseluruhan pada alur/prosedur 

informasi pelayanan. Selain itu dalam pelayanan pengurusan Surat ljin 

Mengemudi masih memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin cepat 

pengurusannya tanpa melalui ujian teori dan praktik dengan mengenakan 

biaya yang tidak resmi (lebih tinggi). 

Dari hasil supervisi pada tahun 2012 diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Secara umum instansi penyelenggara pelayanan publik telah menerapkan 
standar pelayanan minimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat seperti adanya informasi mengenai jenis dan tarif pelayanan, 

persyaratan, prosedur dan mekanisme pelayanan, maklumat pelayanan, 
dan ketersediaan sarana prasarana pendukung serta kotak saran/ 

pengaduan. Namun dernikian masih terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. 

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain : 

1) Masih adanya peluang percaloan yang dilakukan oleh pegawai maupun 

orang luar dalam pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan, 

pengurusan paspor di Kantor lmigrasi, pengurusan SIM dan STNK di 
Kantor SAMSAT, pengurusan akte kelahiran di Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil, pengurusan !MB serta pengurusan perizinan trayek 

angkutan umum. 
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2) Pelayanan RSUD yang perlu dibenahi adalah kedisiplinan jam kerja 

Dokter dan Tenaga Medis lainnya, pengurusan Jamkesmas/Jamkesda 
belum mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya (masih sulit). 

3) Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan, adanya ketidak cermatan 

petugas dalam penggeledahan barang bawaan pengunjung. masih 

adanya diskrirninasi waktu dalam penerimaan keluarga/teman yang 

akan mengunjungi warga binaan. 

c. Sebagai tindak lanjut kegiatan supervisi disarankan untuk diadakan 

kegiatan monitoring secara berkala terhadap instansi-instansi yang 

bersangkutan untuk mengetahui perbaikan yang telah dilakukan antara 

lain menghentikan adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi, 
memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan, memperbaiki sarana prasarana dan informasi mengenai biaya 

pelayanan, persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur pemberian 

pelayanan, dan waktu yang ditentukan untuk menyelesaian pelayanan. 

d. Dalam rangka memberikan saran perbaikan pelayanan publik, 

dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi vertikal 

Kementerian/Lembaga yang menjadi obyek supervisi. Pada tahun 2012 

tahun 2012, dilaksanakan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, 

Kejaksaan Agung, clan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dilaksanakan di 

Jakarta pada tanggal 10 Desember 2012. 

Supervisi ke Lembaga Pemasyarakatan 

Kegiatan supervisi pada tahun 2012, sebagaimana terlampir pada lampiran 
VIII. 
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Dalam rangka memberikan upaya perbaikan secara komprehensif, 

diselenggarakan 3 (tiga) Ra pat Koordinasi di tingkat pusat, yaitu: 

a. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Hukum clan HAM pada tanggal 13 

Agustus 2012. Pada Rapat Koordinasi tersebut, dihadiri pimpinan 
Kementerian Hukum clan HAM clan Ketua Komisi Ill DPR RI. Pimpinan 
Kementerian Hukum clan HAM meliputi Menteri, lnspektur Jenderal, 
Sekretaris Jenderal, clan Direktur Jenderal terkait, Para Kepala Kantor 

Wilayah clan pimpinan unit pelaksana teknis yang menjadi lokus 

supervisi. Rapat Koordinasi dibuka Ketua Ombudsman RI dilanjutkan 

dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM, dilanjutkan dengan Keynote 

speech Ketua Komisi Ill DPR RI. Pada Rapat Koordinasi tersebut, Direktur 

Jenderal terkait menyampaian upaya perbaikan kualitas pelayanan publik 

yang telah clan akan dilaksanakan. Temuan supervisi clipaparkan secara 

terbuka kepada peserta Rapat Koordinasi. Rapat Koordinasi menghasilkan 

kesepakatan antara Ombudsman RI dengan Kementerian Hukum clan 

HAM sebagai bentuk komitmen Kementerian Hukum clan HAM untuk 

meningkatkan kualitas pelayanaan publik. Kesepakatan ditandatangani 

lnspektur Jenderal Kementerian Hukum clan HAM clan Sekretaris [enderal 

Ombudsman RI. 

b. Rapat Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 5 
Oktober 2012. Rapat Koordinasi dibuka Ketua Ombudsman RI clan 

sambutan Kepala Badan Pertanahan Nasional clan sekaligus memberikan 
arahan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan yang 
dilaksanakan oleh BPN, Kantor Penvakilan, clan Kantor Pertanahan dalam 

rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat sebagai kewajiban negara. 

Keynote speech disampaikan Ketua Komisi II DPR RI. Paparan: Kepala 
Kantor Wilayah BPN yang menjadi lokasi supervisi clan monitoring 
Ombudsman RI yaitu Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional 
Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional 

Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan 

Nasional Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan 
Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah 
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Wilayah 
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah 
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Hasil supervisi clan monitoring 
oleh Ombudsman RI. Pada kesempatan rapat koordinasi tersebut, hadir 

sebagai narasumber: Pengurus Pusat lkatan Notaris Indonesia/Pengurus 
Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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Pada sesi akhir rapat koordinasi dilaksanakan penandatanganan 
komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan 

yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Ombudsman dan Inspektur 

Utama BPN. 

c. Rapat Koordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada 

tanggal 10 Desember 2012. Rapat koordinasi ini dihadiri sekaligus sebagai 

pembicara adalah Hakim Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan 

Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Rapat 
koordinasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di 

bidang hukum khususnya terkait dengan ekstrak vonis bagi narapidana di 

lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara. Pada rapat koordinasi 

dilaksanakan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang 

hukum oleh para pihak. 

Rapat koordinasi Ombudsman RI dengan Badan Pertanahan Nasional 

Rapat koordinasi Ombudsman RI dengan 
Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM 
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3. Investigasi Atas Prakarsa Sendiri 
Dalam rangka memberikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan 
pelayanan publik, Ombudsman RI melaksanakan investigasi atas prakarsa 
sendiri sebagai pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 

Pasal 7 huruf d menyatakan: "Ombudsman bertugas melakukan investigasi 
atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik". 
Pada tahun 2012, Ombudsman RI melaksanakan kegiatan investigasi sistemik, 

sebagai berikut: 
a. Dugaan maladministrasi dalam proses pengembalian dan 

penyerahan berkas perkara dari Kejaksaan ke Kepolisian yang 
berulang-ulang. 
Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, terhadap permasalahan 
pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum UPU) ke 
penyidik dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Sebab - sebab pengembalian berkas perkara dari JPU ke penyidik 
adalah karena adanya pandangan atau pendapat JPU terkait dengan 
kurangnya alat bukti dan ketidaksesuaian alat bukti dengan tindak 

pidana yang dilakukan, selain itu disebabkan oleh adanya permintaan 
JPU untuk melengkapi alat bukti lebih dari 2 (dua) alat buktu sebelum 

menyatakan berkas perkara lengkap (P.21) meskipun dari sisi yuridis 
tidak mensyaratkan ha! demikian, namun ha! tersebut bentuik kehati 

hatian JPU. 
2) Faktor penyebab terjadinya bolak - balik berkas perkara dari JPU 

kepada penyidik adalah perbedaan pendapat antara Penyidik dan JPU 

tentang optimalisasi Penyidikan, lemahnya koordinasi, adanya ego 
sektoral, intervensi penanganan perkara baik dari pihak internal kedua 

institusi maupun dari pihak eksternal, adanya permintaan/pemberian 
uang dalam proses percepatan penanganan perkara, adanya kendala 

sistem internal serta manajemen SOM (penempatan, kualitas dan 
kuantitas) sehingga berakibat pada tertundanya proses penanganan 
perkara. 

3) Kendala yang dihadapi penyidik dalam memenuhi petunjuk JPU adalah 

sebagai berikut : 

a) Petunjuk tersebut tidak dapat dipenuhi dan bahkan tidak bisa 
dicarikan jalan untuk memenuhi petunjuk tersebut. 

b) Adanya keterbatasan waktu dalam memenuhi permintaan JPU 
(selama 14 hari harus sudah dipenuhi oleh Penyidik Pasal 138 ayat 
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(2) KUHAP), padahal penyidik harus kembali memanggil korban 
dan saksi serta mencari alat bukti lain. 

c) Pada beberapa kasus, JPU kurang teliti dan tidak cermat dalam 

meneliti berkas perkara, bahkan ada dalam beberapa kasus, 

permintaan yang dibuat dalarn petunjuk tersebut telah tertera pada 
berkas perkara yang diserahkan Penyidik. 

d) Petunjuk JPU terkadang tidak satu kali, setelah ada P-19 dan 
kemudian dipenuhi, terkadang masih terdapat petunjuk baru yang 
ditambahkan. 

e) adanya banyak intervensi dari pihak - pihak lain dalam menemukan 
alat bukti ataupun saksi, sehingga perkara jadi lama dan bahkan 

cenderung bolak - balik. 

f) Kurangnya komunikasi antara JPU kepada penyidik, sehingga dalam 

beberapa kasus petunjuk yang dibuat sebenarnya sudah terpenuhi 
dalarn berkas perkara yang diserahkan. 

g) Tidak terjalin komunikasi dari awal pada saat SPDP diserahkan dan 
tidak ada kesepahaman yang sama antara penyidik dengan JPU 
dalam menentukan alat bukti. 

4) Hambatan - hambatan penyidik clan JPU dalam menangani perkara 
yang berpotensi menimbulkan maladministrasi adalah sebagai berikut : 

a) Adanya perbedaan pendapat tentang waktu pengiriman Surat 
Peinberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP). 

b) Perbedaan pendapat tentang optimalisasi penyidikan. 

c) Lemahnya Koordinasi 

d) Adanya ego sektoral. 

e) Intervensi penanganan perkara. 

f) Terdapat permintaan/pemberian uang dalam upaya agar berkas 

dinyatakan P.21. 

g) Adanya kendala sistem internal. 

h) SOM yang kurang tertata 
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Berclasarkan investigasi yang telah clilakukan clan kesimpulan tersebut 

terhadap permasalahan pengembalian berkas perkara clari Jaksa Penuntut 

Umum UPU) ke penyiclik direkomendasikan: 

1) Jaksa Agung 
a) Perlu segera merevisi Surat Edaran Nomor SE-001/A/JA/02/2008 

tentang Pelaksanaan Gelar Perkara Tahap Penyidikan oleh 

Penyidik. 
b) Perlu untuk memerintahkan jajarannya agar melaksanakan 

ketentuan Pasal u ayat (6) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER- 

036/ A/JA/o9/2on. 
2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

a) Perlu membuat peraturan internal guna mengantisipasi 

pengembalian berkas perkara yang berulang-ulang. 
b) Perlu mengarahkan penyidik agar segera mengirim SPDP kepada 

JPU sejak awal dimulainya penyidikan. 

3) [aksa Agung clan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

a) Mengadakan pertemuan formal dan informal antara Penyidik clan 

JPU untuk membahas pengembalian berkas perkara yang berulang 

ulang sehingga proses percepatan penanganan perkara dapat 

tercapai tanpa mengurangi independensi. 

b) Mengefektifkan fungsi Pengawasan (internal dan eksternal) untuk 

mengawasi tindakan JPU dan Penyidik dalam proses penanganan 

perkara. 
c) Membuat mekanisme bersama antara Kejaksanaan dan Kepolisian 

dalam rangka mengatasi persoalan pengembalian berkas perkara 

yang berulang-ulang dari JPU kepada Penyidik. 
d) Membangun rasa kepercayaan dan menghilangkan ego sektoral 

antara Penyidik clan JPU dalam penanganan perkara. 
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b. Penyelenggaraan Sertifikasi Guru. 
Berdasarkan analisis data temuan investigasi inisiatif 
Ombudsman terkait penyelenggaraan sertifikasi guru, 

oleh Tim 
diperoleh 

terpenuhi pada tahun 2014, mengingat jumlah guru di seluruh 
Indonesia sampai hari ini tercatat 2.925.676 orang. Ini menunjukkan 
bahwa jumlah guru yang belum disertifikasi adalah 1.535.226 orang. 
Kebijakan sertifikasi guru yang didahului dengan penerapan Uji 
Kompetensi Awai (UKA) pada tahun 2012 merupakan 
penyimpangan/bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2008 clan prakteknya memberatkan guru dan dianggap kesan 
pemerintah sengaja mempersulit proses pelaksanaan sertifikasi guru. 
Selain itu materi atau soal UKA yang sangat sulit sementara waktu 

ujiannya sangat terbatas. Pelaksanaan UKA tanpa mempertimbangkan 
kondisi para guru yang bertugas di daerah Terpencil, Termiskin clan 
Terluar (3T), serta guru yang sudah berusia lanjut dan akan memasuki 
masa pensiun serta memiliki latar belakang pendidikan di bawah 

persyaratan yang ditentukan. 
Kebijakan pola sertifikasi guru dari awal pelaksanaan tahun 2006 

sampai dengan tahun 2012 setiap tahunnya mengalami perubahan. Hal 
ini menyebabkan ketidakpastian implementasi di lapangan, perubahan 
pola membutuhkan waktu penyesuaian untuk memahami dan 

menerapkan peraturan yang baru dan waktu untuk sosialisasi yang 
sangat terbatas sehingga berdampak pada pelaksanaan di lapangan. 

2) Penyelenggara sertifikasi kurang memperhatikan jadwal pelaksanaan 
PLPG yang sangat padat clan materi ujian yang sulit, hal tersebut 

mempengaruhi fisik maupun mental peserta sertifikasi dalam 

penyerapan materi clan pelaksanaan ujian. 
LPMP merupakan lembaga yang relatif dipercaya oleh guru untuk 
membantu melaksanakan sertifikasi guru, akan tetapi LPMP tidak 

difungsikan secara optimal padahal LPMP adalah lembaga strategis 
yang memiliki sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang 
memadai untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik. 

Tingkat kelulusan setiap LPTK berbeda-beda pada hal setiap LPTK 
memiliki pedoman yang sama dalam pelaksanaan sertifikasi. 

Prosentase jumlah ketidaklulusan tersebut dapat dilihat sebagai 
pertimbangan setiap LPTK untuk menjaga kualitas kelulusan clan 

tanggung jawabnya selaku penyelenggara sertifikasi. 

Koordinasi pelaksanaan sertifikasi guru dalam hal evaluasi clan 

penyelesaian permasalahan secara komprehensif pada tingkat nasional 
yaitu antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 
Kementerian Agama, termasuk antara pusat dengan daerah belum 
efektif. 

kesimpulan sebagai berikut : 
1) Terdapat berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi 

guru yaitu sejak awal pendaftaran calon peserta, penetapan peserta, 

penetapan kuota dan uji kompetensi awal. Dalam hal pendaftaran 

calon peserta sertifikasi masih terdapat berbagai kekurangan yaitu 

pendafraran calon dengan menggunakan sistem online masih belum 

menghasilkan data yang valid, karena tidak didukung dengan update 

data calon peserta yang akurat. 
Masih terdapat perbedaan sistem pendaftaran peserta sertifikasi guru 
antara Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan Kementerian 

Agama. Hal ini disebabkan karena Kementerian Agama belum 

sepenuhnya menggunakan sistem online, sehingga mengalami 
kesulitan dalam pendaftaran calon peserta. Khusus di Kementerian 

Agama masih terdapat perbedaan perlakuan antara guru yang 

mengajar di sekolah tertentu dengan guru yang mengajar pada sekolah 

umum, termasuk perbedaan dari segi usia guru yang mengikuti 
sertifikasi. 
Imp\ementasi pelaksanaan sertifikasi guru model portofolio tidak 
diterapkan secara konsisten, dalam hal penetapan peserta sertifikasi 
guru yang berusia 50 tahun ke atas atau menjelang pensiun clan guru 
yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun dengan calon peserta 
yang usia Jebih muda dan masa kerja lebih sedikit. 

Dalam penetapan peserta sertifikasi masih diternukan praktek 
"pernberian uang" (meskipun secara sukarela) dari guru sebagai calon 

peserta kepada petugas yang mengurus pendaftaran clan pengusulan 
calon peserta. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya anggaran bagi 
petugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota dalam proses administrasi penclataan clan 

penetapan calon peserta. 

Terkait dengan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru masih kurang 
dan belum maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi 

antara instansi terkait dan buku panduan pelaksanaan sertifikasi guru 
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang setiap tahun 
berubah-ubah dan terlambat disampaikan ke instansi pelaksana di 

daerah. 
Jumlah kuota peserta sertifikasi dari tahun 2007 s.d tahun 2012 adalah 

1.390-450 orang. Penetapan kuota tersebut diperkirakan tidak akan 
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3) Pada tahap pembayaran tunjangan sertifikasi guru 
Pacla tahap pembayaran tunjangan sertifikasi guru, keterlambatan serta 
ketidaksesuaian jumlah tunjangan yang clibayarkan/clitransfer masih 

menjacli keluhan rutin yang clialami oleh para guru penerima 

tunjangan sertifikasi. Hal irn clisebabkan ticlak sinkronannya 
koorclinasi clan regulasi cliantara beberapa Kementerian terkait, yaitu 

Kementerian Pendidikan clan Kebuclayaan, Kementerian Agama clan 

Kementerian Keuangan. 
Pembayaran tunjangan yang clilakukan melalui pemerintah 

kabupaten/kota selama ini belum berjalan lancar, hal ini clisebabkan 

karena transfer anggaran yang terlambat dari pusat ke daerah clan 

pembayaran dari daerah kepada para guru masih juga mengalami 
keterlambatan. Ketersecliaan anggaran yang terbatas menjacli alasan 
Kementerian Keuangan untuk mengambil kebijakan pembayaran 

tunjangan guru secara berkala per triwulan clan belum bisa clilakukan 

setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan para guru. 
Keterlambatan pembayaran tunjangan bagi guru yang berada di 
lingkungan Kementerian Agama disebabkan antara lain karena 

keterlambatan penerbitan NRG yang hanya clilakukan oleh 
Kementerian Pencliclikan clan Kebuclayaan. 

Mekanisme impassing/penyesuaian pembayaran tunjangan khusus 

bagi guru swasta belum berjalan, laporan/pengaduan mengenai 
impassing sampai saat ini belum memperoleh penyelesaian yang 
memuaskan. 

Administrasi Nomor Registrasi Guru sebagai salah satu persyaratan 
memperoleh tunjangan bagi guru yang telah lulus sertifikasi masih 
memerlukan waktu yang lama karena hanya dilakukan oleh satu 

kementerian yaitu Kementerian Pendidikan clan Kebudayaan. Pada hal 

terdapat guru yang beracla di lingkungan Kementerian Agama. Proses 

penerbitan NRG yang memakan waktu lama khususnya bagi guru di 

lingkungan Kementerian Agama bertentangan dengan prinsip-prinsip 
pelayanan publik yang baik. 

Keberlanjutan program sertifikasi guru clan mekanisme penyampaian 
laporan/pengaduan program sertifikasi guru pasca lulus ujian 
sertifikasi belum secara sistematis clirencanakan clan menjadi program 
baku oleh instansi penyelenggara atau penanggung jawab sertifikasi 

guru dalam hal ini Kementerian Pendidikan clan Kebudayaan clan 

Kementerian Agama. Hal ini penting clilakukan dalam rangka 
meningkatkan mutu guru sebagaimana tujuan penyelenggaraan 
sertifikasi guru. 
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LPTK yang clitunjuk selaku penyelenggara sertifikasi tidak memiliki 
srandar baku tentang penyiapan materi muatan lokal, stanclarisasi 

penilaian. 13elum ada mekanisme penyelesaian laporan/pengaduan 

bagi guru yang menyampaikan keberatan atas penyelenggaraan 
scrtifikasi guru pacla sernua instansi penyelenggara baik dalarn tahapan 
pcndaraan. penclaftaran peserta, penyelenggaraan ujian maupun 
laporan/pengacluan mengenai keticlaklulusan. 
Bclurn aclanya peraturan yang mengatur mengenai guru honorer yang 
rclah mengabdi sebagai guru dalam jangka waktu lama seperti telah 

mengabcli selama 10 tahun ke atas untuk memperoleh kesempatan 

mcngikuti sertifikasi guru. 

c. Investigasi Sistemik atas dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik terkait dengan pelayanan 
BNP2TKI, Balai Pelaporan Kepulangan TKI (BPKTKI) clan Binapenta. 

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang timbul mulai dari 

pemberangkatan, pcnempatan sampai pemulangan claerah asal antara lain 

pemalsuan data. SOM yang tidak sesuai dengan standar, kekerasan, gaji 
tidak clibayar. lemahnya perlinclungan di negara tujuan, clan masalah 

masalah pelayanan publik oleh instansi yang mempunyai otoritas 

memberikan pelayanan kepada TKI. Lemahnya pengawasan clan 

pcrlindungan hukum mengakibatkan munculnya permasalahan yang 
dialami TKI sejak perekrutan, pembekalan clan pengiriman ke luar negeri 
sampai pemulangannya. Berclasarkan data BNP2TKI tahun 2010 terdapat 
kurang lebih 186 TKI bermasalah dari jumlah 907 orang TKI per hari yang 
pulang melalui 13alai Pelaporan Kepulangan TKI (BPKTKI)/Terminal 4. 

Berdasarkan investigasi sistemik diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1) Masih terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas/prosedur di BPKTKI 
antara lain minimnya informasi tentang hak layanan yang disampaikan 

kepacla TKI clan masih aclanya pungutan tidak resmi. 

2) Pelayanan asuransi belum memberikan manfaat yang optimal bagi TKI 

yang bermasalah. 

3) Secara faktual di lapangan ditemukan adanya konflik kewenangan 
antara keberadaan BNP2TKI dengan Binapenta 

4) Situasi di Terminal 3 masih sering terjacli penyimpangan oleh oknurn 
oknum tertentu yang memberikan akses kepacla TKI 

Berclasarkan permasalahan tersebut Ombudsman memberikan saran 

perbaikan kaitannya clengan pemberian pelayanan kepada TKI untuk 
BNP2TKI, Ditjen Binapenta Kernenakertrans clan Kementerian Luar Negeri. 
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d. Investigasi atas prakarsa sendiri mengenai penyelcnggaraan 
sertifikasi guru. 
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mulai dari proses 

pendataan, pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), 

hingga pembayaran tunjangan profesi. Terkait dengan permasalahan 

tersebut telah dilaporkan kepada Ombudsman RI antara lain clari Provinsi 

Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa tengah dan Jawa Ba rat. 

Berdasarkan kegiatan investigasi atas prakarsa sendiri mengenai 

penyelenggaraan sertifikasi guru diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pendaftaran calon peserta sertifikasi dengan sistem online masih 

belum menghasilkan data yang valid, karena tidak cliclukung dcngan 

update data calon peserta yang akurat. 

2) Penyelenggaraan sertifikasi kurang memperhatikan jadwal pelaksanaan 

PLPG yang sangat padat dan materi ujian yang sulit yang berpengaruh 

pada fisik maupun mental peserta dalam penyerapan materi clan 

pelaksanaan ujian. 

3) Pada ta hap pembayaran tunjangan sertifikasi guru masi h terclapat 

keterlambatan dan ketidaksesuaian jumlah tunjangan yang dibayarkan. 

4) Keberlanjutan program sertifikasi guru dan mekanisme penyampaian 

laporan/pengaduan belum direncanakan secara sistematis. 

Berdasarkan permasalahan tersebut Ombudsman RI rnernberikan saran 

perbaikan kepada Menteri Pendidikan clan Kebudayaan RI, Menteri Agama 
clan Menteri Keuangan RJ antara lain : 

,.. Mclakukan peTbaikan mekanisrne dan prosedur sertifikasi guru. 
:,. Menghentikan kebijakan pola/sistem sertifikasi guru yang berubah 

ubah setiap tahunnya dengan mernbuat peraturan yang definitif. 

);- Melakukan perubahan pola penyelenggaraan clan pelaksanaan PLPG 
yang lebih terencana dengan baik. 

;;>- Menerbitkan regulasi dan Satndar Operasional Prosedur (SOP) bagi 
peserta sertifikasi yang tidak lulus ujian. 

;;:,- Menyederhanakan mekanisme pernbayaran tunjangan profesi guru. 
;;:,- Melakukan penguatan terhadap Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 

(LPMP). 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Ombudsman RI memberikan saran 

kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama RI, dan 

Menteri Keuangan RI untuk : 

1) Melakukan perbaikan mekanisme dan prosedur sertifikasi guru yaitu 
sejak awal pendaftaran calon peserta, penetapan peserta, penetapan 
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kuota, pelaksanaan ujian clan penentuan kelulusan, sehingga tidak 

tcrjadi pcrbedaan clalam sistem pendaftaran peserta sertifikasi guru 

aruara Kcment erian Pencliclikan clan Kebudayaan dengan Kementerian 

Agama. 

2) Mcnghcntikan kcbijakan pola/sistem sertifikasi guru yang berubah 

ubah set iap tahunnya clengan membuat peraturan yang bersifat 

dcfinit if schingga memberikan kepastian bagi peserta dan 

pcnyelenggara serta clalam rangka kebutuhan untuk rnelakukan 

sosialisasi mcnjadi lcbih longgar waktunya. 

3) Mclakukan perubahan pola penyelenggaraan clan pelaksanaan PLPG 

yang lcbih tcrencana dengan baik clan mempertimbangkan kondisi 

para guru. mengingat selama ini yang dialami para peserta PLPG 

aclalah kerersediaan wakru yang sangat terbatas, paclat clan materi 

ujian yang sulit, hal rersebut mempengaruhi fisik maupun mental 

peserta scrtifikasi clalam penyerapan materi clan pelaksanaan ujian. 

4) Meuerbitkan Regulasi clan Standar Operasional Proseclur (SOP) bagi 

pescrta sertifikasi yang tidak lulus ujian, clengan mempertimbangkan 

aspek transparansi clan akunrabilitas, sehingga laporan/pengacluan 

yang terjacli dapat terselesaikan secara baik clengan mengacu kepacla 

Unclang-Unclang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

5) Menycderhanakan mekanisme pembayaran/transfer tunjangan profesi 

guru, sehingga mernberikan kepastian clalam hal waktu clan jumlah 

tunjangan yang menjacli hak guru. 

6) Melakukan penguatan terhaclap Lembaga Penjaminan Mutu 

Pencliclikan (LPM P) dengan memberikan kewenangan dan anggaran 

yang rnemaclai terkair pelaksanaan sertifikasi guru, untuk 

mernberclayakan LPM P clalam membantu sosialisasi, verifi_kasi clan 

pengembangan/pembinaan profesi guru pasca sertifikasi. 

7) Mernberikan prioritas bagi guru yang akan mernasuki usia pensiun (50 

tahun ke atas) clan telah mengabcli lebih dari 20 tahun untuk 

menclapatkan kesempatan memperoleh sertifikat pencliclik melalui 

mekanisme clan proses yang secara khusus clisiapkan. 
8) Menyederhanakan persyaratan clan prosedur impassing bagi guru non 

PNS, sehingga setiap guru non PNS yang suclah lulus ujian sertifikasi 

memiliki hak clan kesempatan yang sama untuk menclapatkan 

tunjangan profesi yang disetarakan clengan guru PNS. 

9) Menyecliakan anggaran yang memaclai bagi penyelenggara khususnya 

pegawai di lingkungan Oinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor 

Kernenterian Agama Kabupaten/Kota yang melakukan pekerjaan 

teknis adrninistratif sertifikasi gurn (memasukkan data dan verifikasi 
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berkas calon peserta sertifikasi). Hal ini untuk menghinclari praktek 
"KKN" clan ticlak menyulitkan peserta dan petugas di lapangan clcngan 
mempertimbangkan tingkat kemahalan di claerah masing-masing. 

10) Memperbanyak kuota peserta pacla tahun 2013 clan 2014 agar target 
sertifikasi untuk semua guru pada tahun 2014 (vide Pasal 82 ayat (2) 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru clan Doscn ) dapat 

tercapai, serta menyiapkan program pcmbinaan yang 
berkesinambungan pasca lulus sertifikasi schingga guru memiliki 

kemampuan yang clapat clianclalkan dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. 
11) Melakukan standardisasi clan pengawasan bagi LPTK pcnyclcnggara 

sertifikasi agar clapat memenuhi target kelulusan clan mutu lulusan 

sesuai yang cliharapkan, sehingga tidak ada kesenjangan ant ara LPTK 

Negeri dengan LPTK Swasta sebagaimana yang selama ini tcrjadi. 
12) Menyeclerhanakan dan mengurangi jam mengajar bagi guru yang telah 

lulus sertifikasi sebagai persyaratan memperoleh tunjangan menjadi 
kurang clari 24 jam perminggu, agar tidak terjadi penyimpangan atau 

penyalahgunaan jabatan "perilaku KKN" clalam rangka memenuhi 

target waktu mengajar, sehingga dapat terjacli kescirnbangan bagi 
seorang guru clalam mengajar, mendiclik clan mengasuh. 

13) Melakukan percepatan penerbitan NRG bagi guru di lingkungan 
Kementerian Agama dengan cara mengembalikan kewenangan 
menerbitkan NRG kepacla Kementerian Agama. Hal ini clapat 
dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Agama clan 
Kementerian Pendidikan clan Kebudayaan. 

14) Menerbitkan perangkat peraturan perunclang-unclangan yang 
mengawal kinerja guru yang telah bersertifikat pendiclik secara 
sistemik, pragrnatik dan regulatif clan tersingkronisasi cliantara 

beberapa Kementerian terkait dengan pelaksanaan sertiftkasi guru. 
Mengingat selarna ini belurn ada pengaturan secara khusus mengenai 
hal ini. Diharapkan landasan legal formal tersebut dapat berpengaruh 
terhaclap kepangkatan dan penjenjangan karier guru. 

15) Menghentikan pelaksanaan Uji Kompetensi Awai (UKA) karcna 

kebijakan yang baru dilakukan tahun 2012 tersebut clalarn 

pelaksanaannya menyulitkan guru clan tanpa acla landasan hukum 

yang kuat dalam pelaksanaannya. 
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4. Zona lntegritas 

Sebagai upaya turut menclukung pencegahan dan pemberantasan di 

lingkungan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah, Ombudsman 

RI berpartisipasi clalam pembangunan Zona lntegritas. dalam bentuk: 

a. Koorclinasi dalam rangka rencana aksi daerah sebagai upaya 
pemberantasan korupsi. 

b. Koordinasi clan kerja sama clalam penyelenggaraan Deklarasi Pencanangan 
Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di 
lingkungan Kementerian/Pemerintah Daerah .. 

,i,. � Pcn�an,,ng,m :r.011,1 inlcgril,ts pada instansi pusat ·. - -. -- . - . . . 
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III. SEKRETARIAT JENDERAL 

Ombudsman R1 dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya 
dibantu Sekretariat Jenderal Ombudsman RI yang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi adrninistrasi 

kegiatan dan tindak lanjut Ombudsman RI; 

b. pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja 

Ombudsman RI; 

c. pelayanan administrasi dalam kerja sama Ombudsman RI dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri; 

d. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta 

penyusunan laporan kegiatan Ombudsman RI; 

e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Ombudsman RI serta melaksanakan 

pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan 

prasarana Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan administratif kepada Ombudsman 
Rl cian mt\aksanakan program nasional reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal 
Ombudsman R1 saat ini dalam proses reformasi birokrasi. Dalam rangka 
meningkatkan kualitas dukungan administratif pelayanan kepada Ombudsman RI 
dan melaksanakan program nasional reformasi birokrasi, Sekretariat Jencleral 
Ombudsman R1 saat ini dalam proses reformasi birokrasi. Pada pertengahan tahun 
2012 telah diserahkan dokumen usulan reformasi birokrasi kepada I<ementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagai persyaratan 
telah disiapkan dokumen yang meliputi 8 (delapan) area perubahan dan 

monitoring/evaluasi. Penilaian dokumen oleh Tim Mandiri pada akhir tahun 2012 

dan dinyatakan memenuhi syarat administratif. Diharapkan pada awal tahun 2013 

dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Mandiri Reformasi Birokrasi. 

Reformasi birokrasi diarahkan untuk mempercepat pencapaian visi dan rnisi 
Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. 

70 I Ombudsman Republik Indonesia 

Visi dan misi reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Ombudsman: 

• Penyelenggaraan perencanaan, organisasl, 
katatalaksanaan, pengawasan, dan kerja sama. 

• Penyclenllll"r.rnn fasllltasl pclavanan nukum. hubu!llr'ln 
masvarakar, pclavanan lapcran, dan pc.nge(ola.an rlstcm 
lnformasl dan tcknologi lnfunnasi. 

• Pcnyelc-raan adminlstrasl lrep<?ga,v;i!an. 
kctatausahaan, lreuangan, per1engk;apan, dan 
kerumahtansl!1lan. 

A. Perencanaan dan Pelaporan 

I<egiatan perencanaan dan meliputi, langkah-langkah: 

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran. 

2. Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan. 

3. Melaksananakan pembahasan rencana kerja dan anggaran tahun yang akan 

datang. 

4. Melaksanakan revisi kegiatan dan anggaran dalam tahun berjalan. 

5. Menyiapkan bahan rapat dengar pendapat dengan DPR RI, laporan realisasi 

keuangan, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja, 
bahan pidato Presiden, dan lain-lain. 

Berdasarkan langkah-langkah tersebut disusun program dan rencana kerja 
(RKA-KL) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Ombudsman Rl. 
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Pada tanggal 31 Desernber 2012, pegawai Ombudsman RI berjumlah 223 orang 
dengan rincian sebagai berikut: 

RI . 0 b d 
Tabel9 

S b O M Rekanitu asi um er aya anusia m u sman 

= 
., ., ., 

0 !! = a :,,... � ... sJ :a ::s .. Ill) -= ., - ... ., 
iii Ill) ., ., ., ., ::, 

I 
., 

-.; 8 ::s .i::: fl) ., 
QI .... = OI ,Q �� 

... ,a :s I� OI a ., 
� E :i: 0 QI II) ,Q c c .5 ,Q OI 

8 � 3? ., e; Cl ::s ei.. QI QI ] al ., ::s = = .. QI 

£ 
... Ill) 0 :i: = 

QI al co � � 61 61 .... .. Ja OI 

= 
:::, 

Cl) e, 
� 

... ... • Cll .., M OI < 61 ei.. 61 co co ii I).. 61 QI a: � 61 I).. -; -; < Cll I).. 
:i: < < 

Ombudsma.n R 
I I 7 3 9 19 2 - - 9 6 45 II 2 6 10 131 

(pusat) 

Perw. DIY - - - - - - - - 3 - 1 1 - 5 

Perw. NTT - - - - - - - - - - - 2 2 I 1 - - 6 

Perw. Sumut - - - - - - - - - - 1 3 1 1 - - 6 

Perw. Sulut- - 1 - 2 - 1 - - 4 - - - - 
Gorontalo 

Perw. Jatim - - - - - - 1 - - - 3 - I - - 5 

Perw. Jabar - - - - I - - 3 - I - - 5 

Perw. Kalsel - - - - 1 - - - 3 - I - - 5 

Perw. Jateng - - - - - - I - - 3 - - - - 4 

Perw. Sulteng - - - - - - - - I - - - 3 - - - 4 

Perw. Sumbar - - - - - - l - - 3 - - - - 4 

Perw. Sumsel - - - - - - - - 1 - - - 3 - - - - 4 

Perw. Kalbar - - - - - - 1 - - - 3 - - 4 

Perw. Kaltim - - - - - - 1 - - - 2 - - - 3 

Perw.Bali - - - - - - 2 I - - - 2 - - - - 5 

Perw.Kep.Riau - - - - - - - - 3 - - - - 3 

Perw. Sulsel - - - - - - - 1 - - - 3 - - - - 4 

Perw. Maluku - - - - - - - I - - - 2 - - - - 3 

Perw.Lampunj - - - - - - - - - - 2 - - - - 2 

Perw. NTB - - - - - - - - l - - - 3 - - - - 4 

Perw. Aceh - - - - - - I - - - I - - - - 2 

Perw. Riau - - - - - - 1 - - - 3 - - - 4 

Perw. Sultra - - - - - - - 1 - - - 3 - - - - 4 

Perw. Papua - - - - - - - - 1 - - - I - - - - 2 

Jutnlah l l 7 - 3 9 19 4 18 - 9 12 101 14 9 6 10 223 

C. Pengawasan Internal 
Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Bagi an Pengawasan Internal meliputi: 

1) Rl!V'u pe\a\<.sanaan anggaran tahun berjalan dan turut serta dalam 
menyusun rencana kegiatan clan anggaran tahun yang akan datang. 

2) Monitoring pelaksanaan anggaran tahun berjalan. 

3) Melaksanakan tindak lanjut terhadap temuan audit eksternal. 

4) Melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden Nornor 17 Tahun 
2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan 
Ombudsman RI. 

D. Sumber Daya Manusia 

Di bidang pembinaan sumber daya manusia sebagai pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 37 Talmo 2008, Peraturan Pemerintah Nornor 64 Tahun 2012 

tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI sebagai 
dasar pengelolaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia Ombudsman 

berdasarkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

kewenangan guna mendukung pencapaian tujuan Ombudsman. Sumber daya 
manusia mempunyai peranan penting dalam mendukung keberhasilan kinerja. 

8. Organisasi dan Kerja Sama 

Kegiatan organisasi dan kerja sama, meliputi: 

1. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tatalaksana. 

2. Menyusun pembakuan prosedur kerja dan penyiapan pengukuran efisiensi 
dan efektivitas kerja. 

3. Melakukan evaluasi struktur organisasi sebagai bahan pengembangan 

organisasi yang akan datang. 

4. Melaksanakan pemantauan perkembangan dan peningkatan kinerja 

organisasi. 

5. Menyiapkan bahan kerja sama dengan lembaga pemerintah clan lembaga 
non pemerintah terkait di dalam negeri clan di luar negeri. 

6. Pada tahun 2012 ditandatangani kesepakatan bersama antara Ombudsman 
RI dengan Kementerian Kesehatan RI, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 
dan 7 (tujuh) Fakultas di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 
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Pada tahun zoiz, dilaksanakan rekrutmen Kepala Perwakilan, Asisten di 
Ombudsman RI (pusat), dan Asisten di Perwakilan. 

Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2012, disajikan sebagai berikut: 

Grafik 8 

Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2012 

oaelallJ• Motial 

o5elanja Pegawal 

ase1anja S.arano 

S.607..129.095 
31.740.558.959 
12.249.158.907 

Tabel 10 
Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2012 

Belanja Pegawal 
Belanja Barang 
Belanja Modal 

KODE URAlAN JENIS 
ANG GARAN 

REALISASI 
% 

BELANJA BElANJA BELANJA 

51 Bclanja Pcgawai 9.387.716.000 8.6o7.429.095 91,69 

52 Belanja Barang 36.536.868.000 31.740.558.959 86,87 

53 Bclanja Modal 12.830.300.000 12.249.158.907 95,47 

Jumlah 58.754.884.000 52.597.146.961 89,52 

E. Keuangan 

Tahun 2012 merupakan tahun ke-dua Ombudsman RI mengelola anggaran 
sendiri dengan Bagian Anggaran Nomor no. Alokasi anggaran untuk 
Ombudsman RI sebesar Rp67.630.645.ooo,oo (enam puluh tujuh miliar enam 
tarus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang 
dialokasikan untuk melaksanakan fungsi, tugas, clan wewenang Ombudsman 
RI. Pada awal bulan Maret 2012, pemerintah menetapkan kebijakan melakukan 
pemotongan anggaran sebesar Rp8.875.761.ooo,oo (delapan miliar delapan 
ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus 
rupiah), sehingga anggaran Ombudsman RI yang dilaksanakan pada tahun 2012 
sebesar Rp58.754.884.ooo,oo (lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh 
empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). 
Realisasi belanja pada tahun 2012 sampai dengan tanggal O b 31 esem er 2012 
sebesar Rp52.597.146.96i,oo (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh 
tujuh juta seratus empat puluh enarn ribu sembilan t I h 

O 
ra us enam pu u satu 

rupiah) atau 89,52 li> dari pagu al)g/plfim 
Dalam Jealisas) WJggaran be/anja modal tahun 2012 terdapat optimalisasi dari 

Pengadaan Barang/Iasa sebesar ± Rpi.377.329.093,00 (satu milyar tiga ratus 
tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga 
rupiah) yang diharapkan dapat ditambahan sebagai reward pada tahun 2013. 
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Realisasi belanja Anggaran Tahun Aggaran zoiz dibandingan dengan Tahun 

Anggaran 2011, disajikan sebagai berikut : 

Tabel u 

Perbandingan Realisasi Anggaran 
Tahun Anggaran zorr - 2012 

REALISASI ANGGARAN 
KODE URAlAN BELANJA NAIK{fURUN 

20U 2012 

51 Belanja Pegawai 6.338.684.361 8.607.429.095 2.268.744.734 

52 Belanja Harang 8.466.982.100 31.740.558.959 23.273.576.859 

53 Belanja Modal 742.935.470 12.249.158.907 11.506.223-437 

JUMLAH 15.548.601.931 5-2.597. 46.961 37.048.545.030 

Grafik 9 

Perbandingan Realisasi Anggaran 
menurut Belanja Tahun 2012 - 2011 

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2011 

F. Sistem lnformasi clan Teknologi Informasi 
Pada tahun 2011, Bagian Sistem lnformasi dan Teknologi lnformasi melakukan 

kegiatan: 

35.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

31.740 558 

Belsn/1 Pegawal Belanja Barang Belanja Modal 

(Dalarn Ribuan) 

• 2012 

• 2011 

1) Updating data kegiatan-kegiatan Ombudsman RI baik di pusat maupun di 

perwakilan pada website www.ornbudsrnan.go.id. 
2) Penambahan beberapa workstation untuk input dan pengolahan Sistem Informasi 

Penyelesaian Laporan/Pengaduan. 
3) Perawatan dan perbaikan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak 

(software). 
4) Menerima, mendata, mencetak, dan mendistribusikan surat-surat 

laporan/pengaduan masyarakat baik belalui email maupun Aplikasi Sistem 
Informasi Penyelesaian Laporan/Pengaduan. 

5) Menata dokumentasi buku-buku dan hasil kegiatan Ombudsman RI. 

G. Pengelolaan lnformasi clan Dokumentasi (PPID) 
Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi 
Dokumentasi (PPID). PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. 

Pada Tahun 2011 telah menerima permohonan informasi sebanyak 21 permohonan (13 

pemohon datang langsung clan 9 pemohon melalui on/ine). Terhadap permohonan 
tersebut, 4 (empat) pemohon mengajukan keberatan clan 2 (dua) pemohon 
diselesaikan melalui mediasi. 
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H. Ketatausahaan 

1. Surat Masuk 
Surat-surat yang diterima Ombudsman RI berasal dari instansi pemerintah, 
swasta, dan masyarakat baik kelompok maupun perorangan. Pengurusan 
surat masuk dimulai dengan penerimaan, penyortiran, pembukaan am plop, 

pernbacaan, pengarahan dan penyampaian ke unit-unit atau pejabat 

pejabat yang dituju. Dalam proses pengurusan surat masuk, dilakukan 

pencatatan ke dalam buku agenda surat masuk. 
Periode Januari s/d Desember 2012, Ombudsman RI menerima dan 

mengirimkan ke unit atau pejabat yang dituju, sebanyak 5.895 surat. 

2. Surat Keluar 
Pengurusan surat keluar dimulai dari penomoran surat sampai dengan 
pengiriman surat ke alamat tujuan, dilakukan oleh Kepala Sub Bagian 
Persuratan clan Dokumentasi. 
Surat keluar dicatat dalam agenda surat keluar, selanjutnya surat dikirim ke 
alamat tujuan dengan dilengkapi bukti pengiriman (tanda terima). Semua 
surat keluar cliberi nomor surat sesuai dengan klasifikasi/kode masalah. 
Selama tahun 2012, telah melakukan penomoran surat keluar sesuai clengan 
kode rnasalah, sebagari berikut: 

a) Surat-substantif: 

b) Pendidikan clan Pelatihan (DL), sebanyak 51 surat; 
c) Kehurnasan dan Hubungan Luar Negeri (HM}, sebanyak 46 surat; 
cl) Jnformatika (IN), sebanyak 2 surat; 
e) Kepegawaian (KP), sebanyak 163 surat; 

f) Keuangan (KU), sebanyak 26 surat; 

g) Organisasi clan Tata Laksana (OT), sebanyak 5 surat; 
h) Perlengkapan (PL}, sebanyak 2.229 surat; 
i) Perencanaan (PR}, sebanyak 57 surat; 

j) Umum (UM), sebanyak 418 surar, 

3. Pengarsipan surat 

Penyimpanan/Pengarsipan surat-surat dilakukan berdasarkan sistem kode 

masalah/subyek, yaitu menyimpan arsip surat masuk clan surat keluar 

berdasarkan kode masalah/subyek yang sama atau sejenis. 

Penyimpanan/pengarsipan menggunakan Sistem Odner. Hal ini belum 
sesuai dengan standar penyimpanan arsip yang baik. Penyimpanan arsip 
yang lebih baik menggunakan Sistem Maf Gantung sehingga arsip tidak 
rusak karena dilubang. 
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4. Sarana prasarana 

Ombudsman RI secara keseluruhan belum memiliki gedung sendiri baik 
Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan. Kantor pusat saat ini menempati 

Gedung eks UPPINDO yang dalam penguasaan Kementerian Keuangan RI, 

sedangkan Kantor Perwakilan menempati gedung milik pihak ketiga 

clengan cara sewa. Diharapkan pada masa yang akan datang, secara 

bertahap perlu pengadaan gedung kantor sendiri. 

Pada tahun 2012, kantor Ombudsman RI pusat memperoleh tambahan 

ruang kerja di lantai 6, sehingga saat ini menempati 3 lantai yaitu lantai 5-7. 

Dengan bertambahnya ruang kerja, maka perlu penataan clan pengelolaan 
kembali tata letak ruang kerja clan penempatan ruang kerja bagi para Insan 

Ombudsman. 

Sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas, penyediaan sarana 

prasarana yang dilakukan berupa peralatan clan mesin dan meubelair. 

Sebagai institusi yang relatif baru clan dengan penambahan aktivitas dan 

jumlah pegawai, maka sarana clan prasarana mutlak dibutuhkan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. Selain ha! tersebut, faktor eksternal dengan 
makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan 

publik yang berkualitas, maka interaksi clan komunikasi dengan masyarakat 
luas dan lembaga yang Iainnya makin meningkat. Untuk merespon 

pengaduan masyarakat yang cepat clan tepat, dukungan peralatan kerja 

yang memadai akan membantu secara maksimal kinerja Ombudsman RI. 

Tambahan ruang clan fungsi yang dilakukan adalah penyediaan ruang 
ajudikasi, ruang rapat, ruang kerja pimpinan, ruang kerja pegawai, ruang 

pantry, gudang perlengkapan, ruang IT dan server, mushola dan ruang 

pendukung lainnya. Peralatan mesin yang disediakan antara lain peralatan 
IT, PC komputer, laptop, !PAD, handycam, kamera, alat investigasi, PABX, 

finger print, AC/exchaust, peralatan keamanan, peralatan sound system. 

Terhadap 16 (enam belas) kantor perwakilan Ombudsman yang dibentuk 
tahun 2012 mutlak dibutuhkan sarana clan prasarana kerja yang cligunakan 

untuk menjalankan kelancaran aktivitas kerja. Meubelair yang cliaclakan 
antara lain meja rapat, meja kerja pimpinan clan staf, kursi kerja clan kursi 

rapat, whiteboard, papan nama, meja pengacluan, almari kaca, almari arsip, 
filling cabinet, perlengkapan ruang rapat. 

Terhadap 7 (tujuh) kantor perwakilan lama clilakukan penambahan sarana 
prasarana yang belum terseclia. Peralatan yang diadakan untuk masing- 
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masing kantor perwakilan berbeda jenis dan tipe sesuai skala prioritas 
kebutuhan perwakilan yang bersangkutan. 

Peresmian Ruang Ajudikasi Khusus oleh Ketua Ombudsman RI 

IV. Penutup 

Pengembangan kelembagaan Ombudsman Rl harus terus diupayakan untuk 

meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk itu Ombudsman Rl 
memerlukan dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat sebagai pengguna 
layanan publik, instansi penyelenggara pelayanan publik dalam merespon tindak 

lanjut Ombudsman RI, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat mitra kerja 
Ombudsman RI dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

Indonesia. 

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESlA 

�� 

Danang Girindrawardana 
Ketua 
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Lampiran I 

KEGIAT AN SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN JARINGAN 

N KEGIATAN LO KASI PELAKSANAAN KETERANGAN 
0 

1. Mernberikan arahan Jam bi 6-7 Januari Ombudsman sebagai 
kcpada Muspida, lembaga yang 
Bupati/Walikota dan mempunyai kewenangan 
Kepala SKPD dan mengawasi 
mcnghadiri rapat penyelenggaraan 
paripurna DPRD se pelayanan publik. 
Provinsi Jambi. 

2. Menghadiri undangan D.l 10Januari 
pengukuhan anggota LOO Yogyakarta 
dan LOS Provinsi DIY. 

3. Sosialisasi mcngenai Bandung 19Januari 
Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI dan 
Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik di 
lingkungan Dinas 
Kesehatan Kota Bandung 

4. Dialog interaktif di RRI Pro Jawa Timur 21 Januari Sosialisasi tentang 
I Jawa Timur. keberadaan Ombudsman 

RI Perwakilan Jawa 
Timur dan mengenai 
Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI dan 
Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 

5. Ceramah mengenai Kota 24Januari Pada saat yang sama 
Pelayanan Publik yang Perna tang dilakukan Pembagian 
dilaksanakan aparatur Siantar Brosur Leaflet tentang 
pemerintah dan Ombudsman. 
pengawasan Ombudsman 
RI terhadap kinerja 
pemerintah. 

6. Ceramah mengenai Ka bu paten 25 Januari Pada saat yang sama 
Pelayanan Publik yang Simalungun dilakukan Pembagian 
dilaksanakan aparatur Brosur Leaflet tentang 
pemerintah dan Ombudsman. 
pengawasan Ombudsman 
RI terhadap kinerja 
pemerintah. 
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7. Ceramah mengenai Kabupaten 26 Januari Pada saat yang sama 
Pelayanan Publik yang Toba Samosir dilakukan Pembagian 
dilaksanakan aparatur Brosur Leaflet tcntang 
pemerintah dan Ombudsman. 
pengawasan Ombudsman 
RI terhadap kinerja 
pemerintah. 

8. Sosialisasi, pengajuan 0.1. 26 Januari 
talkshow dan koordinasi Yogyakarta 
tekn.is rencana iklan 
layanan Ombudsman RI di 
Radio Petra FM 
Yogyakarta. 

9. Sosialisasi Ombudsman RI 0.1. 30 Januari Pada kcscrnpatan tcrsebut 
di Kecamatan Kotagedhe. Yogyakarta 

disarnpatkan mcngenai 
tugas, fungsi, wewcnang, 
tata cara pcngaduan ke 
Ombudsman RI. 

10. Kunjungan dalam rangka 0.1. 30 Januari 
sosialisasi dan menjalin 

Yogyakarta 
kerjasama dengan l.SM, 
Media Radar Pati dan SKH 
Suara Merdeka. 

11. Kunjungan kerja ke Makassar, 1-3 Pebruari Pada kescrnpntan tersebut 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Ketua Ombudsman 
Sulawesi Selatan dalam Se Iatan menyampaikan rcncana 
rangka sosialisasi rencana pembentukan Kantor 
pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman 
Perwakilan Ombudsman RI di Makassar, 
di Makassar. 

Pemerintah Kola 
Makassar mcnyambut 
baik dengan rnenekankan 
adanya koordinasi yang 
sinergis dengan Kantor 
Ombudsman Daerah 
Makassar, dan 
pcrmasalahan pelayanan 
publik yang paling 
banyak adalah masalah 
pertanahan dengan 
banyaknya girik palsu 
yang beredar. 

12. Telkshow interaktif di Pati, Jawa 2 Pebruari 
Radio RSPD Kab. Pati. Tengah 

13. Sosialisasi mengenai [awa Barat 2 Pebruari 

Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang 
Ombudsman RJ dan 
Undang-Undang Nomor 25 
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Tahun 2009 tcnrang 
Pclayanan Publik di 
lingkungan Pcmkab 
Indrarnavu. 

1-1. Melakukan sosialisasi atas [awn Timur 10-12 Pebruari 
undangan panitia seminar 
HMI Cabang Tuban. 

15. Mcnjalin kcrja sarna [awa Timur 13 Pebruari Pada kesernpatan tersebut 
dengan Dctik. Com Kota tercipta kesepakatan 
Surabaya. untuk mensosialisasikan 

keberadaan Ombudsman 
RI Perwakilan Jawa 
Timur dalam peni.ngkatan 
kualitas pelayanan 
publik. 

16. Mcnjal in kerjasarna dengan Jawa Timur 13 Pebruari Pada kesernpatan tersebut 
Koran Bhirawa. tercipta kesepakatan 

unruk rnensosialisasikan 
keberadaan Ombudsman 
RI Perwakilan Jawa 
Timur dalam peningkatan 
kualitas pelayanan 
publik. 

17. Molakukan sosialisasi Sulawesi 15-17 Pebruari Pada kesernpatan tersebut 
kcpada Bupati, Walikota sc Sela tan dijelaskan jenis-jenis 
Sulawesi dengan terna maladministrasi. Dalam 
"Hak Masyarakat alas hubungannya dengan 
Pelayanan Publik dan Ombudsman Daerah, 
Peran Ombudsman RI". rnaka Ombudsman RI 

akan bermitra bukan 
persaingan. Pembentukan 
Kantor Perwakilan untuk 
mendorong pelayanan 
publik menjadi lebih baik. 

18. Sosialisasi/saraschan tugas Kalimantan 14-17 Pebruari Sosialisasi tentang 
dan fungsi Ombudsman RI Timur Undang-Undang No. 37 
dalam pelayanan publik tahun 2008 tentang 
dan reformasi birokrasi Ombudsman RI dan 
dengan [ajaran SKPD Undang-Undang No. 25 
Pemkab Kutai Kartanegara. tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Dibuka 
oleh Walikota Sarnarinda 

dengan peserta pejabat 
SKPD dan instansi 
vertikal di wilayah 
Pemkot Samarinda. 

Pertanyaan peserta terkait 
independensi dan 
kemandirian 
Ombudsman, efektifitas 
rekomendasi yang 
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disampaikan dan 
pcmbukaan Kantor 
Perwakilan di Kalimantan 
Timur. 

19. Sosialisasi/ sarasehan tu gas Kalimantan 14-17 Pebruari 
clan fungsi Ombudsman RI Timur 
dalam pelayanan publik 
clan reformasi birokrasi 
dengan jajaran SKPD 
Pemkot Samarinda. 

20. Melakukan pertemuan Sulawesi 14-17 Pebruari 
dengan Gubemur/Wakil Utara 
Gubernur/Sekda dalam 
rangka sosialisasi Undang- 
Undang No. 37 tahun 2008 
tentang Ombudsman RI. 

21. Kunjungan sosialisasi ke Kantor 16 Pebruari 
Koran Radar Tega!. Redaksi Jawa 

Pas Radar 
Tega I 

22. Sosialisasi UU No. 37 tahun Kantor Camat 17 Pebruari 
2008 tentang Ombudsman Tega) Barat 
RI clan UU No 25 Tahun Kota Tega) 
2009 tentang Pelayanan 
Publik. 

23. Memenuhi undangan PT KantorPLN 21 Pebruari 
PLN (Persero) area Area 
Yogyakarta. Yogyakarta 

24. Kunjungan sosialisasi, Kantor Radio 22 Pebruari 
pengajuan talkshow dan RBFM 
koordinasi teknis rencana Yogyakarta 
iklan layanan Ombudsman 
RI. 

25. Memenuhi undangan Kantor DPRD 22 Pebruari 
DPRD Kota Yogyakarta Kota 
dalam acara rapat dengar Yogyakarta 
pendapat umum "Raperda 
Tentang perubahan 
perubahan Perda No 7 
tahun 2007 Tentang 
Penyelenggaran 
Adrninistrasi 
kependudukan". 

26. Rapat koordinasi Kupang. NIT 22 Pebruari Ombudsman scbagai 
RANHAM. Anggota Panitia 

RANHAM, khususnya 
berkaitan dengan 
pemenuhan hak atas 
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pelayanan publik yang 
baik. 

27. Koordinasi mcngenai Kola Medan 22 Pebruari 
Ranharn I Tahun Anggaran 
2012 Kanwil 
Kemcnhumham Prov. 
Sumatera Utara. 

28. Sosialtsasi mcngcnai [awa Barnt 23 Pebruari 
Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI dan 
Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tcntang 
Pela ya nan Publik di 
lingkungan Pernkab 
Circbon. 

29. Menjalin kcrja sarna [awa Timur 23 Pebruari Tema: "mernberdayakan 
dengan HM! Cabang masyarakat dalarn 
Malang. pelayanan publik" dan 

rnensosialisasikan 
Undang-Undang Nomor 
37 T Ahun 2008 tentang 
Ombudsman RI clan 
Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 

30. Dialog intcraktif di Pacific Manado, 27 Pebruari 
TV dengan topik Fungsi. Sulawesi 
Tugas dan Wewcnang Utara 
Ombudsman RI. 

31. Memenuhi Undangan Bangsal 29 Pebruari . Membangun jaringan 
Pernprov DIY Kepatihan dengan stake holder 
"Pengukuhan Ranham, Yogyakarta Ombudsman, LSM, tokoh 
Penandatanganan Mou masyarakat, kampus dan 
Jamkesta dan media 
Penandatanganan Pakta . Penandatangan MOU dan 
lntegritas dilingkungan pakta integritas dalam 
Pemporov DIY". ranka Ranharn semua 

instansi vertikal (pusat) 
dengan istansi daerah di 
DTY. 

32. Dialog interaktif di Radio Manado, 5 Maret 
Smart FM dengan tema Sulawesi 
Evaluasi Pelayanan Publik Utara 
di Sulawesi Utara Tahun 
2012. 

33. Dialog interaktif di acara Manado, 5 Maret 
Warong Bacerita Pacific Sulawesi 
dengan topik Fungsi, Tugas Utara 
clan Wewenang 
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Ombudsman RI. 

34. Sosialisasi UU No. 37 tahun Balai Desa 5 Maret 
2008 tentan Ombudsman RI Ngestiharjo, 
dan UU No 25 Tahun 2009 Tepus, 
tentang Pelayanan Publik. Gunungkidul 

35. Sosialisasi UU No. 37 tahun Kantor Ikatan 6 Maret Pada kesempatan tersebut 
2008 tentang Ombudsman Notaris dijelaskan bahwa 
RI dan UU No 25 Tahun Indonesia Ombudsman merupakan 
2009 tentang Pelayanan Kab. sarana untuk 
Publik. Semarang mengadukan keluhan 

bagi para Notaris terkait 
layanan pertanahan di 
BPN. 

36. Sosialisasi tentang UU No. Kantor 8 Maret 
37 tahun 2008 tentang Kecamatan 
Ombudsman RI dan UU Ungaran 
No 25 Tahun 2009 tentang Barat 
Pelayanan Publik. 

37. Kerja sama dalam rangka Kab 8 Maret 
sosialisasi tentang Pasuruan, 
keberadaan Ombudsman Jawa Timur 
RI Perwakilan Jawa Timur, 
Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI dan 
Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 

38. Sosialisasi dan penjajakan KantorSKH 8 Maret Kegiatan sosialisasi 
kerja sama Iklan ORI. Warta Jateng bertujuan membangun 

jaringan dan koordinasi 
dengan wartawan Warta 
Jateng terkait pelayanan 
publik di Semarang. 

39. Kerja sama dalam rangka KantorSKH 9 Maret 
sosialisasi mengenai tugas Radar 
dan kewenangan Semarang 
Ombudsman dalam 
kaitannya dengan 
penyelenggaraan 
pelayanan publik. 

40. Sosialisasi mengenai tugas Radio Sun 9 Maret Diharapkan: masyarakat 
dan fungsi Ombudsman RI. FM, Kota Banjarmasin 

Banjarmasin, mengetahui tugas dan 
Kalimantan fungsi Ombudsman RI, 
Sela tan sehingga terci pta 

kesadaran masyarakat 
luas akan pentingnya 
kualitas pelayanan publik 
di daerah. 
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-- �. 
Terakomodimya keluhan 
masyarakat terkait 

: 
pelayanan publik sehingga 

I dapat menindaklanjuti 
secara langsung laporan 

i 
yang disampaikan sesuai 

I 
ketentuan yang berlaku. 

I Terdptanya kerja sama 
antara Ombudsman 
Perwakilan Wilayah 

I Kalimantan Selatan dan 
I Sun Fm sebagai bagian 

I 
dari fungsi sosialisasi 

I kelembagaan, edukasi clan 
I solusi terkait pelayanan 

I publik di daerah. 

41. Rapat dalarn r,m�k,1 1 Kupang. NTf 12 Maret Tercipta kesepakatan 
mcnjalin kerja sama i antara Ombudsman 
dengan radio Tirilolok : Perwakilan Wilayah NIT- 
Ku pang. NTB dengan radio 

Tirilolok Kupang untuk 
sosialisasi mengenai UU 
No. 37 tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI dan UU 
No. 25 T Ahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. 

42. Dialog interaktif di Radio Manado. 12 Maret 
Smart FM tentang Sulawesi 
kelangkaan BBM di Utara 
Sulawesi Utara. 

43. Dialog interaktif di TV RI Manado, 12 Maret Narasumber: Perwakilan 
Manado dengan topic Sulawesi Ombudsman Sulawesi 
Fungsi, Tugas dan Utara Utara dan Gorontalo, 
Wewenang Ombudsman RI Perguruan Tinggi, dan 
dan kelangkaan BBM di DPRD Prov Sulawesi 
Sulawesi Utara. Utara. 

44. Dialog interaktif di Pacific Manado, 14 Maret 
TV dengan topic Sulawesi 
keberhasilan Ombudsman Utara 
RI Perwakilan Sulut dan 
Gorontalo dalam 
menangani kasus 
Pertamina. 

45. Dialog interaktif di TV RI Manado, 15 Maret 
Manado dengan topik Sulawesi 
Ombudsman RI dan Utara 
Peranannya di Sulut. 

46. Sosialisasi dilingkungan Ka bu paten 15 Maret Diharapkan tumbuhnya 
SKPD Pemkab Hulu Sungai Hulu Sungai kesadaran dalam 
Tengah mengenai tugas Tengah, pemberian pelayanan 

Kali man tan publik kepada 
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dan fungsi Ombudsman RI. Se Iatan masyarakat dan 
mernbcrikan tanggapan 
tcrhadap sctiap kcluhan 
yang dilaporkan. 

Dipcrlukan komihnen 
instansi untuk 
mempcrbaiki kualitas 
layanan dan rnclcngkapi 
fasilitas layanan publik 
yang masih kurang. 

47. Sosialisasi mengenai tugas Radio Sun 16 Maret 
dan fungsi Ombudsman RI. FM, 

Banjarmasin, 
Kalimantan 
Sela tan 

48. Memenuhi undangan I.SM Gedung UC 19 Maret 
ICM (Indonesia Court UGM 
Monitoring) 

49. Kunjungan ke I.SM Jawa Tengah 19-22 Maret 
KP2KKN Semarang, I.SM 
Pattiro Semarang dan Budi 
Associate dalam rangka 
sosialisasi mengenai 
keberadaan Ombudsman 
RI terkait dengan 
penyelenggaraan 
pelayanan public oleh 
penyelenggara pelayanan. 

50. Undangan dari DPD RI, Kota Medan 19 Maret 
DR. Rahrnat Shah. 

51. Memenuhi Undangan Hotel Puri 20 Maret Ombudsman Perwakilan 
Kanwil Kemenkumham Artha Yogyakarta 
DfY dalam rangka Yogyakarta menyampaikan kegiatan 
pelaksanaan RANHAM yang sudah dilaksanakan 
khususnya pemenuhan hak dan rencana kedepan. 
atas pelayanan public yang 
baik. 

52. Kunjungan untuk Kantor Budi 19 Maret Disarnpaikan penjelasan 
mendapatkan penjelasan, Santoso terkait survey yang 
i.nformasi dan data yang Foundahon pernah dilakukan oleh 
relevan terkait rencana BSF yang menempatkan 
pengamatan di Kantor Kab Semarang sebagai 
Penanaman Modal dan kabupaten dengan 
Perizian Kab. Semarang. pelayan yang kurang baik 

untuk area karesidenan 
Semarang. 

53. Kunjungan untuk Kantor I.SM 19 Maret 
mendapatkan penjelasan, PATTIRO 
i.nformasi dan data yang Semarang 
relevan terkait rencana 
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pcngam,1tan di Kantor 
Pcnannrnan Mod al dan 
Pcrizian K,1b. Se111.11-.111g. 

5-1. Kunjungan u nt uk Kantor I.SI\ I 20 Maret 
mcndapatkan p0nj0!<1s,111, KP2KKn 
inforrnasi d,111 d,1t,1 y,rng Semarang 
rclcvan tcrkait r01u:,111a 
pengamatan di Kantor 
lrnigrasi e1nt1rl1ng. 

55. Kunjungan untuk K,111tor LBH 20 laret 
mcndapatkan pcnjclasan, Semarang 
inforrnasi dan data yang 
rclcvan tcrkait r..:-11.:.-111<1 
pcngamatan di Kantor 
lrnigrasi Semarang. 

56. Koordinasi deng,111 Poldn [awa Timur 20 Maret 
Jawa Timur tcrkait 
pclaksanaan !\IOU antara 
Ombudsman RI dcngan 
Kcpolisian RI. 

57. Koord inasi dcngan Kanw il [awa Tirnur 21 Maret Pembahasan mengenai 
Kerncnterian Hu ku 111 dan penyelesaian pengaduan 
HAM Provinsi Jawa Timur. masyarakat terkait 

dengan pelayanan publik. 

58. Talk show di SBO TV [awa Timur 21 Maret 
Surabaya tcrkait laporan 
masyarakat. 

59. Sosial isasi mcngcnai [awa Baral 21 Maret 
Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tcntang 
Ombudsman RI dan 
Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik di 
lingkungan Kecamatan 
Cibeunying Kidul. 

60. Dialog intcraktif di TV RI Manado, 22 Maret 
Manado dengan topic Sulawesi 
kasus-kasus yang ditangani Utara 
Ombudsman RI bulan 
Januari sampai dengan 
Maret tahun 2012. 

61. Ra pat koordinasi dalarn Kupang, NTT 22 Maret 
rangka kerja menjalin sarna 
dengan PTUN Kupang. 

62. Sosialisasi mengcnai Jawa Barat 23 Maret 
Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI dan 
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Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik di 
lingkungan Kee. 
Lengkong. 

63. Dialog interaktif di Pacific Manado, 26 Maret 
TV RI Manado dengan Sulawesi 
topic kasus-kasus yang Utara 
ditangani Ombudsman RI 
bulan [anuari sampai 
dengan Maret tahun 2012. 

64. Sosialisasi dan diskusi Palembang, 26-28 Maret 
dalam rangka ketja sama Sumatera 
optimalisasi pelayanan Selatan 
publik melalui UU No. 37 
tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI dan UU 
No 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik dan 
lnstruksi Presiden No. 17 
tahun 2011 tentang Aksi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi. 

65. Sosialisasi dilingkungan Palembang, 26-28 Maret Pada kesempatan yang 
Pemerintah Provinsi Sumatera sama diadakan ketja sama 
Sumatera Selatan, l.SM dan Sela tan dengan media rnassa 
tokoh masyarakat. lokal yaitu harian 

Sumatera Ekspres dan 
Sriwijaya Post. 

66. Koordinasi dengan Pemkab Pemkab 27 Maret 
Ngawi dalam ra.ngka Ngawi,Jawa 
sosialisasi mengenai Timur 
Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI dan 
Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 

67. Sosialisasi UU No. 37 tahun Kantor Carnal 28 Maret 
2008 tentang Ombudsman Pekalongan 
RI dan UU No 25 Tahun Barnt, Kota 
2009 tentang Pelayanan Pekalongan 
Publik. 

68. Kunju.ngan ke Pattiro Kantor 29 Maret Pada kesempatan tersebut 
Pekalongan. Pattiro terwujud kesepakata 

pekalongan bersama antara 
Ombudsman dengan 
Pattiro untuk: 

Membangun kerja sarna 
dalam penerimaan laporan 
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masyarakat dampingan 
Pattiro di wilayah Batang, 
Kota/Kab Pekalongan. 

Melakukan kerja sarna 
untuk sosialisasi bersama 
dcngan masyarakat 
Pattiro. 

Mernbangun kerja sarna 
perbaikan pelayanan di 
Pemkot Pekalongan 

- - 
69. Dialog intcra!...tif di Radio Manado, 29 l\laret Pada kesempatan tersebut 

Smart Ftvl dengan topic Sulawesi sebagai narasumber dari 
Ombudsman RI Utara Dinas Kebersihan dan 
Pervvak ilan Sulawesi Utar ... 1- Ombudsman Rl 
Gorontaln dalarn Perwakilan Sulut- 
mcngkritisi Dinas Gorontalo 
Kebcrsihan scbagai instansi 
pcmcrintah yang 
mcnjalankan pclavanan 
kcbcrsihan scbagairnan.i 
Pcrda o. 03 Tahun 2011. 

70. Pcnempelan Poster, Ka bu paten 29 _3·1 !'. laret 
pcmbagian Leaflet dan Karo 

kalcndcr, Konsultasi 
dcngan Masyarakat, 
bcrdiskusi dcngan l.SM 
clan Pcrwakilan Mahasiswa 
Universitas Quality. 

71. Pcmuatan bcrita : Manado, 7,8,29 Maret 

- harian Media Sulut Sulut 

tcntang Ombudsman RI 
kecam krisis BBM dan 
Gas di Sulut. 

- harian Komcntar tcntang 
Ombudsman klarifikasi 
soal BBM dan LPG ke 
Pertamina. 

- harian Tribun Manado 
tentangMira antrc 
minyak tiga jam, 
Ombudsman dcsak 
Pertamina. 

- harian Manado Post 
tentang Pertamina di 
warning. 

- harian Komentar tentang 
sorot pelayanan pada 
rnasyarakat, Ombudsman 
: Dinas Kebersihan 
langgar a tu ran. 
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·· · 1, 
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- harian Manado Post 
tentang Ombudsman 
sorot Dinas Kebersihan 
Kota Manado. 

- Berita di Editorial 
Indonesia.Com. 

72. Menghadiri undangan dari Bali 29-31 Maret Pembahasan Rakor 
Kementerian Komunikasi meliputi : 
dan Informatika, Ditjen . Langkah-langkah yang 
Informasi dan Komunikasi 

diperlukan dalam rangka Publik Nomor 
151/DJIKP /KOMINFO /03 

penccgahan dan 
pemberantasan korupsi 

/2012 perihal Rakor Tahun 2012 berpedornan 
Penyusunan Cetak Biru 

pada Strategi Pendidikan 
Strategi Komunikasi dan Budaya Anti Korupsi 
Pendidikan dan Budaya sebagaimana diamanatkan 
Anti Korupsi. dalam Diktum Pertama 

angka 5 dari INPRES 
Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Aksi Pencegahan 
dan Pernberantasan 
Korupsi 

Rencana Aksi 
Pelaksanaan Sosialisasi 
dan Kampanye Massa! 
Budaya Anti Korupsi 
dengan sasaran 
Meningkatnya Kesadaran 
dan Pemahaman 
Masyarakat Luas 
Mengenai Nilai, Budaya 
dan Perilaku Anti Korupsi. 

73. Sosialisasi dilingkungan Ka bu paten 29 Maret Kegiatan sosialisasi 
SKPD Pemkab Tanah Tanah bertujuan untuk 
Bumbu mengetahui Bumbu, menciptakan pemahaman 
mengenai tugas dan fungsi Kallman tan yang sama pada masing- 
Ombudsman RI. Sela tan masing SKPD tentang 

pelaksanaan layanan 
publik yang benar sesuai 
dengan ketentuan UU No. 
25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 

Bersamaan dengan itu 
juga terjalin kemitraan 
kerja dalam rangka 
penyelesaian keluhan 
masyarakat pada setiap 
instansi layanan publik di 
Kab. Tanah Bumbu. 

74. Sosialisasi mengenai tugas Radio Sun 30 Maret 
dan fungsi Ombudsman RI. FM, 

Banjarmasin 
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I 

I 

I 
I 

J 

Kalirnantan 
Se Iatan 

75. Menghadiri kcgiatan Seoul, Korea 30 Maret-4 April 
Cooperation and Sela tan 
Coordinating Meeting with 
the ACRC. 

76. Sosialisasi di lingkungan Ka bu paten 1 April Dengan adanya sosialisasi 
SKPD Pernkab Barito Kuala Barito Kuala, tersebut diharapkan 
mengenai tugas dan fungsi Kali man tan dapat tercipta koordinasi 
Ombudsman RI. Se Iatan kemitraan dalam rangka 

penyelesaian keluhan 
layanan publik 
khususnyalayanan 
publik di Kah. Batola. 
Disamping itu juga 
adanya pemahaman yang 
sama pada masing 
masing SKPD tentang 
pelaksanaan layanan 
publik yang benar sesuai 
dengan ketentuan UU No 
25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 

77. Sosialisasi untuk Mataram, 2-4 April Pada kesempatan yang 
menyebarluaskan informasi Nusa sama diadakan klinik 
mengenai fungsi, tu gas dan Tenggara pengaduan secara 
wewenang Ombudsman Ba rat langsung 
RI, melalui pertemuan 
dengan jajaran Pemprov 
NTB, Pimpinan SKPD Prov 
NTB dan unsur Muspida di 
NTB 

78. Menghadiri undangan Yogyakarta 2 April 
dalam rangka kerja sama 
dengan surat kabar harian 
Tribun Jogja 

79. Kunjungan dalam rangka Nusa 2-5 April 
menjajaki kerja sama untuk Tenggara 
melakukan survey indeks Timur 
kepuasan pelayanan 
dengan RSUD Lewoleba 

80. Meghadiri undangan Salatiga, Jawa 4 April 
seminar dari UKSW Tengah 
Salatiga dalam rangka 
membangun jaringan 
dengan stake holder 
Ombudsman, LSM, tokoh 
masyarakat, akademisi, 
media 

81. Sosialisasi tentang Undang- Pem. Kota 5 April 
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Undang Nomor 37 Tahun 
-- 

Banjarmasin 
2008 Tentang Ombudsman dan Pemkab 
RI dan Undang-Undnag Hulu Sungai 
Nomor 25 Tahun 2009 Se Iatan, 
Tentang Pelayanan Publik Kalimantan 
untuk jajaran Dinas Se Iatan 
Kesehatan Pemerintah Kota 
Banjarmasin dan SKPD di 
lingkungan Pemkab Hulu 
Sungai Selatan 

82. Sosialisasi dengan jajaran Kota Sorong, 2-6 April Pada kcscmpatan yang 
Pemkot Sarong, media Papua Baral sama diadakan klinik 
cetak, elektronik, I.SM, pcngaduan sccara 
tokoh masyarakat dan Jangsung 
masyarakat Kota Sarong 
Papua Barat 

83. Sosialisasi dengan jajaran Kota 9-13 April Pada kcscrnpatan yang 
Pemkot Tangerang, media Tangerang, sarna diadakan klinik 
cetak, elektronik, I.SM, Ban ten pengaduan sccara 
tokoh masyarakat dan Iangsung 
masyarakat Kota 
Tangerang 

84. Dialog pelayanan publik di Surabaya, 16 April 
bidang pendidikan Jawa Timur 
menjelang Ujian Nasional 
di RR1 Pro 1 Surabaya 

85. Sosialisasi untuk Denpasar, 16-20 Apr\\ Pada kesempatan yang, 
menyebarluask.an informasi, l3a\i sarna diadakan klinik 
=�-a.'\ rongsi, rugas dan pengaduan secara 
wewenang Ombudsman langsung 
RJ. 

86. Sosialisasi melalui Samarinda, 16-20 April Pada kesempatan yang 
sarasehan dengan Kali man tan sama diadakan klinik 
akademisi, jaringan Timur pengaduan secara 
I.SM/NGO serta tokoh langsung selama 3 (tiga) 
masyarakat Kota hari berturut-turut yaitu 
Samarinda. tanggal 17-·19 April 

Disarnping itu juga dengan pembagian brosur 

melakukan pertemuan 
dan format pengaduan. 

dengan Wakil Gubemur, Selarna kegiatan tersebut 

Bupati/Walikota, 
Ombudsman RI 

Pim pi nan SKPD dan jajaran 
menerima 75 

Muspida Pemprov 
laporan/ pengaduan dari 

Kalimantan Timur. masyarakat terkait 
dengan permasalahan 

Sosialisasi dilakukan juga antara Iain 
dengan kegiatan talkshow pertambangan, pelayanan 
di TVRI dan RR! SIM, PDAM, KTP dan 
Samarinda, kunjungan ke masalah perijinan. 
media cetak Kaltim Post, 
Tribun, Radar tarakan dan 
menvelenggarakan kuliah 
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umum di Univcrsitas I 

Mulawarman I 
87. Rapa! koordinasi tcntang I Kupang, 17-18 April 

Rcncana Aksi l Iak Asasi Nusa 
Manusia Tcnggara 

Timur 

88. Mcnghadiri undangan Ku pang, 18 April 
sebagai panel is dalarn l usa 

dialog publik kandidat Tcnggara 
Walikota dan \Vakil Timur 
Walikota Kupang 2012- 
20"17 

89. "Sosialisasi ORI reran, KabTulung 19-21 April 
Tugas dan Fungsi Agung, [awa 
Ombudsman Republik Timur 
Indonesia" di Kabupatcn 
Tulungagung 

90. Scsialisasi melalui dan Ka bu paten 19- 21 April Pada kesempatan yang 
konsultasi dengan Dairi, sama dilakukan 
masyarakat . Sumatera penempelan poster, 

Utara pembagian leaflet dan 
kalender kepada 
masyarakat. 

91. Menghadiri undangan Yogyakarta 23 April 
Seminar Nasional oleh 
LOD DIY dengan lema 
"Pcran Ombudsman dalarn 
Mewujudkan Good 
Governance" 

92. Kerja sama dengan RRI Nusa 23 April 
Ku pang clalam rangka Tcnggara 
sosialisasi tentang tugas, Timur 
fungsi clan wewenang 
Ombudsman RI 

93. Menghadiri rapat Medan, 25 April 
koordinasi Pelaksanaan Sumatera 
lnstrumen HAM Utara 
Internasional 

94. Menghadirt Undangan Medan, 25 April 
Diskusi Implementasi Sumatera 
Keputusan Bcrsarna 6 Utara 
(cnarn) menteri tcntang 
Pcnanganan Anak 
Berhadapan dengan 
hukum 

95. Bcrsarna Ombudsman RI Ka bu paten 26 April 
Jakarta melakukan Seminar Bantu I 
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Supervisi Pelayanan Publik 

96. Kunjungan dalam rangka Nusa 26-29 April 
menjajaki kerja sama Tenggara 
survey indeks kepuasan Timur 
pelayanan pada RSUD 
Ende 

97. Sosialisasi kepada jajaran Palangkaraya 29 April-3 Mei Pada kesempatan yang 
Pemprov Kalimantan , Kalimantan sama diadakan klinik 
Tengah, LSM, tokoh Tengah pengaduan secara 
masyarakat, media massa langsung 
dan elektronik 

98. Sosialisasi dengan jajaran Manado, 30 April--! Mei Pada kesempatan yang 
Pemda Kota Manado, Sulawesi sarna diadakan klinik 
media cetak &elektrnnik, Utara pengaduan sccara 
l.SM dan tokoh masyarakat langsung 
Kota Manado 

99. Melakukan pertemuan Manado, 1-2 Mei 
dengan LSM, tokoh Sulawesi 
masyarakat, dengan jajaran Utara 
Pemprov Sulut, Pimpinan 
SKPD dan unsur Muspida 
Pemprov Sulut di Manado 

100. Diskusi dengan nara Ku pang, 3Mei Kegiatan tcrscbut 
sumber dalam rangka pra Nusa dilakukan untuk 

investigasi kasus Tenggara mendapatkan data dan 
ketidakpatuhan pejabat Timur informasi dalam 
TUN dalam melaksanakan menidaklanjuti laporan- 
putusan TUN yang telah laporan masyarakat 
berkekuatan hukum tctap tentang penundaan 

berlarut pclaksanaan 
putusan pengadilan TUN 
yang telah berkckuatan 
hukum tetap oleh Pejabar 
TUN 

101. Sosialisasi UJJ.dang-Undang Kantor Camat 7Mei 

Nomor 37 Tahun 2008 Cangkringan 

Tentang Ombudsman Kab. Sleman, 

Republik Indonesia dan DIY 

Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik 

102. Sosialisasi Undang-Undang Kantor 8Mei 
Nomor 37 Tahun 2008 Sekretariat 
Tentang Ombudsman LSM 
Republik Indonesia dan FORK OS 
Undang-Undang Nomor 25 Kab. Sragen 
Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik 

103. Talkshow live tentang Radio Buana 8 Mei 
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fungsi, tugas dan Sragcn, jawa 
\VC\VCnang Ombudsman Tengah 
Republik Indonesia di 
radio Buana Asri Sragcn 

10-1. Sosialisasi Undang-Undang Kantor Carnal 9 l\lei 
Nomor 37 Tahun 2008 Sidoharjo, 
Tentang Ombudsman Sragen 
Republik Indonesia dan 
Undang-Undang Nornor 25 
Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik 

105. Diskusi tcntang pelayanan Sragcn, Jawa 10 Mei Kegiatan ini bertujuan 
publik dcngan media di Tcngah untuk membangun dan 
Sragcn. dalarn rangka menjalin kerja sarna 
membangun dan mcnjalin dengan media massa 
kcrja Sil ma dengan media sebagai sarana sosialisasi 
massa scbagai sarana kepada masyarakat 
sosialisasi kcpada Sragen, Jawa Tengah dan 
masyarakat Sragcn, [awa memperoleh masukan 
Tcngah clan mempcroleh tentang keluhan 
masukan tcntang kcluhan pelayanan publik di Kab. 
pclayanan publ ik di Kab. Sragen 
Sr a gen 

106. Menghadiri undangan Ba tam, 10-12 Mei 
pcrtcmuan terkait Kepulauan 
Pelayanan Publik di Kantor Riau 
Pemerintah Kola Batarn 

107. Kerja sarna dcngan Harian Ku pang, 1-1 Mei 
Umum Pos Ku pang dalam Nusa 
rangka sosialisasi tcntang Tenggara 
fungsi, tugas, dan Timur 
wewenang Ombudsman RI 

108. Rapat koordinasi Pokja Setda Prov 16 Mei Kegiatan tersebut 
Bidang Hukum dan DIY bertujuan untuk 
Pemerintahan. Dihadiri membangun jaringan 
oleh [aka Susila Wahyuana, dengan stakeholders, 
membangun jaringan media, LSM, tokoh 
dengan stake holder masyarakat, akadernisi di! 
Ombudsman, Media, LSM, 
tokoh rnasyarakat. 
akadernisi di! 

109. Menjalin kerja sama Surabaya, 17 Mei 
dengan LBH Surabaya [awa Timur 
untuk mcnsosialisasikan 
keberadaan Ombudsman 
RI Perwakilan jawa Timur 
dan untuk pemberitaan 
kegiatan ORI dalarn 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik 
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110. Menyelenggarakan Kendari, 13-17Mci Pada kcscmpatan yang 
sosialisasi dengan jajaran Sulawesi sama rncnvclcnggarakan 
Pemkot Kendari, media Tenggara klinik pcngaduan 
cetak&elektronik, LSM, pclavanan publik di Kota 
tokoh masyarakat. Kcndari 

Menyelenggarakan klinik 
pengaduan pelayanan 
publik di Kota Kendari 

111. Melakukan sosialisasi Bengkulu 14-17Mci 
mengenai fungsi, tugas dan 
wewenang Ombudsman RI 

112. Melakukan kunjungan Hongkong 20-26 Mei 
kerja dan pelatihan dan Macao 
International Ombudsman 
Institute (IOI) Regional 
Training Programme 

113. Mengikuti workshop Jakarta 23-25 Mei 
Understanding National 
Integrity System And The 
Role of Certified Integrity 
Officers International 
Seminar&Curriculum 
Development for Integrity 
Officer yang 
diselenggarakan oleh KPK 
dan Tiri 

114. Dialog interaktif dengan Surabaya, 29Mei 
tema supervisi pelayanan [awa Timur 
publik di Kabupaten 
Sidoarjo di RRI Pro 1 
Surabaya 

I - 115. 1\1.eghadifj unfl,Wgd!J Yogyakarta 29 Mei 

lokakarya 5upremasi 
hukum lcnlan� 
penghapusan tindak 
kekerasan dalam 
penegakan hukurn 

116. Sosialisasi mengenai peran, Ka bu paten 30 Mei-1 Juni 
tugas dan fungsi Tuban, Jawa 
Ombudsman Republik Timur 
Indonesia di Kabupaten 
Tu ban 

117. Sosialisasi Undang-Undang Kantor Carnal 30Mei Pada diskusi para peserta 
Nomor 37 Tahun 2008 Karanganyar mcnanyakan lentang 
Tentang Ombudsman Ka bu paten prosedur dan tata cara 
Republik Indonesia dan Pekalongan, menyampaikan laporan 
Undang-Undang Nomor 25 Jawa Tcngah ke Ombudsman Rcpublik 
Tahun 2009 tentang Indonesia, pelayanan 
Pelayanan Publik Jamkcsda dan 
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pcrmasalahan pertanahan 
di BPN. 

118. Sosialisasi Undang-Und,mg Gcclung Dewi 30 !\lei Pada kesempatan yang 
Nomor 37 Tahun :WOS I lajar Kota sama diadakan diskusi 
Tenlang Ombudsman Pckalougan, dan klinik pengaduan 
Rcpublik Indonesia dan J.iwa Tcngah secara langsung yang 
Undang-Undang '.\Jnnwr 2.=i dihadiri oleh 55 orang 
Tahun 2009 tcntang peserta dari Organisasi 
Pelayanan Publik Masyarakat PCNU 

seluruh Peklaongan, LSM 
clan Media Cetak (lawa 
Pos, Radar). Beberapa 
peserta diskusi 
menyampaikan 
pengaduan tentang 
pelayanan kepolisian, 
Ru mah Sa kit Daerah, 
penyimpangan dana BOS 
di Dinas Pe.ndidika.n 
Kab/Kota Pekalongan. 

119. Sosialisasi Undang-Undnng Kantor 31 Mei Pada kesempatan lersebut 
Nomor 37 Tahun 2008 Sckretarial diadakan diskusi clan 
Tenlang Ombudsman LSI\I Pattiro klinik pengaduan yang 
Rcpublik Indonesia dan Kot a dihadiri 18 orang peserta 
Undang-Undang Nomor 25 Pcknlongan, dari Community Centre 
Tahun 2009 ientang jawa Tcngah Kata Pekalongan dan 
Pelayanan Publik Community Organizer 

Kabupaten Pekalongan. 
Beberapa peserta 
menyampaikan 
pengaduan mengenai 
pelayanan pemerintah 
daerah Kabupaten/Kota 
Pekalongan terkail 
perrnasalahan perijinan, 
jadwal pengadilan clan 
persidangan, pemberian 
tilang oleh Kepolisian clan 
perijinan keramaian. 

120. Menghadiri uji publik Kantor DPRD -I Juni Pada kesempatan yang 
Rapcrda tentang Kota sama digunakan untuk 
penyelenggraan yogyakarta membangun jaringan 
administrasi kerja dengan 
kependudukan" stakeholders, media, 
membangun jar ingan LSM, tokoh masyarakat, 
dengan stake holder akademisi dll 
Ombudsman, Media, LSM, 
tokoh masyarakat, 
akademisi dll 

121. Sosial isasi tentang Undang- Pemerintah 7 Juni 
Undang Nornor 37 Tahun Ka bu paten 
2008 Ten tang Ombudsman Banjar, 
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RI dan Undang-Undnag Kali man tan 
Nomor 25 Tahun 2009 Sela tan 
Tentang Pelayanan Publik 
untuk SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten 
Ban jar 

122. Seminar Supervisi Medan, 7 )uni 
Pelayanan Publik di Sumatera 
Kabupaten Deli Serdang Utara 

123. Mengikuti Focus Group Ku pang, 7 )uni 
Discussion yang Nusa 
diselenggarakan Brighten Tenggara 
Institute bekerjasama Timur 
dengan Universitas Nusa 
Cendana Kupang tentang 
Kepastian Hukum dan 
Demokrasi sebagai 
Landasan Pembangunan 
Ekonomi yang 
berkelanjutan. 

124. Sebagai narasumber dalam Ku pang, 8 )uni 
acara Rountable Discussion Nusa 
Pelayanan Publik yang Tenggara 
berintegritas di bidang Timur 
kesehatan 

125. Sebagai nara sumber pada Kantor LSM 14 Juni 
diskusi yang diadakan o\eh Sahabat 
LSM Sahabat Perempuan 

Guion, Salam 

Magelang, 
Jawa Tengah 

126. Sosialisasi mengenai Ka bu paten 14-16 )uni 2012 

peran, tugas dan fungsi 
Jombang, 

Ombudsman Republik 
Jawa Timur 

Indonesia di Ka bu paten 

Jorn bang 

127. Dialog intersktit dalam Surabaya, 18 )uni 

rangka Surabaya Public Jawa Timur 
Service Award di RR! Pro 1 
Surabaya. 

128. Mengikuti uji publik Ruang Rapat 19 Juni 
Raperda Pembangunan DPRD Kola 
jangka menengah daerah Yogyakarta 
kota yogyakarta tahun 
2012-2016 

129. Mengikuti uji publik Ruang Rapat 20 Juni 
Raperda tentang DPRDKota 
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pengelolaan sarnpah Yogyakarta 

130. Sebagai narasumber pada Medan, 20Juni 
diskusi bersarna kornunitas Surnatera 
hukum. dcngan topik ·· Utara 
Potensi Permasalahan UU 
Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk 
kepcntingan umum dan 
hubungannnyadcngan 
RUU Pcrtanahan 

131. Scbagai narasurnbcr dalam Ku pang, 20Juni Pada kegiatan tersebut 
kegiatan Pathnership and lusa diadakan penyusunan 
European Comission dalarn Tcnggara mekanisme pengaduan 
penyusunan rnckanisme Timur bagi Conflict Early 
pcngaduan dan alat Warning and Early 
monitoring serta Response For Ex-I DPs in 
pengembangan pusat Eastern Indonesia 
informasi 

132. Mengikuti Raker Hotel Santika 21 [uni 
RAN HAM tentang arti Yogyakana 
penting peta perrnasalahan 
hukum dalarn pcncgakan 
hukum 

Klinik pcngaduan warga 
NU 

133. Sosialisasi mengenai RA Muslimat 21 [uni Pada kesernpatan yang 

peran, tugas dan fungsi 
NU sama diadakan klinik 
Karangsari pengaduan warga NU 

Ombudsman Republik 
desa 

Indonesia 
Karangsari 
Kee. Bojong 
Kab. 

Pekalongan, 
Jawa Tengah 

134. Sosialisasi tentang Pemerintah 21 [uni 
Undang-Undang Nomor 37 Ka bu paten 
Tahun 2008 Tentang Ta pin, 
Ombudsman RI dan Kalimantan 
Undang-Undnag Nomor 25 Se Iatan 
Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik untuk 
SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten 
Ta pin 

135. Menyusun program Australia 26-30 [uni 
kegiatan dalarn rangka 
kerjasama Ombudsman RI 

dengan Ombudsman 
Australia 
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136. Menjadi narasumber rubrik Yogyakarta 28 Juni 

I aktualita berita sore di 
TVRI Yogyakarta 

137. Kegiatan penerimaan Banjarmasin, 01 Juli K.:gi,1t,m tcrscbut dalam 
pengaduan masyarakat Kalimantan ra ng ka kcrjasarna dcngan 
dengan membuka "Pos Sela tan l3E I Univcrsitns 

Pengaduan Penerimaan l.ambung l\1angkurat 
Siswa/Mahasiswa Baru Bil njtl rruas] n 

T.A. 2012/2013" 

138. Penyuluhan hukum, Ka bu paten 3-6 Juli Kegi,1t,m dil.rksnnakan 
konsultasi hukum, temu Gunung bckcrjasarna dcngan 
sadar hukum Kidul Kantor \ Vilavah 

Kcrucntcrian I lukum dan 
11,\l\l DIY 

139. Menghadiri undangan dari Kantor DPRD 4 Juli 
DPRD Kola Yogyakarta Yogyakarta 
pembahasan Raperda 
pengelolaan sarnpah di 
Kota Yogyakarta 

140. Sosialisasi dengan DPRD Riau 1-5 Juli Kcgiatan sosialisasi 
Provinsi Riau, DPRD Kola terscbut d alarn rangka 
Pekanbaru, Pemerintah ascsmcn Pcmbcntukan 
Kota Pekanbaru, Kantor Pcrwakilan 
Universitas Riau, Media Ombudsman RI wilayah 
Massa, LSM, dan Tokoh Provins! Riau 
Masyarakat. 

141. Menghadiri undangan Padang, 2-3 Juli 
acara deklarasi Sumatera 

pembangunan zona Baral 

Integritas menuju wilayah 
bebas korupsi di 
lingkungan PemeY'\nt.ah 
Prov\nsi Sumatcra Ba rat 

142. Sosialisasi dengan Kota 2-4 Juli 
melakukan kegiatan Perna tang 
penempelan poster, Si an tar, 
pembagian leaflet dan Sumatcra 
kalender, konsultasi Utara 
dengan masyarak;Jt, 

betdiskusi dengan LSM 

143. Dialog interaktif dalam Surabaya, 4 Juli 
bidang pendidikan Jawa Timur 
mengenai ijazah palsu di 
580 TV Surabaya 

144. Seminar mengenai Surabaya, 5 Juli 
pelayanan publik Jawa Timur 

145. Sosialisasi dengan Nusa 2-6 Juli Kegiatan sosialisasi 
melakukan kunjungan ke Tenggara tersebut dalam rangka 
Bupati Sumbawa Besar, Ba rat asesmen Pernbcntu kan 
Universitas Samawa, STAN Kantor Perwakilan 
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N\V, media Ombudsman RI wilayah 
cetak Scclcktroruk, LS\ I Jan Provinsi Nusa Tenggara 
tokoh rnasvarak.t! Ji Baral 
Surnbawa, dan l.ornbok 

146. Sosialisasi dengan 

I 
J,1\\'a Tcngah 2-6 Juli Kegiatan sosialisasi 

rnclakukan kunjung.m kc tersebut dalarn rangka 
media lokal Semarang dan asesmen Pembentukan 
tokoh masy.u-akat Kantor Penvakilan 
seternpat. Univcrsitas Ombudsman RI wilayah 
Muria Kud us d.m media Provinsi [awa Tengah 
clckrronik. Univcrsitas 

Pekalongan dan media 
elcktronik, dan rucncari 
lokasi kantor pcrwnk ilan. 

1-17. Sos+altsasi dcngan Sulawesi 2-6 Juli Kegiatan sosialisasi 
rnelakukan kunjungan kc Tcng.ih tersebut dalam rangka 
Pcmerintah Provinsi asesmen Pernbentukan 
Sulawesi Tcngah. Kantor Perwakilan 
Univcrsitns Tadulako. Ombudsman RI wilayah 
TVRI, RRI, PVVNU Sultcng, Provinsi Jawa Tengah 
DPRD Provinsi, LSM 
Aisyah dan survci lokasi 
kantor perwakilan. 

148. Sosialisasi dcngan Kalirnantan 2-6Juli Kegiatan sosialisasi 
rnelakukan kunjungan Barat tersebut dalam rangka 
sosialisasi kc Univcrsitns asesmen Pembentukan 
Negeri/Sw.ista, LSM, Kantor Perwakilan 
Media Ombudsman RI wilayah 

Provinsi Kalimantan 
Ba rat 

149. Sosialisasi mclalui tnlkshou: Bandung, 3 Juli 
di Radio Mara jawa Barat 

150. Melakukan supcrvisi Pcmerintah 6 Juli 
terkait pengaduan layanan Kot a 
masyarakat yang sudah Yogyakarta 
ada di Pemkol Yogyakarta 
dengan adanya Sistcm 
UPIK (Unit pengaduan dan 
kegiatan) 

151. Rapat Dengar Pendapat Kantor DPRD 12 Juli Rapa! Dengar Pendapat 
Komisi I DPRD Kola Kota dengan Komisi I DPRD 
Banjarmasin Banjarmasin, Kola Banjarmasin terkait 

Kalimantan perrnasalahan RT. 38 
Se Iatan Kelurahan Sungai Andai. 

152. Diskusi media mengenai Kantor 13 Juli 2012 
laporan/ pengaduan Ombudsman 
penerimaan RI 
Siswa/ Mahasiswa Baru Perwakilan 
T.A 2012/2013. Kalimantan 

Sela tan 

153. Sosialisasi melalui ialkslunu Bandung 17 Juli 
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di Radio Mara 

154. Menghadiri pertemuan Semarang, 3-5 Juli 
berkala Anggota Jaringan Jawa Tengah 
Dokumentasi dan 
Informasi Hukum 
Nasional. 

155. Koordinasi dengan jajaran Yogyakarta 5-8Juli 
Kantor Gubemur Daerah 
lstimewa Yogyakarta 
dalam rangka sosialisasi 
pelayanan publik 

156. Menghadiri undangan Denpasar, 9-10 Juli 
acara pencanangan zona Bali 
integritas menuju wilayah 
bebas korupsi di 
lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali 

157. Sosialisasi melalui Sulawesi 9-13 Juli Kcgiatan sosialisnsi 
kunjungan dan pertemuan Tenggara tcrsebut dalarn rangka 
dengan penggiat l5M, ascsmcn Pcmbcntukan 
media massa , serta Kantor Perwakilan 
rnencari lokasi kantor Ombudsman RI wilayah 
perwakilan Provinsi Sulawesi 

Tcnggara 

158. Menghadiri undangan Manado, 10-12 Juli 
acara Pernantapan Konsep Sulawesi 
Rancangan Peraturan Utara 
Presiden tentang 
Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik yang 
diselenggarakan oleh 
UNDP dan Bappenas. 

159. Pencanangan dan Bali 11 Juli Pada kesernpatan tersebut 
sosialisasi pembangunan 
zona integritas menuju 

disampaikan rnengenai 

wilayah bebas korupsi di 
tugas dan wewenang 
Ombudsman RI, 

kabupaten l3angli Provinsi permasalahan adanya 
Bali" pungutan liar di sekolah, 

posko pengaduan di 
Ombudsman beserta 
mekanismenya. 

160. Sebagai narasumber pada Bandung 12-13 Juli 
kegiatan Bakohurnas 
Kernenterian Pekerjaan 
Urn um di Hotel Horison 
Bandung 

161. MengJ,adiri undangan Bandung 13 Juli 
Fokus Group PAMOR di 
Harian Urnum Pikiran 

Rakyat sebagai 
narasumber. 
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162. Sosialisasi mclalui Ril-1U 16-20 Juli Kegiatan sosialisasi 
pcrtcmuan dcngan tersebut dalam rangka 
Univcrsitns Riau, Kanwil asesrnen Pernbentukan 
BPN Riau, TVRI Riau, Kantor Perwakilan 
media rnassa, L.Si\l d,111 Ombudsman RI wilayah 
tokoh rnasvarakat Provinsi Riau 

163. Pertemuan dcngan Kornisi Kantor 17 Juli 
II DPR RI Jakarta Pcrwakilan 

Ombudsman 
Yogyakarta 

164. Menghadiri undangan dari Bandung 17 Juli 
Dewan Pim pi nan Cabang 
PERADI 

165. Sosialisasi dcngan Acch 23-27 Juli Kegiatan sosialisasi 
mclakukan kunjungan ko tersebut dalam rangka 
DPA, Cubcrnur. media asesmen Pembentukan 
cctak/ clcktronik, L.Sf\·I, Kantor Perwakilan 
tokoh masyarakat untuk Ombudsman RI wilayah 
mcnyampaikan inforrnasi Provinsi Aceh 
dan mencari masukan 
terkait dcngan 
pcmbcntukan Pcrwakilan 
Ombudsman RI di Aceh 

166. Pencanangan dan Bali 23 Juli Pencanangan zona 
sosialisasi pcmbangunan integritas sebagai bagian 
zona integritas mcnuju penting dari upaya 
wilayah bcbas korupsi di pencegahan KKN yang 
kabupaten Bangli Provinsi ditujukan untuk 
Bali mewujudkan integritas 

dan komitmen aparatur 
yang diawasi oleh 
masyarakat demi 
perbaikan kualitas 
pelayanan publik dan 
membuka ruang 
komunikasi untuk 
merespon keluhan 
masyarakat. 

167. Sosialisasi bersarna Tasikrnalaya, 24-26 Juli 
masyarakat dan slakelioidcr« Jawa Barat 
di Tasikmalaya 

168. Melakukan pertemuan Bogor, [awa 25-26 Juli 
dengan Tribunal 
Keuskupan-Keuskupan 
seluruh Indonesia dalarn 
rangka membangun 
jaringan kerja dan 
sosialisasi Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman RI 
dan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 
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tentang Pelayanan Publik 

169. Mengikuti pelatihan dalam Jakarta 26 Juli Pada kescrnpatan 
rangka pengawasan terscbut disampaikan 
terhadap penerimaan tentang fungsi 
Caton Pegawai Negeri Sipil pcngawasan yang 
di lingkungan mcrupakan wcwcnang 
Kemenkumham Ombudsman, sorta 

pengawasan yang 
dilakukan olch LSM dan 
mahasiswa dalarn proses 
pcncrirnaan calon 
Pegawai Negeri Sipil di 
Kemenkumham 

170. Pelatihan Pengawasan Kementerian 26Juli 2012 Pelatihan tcrsebut 
Rekrutimen CPNS Hukum dan diadakan atas kerjasama 
Kementerian Hukum dan HAM di Kcmentcrian Hukurn dan 
HAM RI Jakarta HAM RI dengan 

Ombudsman RI, yang 
diikuti antara lain 
Perwakilan Ombudsman 
Prov insi Kalimantan 
Selatan 

171. Menjadi narasumber KAGAMA 27 Juli 
mengenai pendidikan dan Yogyakarta 
dinamika permasalahannya 
atas undangan AJI (Aliansi 
Jumalis lndependen 
Yogyakarta) 

172. Menghadiri undangan Papua 29-31 Juli 
acara pencanangan zona 
integritas menuju wilayah 
bebas korupsi di Kab 
Jayapura 

173. Mengadiri Undangan Kantor LOS 30 Juli 
Pengukuhan Anggota DIY 
Antar Waktu Anggota LOS 
DTY 

174. Mengawasi penerimaan Kota Medan, 3-10 Agustus Kegiatan ini dalarn 

CPNS di Kantor Wilayah Sumatera rangka kerjasama dengan 
Kementerian Hukum Dan Utara Kementerian Hukum dan 
HAM HAM 

175. Pertemuan dan koordinasi Kanwil 6 Agustus 
Panitia dengan pengawas Kementerian 
proses rekrutmen CPNS Hukum dan 
Kanwil KemenkumhAM HAM 

176. Sosialisasi dengan Lampung 6-10 Agustus Kegiatan sosialisasi 
melakukan kunjungan tersebut dalam rangka 
kerja ke Pimpinan DPRD asesmen Pembentukan 
Kota Bandarlampung, Kantor Perwakilan 
Walikota Bandarlampung Ombudsman RI wilayah 
dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung 
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Kota Bandarlarnpung. 

I tokoh ma�yarah.,1l, 
akadcrnisi, pirnpinan 
organisasi, LS1\I sorta 
media rnassa di Kol.1 
Bandarlampung 

177. Mcnghad iri pclaksanaau umatcra 7-8 Agustus 
kcgiaran dck la rasi Bara! 
pembangunan zon.1 
integritas (ZI) K,1b Tanah 
Datar, Sumatera Baral 

--- 
178. Koord inasi dalarn r.1ngh..1 Bali 8-9 Agustus Pada kesempatan lersebut 

pengawasan pclaks.mo.in ada kesepakatan 
penerimaan CPNS lahar mengenai pengawasan 
seleksi ad minist rnsi yang dilakukan internal 

maupun ekstemal. 

179. Sosialisasi di jajaran Sukaburni, 10 Agustus 
Perncrtruah Kabupatcn [avva Barnt 
Sukabumi 

180. Menghadiri Undangan Jari Kola !\ ledan. 17 Agustus 
Kementerian Hukum Dan Surnatera 
HAM dalarn acara Utara 
pembcrian Rernisi terhadap 
Narapidana dan Anak 
Pidana 

181. Koordinasi dalam rangka Bali 25-26 Agusrus Pada kesempatan tersebut 
mclakukan pengawasan dilakukan 
penerimaan CPNS pada penandatanganan pada 
tahapan test kcschatan dan Berita Acara hasil 
kesamaptaan pengawasan 

182. Pencanangan Pak ta Ka bu paten 26-27 Agustus Pada kesempatan yang 
lntegritas Pckab Maluku Maluku sama dilakukan 
Tenggara dan sosialisasi Tenggara. penandatanganan Piagam 
mengenai tugas clan Maluku Pakta Integritas. 
wewenang Ombudsman RI 

183. Melakukan kunjungan ke Tangerang. 7 September Kegiatan ini dalarn 
Kantor Pertanahan Ban ten rangka melakukan 
Kabupatcn Tangcrang clan asesmen penyelenggaraan 
Kota Tangerang dalarn pelayanan publik bidang 
rangka meminta penjelasan pertanahan oleh Kantor 
secara langsung dan Pertanahan. 
meminta surat/ dokumen 
terkait penerapan Perkaban 
Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan 
dan Pengaturan Pertanahan 
dan Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan 
Pengkajian dan 
Penanganan Kasus 
Pertanahan. 
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184. Diskusi antar lembaga Kantor KIP 7-11 September 
pengawas eksternal di DIY (komisi 

Informasi 
Pubiik) 
Yogyakarta 

185. Koordinasi dalarn rangka Bali 8 September Pada kcscmpatan tcrscbut 
melaksanakan pengawasan dilakukan 

terhadap penerimaan penanJatanganan pada 
CPNS pada tahapan ujian Ber ita ,\c.:ir,1 hasil 
tertulis pcnga\vasnn 

186. Sebagai pembicara pada Surabaya 11 September 
workshop dengan tema 
"Pemberdayaan SoftSki/1 
bagi mahasiswa terkait 
dengan integritas, fungsi 
dan peran Iembaga 
Ombudsman RI di 
Universitas Wijaya Kusuma 
Surabaya 

187. Meiakukan pemantauan Banjarmasin, 8Septembcr Kcgiatan dalam rangka 
peiaksanaan ujian CPNS Kaiimantan kcrjasarna dcngan BPN RI 
BPN RI tahun 2012 Sela tan 

188. Melakukan pemantauan Banjarmasin, 8Scptember Kcgiatan dalam rangka 
pelaksanaan ujian CPNS Kalimantan kerjasama dcngan 
Kementerian Hukum dan Se Iatan Kernentcrian Hukum dan 
HAM RI tahun 2012 HAM RI 

189. Melakukan kunjungan ke Bekasi, Jawa 17 September Kcgiatan ini dalam 
Kantor Pertanahan Ba rat rangka melakukan 
Kabupaten Bekasi dan Kota ascsmcn penyclcnggaraan 
Bekasi dalam rangka pclayanan publik bidang 
merninta penjelasan secara pcrtanahan olch Kantor 
langsung dan meminta Pcrtanahan. 
surat/ dokumcn terkait 
penerapan Perl<.aban 
Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan 
dan Pengaturan Pertanaha,n 
dan Nomor J Tahun 2011 
tentang Pengelolaan 
Pengkajian dan 
Penanganan Kasus 
Pertanahan. 

190. Menghadiri Undangan Gedung 18 September 
Dishubkominfo DIYdengan Pracimosono, 
tema " Keterbukaan komplek 
Informasi Publik Kepatihan 
Mendorong Partisipasi Yogyakarta 
Mayarakat Menuju 
Indonesia Bersih" 

191. Melakukan kunjungan ke Bogor,Jawa 18-19 September Kegiatan ini dalarn 
Kantor Pertanahan Ba rat rangka melakukan 
Kabupaten Begor dan Kota asesmen pcnvelcnzaaraan 

112 I Ombudsman Republik Indonesia 

Bogor dalarn rangl-..,1 pelayanan publik bidang 
mcminta pen1el,1,-an "c'l°,lr,l pertanahan oleh Kantor 
Iangsung dan mcrnint.i Pertanahan. 
surat/ dokumen tcri..ait 
pcnerapan Pcrkab.m 
Nomor 1 Tahun 2()1() 
tcntang Standar Pel,,y,111.111 
dan Pcngaturan Pcrtan.ihan 
dan omor 3 Tahun zm I 
tentang Pcngclolaan 
Pengkajian dan 
Pcnanganan Kasu-s 
Pertanahan. 

192. Sosialisasi mcngcnai tug,1s Bali 19 September Kegiatan dilakukan 
dan wcwenang bersama sama dengan 
Ombudsman RI, d,111 Tim dari Ombudsman RI 
keberadaan Kantor Jakarta 
Pcrwakilan di Bali di 
[ajaran Kantor Pcmrov Bali, 
Biro Hukum dan HAM 

193. Sosialisasi rncngcnai tugas 13n Ii 19 September Kegiatan dilakukan 
dan wewcnang bersarna sama dengan 
Ombudsman RI, dan Tim dari Ombudsman RI 
keberadaan Kantor Jakarta 
Pcrwakilan di Bali di 
jajaran Kcpolisian Dacrah 
Bali 

194. Sosialisasi rnengcnai rugas Bali 19 September Kegiatan dilakukan 
dan wewenang bersama sama dengan 
Ombudsman RI, dan Tim dari Ombudsman RI 
kcberadaan Kantor Jakarta 
Perwakilan di Bali di 
Kantor Wilayah Baclan 
Pcrtanahan Nasional 
Provinsi Bali 

195. Melakukan kunjungan ke Depok, [awa 19 September Kegiatan ini dalarn 
Kantor Pertanahan Kola Ba rat rangka melakukan 
Depok dalam rangka asesmen penyelenggaraan 
meminta penjelasan sccara pelayanan publik bidang 
Iangsung dan meminta pertanahan oleh Kantor 
sural/ clokumen terkait Perranahan. 
penerapan Pcrkaban 
Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Pclayanan 
dan Pengaturan Pertanahan 
dan Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan 
Pengkajian dan 
Penanganan Kasus 
Pertanahan. 

196. Menghadiri Raker Pokja Banjarmasin, 20 September 
Jndeks Demokrasi Kalimantan 
Indonesia Sela tan 
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Adanya komitmen tidak 
adanya percaloan dan 
pungutan liar pada 
semua pelayanan yang 
ada 

Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan 
HAM Provinsi Bali 
memiliki komitmen 
untuk membantu 
Perwakilan Ombudsman 

Kegiatan dilaksanakan 
atas ketja sama dengan 
Kementerian Hukum dan 
HAM Kegiatan tersebut 
akan ditindaklanjuti 
dengan rencana 
penandatangan pakta 
integritas di lingkungan 
Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan 
HAM Provinsi Bali 
khususnya di Lembaga 
Pemasyarakatan 
Kerbokan, Kantor 
lmigrasi Denpasar. 

Pada kesempatan tersebut 
materi yang dibahas 
mengenai dana talangan 
dan sistem antrian 

4 Oktober 

5 Oktober 

3 Oktober 

20ktober 

20ktober 

Oktober 

Denpasar, 
Bali 

Yogyakarta 

Denpasar, 
Bali 

Surabaya, 
[awa Timur 

Surabaya. 
[awa Timur 

I 

I 

- --+---------1--------+-----------; 
Banjarmasin, Oktober Kegiatan ini dilaksanakan 

I Kalimantan atas ketja sama antara 
Selatan Perwakilan Ombudsman 

RI Provinsi Kalimantan 
Selatan dengan Radio 
SUN FM, yang disiarkan 
setiap hari minggu. 
Pada saat yang sama 
disampaikan mengenai 
tugas dan wewenang 
Ombudsman RI 

Menghadiri kegiatan 
penandatanganan kawasan 
Zona lntegritas di 
lingkungan Kantor 
Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Provinsi 
Yogyakarta 

Penandatanganan zona 
lntegritas di Kantor 
Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Provinsi 
Bali 

Kegiatan diskusi persiapan 
penetapan zona intcgrrtas 
dalam rangka 
meningkatkan kualitas 
pclayanan publrk deng.1n 
jalan menerapkan Zona 
lntcgritas di lingkungan 
Kantor Wilayah 
Kementerian Hukurn dan 
HAM Provinsi Bali 

sosialisasi pcrnbont uk.m 
proyek percontoh.m (Pilot 
Project) di Band» Aceh 

210. 

211. 

209. 

208. Seminar dengan tcrna "hari 
hak untuk tahu dan 
pcnghargaan untuk SKPD 
[awa Timur 

207. Diskusi rncngcnai 
problcmatika pclayanan 
haji tahun 2012 melalui 
SBOTV 

206. Mengadakan snsialis,1si 
rnelalui Klinik 
Ombudsman di Radio SUN 
FM dengan dialog 
intcraktif dcngan tcm.i 
yang berbcda misalnva 
masalah pcl.ivanan rurnah 
sakit di Kora Banjarm.win 
Kalimant.m Selatan. 
rnasalah pelavan.m Kantor 
Pertanahan Kota 
Banjarmasin. pelav.m.m 
Puskesmas.d 11. 

LAPORAN TAHUNAN 

- 

197. Sebagai narasumber Banjarmasin, 20 September 
I Pelatihan Revisi AD/ ART Kalimantan 

Komite Sekolah Se Iatan 
I 

. ·- 

198. Melakukan kunjungan ke Bandung, 20-22 September Kegiatan ini dalam 
Kantor Pertanahan Jawa Barat rangka melakukan 
Kabupaten Bandung dan asesrncn penyelenggaraan 
Kota Bandung dalam pelavanan publik bidang 
rangka meminta penjelasan 

I 
pertanahan oleh Kantor 

secara langsung dan 

I 
Pertanahan. 

meminta surat/ dokumen 
terkait penerapan Perkaban 
Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan 
dan Pengaturan Pertanahan 
dan Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan 
Pengkajian dan 
Penanganan Kasus 
Pertanahan. 

199. Sosialisasi mengenai peran, Surabaya, 23-25 September 
tugas dan fungsi Jawa Timur 
Ombudsman RI 

200. Undangan sebagai peserta Universitas 25 September 
aktif dalam Focus Group Lam bung 
Discussion Mangkurat 

Banjarmasin, 
I<alimantan 
Se Iatan 

201. Menghadiri undangan Aula Plaza 24 September 
Setda Provinsi DIY terkait lnformasi 
pembahasan Naskah Komplek 
Akademik Raperda Dishubkomin 
Pelayanan Publik foDIY 

202. Menghadiri Undangan Hotel 26 September 
Kanwil KemenkumHAM Jayakarta 
DIY dalam Diskusi Panel Yogyakarta 
dengan Nara Sumber 
Sekjen Ombudsman R.I. 

203. Pertemuan dan menerima Kantor 28 September 
tim Asesmen Kemenkeu Ombudsman 
terkait Rancangan Perpres R.I. 
Gaji Asisten Ombudman Perwakilan 

DIY danJawa 
Tengah 

204. Koordinasi dalam rangka Aceh 30 September- 2 
Joint Meeting dan sosialisasi Oktober 
pembentukan proyek 
percontohan (Pilot Project) 
di Banda Aceh 

205. Joint Meeting dan Banda Aceh 3-September-1 
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-· ·- -·- 

I 1-!I Provinsi Bali dalam 
pc-l.iksariaan kegiatan 

I ..,,lsialisasi 
I - . 

212. Denpasar, 
i 

5 Oktolx-r I ),1ri hasil kunjungan Kunjungan ke Kantor 
Redaksi Harian Radar Bali. Bali u-n.rlm kcria sama dalam 
Kegiatan tersebut dalam pembcritnan kegiatan 
rangka sosialisasi mengenai Perwakilan Ombudsman 
tugas dan wewenang RI rnelalui Harian Radar 
Ombudsman RI dalam B,1li 
peningkatan pelayanan I 

publik. 

Pada kesempatan tersebut 
I disampaikan bahwa 

Ombudsman dapat 
: 

menjadi media bagi 
masyarakat untuk . 
memperbaiki pelayanan 
publik yang dilakukan oleh 
pemerintah. 

·-----·- 
213. Kunjungan ke Kantor Denpasar, 5 Oktobcr 

Redaksi Harian Nusa Bali Bali 
dalam rangka sosialisasi 
mengenai tugas dan 
wewenang Ombudsman RI 
dan memperkenalkan 

I keberadaan Perwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Bali 

-·---·- --·- - - .. - ---- 
214. Dialog interaktif membahas Surabaya, 50ktobl'r 

permasalahan terkait Jawa Timur 
perekrutan CPNS di 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dan Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan 
HAM Provinsi Jawa Timur 

-------- -------- 
215. Kegiatan kerjasama Banjarmasin, November Kegiatan " Ombudsman 

Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Mcnyapa" di radio Abdi 
Provinsi Kalimantan Sela tan Persada FM disiarkan 
Selatan dengan Radio Abdi secara rutin setiap hari 
Persada FM dalam rangka minggu malam. Pada 
sosialisasi dan kesernpatan tersebut 
pengembangan jaringan masvarakat bisa 
melalui acara " mcnyarnpaikan 
OMBUDSMAN laporan/ pengaduan, 
MENY APA" dengan kritik atau saran kepada 
mengundang berbagai nara Perncrintah Kota 
sumber yang berkompeten Banjarmasin terkait 
dalam pelayanan publik pelayanan publik yang 
dengan tema yang berbeda- ada di Kota Banjarmasin 
beda tiap minggunya. 
Disamping materi tentang 
pelayanan publik, pada 
saat vanz sama 
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---· - - ---------- 
disarnpaikan juga 
mengenai tu gas , .. fan f ungsi 
Ombudsman RI; 

216. Melakukan siar.m "Kotak Pontianak. SOktober Kegiatan tersebut 
Aduan Ombudsman" di Kalimantan bertujuan untuk 
Radio Volare B,1r,1t mensosialisasikan tugas 

dan wewenang 
Ombudsman RI dan 
memperkenalkan 
keberadaan Perwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Kalimantan Barat 

-- - - ---�-- 
217. Sosialisasi tugas dzm Bandung. SOktober 

wewenang Ombudsman RI [awa Barat 
rnelalui talkshow di PR F�I 
Bandung 

218. Sebagai pescrta pada Jakarta 8-12 Oktober 
Pelatihan Penanganan 
Laporan oleh Ombudsman 
RI di Jakarta 

219. Diskusi multi fihak untuk Surabaya, 10 Oktober 
pemberantasan korupsi [awa Timur 

220. Menghadiri undangan Yogyakarta 10 Oktober Membangun hubungan 
pelantikan Gubemur dan sinergis dengan 
Wakil Gubenur Daerah stakeholder Ombudsman, 
lstimwa Yogyakarta Pemerintah, Ormas, LSM, 

tokoh masyarakat, 
Akademisi dll 

221. Sebagai narasurnbcr pada Tasikmalaya, 11 Oktober 
seminar dan diskusi [awa Barat 
tentang Pencegahan 
Korupsi dalam 
Pemerintahan yang baik 

222. Audiensi dengan Gubernur Palu, 150ktober Hasil pertemuan tercapai 
dalam rangka Sulawesi kesepakatan akan 
mernperkenalkan Tengah menindaklanjuti untuk 
keberadaan Perwakilan membahas kerja sama 
Ombudsman Provinsi antara Pemerintah 
Sulawesi Tengah Provinsi dengan 

Perwakilan Ombudsman 
Provinsi Sulawesi Tengah 

223. Undangan Focus Group Banjarmasin, 15-16 Oktober 
Discussion Indeks Kalimantan 
Demokrasi Indonesia 2011 Sela tan 

224. Sosialisasi mengenai tugas, Kantor 16 Oktober Pada kesempatan tersebut 
fungsi dan kewenangan Walikota Walikota menyatakan 
Ombudsman RI dan Depasar, Bali apresiatif dengan 
dilanjutkan dengan dialog. kehadiran Ombudsman 

RI Bali dan bersedia 
bekerjasama untuk 
meninzkatkan kualitas 
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pd,,\' .1r1.111 Ji kola 
Dcnp.isar 

225. Sosialisasi mengenai tugas, Kantor 16 Oktobcr Sck rct.ir is Kota Dcnpasar 
fungsi dan kewenangan Sekretaris mcnv.uakan aprcsiatif 
Ombudsman RI dan Kola dcngan kchadiran ORI 
dilanjutkan dengan dialog. Dcpasar, Bali Bali cia n bcrscdia 

bekerja .. arnn untuk 
mcningkatkan kualitas 
pclav.man Ji kola 
Dcnpa-s.ir 

226. Sebagai narasumber Aceh 16 Oktobcr 
talkshow dalam acara 
SudutPandang,diTVRl 
Banda Aceh dengan 
Tema:"Ombudsman, 
Menuju Pelayanan Publik 
yang Lebih Baik" 

227. Sosialisasi kepada jajaran Bali 16-17 Oktobcr Pada kcscmpatau tcrscbut 
Pemerintah Kota Denpasar disosi.ilis,1sikan 
dan penyelesaian kebcr.idaan Pcrvvak ilan 

permasalahan sumber daya Ombudsman RI di Bali 
manusia Perwakilan bcscrt a tug.is dan 
Ombudsman RI Provinsi ,vt.

1

,venangnya 
Bali 

228. Audiensi dengan Pontianak Pontianak, 18 Oktobcr Pada kcscmpatcn tcrsebut 
Post, Pontianak TV, Tribun Kalimantan rnernbahas Jan mcnjajaki 
Pontianak, Borneo Tribune Ba rat pcluang kcrjasarna 
dalam rangka sosialisasi pcmbcritaan dcngan 
mengenai tugas dan scjurnlah media yang ada 
wewenang Ombudsman RI di Pontianak, Kalbar. 

229. Audiensi dengan Lcmbaga Pontianak, 19 Oktobcr Kcgiatan a ud icrisi 
Gcmawan dalarn rangka Kalimantan mcndiskusikan isu-isu 
sosialisasi mengenai tuga� 13.irJl u-nrang pclayanan publik 
dan wewenang dan strntcgi pcrbaikan 

Ombudsman RI k u al it as pclayanan publik 
di Kalimantan Barat 

230. Sebagai pembicara pada 0.1. 19-20 Oktober Kcgiatan ini 

Legal Expo Kementerian Yogyakarta disclcnggarakan atas 
Hukum dan HAM di kcrja sama dcngan 
Taman Pintar Yogyakarta Kcmcntcrian Hukurn dan 

H/\M 

231. Melakukan koordinasi Palu, 20 Oktober Hasil kegintrm tersebut 
dalam rangka sosialisasi Sulawesi Pcrwakilan Ombudsman 
dan memperkenalkan tengah RI mcndapat kcsempatan 
keberadaan Perwakilan untuk mengisi acara 
Ombudsman RI dengan "Monjayojayo" tanpa 
radio Al Chairaat. dibebani biaya 

232. Berperanserta pada Jogja Yogyakarta 20 Oktober Kescmpatan tersebut 

Legal Expo yang sckaligus scbagai sarana 

diselenggarakan oleh sosialisasi mengenai tugas 
Kementerian Hukum clan dan wcwcnang 
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HAl\1 [akarta Ombudsman Rl 

233. Audicnsi dcngan 111\ ti Pontianak. 22 Oktober 
Cabang Pontianak u nt uk Kalirnantan 
rnendiskusikan isu-isu Barat 
tentang pclay.man publi], 

234. Kunjungan 1-.e Kantor 

I 
Kantor DPRD 22 Oktober Pada kesempatan tersebut 

DPRD Kota Denpasar. B.1li Kora disampaikan bahwa 
dalarn rangka 5nsialisa Denpasar, DPRD Kota Denpasar, 
tugas dan fungsi B.ili mcrasa antusias dengan 
Perwakilan Ombudsman RI kcberadaan Ombudsman 
Provinsi Bali RI di Bali dan dilibatkan 

dalam setiap pernbahasan 
pcraturan daerah serta 
akan diselenggarakan 
dcngar pendapat dengan 
Ombudsman Rl di Bali. 

235. Sebagai nar.isurnbcr pada Kab 22 Oktobcr 
kcgiatan bimtck Bandung, 
Peningkatan Kincrja [avva Barat 

Pcnyclcuggaraan 
Pclayanan Publik (Best 
Practice) Kecarnatan di 

Kah.Bandung 

236. Melakukan kuniun1?,an Padang, 22 Oktober Pada kesempatan tersebut 
'Kerja kc harian Koran 5UITh1lCr.J dlsepakati kerja sarna 
Padang dalam rangka Baral berslncrgi l)'t\\t'i\\\ 
sosialisasi tugas dan mcngawasi pelayanan 
wcwenang Ombudsman RI pub\ik yang baik di Kota 
sckaligus mcpcrkcnalkan Mata ram. 
kebcradaan Pcrwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Surnatera barat 

237. Audicnsi dan sosialisasi Mataram, 22 Oktober Dari kegiatan tersebut 
mcngcnai tugas dan Nusa terbangun kesamaan 
wewenang Ombudsman RI Tenggara persepsi dengan 
serta mcmpcrkcnalknn Ba rat Pemerintah Kot.i 
keberadnan Perwakilnn Mataram untuk 
Ombudsman RI PJ'(lvinsi membangun sinergitas 
Nusa Tenggara Bnrat kerja mendorong konsep 
kepada Walikota l\fataram dan penerapan pelayanan 
beserta jajarannya publik yang baik di Kota 

Mata ram. 

238. Sebagai pescrta dalam Bandung, 22-25 Oktober 
pelatihan Kehumasan di Ja\.va Barat 
Bandung 

239. Audiensi dengan Radio Pontianak, 23 Oktober Kegiatan tersebut dalam 
Yolare dan LKBN Antara Kalimantan rangka mensosialisasikan 
untuk membahas rencana Bnrat tugas dan wewenang 
kerjasama pembcritaan Ombudsman RI dalam 
Ombudsman Rcpublik pengawasan 
Indonesia dan media penyelenggaraan 
masing-masing pelayanan publik 
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240. Melakukan kunjungan Padang, 23 Oktober Pad.1 kcsernpatan tersebut 
kerja ke harian Padang Sumatera di-a-pakat] untuk bekerja 
Ekpres (PADEK) dalam Ba rat sam,1 untuk sosialisasi. 
rangka sosialisasi tugas dan Sosialisasi ini akan efektif 
wewenang Ombudsman RI mcnjangkau jaringan 
sekaligus meperkenalkan yang luas karena secara 
keberadaan Perwakilan simultan akan disiarkan 
Ombudsman RI Provinsi mclalui pcrnbcritaan pada 
Sumatera barat anak perusahaannya 

�- 

241. Kunjungan ke Harian Padang, 23 Oktober Pada kesernpatan tersebut 
Umum Singgalang Sumatera disarnpaikan bahwa 

Baral permasalahan yang 
berkaitan dengan 
pelavanan publik antara 
lain l,1y,m,111 E KTP yang 
terlambat. pemadarnan 
listrik t.mpa 
pcrnbcritahuan terlebih 
dahulu. u-rtundanya 
perbaik.m pasar pasca 
gempa scmentara 
pungutan tetap 
dilakukan. 

242. Kunjungan ke Harian Riau Riau 23 Oktober 
Pos dalam rangka 
sosialisasi UU Nomor 37 
tahun 2008 tentang 
Ombudsman dan UU 
Nomor 25 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik 

243. Kunjungan ke Harian Riau 24 Oktober 
Tribun Pckanbaru dalam 
rangka sosialisasi UU 
Nomor 37 tahun 2008 
tentang Ombudsman dan 
UU Nomor 25 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik 

244. Seminar nasional dengan Surabaya, 24 Oktober 
tema pemberantasan Jawa Timur 
korupsi dan peningkatan 
pelayanan publik 

245. Audiensi dan diskusi Pontianak, 240ktober Pada kesernpatan tersebut 
dengan lnstitut Kalimantan mernbahas dan berbagi 
Dayako)ogi Diskusi Ba rat pengalaman dalam 

pcndampingan isu-isu 
pelayanan publik di 
Kalimantan Barat, 
khususnya daerah 
pedalaman 

246. Sebagai peserta dalam Universitas 240ktober 
seminar dengan tema : Udayana 
"Akselerasi Reformasi 
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-- i-·-· Birokrasi Berbasi-, Kualit.is 
SOM & Budava B.111gs.1" I yang disclcnggar.ika» .11,ts 
kerja sama ant.ira 
Universitas C d.1�·,u1.1 
dengan Pernerintah Knt.1 
Denpasar. 

247. Pelatihan intelijcn b.1gi J.1k,1rt.1 2-l-25 Oktober Kegiatan ini diikuti oleh 
Asisten Ombudsman RI 23 peserta dari 

Ombudsman RI terdiri 
dari: 

- Anggota Ombudsman 
RI 

- Kepala Perwakilan 
Ombudsman RI 

- Asisten Ombudsman RI 
248. Mcngikuti seminar yang Yogvakarta 250ktober 

disclenggarakan oleh 
Kernentcrian Lingkungan 
Hidup RI Jakarta 

249. Koordinasi dengan Pontianak, 25 Oktober Kegiatan tersebut berupa 
melakukan kunjungan kl' Kalirnantan diskusi dan pendalaman 
Wahana Visi Indonesia Ra rat isu mengenai pelayanan 
(WVI) kesehatan, sanitasi 

lingkungan dan 
pendidikan anak. 

250. Melakukan kunjungan kc Pontianak, 250ktober Kegiatan tersebut untuk 
RRl Stasiun Pontianak Kalimantan melakukan penjajakan 

Bar at dalam rangka menjalin 
kerjasama dalam 
pemberitaan terkait 
dengan peningkatan 
pelayanan publik 

251. Melakukan kunjungan kc Pontianak, 250ktober Pada kesempatan tersebut 
Lembaga Pengkajian dan Kali man tan diadakan dialog, diskusi 
Studi Arus lnformasi Bar at dan sosialisasi dengan 
Regional (LPS AIR) aktivis jaringan radio 

komunitas. 

252. Rapat Koordinasi Rcncana Badan Diklat 250ktober Pada kesempatan tersebut 
Aksi Daerah HAM Provinsi Provinsi Bali Perwakilan Ombudsman 
Bali RI Provinsi Bali 

menyampaikan materi 
dengan judul : 
"Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik untuk 
Pemenuhan Hak-hak 
Ekosob" 

253. Melakukan kerja sama Palu, 250ktober Pada kesempatan 
dengan radio Kampus Sulawesi gtersebut tercapai 
STISIPOL Palu Tengah kesepakatan untuk 

mengisi acara secara rutin 
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254. Koordinasi dengan Padang, 27 Oktober Sebagai langkah awal 
Gubemur Sumatera Barat Sumatera �·,mg akan dilakukan 
dalam perbaikan pelayanan Barat .1d,1lah mengevaluasi 
publik. Pada kesempatan 

I 
kernbali dan 

tersebut Perwakilan 
: 

rncngascsmcn 
Ombudsman RI pelaks.maan pelayanan 
menghimbau dan publik p,1d,1 
mengajak Gubernur Pemcrintahan Provinsi 
Sumatera Barat untuk 

i 
Surnatera Barat agar 

dapat melaksanakan dan st•suai dengan tuntunan 
mengawasi pelayanan peraturan perundang- 
publik dengan undangan yang berlaku. 
memperhatikan aspek- 
aspek pelaksanaan 

: 
pelayanan publik 

I sebagairnana yang tertera 

i di dalam UU No.25 Tahun 
2009 tentang pelayanan 
Publik 

255. Audiensi dan sosialisasi Matararn, 280ktober Pada kescmpatan tersebut 
dengan pimpinan Pondok Nusa tcrcapai kesepakatan 
Pesantren Al-lslahuddny, Tenggara untuk bckerja sarna 
dan Jaringan Masyarakat Ba rat mcngawasi 
Sipil OMS) Lombok Barat pcnvclcnggaraan 

pclayanan publik di 
Kabupaten Lombok Barat 

256. Melakukan kunjungan ke Pontianak, 290ktober Kcgiatan tersebut dalam 
lkatan Keluarga Besar Kalimantan rangka sosialisasi tugas 
Madura (IKBM) Kalbar Ba rat dan wewcnang 
untuk mendiskusikan Ombudsman RI dan 
tentang pelayanan publik memperkenalkan 

kebcradaan Perwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Kalirnantan Baral 

257. Melakukan kunjungan ke Pontianak, 29 Oktober Kegiatan tersebut dalam 
Majelis Adat Buda ya Kalimantan rangka sosialisasi tugas 
Melayu (MABM) Ba rat dan wewenang 
Kalimantan Barat Ombudsman RI dan 

mcrnperkenalkan 
kcberadaan Perwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Kalimantan Barat 

258. Dialog interaktif di radio Al Palu, 30 Oktober Pada kesernpatan tersebut 
Chairaat Sulawesi disosialisasikan mengenai 

Tengah tugas dan wewenang 
Ombudsman RI dan 
memperkenalkan 
keberadaan Perwakilan 
Ombudsman. 

259. Sosialisasi mengenai tugas Ba tam, 30 Oktober Pada kesempatan tersebut 
dan wewenang Kepulauan didiskusikan rencana 

LAPORAN TAHUNAN 

Ombudsmen 1,1 di Ri,1u kerja sama dalam rangka 
UNRIK:\ mensosialisasikan 

keberadaan Perwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Kepulauan Riau dan 
peningkatan pelayanan 
publik 

-- 

260. Melakukan kunjung.in kt· Pontianak. 30 Oktober Pada kesempatan tersebut 
FPI Kalirnant.m lfar,11 d.in Kalirnantan sekaligus 
mengadak.m diskusi : B,u,11 memperkenalkan 
tentang pclav.man pubhk keberadaan Perwakilan 
di Kola Ponti.mak d,111 Ombudsman RI Provinsi 
Kalbar pada umurnnv.i 

I 
Kalimantan Barat 

- -- r 261. Sebagai narasuruber d.ilarn P,1d.1ng. 300ktober Pada kesempatan tersebut 
dialog interaktif dt.•ng,m 

I 

Surnatera masyarakat I 

terna pt.•r,111 Ombudsman B,u,11 menyampaikan 
dalam layanan publik pennasalahan antara lain 
melalui TVRI Pad.mg mengenai kepemilikan 

hak atas tanah ulayat, 
pengurusan sertifikat 
yang terlambat 

-· #"#" •• - - 
262. Mcngikuti FGD mcngen.u Yogvakarta 300ktober Membangun jaringan 

Peran Lembaga Peng,1w,1S dengan stake holder 
External di DIY dalarn Ombudsman, Media, 
mendorong tcrwujudnv.i LSM, tokoh masyarakat 
Good Governance dan Akademisi 

263. Sebagai narasurnber pada Yogyakarta 300ktober 
diskusi yang 
diselcnggarakan oleh Lf'M 
Unsoed 

264. Sarasehan nasional dengnn Surabaya, 31 Oktober 
tema wawasan kebangsaan [awa Timur 
yang berorientasi ernpat 
pilar kebangsaan 

265. Kegiatan dialog dcngan Padang, 31 Oktober 
tema Good Governance Surnatera 
melalui Padang TV Ba rat 

266. Kunjungan kc Koran Metro Padang, 31 Oktober 
Pos Padang dalam rangka Surnatera 
sosialisasi tugas dan Ba rat 
wewenang Ombudsman RI 
sekaligus mernperkenalkan 
keberadaan Perwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Sumatera barat 

267. Melakukan kunjungan ke Pontianak, 31 Oktober Pada kesempatan tersebut 
OPP Perhimpunan Anak Kali man tan diadakan sosialisasi 
Transmigrasi Republik Barat mengenai tugas dan 
Indonesia (PA TRI) dengan wewenang Ombudsman 
mengadakan dialog seputar RI sekaligus 
pelayanan publik dan memperkenalkan 
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- 
kebijakan pemerintah di h.c•lx·r.1d,1.rn Pcrwakilan 

bidang transmigrasi. Ornbud-rnan RI Provinsi 
Kahrnantan Baral 

268. Audiensi dengan Kantor Palu, 31 Oktobcr l'.1d,1 kc-empatan tersebut 

Wilayah Kementerian Sulawesi kr,,1pai kcscpakatan 
Hukum dan HAM Provinsi Tengah unt uk bckcrja sarna 
Sulawesi Tengah dalarn pL•nanganan kasus 

269. Mengada.kan sosialisasi Banjarmasin, November KL•g1,1tan ini dilaksanakan 
melalui Klinik Kalimantan at,1� kcrja sarna antara 
Ombudsman di Radio SUN Sela tan Pcr wak i lan Ombudsman 
FM dengan dialog Rl Provinsi Kalimantan 
interaktif dengan tema Sclat.in dcngnn Radio 

yang berbeda misalnya SUl\1 FI\I lanpa dipungut 
masalah pelayanan rumah biay». �·,mg disiarkan 
sakit di Kota Banjarmasin seti,1p hari minggu. 
Kalimantan Selatan, P.1t:t1 �H1at y,111g sarna 
masalah pelayanan Kantor disnrnpaikan mcngenai 
Pertanahan Kola tug,1s dan \\'Cwenang 
Banjarmasin, pelayanan Ombudsman RI 
Puskesmas,dll. 

270. Kegiatan kerjasama Banjarmasin, November Kcgiatnn " Ombudsman 
Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Mcnvapa" di radio Abdi 
Provinsi Kalimantan Selatan Persad a f'M disiarkan 
Selatan dengan Radio Abdi sccara rut in sctiap hari 
Persada FM dalarn rangka minggu malam. Pad a 
sosialisasi dan kcscmpatnn tersebut 
pengembangan jaringan masvarakat bisa 
melalui acara " mcnyarn paikan 
OMBUDSMAN laporan.' pengaduan, 
ME.NY /\.PA" dengan kritik at au saran kcpada 
mengundang berbagai nara Pemcrintnh Kota 
sumber yang berkompeten 

Banjarmasin terkait 
dalam pelayanan publik 

pelayanan publik yang 
dengan tema yang berbeda- 
beda tiap minggunya. 

ada di Kota Banjarmasin 

Disamping materi tcntang 
pelayanan pubfik, pada 
saat yang ssms 

disampaikan juga 
mengenai tugas dan fungsi 
Ombudsman RI; 

271. Mengadakan konferensi Yogyakarta l November 

pers berkenaan dengan 
Rekomendasi KJK di UGM 

272. Mengadakan siaran "Kotak Pontianak, 1 November Pada kcsempatan tersebut 
Aduan Ombudsman" di Kalimantan disampaikan mengenai 
Radio Volare Ba rat tugas dan wewenang 

Ombudsman RI dan 
keberadaan Perwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Kalimantan Barat 

LAPORAN TAHU NAN 

273. Melakukan kunjung.m h.c· Pout ianak. 2 Iovcmber 
P\V 1 u h.irnm.rd i \',1 h Kalimantan 
Kalbar dan bcr d i-ck u-« Barut 
seputar isu pel.1\·,1na11 

I publik di Kalim,1111,111 B.1r.1t 

27-l. Siaran " K(lt,,h. ,\du,111 Pontianak, 5 10\'Cmbcr 
Ombudvrn.m .. di l\�1din Kalimantan 
Volare B.1rat 

- 
275. Talkshow rncl.ilui T\'l{I , 1'.1 lu, 51 overnber Pada kesempatan tersebut 

Sulawc-I -1 eng,1h d,11.1111 Sul,,\,.l. .. Si mclalui dialog interaktif 
forum mah,,-,i,\\',1 bij.,h. Tc•ng,1h rncndapatkan masukan 

tentang kualitas 

pelayanan publik dari 

masyarakat. 

276. Sebagai narasurnbcr ,1t.1� 1\ 1.1l,111g, j,1\\',l 5 November 

undangan lalang Timur 

Corruption \V,11,h p,1d,1 
kcgiatan scrninar dcng.in 
terna " Membangun 
akuntabilitas pclavanan 
publik yang berkunlitas di 

Malang 

277. Audiensi dan sosialisasi Lornbok 51 ovcmbcr Pada kesempatan tersebut 
UU Nomor 37 t.ihun 20011 Barat, t usa tercapai kesepakatan 
tcntang Ombudsman Rl Tcnggara untuk bekerja sama guna 
dan UU Nomnr 25 tahun Barat meningkatkan mutu 
2009 tcntang Pclavan.in pelayanan publik di 
Publik di lingkung.in Kabupaten Lombok Baral. 
Pcmcrintah Kabupalcn 
Lombok Baral 

278. Pelatihan Pcnanganan Boger. [awa 5-8 November Kegiatan disele.nggarakan 
Laporan Baral oleh Ombudsman R1 

279. Audicnsi dalarn rangka Lampung 5-10 November 
sosialisast tugas dan 

wewenang Ombudsman RI 
sorta mcmpcrkcnalkan 
keberadaan Pcrwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 

Lampung kc bcberapa 
instansi terkait dan media 
lokal 

280. Melakukan kunjungan kc Pontianak, 6 November Kegiatan tersebut dalam 
TVRI Kalimantan Baral Kalirnantan rangka mensosialisasikan 
untuk berdiskusi dalam Ba rat tugas dan wewenang 
rangka pcnjajagan kerja Ombudsman RI dan 
sarna dalarn pemberitaan keberadaan Perwakilan 
dan siaran. Ombudsman RI Provinsi 

Kalimantan Barat 

281. Kunjungan kc Kantor Riau 7 November 
Media Online dalam 
rangka sosialisasi UU 
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Nomor 37 tahun 2008 --r ·- -- 

tentang Ombudsman dan 
UU Nomor 25 tahun 2009 I 

tentang Pelayanan Publik ! 
I 

282. Kunjungan ke Kantor Riau 8 November i 
Lembaga Adat Melayu 
Riau (LAMR) rangka 
sosialisasi UU Nomor 37 
tahun 2008 tentang 
Ombudsman dan UU 
Nomor 25 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik 

283. Kunjungan ke Kantor Riau 10 November 
Media Online dalam 
rangka sosialisasi UU 
Nomor 37 tahun 2008 
tentang Ombudsman dan 
UU Nomor 25 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik 

284. Seminar Pelayanan Publi Denpasar, 8 November Hasil supcrvisi tersebut 
Kota Denpasar, pemaparan Bali sebagai rnasukan kepada 
hasil supervisi pada 7 7 (lujuh) lernbaga 
(tujuh) Kantor pelavanan publik di kota 
Penyelenggara Pelayanan Denpasar 
Publik di Denpasar yaitu 
Dinas Perijinan, Dinas 
Kependudukan dan 
Catatan Sipil,Kantor 
Imigrasi, Polresta 
Denpasar, LP Kerobokan, 
BPN Denpasar,dan Kantor 
Samsat 

285. Orasi ilmiah dengan Aceh 8 November Kesiatan dilaksanakan 
materi: "Peran dalarn rangka wisuda 
Ombudsman dalam Dunia STIKes Muhammadiyah 
Kesehatan" Lhokseumawe Tahun 

Akademik 2011/2012 

286. Audiensi dan sosialisasi Nusa 8 November Pada kesempatan tersebut 
mengenai tugas dan Tenggara tercapai kesepakatan 
wewenang Ombudsman RI Barat untuk bekerja sama clan 
serta memperkenalkan berkoordinasi dalam 
keberadaan Perwakilan mengawasi 
Ombudsman RI Provinsi penyelenggaraan 
Nusa Tenggara Baral pelayanan publik, 

terrnasuk mengawasi 
Peraturan Daerah yang 
berkaitan dengan 
Pelayanan Publik di Nusa 
Tenggara Barat. 

287. Sebagai narasumber pada Nusa 8 November Pada kesempatan tersebut 
kegiatan workshop Tenggara terjalin kerja sama dalam 
Konsolidasi Gerakan Ba rat pemantauan pelayanan 
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Masyarakat Sipil di publik. 
Provins] Nusa Tcngg.1r.1 
Baral dalam mcrcsplm isu 
pemenuhan hak-hak dasar 

i warga 

288. Sebagai narasurnber r,1d,1 Banda Aceh 9 November Kegiatan diselenggarakan 
seminar nasional dengan oleh Ditjen Kesbangpol 
tema: "Nasionalisrne dan Kemendagri 
Pelayanan Publik". 

289. Sosialisasi mengenai uu Kabupaten 08-10 Pada kesempatan tersebut 
Nomor 37 tahun 2008 Simalungun November dilakukan penempelan 
tentang Ombudsman RI Poster, pembagian Leaflet 
dan UU Nornor 25 tahun dan pembagian kalender. 
2009 tentang Pclayanan 
Publik berupa konsultasi 
dan diskusi dengan 
rnasyarakat dan LSI\1 

290. Sosialisasi ke berbagai Larnpung 12-30 November Kegiatan dilakukan 
organisasi pcmuda, LSM, dalam rangka 
Ormas dan NGO membangun jaringan 

ketja 

291. Kunjungan kc LBH Padang Padang, 14 November Pada kesernpatan tersebut 
dalam rangka sosialisasi Sumatera disampaikan terkait 
mengenai UU Nomor37 Baral pennasalahan mengenai 
tahun 2008 tentang bolak-balik perkara 
Ombudsman RI dan UU antara Kepolisian dan 
Nomor 25 tahun 2009 Kejaksaan hingga 1 tahun 
tentang Pelayanan Publik lebih 

292. Menghadiri International Wellington, 11-17 November 
Ombudsman Institute Selandia Baru 
World Conference 

293. Melakukan siaran "Kotak Pontianak, 12 November 
Aduan Ombudsman" di Kalimantan 
Radio Volare Ba rat 

294. Seminar dengan terna Palu, 12November Pada kesempatan tersebut 
pencegahan korupsi Sulawesi terjalin ketja sama dengan 
melalui peningkatan Tengah BPKP dalam melakukan 
kualitas APBD di Provinsi pengawasan pelayanan 
Sulawesi Tengah yang publik 
diselenggarakan oleh BPKP 
dan KPK 

295. Melakukan siaran Pontianak, 13 November 
sosialisasi di TVRI Stasiun Kalimantan 
Kai bar Ba rat 

296. Koordinasi dalam rangka Banjarmasin, 13-14 November 
pencegahan terorisme Kali man tan 
melalui pembetukan dan Se Iatan 
pengukuhan Forum 
Koordinasi Pencegahan 
Terorisme Provinsi 
Kalimantan Selatan dan 
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seminar sehari dengan 
' 

tema: "Optomalisasi fungsi 
kelembagaan masyarakat 
dan kearifan lokal dalam 
upaya pencegahan 
terorisme". 

297. Melakukan siaran "Kotak Pontianak, ·15 November i 
Aduan Ombudsman" di Kalimanlan I 

Radio Volare Baral I 
298. Sosialisasi dan dialog Nusa 16 November 

interaktif dengan tema Tcnggara 
"Peran Ombudsman RI Baral 
Perwakilan NTB dalam 
mengawasi pelayanan 
publik di Nusa Tenggara 
Barat" melalui TVRI NTB 

299. Rapat kerja Teknis Bidang Surabaya, 17-21 November l<egi,1tan disclcnggarakan 
Penangananlaporan Jawa Timur olch Ombudsman RI 

- 
300. Melakukan siaran "Kotak Pontianak, 19 November 

Aduan Ombudsman" di Kalimantan 
Radio Volare Ba rat 

301. Mengikuti expose Kab 19 November Mernbcri masukan dalarn 
pelayanan publik di Kab. Kulonprogo, rangka peningkatan 
Kulonprogo D.f.Yogyakart kualitas pclayauan publik 

a 

302. Mengikuti pertemuan Yogyakarta 19 November Mcnjalin jaringan kerja 
dalam rangka persiapan snma dongan lcrnbaga 
mengaktifkan Radio Akses pengnwas external, dan 
lnfomasi Publik mcrnbcri kan masu kan 

terkait rcncana 
mengaktifkan kernbali 
secara forum radio acces 
di Radio RR! Yogyakarta 

303. Scbagai narn�umbcr dalarn Bali 20-22 November 
Br111Jnor Koordinasi dan 
Supcrvlsl l'encegahan yang 
diselenggarakan oleh KPK. 

304. Sebagai narasumber pada Semarang, 20-22 November 
Seminar Koordinasi dan Jawa Tengah 
Supervisi Pencegahan yang 
diselenggarakan oleh KPK. 

305. Sosialisasi di Perwakilan Ba tam, 20-22 November 
Ombudsman RI Provinsi Kepulauan 
Kepulauan Riau melalui Riau 
media masa (TV dan radio) 

306. Sebagai narasumber pada D.l. 20-22 November 
Seminar Koordinasi dan Yogyakarta 
Supervisi Pencegahan yang 
diselenggarakan oleh KPK. 
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- 
307. Seminar" P,•11<:q.;,1h,111 Dcnp.i-ar, 21 1 overnber Pada kescrnpatan tersebut 

Korupsi t-.kl,1lur B,1li terdapat beberapa 
Peningk.u.in Ku.rl it.i-, masukan mengenai 
Pelavanan Publ ik d.in pencegahan korupsi 
Pcngclola.m :\ l'BD"" d I melalui peningkatan 
Provinsi Bali kualitas pelavanan publik 

dan pcngelolaan APBD di 
provinsi Bali 

308. Mcngikuti FGD y,111� 't "�y.1!-..1rt,1 21 November t-. lcmbangun jaringan 
diselcnggar,1kan oh-h L·1:,,; dengan stake holder 
Surran Kalij,1g,1 d.in I Ombudsman, Media, 
Kornnas I !,\ii.I J,·ng,111 LSM dan tokoh 
tema "i\ lcrnb.mgu n 

I 
masyarakat 

Kcrjasarna dL'ng .. 111 

Pcmangku Kcpcnt i ng.m d r 
Dacrah lst irncvva 

Yogyakarra Dalarn R,rngl-.;i 
Pcnguntan K0mn.1� 11,\ i\ I 
di Dacrah" 

309. Sebagai narasumbor p.1d.1 Yngy;il-..irt.i 21 November 
seminar regional dL•ngan 
tema " Bobroknva 
Pencgakan I Iukuru Ji 
Indonesia Akibat Mal- 
Administrasi" 

310. Melakukan siaran "Kot al-. Pontianak, 22 November 
Aduan Ombudsman" di Kaliruantan 
Radio Volare Barnt 

311. Kegiatan pcrtcrnu an B,1d.1n Banjanunsin. 21 November Pada kesempatan tersebut 
Koordinasi Kchumasan Kai imantan Perwakilan Ombudsman 
(Bakohurnas). dengan Sela tan Provinsi Kalimanran 
peserta Pejabat Hurnas Selatan sebagai 
Provinsi, SKPD Lingkup narasumber untuk 
Provinsi dan Hu mas mengenalkan tugas, 
Kabupatcrr/Kota Se- fungsi dan wewenang 
Kalimantan Sela tan. Ombudsman Rl 

312. Mengikuti seminar yang Yogyakarta 22 November 
diselenggarakan olch KPK 

313. Sebagai narasumber pada Nusa 22 November 
kegiatan diskusi dcngan Tonggara 
tcrna " Mcwujudkan Baral 
Pemerintahan yang bcrsih 
melalui Pernilukada NTB" 

314. Mengikuti Lokakarya Yogvakarta 23 November Membangun jaringan 
Pelaksanaan Program dengan stake holder 
Renaksi Pasca Bencana Ombudsman, Media, 
Erupsi Merapi dan LSM dan tokoh 
Diseminasi Mekanismc masyarakat 
um pan balik di Hotel 
Phoenix Yogyakarta, 

315. Menjadi Pembicara Yogyakarta 23 November Pada kesempatan tersebut 
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Talkshow di Radio RBFM 

I 
ma-.v .1 r,1 h.,1t 

Yogyakarta terkait Akses mc-nv.rmpo ikan . 
Warga Tidak mampu pc-rrnasalahan mengenai 
Dalam Pelayanan 1wl,l\·,1n;in kcschatan 
Kesehatan 

316. Talkshow di TVR! Yogyakarta 23 ;\;m·,·mbL•r J'.,da i....._,,empatan tersebut 
Yogyakarta terkait rn.t .... v ,1 ra ka t 
Pelayanan Pendidikan rncnv.impaikan 
versus Komersialisasi pc•rm,,s,,J,1han mengenai 

korncrsr.rlisas! pendidikan 

317. Sosialisasi UU Nomo 37 Kab/Kota 2-1 November 
tahun 2008 tentang Pasuruan, 
Ombudsman dan UU [awa Timur 
nNomor 25 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik 

318. Melakukan siaran "Kotak Pontianak, 261 overnbcr 
Aduan Ombudsman" di Kalimantan 
Radio Volare Baral 

- 
319. Sosialisasi mengenai fungsi Ba tam, 26 November l'ad,1 kcscrnpatan tersebut 

pengawasan Ombudsman Kcpulauan dtbahas rncngcnai tugas 
melalui dialog interaktif di Riau d,111 \VC\VCnang 

RRI Batam Ombudsman RI dalam 
kairannya dengan fungsi 
pengaw.1san torhadap 
pcnyc lcnggaraan 
pclaynnnn publik. 

320. Melakukan kunjungan kc Padang, 26 November 
Kantor Badan Pertanahan Sumatera 
kota Padang untuk Ba rat 
melakukan koordinasi dan 
sosialisasi mengenai tugas 
dan wewenang 
Ombudsman RI 

321. Audiensi dengan Gubernur Nusa 26 November Pada kcsernpatan tersebut 
Nusa Tenggara Barat. Tcnggara disampaikan bahwa 

Ba rat Pcmcr inta h Provinsi akan 
bcrsincrgi dengan 
Ombudsman RI dalam 
upaya mcningkatkan 
kualitas pelayanan 
publik. 

322. Sebagai peserta dalam Kantor 27 November 
kegiatan sosilasasi Undang- Gubernur 
undang No. 19 Tahun 2011 Kalimantan 
tentang Konvensi Sela tan 

mengenai Hak-hak 
Penyandang Disabilitas 
bagi aparatur di 
Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalsel dan 
Lembaga Swadaya 
Masyarakat. 
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- 
323. Dialog p ubf ik dc ng.m km,1 Nu�a 27 November Pada kesempatan 

"Pclayrman l z in U,,1h,1" Tcn�g,1r.1 pernbahasan khususnya 
mclalui Selaparang T\" Bar.u mengenai perrnasalahan 

I perizinan usaha bagi para 
pengusaha lokal dan 
pengusaha asing. 

32-l. Melakukan koo rd i na-ci I 
Yogy.,i...,1rta 27 November Pada kesempatan tersebut 

dengan Sek rct ariat Ko mis i 
I 

Perwakilan Ombudsman 
D DPRD D!Y perihal Provinsi Yogyakarta 
pendanaan Pcrid id ik.m I mendapatkan draft 

Raperda pendidikan 

325. Menerim,1 kunjungan d.1ri P.,dang, 27-28 overnber 
Madrasah Al iva h Ar Surn.ucrn 
Risalah dan bcr d is k u s i Bar.rt 

mcngcnai pcran 
Ombudsman RI 

326. Scbagai na rasurnbcr Purbalingga, 27-29 1 ovcrnbcr 
dengan matcri tata kclola Jaw.1 Tcngah 
yang baik bidang 
manajemcn pcrrnn.ih.m. 

327. Sosialisasi di Pcrvvakilnn D.I.Yogyakart 27-29 November Pada kegiatan sosialisasi 
Ombudsman RI Prov insi a tcrscbut rnengarnbil tema 
0.l Yogyakarta rncla lui pelayanan kesehatan dan 
media masa (TV dan radio) komersialisasi pelayanan 

pendidikan yang 
disiarkan secara langsung 
di TVRI Yogyakarta, RRI 
Yogyakarta dan Radio 
Recobuntung Yogyakarta 

328. Sosialisasi mengenai tugas Batarn, 27-30 November Pada kesempatan tersebut 
dan wewenang Kcpulauau didiskusikan mengenai 
Ombudsman RI sorta Ri41U upaya peningkatan 
memperkenalkan pelayanan publik di 
kcberadaan Pcrwakilan Provinsi Kepaulauan Riau 
Ombudsman Rl Provinsi 
Kepulauan Riau di 
lingkungan mahasiswa 
Fakultas Hukum Uniba 

329. Mengadakan sosialisai d an Yogyakarta 28 November Pada kesernpatan tersebut 
dialog interaktif mclalui masyarakat 
RR! Yogyakarta dengan menyampaikan berbagai 
tcrna Pcrrnasalahan perrnasalahan mengenai 
pungutan di dunia pungutan di sekolah- 
pendidikan sekolah. 

330. Sebagai narasurnber pada Aceh 29 November Kegiatan diselenggarakan 
diskusi publik dengan oleh Komisi lnformasi 
materi "Pcran Ombudsman Aceh dengan Terna: 
dalam Pcngawasan "Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Publik Sektor Pelayanan Publik Sektor 
Pendidikan dan Kcschatan Pendidikan dan 
di Provinsi Aceh" Kesehatan di Aceh 

Melalui Keterbukaan 
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lnf<>rrn,1<.i Publik". 

331. Melakukan siaran "Kotak Pontianak, l 29 :--:o,·t.'mber 
Aduan Ombudsman" di Kalimantan 
Radio Volare Baral 

332. Dialog lnteraktif tentang" Dcnpasar, 29 i':<l\'l'mbc•r l'.1d.1 1-.t.',-c•mpatan tersebut 
Kisruh CPNS Badung" dan Bali 

I 
d1-...1n1p,11kt111 

sosialisasi keberadaan pc-rrnasalahan pcrbedaan 
Perwakilan Ombudsman Rf nil.u TKO CP1 S Badung 
Provinsi Bali di Dewata TV I .uu.ir.i vang diurnurnkan 

K,1b. B.:,Jung dcngan 
� ,rng Jiumumkan oleh 
Kl.•t11L•t1p,)11 secara onlinc 
dt web. 

333. Diskusi publik bcrsama Bandung. 29 NO\'l'rllhl'r 
Harian Kompas [awa Baral 

- 
334. Audicnsi, sosialisasi UU Nusa 29 November l),,n kL•gi.:,t.1r1 tcrscbut 

Nomor 37 tahun 2008 Tenggara t e n .. ·.1pc1i kcscpakaran 
tentang Ombudsman dan Ba rat u nt u k be kcrja sa ma dan 
UU Nomor 25 tahun 2009 lx-rkoo rd i nas! dalam 
tentang Pelayanan Publik n1L·r11b,1ngun pola 
dan workshop dcngan pcluv.man publik yang 
Kantor Wilayah baik di lingkungan sntuan 
Kementerian Hukum dan J...\'rj.1 Kanror Wilayah 
HAM Provinsi Nusa Kcrncritcri an Hu kurn dan 
Tenggara Barat 11,\i\l Provinsi usa 

Tl•ngg.1ra Baral 

335. Audiensi dengan pimpinan Nusa 29 November Dari 1-.t.'giatan tcrscbut 
Harian Lombok Post dalam Tenggara 1L'rj,1lin 1-.crja sarna dalarn 
rangka menjalin kerja sama barat rnulu k u ka n sosinlisasi dan 

dengan media masa untuk pcm.uuaunn 
berperan serta memantau pL'nyelc11gg;1raan 
penyelenggaraan pclnvanan publik 
pelayanan publik di 
Provinsi Nusa Tenggara 
Ba rat 

336. Talkshow di radio Lombok Nusa 29 November 
Post FM dengan matcri Tenggara 
mengenai tugas dan Baral 
wewenang Ombudsman RI 
serta mernperkcnalkan 
keberadaan Perwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Nusa Tenggara Barat. 

337. Sosialisasi tentang tugas Kab Cianjur, 30 November 
dan wewenang Jawa Baral 
Ombudsman RI 

338. Melaksanakan diskusi Padang, 30 November 
publik dengan tema Sumatera 
peningkatan kualitas Baral 
layanan publik dalam 
upaya pencegahan korupsi 
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339. Diskusi Publik bcr,-,1111,1 Bandung, 30 overnbcr 
LBH Bandung d an IC\\' J,1wa Barat 
tentang Sidang Eksarnin.r-} 

3-10. Sebagai narasurnbcr pad,l Acch 1 Desernber Kegiatan diselenggarakan 
seminar nasj orial J.engan oleh Fakultas llmu Sosial 
tema: "Em pat Pilar dan Polit:ik Universitas 
Kchidupan J.1n BcrnL'g,lr,1 Syiah Kuala bekerjasama 
Konsolidasi Dcrnokrnsi dan dengan Dewan 
Jati Oiri Ba ngsa: Pcr ubah.rn Perwakilan Daerah (DPD) 
UUD ·19-15 untuJ... MPRRl, 
Kcsejahtcrnan R.1J...yat". 

341. Mclakukan sosia lisnsi Lampung 1-8 Dcscrnber Dalam rangka 
kepada clcrncn Organis,1,;i membangun kerja sama 
Pcmu da, LSi\ I. Orm a,; da n untuk meningkatkan 
NGO yang ada di kualitas pelayanan publik 
Lampung untuk di Provins] Lampung 
membangun jaringan kerja. 

342. Mclakukan s i a ra n "Kot a k Pontianak, 3 Desembcr Kegiatan dalam rangka 
Aduan Ornbuclsrnan" di Kalimantan sosialisasi tugas dan 
Radio Volare Baral wewenang Ombudsman 

RI 

343. Rapat Rcncana Aksi Dacrnh Nusa 3 Dcsember Sebagai basil kegiatan 
(RAD) dalarn upaya TL'ngg,1ra adalah tersusunnya 
Pembcrantasan Korupsi Bar at materi Ranpergub NTB 
(PK) mengenai Zona lntegritas 

(Zl) dan Wilayah Bebas 
Korupsi serta 
pembentukan Desk 
Pengaduan pada SKPD, 
Satker/Badan/Kantor di 
lingkungan Sekretariat 
Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

344. Mcnghadiri undangan Palu, 3 Desember Terjalin kerja sarna 
sosialisasi yang Sulawesi kedepan terkait dengan 
disclenggarakan olch KPID Tengah sengketa informasi publik 

345. Koordinasi dalarn rangka [awa Timur 4 Desember 
sosialisasi mengenai tugas 
dan wewcnang 
Ombudsman Rl 

346. Sosialisasi mcngcnai tugas Ba tam, 4 Desember 
dan wewenang Kepulauan 
Ombudsman RI sorta Riau 
mcmperkenalkan 
keberadaan Pcrw akilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Kcpulauan Riau di 
lingkungan mahasiswa 
FISIP Unrika 

347. Workshop dengan tema Palu, 4 Desember Kegiatan tersebut akan 
dampak pcnyiarnn dan Sulawesi ditindaklanjuti dengan 
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------------------------- ·-· --- - . --- --- ---------t 

t-----.1-------------------4-------- --- --- - -- ------------ 

Litigasi di Uruvcrsitas 

I 
Muhamrnadiyah �1,,gl•l,m� 
(UMM) Magelang 

-·· --- . -- 
I 1',1lu, 355. Diskusi publik tentang 9 Desernber Hasil yang diperoleh dari 

investigasi sisternik Sulawesi kegiatan tersebut adalah 
penanganan konflik sosi,11 Tengah inventarisasi kasus, 
di KabSigi menggali kebijakan 

daerah dan menelusuri 
adanya dugaan 
maladministrasi dalam 
penanganan konflik 

--·----· --- 
356. Melakukan siaran "Kotak Pontianak, 10 Desernber Siaran dan dialog 

Aduan Ombudsrnan" di Kalirnantan interaktif seputar 
Radio Volare B,1r,1t Ombudsman dan isu 

pelayanan publik 

357. Sosialisasi di Perwakilan Kalirnantan 10-13 Desember 
Ombudsman RI rnelalui Timur 
media masa (TV dan radio) 

358. Sosialisasi di Perwakilan Sulawesi 10-13 Desember 
Ombudsman RI melalui Selatan 
media masa (TV dan radio) 

359. Sosialisasi di Perwakilan Maluku 10-13 Desember 
Ombudsman RI melalui 
media masa (TV dan radio) 

360. Kegiatan workshop dan Nusa 10-13 Desember 
koordinasi Perwakilan Tenggara 
Ombudsman RI dengan Ba rat 
mitra kerja di daerah 

361. Melakukan koordinasi Larnpung 10-15 Desember Pada kesempatan tersebut 
dengan Organisasi tercapai kesepakatan 
Pemuda, LSM, Orrnas dan beketja sama untuk 
NGO yang ada di menerima laporan 
Lampung dalarn rangka pengaduan dan 
penerimaan laporan memantau 
pengaduan masyarakat dan penyelenggaraan 
meningkatkan pelayanan pelayanan publik. 
publik 

362. Kegiatan workshop dan Sulawesi 11-14 Desember 
koordinasi Perwakilan Tengah 
Ombudsman RI dengan 
mitra kerja di daerah 

363. Sebagai narasumber pada Aceh 12 Desember Kegiatan diselenggarakan 
seminar sehari dengan oleh Pimpinan Daerah 
materi "Peran Ombudsman Pemudn Muhammadiyah 
dalam Pengawasan Aceh Barat Daya, 
Pelayanan Publik di 
Provinsi Aceh" 

364. High Meeting dengan Palu, 12 Desember Pada kesempatan tersebut 
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi dicapai kesepakatan 
UNDP, BAPPEN AS dan Tengah untuk membangun 

Kt.•giatan ini 
disl·lt.·ngg,1r,1kc.1n oleh 
Kernen terian 
Pcndavagunaan Aparatur 
Nt.•gar,1 dan reforrnasi 
Birokrasi 

Kegiatan dalarn rangka 
sostalisasi tugas dan 
wt.•wt.•nang Ombudsman 
RI 

Kr-giatan diselenggarakan 
olch Ombudsman RI 

Pada kesempatan tersebut 
disampaikan adanya 
laporan terkait gedung 
Dinas Sosial Kab. Gianyar 
yang sedang di bangun 
tidak membuatkan akses 
bagi para difabel. 
Dis,1mping itu ada 
kescpakatan untuk 
mcmbangun kernitraan 
dalarn rangka pelayanan 
publik bagi para difabel. 

. -i k�·�a �ama dalam 
I mcncntukan substansi 
I dan bentuk pengawasan 

I bers.una _ 

I 

5 Descrnber 

6 Desernbcr 

6-7 Desernbcr 

6-9 Desernber 

8 Desernber 

8 Desernber 

Tengah 

Bogor, [awa 
Ba rat 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

Pontianak, 
Kalimantan 
Barat 

D.J. 
Yogyakarta 

Kab Gianyar, 
Bali 

Magelang 

peran serta masyarakat 
yang diselenggarakan oleh 
KPID 

Sebagai narasumber pada 
International Convention 
Center di IPB Bogor terkait 
peran Ombudsman dalam 
penanganan pengad uan 
masyarakat untuk 
meningkatkan layanan 
sektor publik dan kinerja 
pemerintah. 

348. 

349. 

351. Rapat Koordinasi Nasional Jakarta 
Ombudsman RI 

352. Sebagai pembicara pada 
Klinik Sosial Politik dan 
Sarasehan Eksistensi 
Alumni yang 
diselenggarakan oleh 
Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik UGM 
Yogyakarta. 

---------------il---------+--------- 14-6 Descmber 

353. Sosialisasi UU No. 37 
Tahun 2008 dan UU No. 25 
Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik kepada 
para anggota Yayasan 
SenangHati 

354. Sebagai narasumber pada 
kuliah tentana Kemahiran 

Sebagai narasumber pada 
dialog dengan tema 
lntegritas dan Penilaian 
Pelayanan Publik. Pada 
kesempatan tersebut materi 
yang disampaikan 
mengenai mekanisme 
pengaduan dan hak 
masyarakat sipil dalam 
memperoleh pelayanan 
publik. --------------t-------+------·-- - - - ·---- -- - . - --------t 

350. Melakukan siaran "Kotak 
Aduan Ombudsman" di 
Radio Volare 
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·-- - 

Menpan dan RB dengan 
! 

pn,8r.1mpcngawasan 
tema pelayanan publik 

- ---L 
pclavanan publik 

365. Kegiatan workshop dan Sumatera 12-16 Dcsernbcr 
koordinasi Perwakilan Sela tan I 

Ombudsman RI dengan 
mitra kerja di daerah J 

366. Sosialisasi di Perwakilan Lampung 10-13 Descrnbcr I 
Ombudsman RI Provinsi I 
Lampung melalui media I 

masa (IV dan radio) I 
367. Kegiatan workshop di Semarang, 10-13 Dcscml�; r 

Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah 
Provinsi Jawa Tengah 
melalui media masa (TV 
danradio) 

368. Sebagai pembicara dalam Mataram, 10-13 Desember 
kegiatan workshop dan Nusa 
koordinasi Perwakilan Tenggara 
Ombudsman RI dengan Barat 
mitra kerja daerah. 

369. Sosialisasi di Perwakilan Sulawesi 11-14 Desern ber I 

Ombudsman RI Provinsi Utara 
Sulawesi Utara melalui 
media masa (TV dan radio) 

370. Seminar dengan tema " Nusa 12 Dcscmber 
Upaya Peningkatan Tenggara 
Kualitas Pelayanan Publik Barat 
di Daerah" dalam rangka 
sosialisasi dan koordinasi 
dengan jajaran Pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, Pemerintah 
Kabupaten, instansi 
vertikal, media masa dan 
kalangan akademisi 

371. Melakukan siaran "Kotak Pontianak, 13 Descmber Siaran dan dialog 
Aduan Ombudsman" di Kali man tan interaktif seputar 
Radio Volare Barat Ombudsman dan isu 

pelayanan publik 

372. Sebagai narasumber pada Palu, 13 Desember Tercapai kesepakatan 
sosialisasi percepatan Sulawesi bersarna SKPD dalam 
pelayanan perijinan Kota Tengah mendorong peningkatan 
palu kualitas pelayanan publik 

373. Mengikuti Seminar dan Yogyakarta 13 Desember Membangun jaringan 
Rembug Nasional Mediator dengan stake holder 
cli UGM Ombudsman, Media, 

LSM, tokoh masyarakat 
dan Akademisi 

374. Mengikuti seminar yang Semarang 13 Desernber 
diselengzarakan oleh 
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. -- --·-- ··- 

I 
PATIIRO bekerja s,11n.1 
dengan Transparansi 
lnternasional (Tit) 

--- . --� - - --- 

375. Kegiatan workshop d.111 Palembang, 13-1 b Desernber 
koordinasi Pcrwakilan Surnatera 
Ombudsman RI dengan Selatan 
mitra kerja didacrah 

.. - -- . --------- 

376. Sebagai narasurnbcr p.1d,1 �US,l 13 Desember 
acara program di,110� T\" lJ TL·n�g,1r,1 
dengan terna ·· PL•r.1n 

I Barut 
Ombudsman RI dalam 
Pemberantasan Korupsi" 

------- -r 377. Seminar nasional bcrsarna 
I Bandung. 1-l Desember 

I.SM Forrnas �-J�1w,1 Barat 
--··-- - - 

378. Menghadiri undangan 15 Desember 
pernbahasan Roncangan 
Peraturan Daerah 
mengcnai pcrlindungan 
bagi difabel 

--· --- --· - ----- � 
379. Workshop dcngan tL•n1.1 Nusa 16 Desernber Pada kesempatan tersebut 

"Tuntaskan persoalan Tenggar» disampaikan materi 
administrasi pernikahan B,1r,1t mengenai tugas dan 
untuk rnewujudkan fungsi Ombudsman RI, 
keterbukaan informasi dan selain itu mendorong 
pelayanan publik yang Pemerintah Daerah 
berkualitas tanpa Kabupaten Lombok Barat 
diskriminasi. membuka pos-pos 

pengaduan pada setiap 
instansi pemerintah 
penyelenggara pelayanan 
publik. 

380. Menghadiri Hari Nusa 16-17 Desember 
Nusantara 2012 dan HUT Tcnggara 
ke 54 Provinsi NTB Ba rat 

381. Melakukan siaran "Kotak Pontianak, 17 Desember Siaran dan dialog 
Aduan Ombudsman" di Kalimantan interaktif seputar 
Radio Volare Bar at Ombudsman dan isu 

pelayanan publik 

382. Soslalisasi melalui diskusi Lampung 17-29 Desember 
dengan Senat Mahasiswa 
seluruh kampus yang ada 
di Lampung rnengenai 
tugas dan wewenang 
Ombudsman RI 

383. Sosialisasi Ombudsman RI Ka bu paten 20 Desember Pada kesempatan tersebut 
Perwakilan Bali di Bangli,Bali disampaikan keluhan 
Kecamatan Kintarnani masyarakatmengenai 
Kabupaten Bangli perda RT-RW Kintamani 

yang dilanggar oleh 
pengusaha hotel dan 
restoran dan 
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Dari kegiatan tersebut 
tercapai kesepakatan 
bekerjasama dengan 
Inspektorat untuk 
melakukan sosialisai 
Ombudsman dan 
pengawasan pelayan 
publik di Kabupaten 
Bangli. 

Dari kegiatan tersebut 
dicapai kesepakatan 
untuk mensosialisasikan 
mengenaikeberadaan 
Perwakilan Ombudsman 
RI Provinsi Bali selama 
satu bulan dengan 
menyiarkan profile 
Ombudsman RI Bali 
sebanyak delapan kali 
perhari. Selain itu dicapai 

Pada kesempatan tersebut 
Perwakilan Ombudsman 
Provinsi Sulawesi Tengah 
ikut berperan dalam 
proses penyempumaan 
draft Pedoman Peradilan 
Adat untuk tahun 2013 

LAPORAN TAHUNAN 
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21 Desember 

21 Desember 

20 Desember 

------����������-,-���-:-�---:---:-���-, 
i I masyarakat terkait 

permasalahan di bidang 
pendidikan 

Bangli, Bali 

l',llu. 
Sul.n,·l-si 
Tcngah 

1 
Tenggaro 

; Barat 

Sebagai narasurnber p,1da 
dialog publik rnelalui Sindo 
1V Mataram. P.tda 
kesernpatan terscbut 
disarnpaikan tugas dan 

I 

wewenang Ombudsman RI 
dalam pcngaw,1san I 
terhadap penvclcnggnra.m I 

pelayanan publik. L-------1--------t------------i 

Sebagai narasurnber di I Batarn. 20-21 Desember Pada kesempatan tersebut 
Universitas Riau dcngan I Kepulauan dilakukan penempelan 
tema batam rnenuju Riau Poster, pembagian leaflet 
Pelayanan Publik y.rng dan pembagian kalender. 
prima sebagai wujud 
Reformasi Birokrasi 

397. Kunjungan kc media radio Bali 
Klick-FM bangle dalam 
rangka sosialisasi mengenai 
tugas dan wewenang 
Ombudsman RI 

396. Kunjungan ke Kantor 
lnspektorat Kabupaten 
Bang Ii 

395. 

394. 

393. Diskusi "Akses Inforrn.i-ci 
Pertanahan D,11.lm L.:p,l\',l 
Penyelesaian Sengket.t 
Inforrnasi" y.:mg 
diselenggarakan olch KIP 
Yogyakarta 

!---+--------------- -- -- �-------+-------+------------, 
I 

Nus,\ 

dengan terna ,1ksL'S 
pendidikan 

1---+------- ... 
392. Workshop penvusunan 

pedoman peradilan ,ld,lt di 
Sulawesi Tcngah. Kl•gi,lt,rn 
ini diselenggarak.m old, 
SAJI Project UNDI' 

1---+--------- -- .. 

I 

I 
I 

-l 
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i pL:rm.1salahan 
pcmbanguan pemukiman 
di hutan Gunung Batur. 

�-- 

384. Melakukan sosialisasi Padang, 20 Desernber 
mengenai tugas dan Sumatera 
wewenang Ombudsman RI Barat 
dan peningkatan kulaitas 
pelayanan publik kepada 
BUMN, Ormas dan media. 

385. Penyususnan dan D.I.Yogyakart 17-21 Desernber 
pembahasan rencana a 
program bidang 
Pencegahan Ombudsman 
RI tahun 2013 

386. Sosialisasi mengenai UU Graha 18 Desernber Kegiatan ini diikuti oleh 
No. 37 Tahun 2008 tentang Kepolisian jajaran Kepolisian Daerah 
Ombudsman RI Daerah , Kalimantan Baral 

Kalimantan 
Ba rat 

- 
387. Dialog interaktif melalui Nusa 18 Desernber 

TV 9 Mataram. Pada Tenggara 
kesempatan tersebut Ba rat 
disampaikan tema 
pungutan terhadap siswa 
yang tergolong tidak 
mampu. 

388. Diskusi dengan media Nusa 18 Desernber Pernbahasan isu-isu 
masa dengan tema Tenggara pclayanan publik yang 
permasalahan pelayanan Barat rnenjad i sorotan media 
publik di daerah masa. 

389. Sosialisasi UU 37 Tahun Kantor 19 Desember Kegiatan ini berupa 
2008 tentang Ombudsman Kecamatan dialog publik dengan 
RI dan UU nomor 25 Tahun Pontianak tema "Ombudsman 
2009 tentang Pelayanan Utara, Republik Indonesia dan 
Publik Kalimantan Perbaikan Kualitas 

Barat Pelayanan Publik" 
dengan pembicara dari 
Kantor Pertanahan Kota 
Pontianak. 

390. Koordinasi dan ketja sama Riau 19 Desember 
dengan Pemerintah Kota 
Pekanbaru dalam 
penyelenggaraan Deklarasi 
Pencanangan 
Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi di 
lingkungan Pemerintah 
Kota Pekanbaru. 

391. Mengadakan talkshow di Yogyakarta 19 Desember Pada kesempatan tersebut 
radio PetraFM Yogyakarta I mendapat masukan dari 
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--------- 

T 
I 

UU Nomor 25 tahun :?ll09 

tentang Pelavanan Publik I 
di ST Al H.M.Lukm,m Ed�· I 

405. 
----- -- --- 

I SSosialisasi mL'ngL•11.1i UC Kabupaten 26-28 Desember 
Nomor 37 tahun ::?Oll," Batubara. 
tentang Ombudsman RI Su mater a 
dan UU Nomor 25 tahun Utara 
2009 tcntang Pelavanan 
Publik berupa konsultasi 
dan diskusi dengan 
masyarakat dan LS�t 

406. Sosialisasi rncngenai tugas Carut, Iawa 27 Desember 
dan wcwcnang Barat 
Ombudsman RI melalui 
talkshow di Radio Reks 
Garut 

407. Pembahasan dan Boger, Jaw a 27-29 Desernber 
perumusan draft Ba rat 
Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur 
Pemeriksaan Terlapor dan 
Penyusunan Berita Acara 
Pemeriksaan Terlapor. 

408. Konferensi pers catatan Yogyakarta 28 Desernber Pada kegaiatan tersebut 
akhir tahun Ombudsman dihadiri dan diliput oleh 

berbagai media 

409. Sosialisasi mengcnai tugas Bandung, 29 Desember 
dan wewenang Iawa Barat 
Ombudsman RI melalui 
talkshow di PR FM 
Bandung 

410. Talkshow dengan tema Surabaya, 29 Desember 
kinerja Perwakilan Jawa Timur 
Ombudsman RI Provinsi 
Jawa Timur tahun 2012 di 
580 TV Surabaya 

411. Dialog interaktif dengan Surabaya, 31 Oesember 
tema kinerja Perwakilan Jawa Timur 
Ombudsman RI tahun 2012 
di RRI Surabaya 

-------------, 

Pada kesernpatan tersebut 
disampaikan keluhan 
mengenai pembangunan 
rumah ibdah (pure) yang 
mangkrak akibat 
anggaran yang tidak 
dikucurkan sesuai dengan 
kornitrnen. 

Kcgiatan tersebut dalam 
rangka sosialisasi dengan 
narasurnbcr dari 
Universitas Hasanudin 
dan Kepala Perwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Sulawesi Selatan 

Pada kesempatan tersebut 
Ombudsman RI 
mendorong pembentukan 
pos-pos pengaduan 
pelayanan publik di 
seluruh instansi 
penyelenggara pelayanan 
publik dan mengajak 
masyarakat berperan 
serta dalam pengawasan 
pelayanan publik. 

kesepakatan untuk 
rnel.ikukan talkshow 
dcngan [adwal yang akan 

I diatur sdanjutnya. 

21 Desembc;--··r- - 

21 Desernber 

22 Desernber 

21 Desernbcr 

22 Desember 

Riau 

Yogyakarta 

Ka bu paten 
Bangli, Bali 

Makassar, 
Sulawesi 
Se Iatan 

Lombok 
Tengah, 
Nusa 
Tenggara 
Ba rat 

Sosialisasi mengenai tugas 
dan wewenang 
Ombudsman RI dan 
keberadaan Perwakilan 
Ombudsman RI Provinsi 
Bali di Bangbang dan 
Pulesari Kecamatan 
Tembuku Kabupaten 
Bangli 

Sebagai narasumber pada 
dialog dengan tema " 
Mendorong Keterbukaan 
lnformasi Publik dan 
Perbaikan Pelayanan 
Publik dalam upaya 
mendorong Tata Keloia 
Kepemerintahan Lokal 
yang Demokratis di 
Kabupaten Lombok Tengah 

LAPORAN TAHUNAN 

401. 

400. Seminar dengan tema 
Ombudsman sebagai 
Pengawas Pelayanan 
Publik. 

402. 

.--..------------..-------�-------- 

398. Road Show Ombudsman 
Goes to Campus dalam 
rangka rangka sosialisasi 
UU Nomor 37 tahun 2008 
tentang Ombudsman dan 
UU Nomor 25 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik 
di UIN Sultan Syarif Kasim 
Pekanbaru 

t---t---------------------+--------1--- -----�-------� 
399. Mengikuti diskusi dengan 

tema pendidikan 

403. Seminar dengan tema 
Ombudsman sebagai 
Pengawas Pelayanan 
Publil<. 

Makassar, 
Sulawesi 
Se Iatan 

23 Desember Kegiatan tersebut dalam 
rangka sosialisasi yang 
diikuti peserta dari aktivis 
mahasiswa se Kota 
Makassar 

404. Road Show Ombudsman 
Goes to Campus dalam 
rangka rangka sosialisasi 
UU Nomor 37 tahun 2008 
tentang Ombudsman dan 

Riau 24 Desember 
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10. Kerja sama dcrigan 111\ II Cabang i\ lalang. Kegiatan terse but dengan cema 

I blik d nensosialisasikan Undang- 
Membcrdayak,m masyarak,1t dalam pc ayanan pu I an I 

Undang omor 37 Tahun :?.008 ten tang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 t cnt ang Pelaya nan Publik. 

· · · · k · I k MOU antara Ombudsman RI 
11• Koordinasi dengan Polda [awa l 1111ur icr .au pc a sanaan ' 

dengan Kcpolisian RI. 

12. Rapat koordinasi dalam rangka kcrja menjalin kcria sama dengan PTUN Kupang. 

. . S I I I . sosialisasi dan diskusi 
13. Kerja sarna dcngan Pcrncriru ah Provi nsi Surnat era c atan me a ui 

. . . I blik I I . U 1dang-Undang Nomor dalam rangka kerja sarna opt irnal isasi pe ayanan pu ' me a ui • 

37 Tahun 2008 t cru ang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik clan i nst ruksi Prcsidcn Nomor 17 rahun 2011 tentang Aksi 

Pencegahan clan Pernbcraru asan Korupsi. Pada kescmpatan yang sama diadakan 

. h . S t Ekspres dan Sriwijaya Post. 
kerjasama dcngan media rnassa lokal yauu anan uma era 

. . . . · 1· ik o·t" t 1formasi dan 
14. Meng1kut1 Rakor Kcrncnrerian Komun1kas1 dan In orrnan a. '1en I 

k B. S · K unikasi Pendidikan Komunikasi Publik clalam Raker Penyusunan Ceta iru trategi om 

dan 13udaya Anti Korupsi. Pada kesernpatan tersebut dibahas langkah-langkah 

. b I 1 pada strategi 
pcncegahan clan pemberantasan korupsi iahun 2012 yang erpec ornai 

. di k d I Diktum pertama 
pcndidikan dan budaya anti korupsi sebaga1mana iarnanat can a am 

Ak . p . I 1 dan Pemberantasan 
angka 5 IN PRES Nomor 17 Tahun 2011 tentang st encega 1a1 

Korupsi. 

. I I . . lisasi di lingkungan 
15. Kerja sama dengan Pemcrintah Kabupaten Banto Kuala me a ui sosra 

. d RI Dengan adanya 
SKPD Pernkab Barito Kuala mengenai tugas clan fungsi Ombu sman · 

d ing masing SKPD 
sosialisasi diharapkan dapat tercipta pemahaman yang sama pa a mas 

. · d ketenruan Undang- 
tentang pelaksanaan layanan publik yang benar scsua1 engan 

k d. asi kernitraan 
Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik dan oor 11\c 

dalam rangka penye\esaian keluhan layanan publik khususnya layanan publik di Kab. 

Barito Kuala. 

16. Kerja sama clengan Indonesia Corruption Watch (ICW) mernbuka posko pengaduan di 21 

Kabupaten/Kota di Provinsi OKI Jakarta, Jawa Baral, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nanggroe 

Aceh darussalam, Kalimanlan Sela Lan, Sumalera Utara, Nusa Tcnggara Timur, Daerah 

lstimewa Yogyakarta clan Jambi. Dari kegiatan tersebut ditemukan 112 pclanggaran dalam 

seleksi siswa baru pada tahun ajaran 2012/2013. 

Kerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI. Guna rneningkarkan kualitas pclayanan 

publik di bidang kesehatan, pada tanggal 21 September 2012 ditandatangani Nota 

Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI dengan Ombudsman RI Nomor 

355/Menkes/SKB/IX/2012 dan 14/0RI-MOU/IX/2012 tcntang Pcrccpatan Pcnyelcsaian 

Laporan/Pengaduan dan Peningkatan Kualitas Pcnyclcnggaraan Pclayanan Publik di 

bidang Kesehatan. 

2. Kerja sama dan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kcmcnterian Hukurn clan HAM 

Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Surnatera Utara dan Jawa 

Timur dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nornor 23 Tahun 2011 

tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014. 

3. Kerja sama dengan Detik.Com Kota Surabaya dan surat kabar Bhirawa. Pada kcsempatan 

tersebut terjadi kesepakatan untuk mensosialisasikan kcbcradaan Ombudsman RI 

Perwakilan Jawa Timur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 

4. Kerja sama dengan Sekretariat Daerah Provinsi NIT dalam penyusunan naskah 

Peraturan Gubernur NTT tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan masyarakat bagi 

SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NIT. 

5. Kerja sama dengan Dirlantas Polda NTT dan SAMSAT Provinsi NIT dalam rangka 

monitoring pelayanan Kantor SAMSAT secara berkala. 

6. Kerja sama dengan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi NIT terkait pelayanan Jaksa di 

wilayah kerja Kejaksaan Tinggi NTT. 

7. Kerja sama dan koordinasi dengan Forum LSM dalam rangka penanganan laporan 

masyarakat. 

8. Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Sclatan dcngan melakukan sosialisasi 

kepada Bupati dan Walikota se Sulawesi Selatan dcngan tcma "Hak Masyarakat atas 

Pelayanan Publik dan Peran Ombudsman RJ''. Pada kesempatan tersebut disampaikan 

rencana pembentukan Kantor Perwakilan Omhud1,man RI Wilayah Sulawesi Selatan dan 

dalam hubunganny;i dengan Ombud.�fhan Dacrah akan bermitra untuk mendorong 

pelaya11an p11h/ik mcnjadi lebih baik. 

9_ Mcngikuti rapat dengar pendapat umum DPRD Kota Yogyakarta dalam acara "Raperda 

Tentang perubahan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran 

Administrasi Kependudukan". 
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17. Kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam pcngawasan seleksi Ca Ion 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemcnterian Hukum clan HAM. 

18. Kerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) rncrnbuka posko pcngaduan di 21 

Kabupaten/Kota di Provinsi DK! Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tcngah. [awa Timur. Nanggroe 

Aceh darussalam, Kalimantan Selatan. Surnatera Urara, Nusa Tcnggara Timur, Daerah 

lstimewa Yogyakarta clan Jam bi. Dari kcgiatan rersebut ditcmukan 112 pclanggaran dalam 

seleksi siswa baru pada tahun ajaran 2012/2013. 

19. Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua, Sumatcra Barat , Bali. dan Maluku dalam 

pencanangan dan sosialisasi pembangunan Zona lntcgritas mcnuju wilayah bebas 

korupsi. 
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Lampiran III 

KEGIATAN ASSESMEN PEMBE TUKAN 

KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN DI PROVINS! 

� 
NO KEGIATA1 PELAKSA AA I 'STA SI 

- -- 
Perncrintah Provinsi Kalimantan 1. Kcgiatan a!>l'..,llll'n d.rl.un r.1ngk.1 ·I-� )uni I. 

pernbcnruk.m K.1nt<>r l'l'r\\',1kil.1n Ba rat 

Ombudsman RI d<'11g.m 2. DPRD Provinsi Knlirnantan Barat 

rnelakukan ku nju nu.m kc• Kuut or 3. Wulikotil Pontianak 

LSM Ccmawan. Kantor ·I. Kanwil Kcmenkumham 

Gubcrnur Knl im.mt.m H.1r.1t, I 5. LS!\! Ccmawan 

Kantor DPRD Provin-i 
Kalimantan Baral, \\',1lik,,t,1 

Pontianak, Kantor Ka nwil 

I Kcrncnkurnharn 

2. Mclaku kan asscsrncnt d a larn 5-9 Juni l. P\V!\I Sulawesi Tengah 

rangka pcrnbcnt uk an k.uuor 2. Pcmcrintah Kota Palu 

perwakilan Orubudsru.ui RI di 3. Orm as 

Palu Prov irisi Sul,l\\'l'�i Tcngah 4. DPRD Kola Palu 

dcngan kcgi.itan kunjungan kc 5. LSM 

instansi pcmcrintah. I_S!\I, 6. ledia 

Orrnas, DPRD dnn media 

3. Melakukan asscsmcnt d alarn 1'1-15 [uni 1. Pcrnerintah Kota Palembang 

rangka pcmbcntukan karuor 2. Media cetak: Sriwijaya Pos, 

perwakilan Ombudsrn.m RI di Radar Palembang 

Palembang, Surnatcra Sclatan 3. Media elcktronik : Sriwijaya TV, 

dengan kcgiatan kunjunga» kl' Palembang TV 

instansi pcmcrintah, Pcrguruan .J. Universitas Sriwijaya 

Tinggi dan media cetak dan 5. Universitas Palembang 
elcktronik 6. LBH Palembang 

4. Kcgiatan asesmcn dalam rangka 18-21 [uni 1. DPR Aceh 

pembentukan Kantor Perwakilan 2. Akademisi 

Ombudsman RI di Banda Aceh, 3. LSM 

Prov insi NAO dengan .J. Tokoh Masyarakat 
melakukan kunjungan ke 

instansi pemcrintah, akademlst, 

LSM dan Tokoh Masyarakat. 

5. Kcgiatan ascsrncn dalarn rangka 18-22 [uni 1. Pemerintah Provinsi/ 

pembenlukan Kantor Perwakilan Ka bu paten/ Kota dan jajaran 
Ombudsman RI dcngan kcgiatan SKPD [awa Tengah 

2. Tokoh masyarakat, LSM dan 

- Sosialisasi kepada Akademisi 

pemerintah 3. Media massa 

provinsi/ kabupalen/ kol 

a Jaw a Tengah beserta 
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jajaran SKPD, tokoh 

masyarakat, lSM dan 

akademisi 

- Kunjungan ke media 

massa 

- Mencari lokasi untuk 

Kantor Perwakilan 

Ombudsman RI 
6. Kegiatan asesmen dalam rangka 18-22Juni 1. Pemerintah Kota Kendari 

pembentukan Kantor Perwakilan 2. DPRD Kola Kendari 
Ombudsman RI dengan kegiatan 3. Media cetak clan elektronik 

: lSM 

- Pertemuan dalam rangka 4. Perguruan Tinggi 

sosialisasi kepada 

Pemerintah Kota Kendari, 

DPRD Kota Kendari beserta 

jajarannya. Kunjungan ke 

media cetak dan elektronik, 

lSM dan perguruan tinggi 

- Mencari lokasi untuk 

Kantor Perwakilan 

Ombudsman RI 

7. Kegiatan asesmen dalam rangka 18-22Juni 1. Universitas Andalas 

mensosialisasikan pembentukan 2. Harian padang Ekspres, 

Kantor Perwakilan Ombudsman Singgalang 

RI dengan kegiatan : 3. Lembaga Kerapatan Adat Alam 

Kunjungan ke Universitas Minangkabau 

Andalas, harian pagi Padang 4. Konsorsium Pengembangan 

Ekspres, harian umum Masyarakat Madani (KPMM) 

Singgalang, Lembaga Kerapatan 5. Ormas Muhamadiyah 

Adat Alam Minangkabau, 6. Radio Cassy FM clan Pro 1 RRI 
Konsorsium Pengembangan Padang 

Masyarakat Madani (KPMM), 

Ormas Muhamadiayah, Radio 

Gassy FM dan Radio Pro 1 RRI 

Padang. 
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Lampiran IV 

KEGIATAN INVESTIGASI 

--- 
NO KEGIATAN PELA KS AN AAN 

INST ANSI 
TERLAPOR 

-·--. -· . -- 
1. lnvestigasi lt•rk.1it l.1p, ir.m m,·ngt•n.11 5-7 [anuari Pcmerintah Kabupaten 

permasalahan pt.•1wl.lJ',lll kvlornpo], Lull d.m Tanjung Iabung 
narna-nama pl'st.•rt.1 l'l.1,m.1 l\1(,1 Krcdit Timur. 
Koperasi Primer :\nggt1t.1 ("-Kl'.-\) di 
Kabupaten Tanjung J.1bung Timur. 

--- i-- -- 
2. lnvestigasi lapor.in m.1,,·.ir.1k.1t lL'lll,mg 17 -zo [anuari 1. Polda Sulawesi 

penangan.m kasu-, kL•m,111.m k.ir�·.1w.m Bl Selatan 
Makassar yang lx-lum d1limp,1hk,m k,· 2. Kejaksaan Tinggi 
Pengadilan Nt•gt.•ri : 

I 

Sulawesi Sealatan 
------- --- - t 

3. lnvestigasi laporan m,b,·.1r.1k,1t ll·nt,mg I 17-:?0 [anuari Kantor Pertanahan 
I 

belum dilaksanak.m l'l,,..,l'kusi I'utusan I Kota Makassar. 
Peninjauan Kcmbali i\:l111wr :!Ol'K/ Pid/ :!001 
tertanggal 7 Jun; zooz ,H M,,k,,s,," h 

4. lnvestigasi laporan m.1s,·.u.1k.1t h.•nt,111g 17-:?ll [anuari Pemerintah Kota 
pengubahan tanah m,1s�·.1r,1k,1t oleh Pcmkab 

I 
Tak,1lar. 

Takalar menjadi t,111,1h Nt.·gar.1 t,mp.1 pwst.'s I 

ganti rugi. 
I 
I 

--- - -- --·--·---- 
5. Investigasi laporan tent.mg pclav.man 17-:!1 Januari Pemerintah Kabupaten 

Kabupaten Sukaburni dal.irn kt.•rja s.1111,1 sewa Sukabumi. 
menyewa lahan produksi t.111.,111,111. 

. -·· - -··-- 

6. Investigasi dengan melakukan pcngamatan 20J.muari Kantor Pertanahan 
tertutup pelayanan di Kantor Pcrtanahan Kah. Gunungkidul 
Kab. Gunungkidul. Yogyakarta. 

7. lnvestigasi terkait lapor.m mengcnai 23-25 [anuari Pemerintah Kabupaten 
permasalahan penctapan kelompok Tani d,111 Tanjung Jabung 
narna-nama pescrta Plasma Pola Krcdit Timur. 
Koperasi Primer Anggota (KKPA) di 
Kabupaten Tanjung jabung Timur. 

- 
8. Investigasl laporan mengcnai keluhan 25 januari Pemkab Sleman. 

pedagang pas,u Kolornbo terhadap rencana 
penataan pasar. 

-- --·---·- 

9. lnvestigasi lap. Sutarorn warga Semarang 27 Januari Pemerintah Kota 
terkait ijin SITU (Surat ljin Tempt Usaha) di Semarang. 
Kantor Perijinan Kola Semarang. 

10. Investigasi laporan mcngcnai pemberlakuan 30 Januari Universitas gajah 
KIKdi UGM. Mada Yogyakarta. 

11. Investigasi laporan penundaan berlarut 30 Januari-2 Kepolisian Resort 
penanganan perkara pidana a.n Barnbang Pebruari [ember. 
lrawan (LSM Elpamas) oleh Kepolisian 
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Resort Jember. 
- 

12. Investigasi mengenai dugaan 30 [anuari-Z K,1ntor PL•rt,1nahan 
maladministrasi dalam pcnycrahan Pcbruari K,1b. [ember, 
penyerahan 700 sertifikat tanah program 

I Land-Consolidation olch Kantor Pertanahan 
Kab. Jember. 

13. Investigasi mengenai laporan pcnundaan 30 [anuari-Z K.:pnli,i,111 Resort 
berlarut penanganan perkara pidana a.n Pebruan [cm bcr. 
Sugianto Asnawi oleh Kepolisian Resort 
Jember. 

14. Investigasi atas laporan Sdri. Susriyah 30 J;111u,1ri-2 I Din,i-, Kcsehatan Kab. 
berkenaan dengan permohonan pelayanan Pcbruari lndraru.ivu. 
pembuatan SKTM. n !.:SUD K,1b. r· lnd r.rm.ivu. 

15. lnvestigasi mengcnai dugaan pungutan liar 30 Januari-2 I. Dinas Pendidikan 
yang dilakukan oleh Dinas Pcndidikan Kab. Pcbruari K,1b. lndr,1111,11·u. 

lndramayu. 2. Pcmor intah 

K,1bup,1tcn 
l ru ira mavu. 

16. lnvestigasi terkait laporan mcngcnai kincrja 31 [anuari- K�111(()J" PL·IU\'cll1Jl1 

Petugas Kantor Pelayanan Perizinan 
3 Pcbruari 

Pcrizinan Terpadu 
Terpadu (KP2T) Kola Padang. (KP2T) Kota Padang 

17. lnvestigasi terkait laporan mengcnai 3·1 [anuari - I. Pemerintah Kota 

penerbitan serifikat tanah yang dinyatakan 3 Pcbruari Padang. 
termasuk dalam sertifikat Hak Pakai No. 1 2. Univcrsitns Andalas. 
a.n Departemen Pcndidikan dan 

Kebudayaan (Universitas Andalas). 

18. lnvestigasi terkait laporan mengcnai 31 Januari - BPN Provinsi 

pertanahan yang menyangkut pclayanan 3 Pcbruari 
Sumatera Baral. 

BPN Provinsi Sumatera Baral. 

19. lnvestigasi terkait laporan mengenai belum 31 Januari - Polrcs Kola Padang. 
adanya penyelesaian atas laporan Pol No. 

3 Pcbruari 
Pol :LP/1853/K/X/2006 tentang pcnipuan 
dan pemalsuan tanda tangan. 

20. Investigasi Kasus Pemecatan 13 Mahasiswa 31 Januari - Universitas Ncgcri 
UNG. Corontalo. 

3 Pebruari 

21. lnvestigasi terkait laporan mengcnai laporan 10-12 Pcbruari Pcrncrintah Kabupaten 
60 orang CPNS tahun 2009 yang tidak ada Tu ban. 

kejelasan nasibnya di Pernkab Tu ban. 

22. lnvestigasi terkait laporan mcngenai adanya 10-12 Pcbruari Pcrncrintah Kabupaten 
penurunan jabatan terhadap beberapa PNS Tu ban. 
di lingkungan Pemkab Tu ban tanpa 
prosedur pemeriksaan terlebih dahulu. 

23. lnvestigasi terkait laporan mengenai hak 10-12 Pebrua ri Pemcrintah Kabupaten 
kepemilikan aset Bekas Milik Asing/Cina Tu ban. 
vane saat ini merunakan lokasi SMP 6 
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Tuban. 

2-1. lnvestig.i,;i tcrkait laporan mcngcnai 1-1-17 Pebruari Pemerintah Kabupaten 
pcrrnasalahan lahan garapan kelompok tani Kutai Kartanegara. 
Rimba Ray., dcngiln PT Bina Mitra 
Sumbcrarta. 

r lnvcstigas. terkait laporan mcngcnai mutasi 1-1-17 Pebruari Pernerintah Kabupaten D. 

tcrhadap 80 nrang PNS yang tidak sesuai Kutai Kartanegara. 
dcngan kctcnt uan di lingkungan Pemkab 
Kutai Knrtancg.tra. 

26. Invcstignsi terkait lnporan mcngcnai 1-1-17 Pebruari Pemerintah Kabupaten 
turnpang tindih lahan antara Pclapor dkk Kutai Kartanegara 
dcngar. PT Aragon Tambang Pratama. 

27. lnvcstigas! tcrkait laporan mcngcnai dugaan 1-1-17 Pebruari Polda Kalimantan 
tindak pidnna mcnghalangl hak Timur. 
bcrorganisasi Scrikat Pckcrja PT Vico 
Indonesia. 

28. lnvcstigasi tcrkait laporan mcngenai H-17 Pebruari Pemerintah Kabupaten 
pcrnbcrian ganti rugi pernbcbasan tanah Minahasa Selatan. 
lokasi PL TU 2 Sulut. 

29. lnvcstigasi terkait laporan mcngenai kinerja 1-1-17 Pebruari Polresta Manado. 
Pcnyidik Polresta Manado. 

30. lnvcstigasi tcrkait laporan dari Kepala 1-1-18 Pebruari 1. Pemerintah 
Kcluarga Transruigrast Swakarsa Mandiri Kabupaten Musi 
(TSM) rncngcnai pcrmasalahan Banyuasin. 
pcnyerobotan lahan olch PT Dapur S.1wit 

2. Kanwil BPN 
Sum..1t.::r., &J.1tan. 

31. lnvestigasi tcrkait laporan mcngenai dampak 1+18 Pebruari Pernerintah Kota 
lingkungan banjir akibat rcklarnasi rawa Palembang. 
yang tidak scsuai dengan UU RI No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengclolaan Lingkungan Hidup jo Perda 
Kota Palembang No. 5 Tahun 2008 tentang 
Pembinaan dan Rctribusi Pengendalian dan 
Pemanfaatan Rawa. 

32. Investigasi terkait laporan mengenni 14-18 Pebrua ri Kantor Pertanahan 

tcrbitnya Sertifikat 1-lak Milik diatas tanah Kota Palembang. 
milik orang lain. 

33. lnvestigasi tcrkait laporan 14-18 Pebruari Pemerintah Kabupaten 
mengcnaipermasalahan penggunaan tanah Musi Banyuasin. 
masyarakat oleh PT Cathrie Peconina 
Indonesia di Knbupaten Musi Banyuasin. 

34. lnvestignsi terkait laporan mengenai 14-18 Pebruari Pemerintah Kabupaten 
penyerobotan tanah oleh PT Proteksindo Muara Enim. 
Utama Mulia. 

35. lnvestigasi mengenai belum adanya 15, 17, 20,22,24 IL Dinas Kebersihan dan 
keseriusan Pcmerintah Kota Banjarmasin Pebruari 2. Pertamanan Kola 
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dalam melaksnakan program kebersihan. l Banjarmasin dan I 

I ur-ro TPA Basirih, 

36. Investigasi Ke Kantor Pengadilan Negeri 15 Pebruari I PT. Taspen Sumatera 
Tebing Tinggi. L Utara. 

37. Investigasi Ke Kantor Walikota Tebing 15 Pebruari 11'1'. Taspcn Surnatera 
Tinggi. Utara. 

38. lnvestigasi terhadap kasus pembuatan Sim B 15 Pcbruari Ditlantas Polda DIY 
umum pengemudi Taxi di Yogyakarta. dan Sarnsat 

Polrcstabes 
Yogyakarta. 

39. Investigasi Ke Kantor Urusan Agama 16 Pebruari PT. Taspcn Sumatcra 
Kelurahan Syahbandar Tebing Tinggi. Utara. 

40. Investigasi Ke Polres Tebing Tinggi. 16 Pebruari IYL Taspen Sumatera 
Utara. 

41. lnvestigasi laporan terkait perrnohonan 22-25 Pebruari 1. Pcngadilan Negeri 
Putusan yang adil alas gugatan Perceraian Kota Kotamobago. 
dan Perbuatan Pidana Kasus KORT. 2. Badan Pertanahan 

Kota Kotamobago. 

42. lnvestigasi terkait laporan mengenai 20-24 Pebruari 1. Kernenterian 
pengabaian kewajiban Kementerian Tenaga T cnaga Kerja dan 
Kerja dan Transmigrasi RI, Pemerintah Transrnigrasi RI. 
Daerah kabupaten Sukabumi dan 2. Pemerintah 
Pemerintah Kabupaten Halrnahera Sela tan Kabupaten 
terhadap warga transmigran UPT Fida 6 Kab Halrnahcra Selatan. 
Halmahera Selatan. 

43. lnvestigasi terkait laporan mengenai kinerja 27 Pebruari-l Polsck Mandau. 
Penyidik Polsek Mandau terkait penanganan Maret 
laporan pengaduan. 

44. Investigasi terkait laporan mengenai 27 Pebruari-I Pernerantah Kab 
permasalahan kepemilikan tanah yang Maret Bengkalis. 
diklaim sebagai Hak Pakai milik Pemda 
Bengkalis. 

45. Investigasi terkait laporan mengenai 27 Pebruari-I 
pembatalan HGU milik PT Asam Jawa dan Maret 
permohonan pengembalian lahan 
masyarakat Kelompok Tani Rakyat Karya 
Makrnur. 

46. Investigasi terkait laporan mengenai 27 Pebruari-1 
pembayaran guru honorarium Guru honorer Maret 
SD 023 Sungai Jerak Kab Indragiri Hulu. 

47. Investigasi terkait laporan mengenai 27 Pebruari-l 
permohonan perpanjangan HGB dan Maret 
permasalahan pemanfaatan tanah HGB An. 
PT Sinar Putra Murni. 

48. lnvestigasi terkait laporan mengenai dugaan 27 Pebruari-I Kepolisian Daerah 
keberpihakan penvidik Polda Sultenz sejak 
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awal pemcriksaan, pernberkasan, sampai Maret Sulawesi Tengah. 
pelimpahan perkara. 

49. lnvestigasi terkait Iaporan mengenai belum 27 Pebruari-l Kepolisian Daerah 
adanva tindak lanjut penanganan laporan Maret Sulawesi Tengah. 
No. Pol: TBL/150/ Vl/2010/Dit Reskrim 
Polda Sulawesi Tcngah, 

50. Invcstigasi terkait laporan mengenai belum 27 Pebruari-l Kepolisian Daerah 
adanva tindak lanjut penanganan laporan Maret Sulawesi Tengah. 
No. Pol: LP/151/V /2009/Polda. 

51. Investigasi terkait laporan mengenai 27 Pebruari-1 Kepolisian Daerah 
tindakan Walikota Palu terkait penyerahan Maret Sulawesi Tengah. 
secara sepihak sebagian bidang tanah milik 
Pf SPM kcpada Polda Sulawesi Tengah 
dengan menggunakan surat Pemyataan 
Pclepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah. 

52. lnvestigasi terkait laporan mengenai 27 Pebruari-l Pemerintah Provinsi 
pencrbitan SK Gubemur Sulawesi Tengah Maret Sulawesi Tengah. 
ten tang Peresmian Pengaktifan kembali Sdr 
Aziz Bestari sebagai Anggota dan Ketua 
DPRD Kab Tolitoli masa bakti 2009-2014. 

53. Investigasi Beberapa Laporan Masyarakat. 09 Maret 2012 ke Inspektorat 
Pengawasan Daerah 
Kepolisian Daerah 
Sumatera Utara. 

54. lnvestigasi mengenai kinerja Puskesmas dan 1,5-8.19-21 Maret t Dinas Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Kota Baniarmasin. 

�- Kepa\a Puskesmas. 

55. Investigasi terkait laporan mengenai 29 Pebruari-Z Pemerintah Kabupaten 
permasalahan penetapan kelompok Tani dan Maret Tanjung Jabung 
nama-nama peserta Plasma Pola Kredit Timur. 
Koperasi Primer Anggota (KKPA) di 
Ka bu paten Tanjung Jabung Timur. 

56. Investigasi terkait laporan mengenai 5-9Maret [. Kementerian 
ketidakjelasan status tanah serta tumpang Kehutanan. 
tindihnya pengelolaan tanah antara tanah �- Kementerian Tenaga 
kehutanan yang diklaim oleh Kementerian Kerja dan 
Kehutanan dengan tanah lokasi transmigrasi Transmigrasi. 
yang diklaim oleh Kementerian Tenaga Ketja 
dan Transmigrasi. 

57. lnvestigasi terkait laporan mengenai 6-9 Maret KPU Kabupaten Musi 
pengangkatan Pelapor sebagai Anggota Banyuasin. 
DPRD Kab Musi Banyuasin 

58. lnvestigasi terkait laporan mengenai keluhan 6-9 Maret 11. Pemerintah 
pelayanan listrik di Desa Margodadi, kab Kabupaten Ogan 
Ogan Komering Ulu Timur. Komering Ulu. 

12. PT PLN (Persero) 
Wilayah 52JB. 
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59. Investigasi terkait laporan mengenai 7 Maret :1. Pcngadilan Negeri 
pelaksanaan Penctapan Pengadilan Negeri i J,1y,1pura. 
Jayapura No. 01/PEN.Eks/2007 /PN.Jpr 2. Pengadilan 
tanggal 10 Juli 2007 dan kesalahan prosedur Hubungan Industrial 
dalam pelaksanaan eksekusi putusan Kasasi I [ayapura. 
MA. I 

I 

60. Investigasi terkait laporan mengenai kinerja 8 Maret 
T�-� 

I Kantor Pertanahan 
Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam hal I Kota [avapura. 
belum dilaksanakannya pengukuran tanah I 

I 

untuk pengajuan pemecahan sertifikat. 
I 

61. Investigasi laporan Petani Blok Angkola atas 12-15 Maret 1. Kecamatan 
dugaan penyerobotan tanah. Cibinong. 

2. Polsek Cibinong. 
J. Kantor KPH 

Cianjur. 

4. Kantor Perhutani 
I 

Unit Ill [awa Baral 
I d.in Banton. 

s. Setda Kab. Cianjur. --- -- 
62. lnvestigasi terkait laporan mengenai proses 13 Maret Perncrintnh Kabupaten I 

pembuatan Surat ljin Usaha Pertambangan Sumedang 
(IUP) Kab Sumedang. I 

-·----- 

63. Investigasi terkait laporan mengenai keluhan 14 Maret Pernerintah Kabupaten 
nasib 40 petani penggarap tanah timbul Su bang 
(tanah berah) di Desa Pangarengan Kee 
Legan Kulon Kab Subang. 

64. Investigasi mengenai Mekanisme proses 16 Maret Kepala Kantor 
pengangkatan Kepala Kantor Kementerian Kcrnenterian Agama 
Agama Kabupaten Tabalong diduga tidak Prov. Kalsel. 
sesuai dengan prosedur perundang- 
undangan di bidang kepegawaian atau 
diduga lebih banyak unsur subjektifitas 
Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. 
Kalsel. 

65. Investigasi laporan dari Forum Komunikasi 15-16 Maret PT Telkom. 
Pensiunan Telkom terkait pengabaian 
kewajiban PT Telkom dalam melakukan 
pembayaran bantuan peningkatan 
kesejahteraan. 

66. Investigasi sistemik mengenai pelayanan 19-20 Maret Balai Pendataan dan 
publik terhadap perlindungan dalam Kepulangan TKI 
pemulangan TKI. (BPKTKI). 

67. Pengamatan tertutup pelayanan di I<PMPT 20 Maret Kantor Penanarnan 
Kab. Semarang. Modan dan Perizinan 

Terpadu, 

68. lnvestigasi terhadap pelayanan Kantor 21 Maret Kantor Jmigrasi 
Irnigrasi Semarang. Semarang. 
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69. lnvcstigast alas prakarsa sendiri 19-22 Maret 1. Dinas Pendidikan 
(ownmotion invcstigationjtentang Provinsi Riau. 
Pelaksanaan Scrtifikasi Pendidikan clan 2. Dinas pendidikan 
Pelatihan Profesi Guru (PLPG) di Indonesia. Kota Pekanbaru. 

3. Dinas Pendidikan 
KabKampar. 

4. Kantor Wilayah 
Kementerian Agama 
Prov Riau. 

5. Kantor Kementerian 
Agama Kota 
Pekanbaru. 

6. Kantor Pendidikan 
Agama Kab Kampar. 

70. lnvcstigasi laporan rnasyarakat tcrkait 19-22 Maret �. Kanwil BPN 
kcluhan terhadap pelayanan publik pada Provinsi Jawa Timur. 
Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, kantor �- Kantor Pertanahan 
Pertanahan Kota Surabaya I dan II, Kodam V Kota Suarabaya I. 
Brawijaya. �- Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya II. 

-l. Kodam V Brawijaya. 

71. lnvestigasi laporan mengenai permasalahan 19-22 Maret Dinas Pendidikan Kan 
biaya ujian nasional SMA di Kab Bolaang Bolaang Mongondow 
Mongondow Utara. 

72. Investigasitcrhadap laporan masyarakat 19-22 Maret Pengadilan Negeri 
mcngenai belum terlaksananya eksekusi atas Bandung. 
perkara No. 150/Pdt/1999/PN Bdg jo No. 
22/ Pdt/ Eks/2008/Put/PN.Bdg. 

73. Investigasi tindaklanjut pclaksanaan 19-22 Maret Pengadilan Negeri 
eksekusi Putusan MA Nomor 08 Bandung. 
K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 8 Maret 2010 

mengingat Peninjauan Kembali tidak dapat 
dijadikan alasan penangguhan eksekusi 
Putusan Pengadilan. 

74. lnvestigasi mengenai kekurangan 19-22 Mt\t\.'\ PT Oirgantara 
pembayaran jaminan hari tua Jamsostek \ndones\a. 
dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 
yang belum dibayarkan oleh Pf Dirgantara 
Indonesia. 

75. lnvestigasi terkait laporan mengenai 19-22 Maret Majelis Pengawas 
penerbitan Akte Jual Beli diatas tanah milik Wilayah Notaris 
Pelapor. Provinsi Jawa Barat. 

76. Investigasi mengenai praktek pungutan liar 20-21 Maret PT PELINDO III. 
kerap terjadi dan melibatkan oknum PT 
Pelindo III dan pelabuhan. 

77. lnvestigasi laporan masyarakat mengenai 26-29 Maret 1. Kantor Pertanahan 
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Kepolisian Resor 

Pelabuhan Belawan 

l. 
·an Resor Kata 

Kepo 1s1 
Medan 

Polsek PKL Berandan. 

1. Oinas Pendidikan 
Kata Surabaya 

2. Universitas Negeri 
Surabaya 

3. Kantor Wilayah 
Kementerian 
Agama Prov Jawa 
Timur 

4. Kantor Lembaga 
Penjamin Mutu 
Pendidikan Prov 

Jawa Timur 

5. Kai1tor Dinas 
Pendidikan Kab 
Malang 

Polres Nias. 

Pemerintah Kabupaten 
Nias, 

Kejaksaan Negeri 
Gunung Sitoli. 

6. Kantor 
K't!n1�nr-eri�in 

Agarna RI Kab 
Malang 

7. Universitas Negeri 

Malan 

'\. 'y"t\\�\\\t� �ota 
Sorong 

2. l(antor fertanahan 

Kata Sarong 

blik Indonesia I 155 
ornbudsrnan Repu 

27-31 Maret 

27-31 Maret 

27-31 l\i{aret 

27-31 l\laret 

·1-5 April 

lnvcstigasi l.iporan mengcnai kincrja 

Kcj,1ks,1.111 Ncgcri Gn Sitoli dalam 

Pt'nangan,m k.lsus/ laporan 

lll\·L'�tig,1,i laporan rncngcnai kinerja 

Pcnvidi], P,,Isek PKL Bcr,rndan, Langkat. 

lnvcstigasi sistemik ti:rhadap dugaan 
mal,1dministrasi dalam pclaksanaan . 
sertifik.isi PL•ndidibn dan Latihan Profesi 
Guru (l'LPC) di kab Malang, ja\\'il Timur 

I 
n,asyarakat 

nvestigasi terkait laporan ' 

asvarakat 
lnvestigasi terkait Japoran 111

' • 

111\·estig.,si 1.,por,111 mcngcnal kinerja Polrcs 
Nias dalarn mi:nindaklajuti 
laporan.' pengadu;in m;isyarakat tcntang 
ki:n•IJk,1,111 Jalu lintas. 

lm·i:�tiga,i l.iporan mcngcnai bclurn 
dil.1k;,,m,1k,mm·,1 putusan lo. 1001 
K/l'dt/2llll3 lL•rtangg,1128 r:ebruari 2005 jo 
Put us.in No. 182/ Pd t/ 2002/ PT l\ I ON 

tcrt,mgg,11 22 Juli 2llll2 [o Putusan No. 
IO/l'dt.G/2tl01/PN.CS tertanggal 7 l\larct 
zuoz. 

-----------�=�--jr-;2-1 April 
I 

, . B ekdiktllS 
nvcsligasi Japoran Sl,n en 

Jombang SH sclaku Kuasa Hukutn an 
,1 

, Ju berkena 
marga/ Keret malibela K av. a 1 . 
d I adat Pe apo1 

engan penggunaan tana 1' ·r 752 Sarong 
untuk Markas dan Asrama Yant 

92. 

9I. 

90. 

88. 

89. 

. , 5 ,,atera 
Kanwil Bl N ut 

Utara. 

Bad,111 Pert;inilhan 

Nasional 

13,1d,111 PL•l,1�·a11:1n 
i'L•rijin,111 Jornb;ing. 

�' NgJ\\'i. 

2. Pcmcrintah 

Kabupaten Ngawi. 

KL'c,1111ata11 Gi:mar<1ng. 

27-31 Murel ·1 Nc•'eri 
Pcngad1 an o 

Medan. 
93. 

27-31 Mi!rct Negcri 
Kejaksaan 
Med,111. 

94 

Ne''eri 
27-31 Maret I. rcngadilan . o 95 

Lubuk pakan1. 
. serdanl,· 

Polres Deli 96 

26-29 Maret 

26-29 i\laret 

27-30 l\ larct 

27-3'1 Maret 

rgasr aporan masvar 
dugaan pemanfaatan ta;,:I akat n1engcnai 
Perkebunan Kab Lomb k, .' Warga olch Dinas 

O fcngah. 

pengukuran tanah obyek pembcb . I 
tol M . asan J3 an 

I antmgan-Kertosono K b N . a gawi. 

lnvestigasi pe d 
D nun aan berlarut oleh K I 

esa Sebayi Kee. Gcmara o . epa a 
Laporan masyarakat 

tent�� Madiun tcrkait 
Surat Riwayat Tanah (Lettc� i�rmohonan 

83. 

82. 

80. 

81. 

78. 

79. 

86. 

87. 

1s4 I Ombudsn, 
an Repubiik 

lndonesi;, 

I. I'emcrintah 
L L,ok 

Kabupat,·n 011
1 

Teng,1h. 

lnvestigas· , I I an aporan meng 
. 2. Kantor Pi:rtana " · 

pada Pemkab L b cna, status CPr S om ok Tengah. 27-30 Maret PemL'rintilh l(,,bup.iten 

lnvestigasi laporan 111 
Lombok 

perrnasalahan T asyarakat 
tcrk; ai� t---r;::-----·--_j•��:'.=--- 

d enaga han I ' 27 30 • ·I . K l ipaten 

r---1- 
pa a Pemkab Lomb k 

' tan -Cpas (THL) - rv arct Pemerrnt.rh an 
O Tcngah. Lornbok 

I nvestigasi lap-- or_a_n_n_ 
sertifikat Hak G icngcnai pencrb'� t :----\-:-------- 
P . ' una Usah N r an 27 3 

r----• as1r/Sialang Taji Teluk Ba' . o. 1/Tanjung - 1 Maret 
84. rn1a1. 

lnvestigasi I 
Kar aporan Kclom 

ya Makmur pok Tani rak 
tindak lanJ.ut mcngenai belum d ' yat 

permohon a anyil 
pernberian Hak G an pcmbatal 
la d ' una u h an wa an kin . sa a an PT 
Utara dal er1a KanwjJ BPN S Asan, 

--.J...dikuasai 
;,.��e��clesaian tanal�'�:�gcra 

8� 
o. lnvestig · I 

p as: aporan 
anitcra dan Hak· 111engenai tindak 

meminta uang' rn, di PN Mcdan'v an 
· .ang 

lnvestigasi lap ok oran 111 nu111 Iaksa p engenai tind k K · k ' enuntut u a an 
c1a saan Nege . M mun, pad 

111elakuka rt edan yai . a 
tidak n pern1intaa11 s . ig drduga 

menghadirk eiumJah u 
Persidangan. an barang bukti Jtg sena 

lnvestigasi la 
dilaksanakan�oyran n1engenai beJ 
tclai, berk a putusan um 
Lubuk p ekuatan hokum pcngadiJan )'an 

terkait akan, dan Poircs 
D leti!p olch PN g 

proses eksck . elt Serda usr. , ng 



LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHU NAN 

pcnyclcsaian perbatasan Ka bu paten antara Kabupaten Ngada 
Kabupatcn Ngada dan Kabupaten 2. Pemerintah 
l\.langgarai Timur 

Ka bu paten 
Manggarai 

112. lnvcstigasi Lanjutan An. Riswan Hutajulu 23 April Kantor Kecamatan 
Medan Baru 

113. Invcst igasi laporan mengenai rerribusi 23- 26 April Dinas Perhubungan 
angkuran barang oleh LLAJ Komunikasi dan 

lnformasi Kabupaten 
Bolaang Mongondow 

11-l. lnvcst igasi tcrhadap 25-28 April Polres Banyuwangi 

laporan pcnundaan bcrlarut penanganan 
pcrkara pidana A.n. H. Achmad Sumadi 
Sast ro olch Pol res Banyuwangi 

115. lnvcstigasi laporan mcngenai dugaan 25-28 April Kantor Pertanahan 
maladrntrustrasi Ka bu paten 

Pcmalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Banyuwangi 

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi 

116. lnvestigasi terkait laporan dugaan 24-28 April Oinas Pendidikan 
penyalahgunaan wewenang oleh Ka Dinas Ka.limantan Tengah 
Pendidikan Kal irnanran Tcngoh 

117. lnvestigasi Iaporan dugaan melakukan 2.\-28 April Po/n.-s B.uito 

penernbakan dan penganiayaan terhadap 
korban Alm Rakhmad bin Sasi olch pcnyidik 
Polrcs Barito 

118. lnvestigasi laporan mengenai belum adanya 2-l-28 April Pemerintah Kota 
kepastian hukum atas status Pasar Palangkaraya 
Flamboyan 

119. lnvcstigasi laporan mengenai penggunaan 24-28 April Pemerintah Kabupaten 
sebagian tanah milik keluarga Pelapor oleh Katingan 
Pemerintah Kabupaten Katingan tanpa 
pernbcrian ganti rugi 

120. lnvestigasi laporan mengenai penyelesaian 30April-4 Mei PT PLN (Persero) 
ganti rugi atas pengarnbilan aset PT Karya Temate 
rnangole oleh PT PLN (Persero) Ternate 

121. lnvestigasi laporan mengenai dugaan tindak 30April-4 Mei Polres Ambon 

pidana perzinahan yang terjadi tahun 2008 
scbagairnana lap Polisi No. Pol :LP- 
B/K/Vl/2010 tanggal 8 Juni 2010 

122. lnvestigasi laporan dugaan tindak kekerasan 30April-4 Mei Polsek Sirimau 
tanggal 4 September 2010 di Polsek Sirimau 

123. Investigasi mengenai tindaklanjut laporan 30April-4 Mei Polsek Sirimau 
Polisi No. LP/256/XJ/2011/Maluku/Res 
Maira tanggal 4 Nopember 2011 

bale indah seluas 800 ha. yang dalam � I )l'RD K,1b. Blitar 
penguasaan sekitar 2000 (dua ribu) Orang 

' K,1ntnr l'crtanahan 
warga Desa Ringinrejo, Kee. \Vates, Kab, llht,1r 
Blitar 

� K,•camatan \Vates 

97. lnvestigasi mengenai pelayanan pada SON 9-12 April SDN Kavu Bawang I 
Kayu Bawang I Kabuparcn Banjar, 

Kahm.mt.m Selatan 

98. lnvestigasi mengenai pelayanan pada SDN 9-12 April SDi\; l'unbgul lrang 
Tunggul !rang Ulu Ulu Kabupatcn Banjar, 

Kaliru.uuan Sela tan 

99. Melakukan pengamatan tertutup pclayanan 12April K.1ntor di Dinas 
di Kantor di Dinas Pcrijinan Kab. Bantu! l',·rijin,111 Kab. Bantu! 

100. lnvestigasi Laporan An. Riswan Hutajulu 16/\pril Kantor Kccarnatan 
Medan 13.iru 

- 
101. Melakukan pengamatan tertulup pclayanan 161\pril Kantor Polres Kab. 

SIM di Kantor Polres Kabupatcn Bantu I ll,111tul 

102. Melakukan pengamatan terlutup mcngcnai '16 April Kantor Pcrtanahan 
pelayanan pada Kantor Pertanahan K,1bupatcn Bantu! 
Kabupaten Bantu! 

103. Melakukan pengamatan lcrtutup pclayanan 16/\pril RSUD Kubupatcn 
pada RSUD Kabupaten Bantu! Bantu! 

104. Melakukan pengamatan tertutup pada 16 April S,\ MS,\ T Ka bu paten 
SAMSAT Kabupaten Bantu I Bantu I 

105. Melakukan pengamatan tertutup pada Dinas 17 April Dinos Kcpcndudukan 
Kependudukan dan Catalan sipil Ka bu paten dan Catntan sipil 
Bantu I Kabupntcn Bantu! 

106. lnvestigasi laporan mengenai kasus pupuk 17-19 April Dlnas Pcrtrinian, 
bersubsidi yang dijual bebas diatas HET Porlkanan, Peternakan, 

Pcrkcbu nan, 
Kchutanan dan 
Kctnhanan Pangan 
Kota Kotarnobagu 

107. Melakukan pengamatan tertutup pada 18 April Ru mah Tahanan 
Rumah Tahanan Bantu! Bantu! 

108. Melakukan pengamatan tertutup pada 18 April Kantor lrnigrasi 
Kantor lmigrasi Yogyakarta 

109. Investigasi laporan mengenai pcrrnasalahan 17-2'1 April 1. Pcmcrintah 
ta pal Batas antara Kab Ngada dan Kab Kabupaten Ngada 
Manggarai Timur 2. Pemerintah 

Ka bu paten 
Manauarai 

110. lnvestigasi Laporan An. Sumalia 18 April Kepolisian Resor Binjai 

111. lnvestigasi bersama Tim ORJ Pusat terkait 18-20 April 1. Pemerintah 
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- 
124. lnvcstigasl laporan mcngcnai kebcratan lll,\pnl-1 \I,·, I l\•11h·n1ltt1h "-.ota 

adanya aturan yang turnpang tindih dan \rllh,,11 

tidak selaras antara Kota dan Provinsi Jal,1111 
2 l 'i-mc-r mt.th Prov insi 

hal pengenaan tarif rctribusi clan mava 
\l.iluku 

bcrlaku izin trayek angkutan kola 

- 
125. lnvestigasi laporan mcngcnai rnekanisme 10,\pnl-1 \l.-1 I )1 q,•n 

pcngajuan Pembebasan Bersyaratpada Dirjcn l\·111.b\ .1r.1J.....1t,11,, 

Pemasyarakatan Kcrnentcrian Hukum dan l--,•nll•nkn,111 I lukum 
HAM. d,111 11 \ \ L 

126. lnvestigasi laporan mengenai tinJaklanjut 1-2 \le-, I l',,l,ek C1,,1uk 

penyidikan di Polrcs Metro Tangcrang I ,Hlhl)r,111g 

mengenai tindak pidana pcrnbunuhan y;;mg 2 l',•lr,·, \ktn, 
diduga mclibatkan oknum anggota I .111g,·r.1ng 
Kepolisian dari Polsek Cisauk Tangcrang 

1. Lap perusakan rusunami mclakukan 
pertemuan dcngan Pelapor 

2. Izin layak huni rusunami Modcrnland 

127. lnvestigasi laporan mcngcnai perusakan Jan 1-2 \lc-1 l\·nwn11t,1h K,,t,1 
izin layak huni rusunami I ,mg,•r,1ng 

128. lnvestigasi laporan mcngcnai keberatan aias 1-1 \k·i l\1ld., 1,1\\',1 I'irnur 

pengcnaan status tcrsangka kepada Pclapor 
mengingat pcrkara yang disangkakan adalah 
perkara perdata yang saat ini scdang dalam 
pcrsidangan di Pengadilan Ncgcri Surabaya 
No. 924/Pdt.G/2011/PN.Sby 

129. lnvestigasi laporan mengcnai perrnohonan 1--1 \ki I I t.·n1bl1M,1 

Pernbcbasan Bersarat yang diajukan scorang I 'c-rn.i ..... var.ik.u.in 
napi di Lapas Probolinggo yang belurn l'n,bPlinggo 
diproses walaupun telah mernbayar uang 
beberapa kali kepada pctugas Lapas 

130. lnvestigasi Iaporan mengcnai alas 1--1 Mei I'olrc-. Banyuw,1ngi 
penanganan Lap Pol No. Pol 

I 
:STTL/421/IX/2005/POLRES, No. Pol: 
STPL/90/IX/2005/Polsck, No. Pol : 
STPL/03/1/2007 /Polsck yang tidak 
mernperolch pelayanan secara profcsional I --- 

1 
131. lnvestigasi laporan PT Multi Artistika Citra 1--1 Mei Kantor Pclavanan 

terkait perrnasalahan pcrmohonan ijin l'erijinan Kabupatcn 
pemasangan Reklame Banclo Jalan di Kantor Banvuwang! 
Pclayanan Perijinan Pcmda Kabupatcn 
Banyuwangi 

132. lnvestigasi terkait permasalahan laporan 4 Mei Pcmcrint.ih Kabupaten 
masyarakat B,rntul 

- 

133. Menerima kcluhan warga masyarakat (urnat 5-6Mei Pcmcrj ntah Kabupatcn 
Paroki Gereja katolik Sukabumi) tentang Sukabu mi 
pcnegakan hukum clan pemerintahan di 
wilayah Sukabumi 
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13-1. lnvcstigasi mcngcnai pclayanan di Rumah 7-S Mei RSUD Parnbalah 
Sakit Umum Dacrah Pambalah Batung Batung Amuntai 
Amuntai 

135. lnvcstigasi Laporan masvarakat 7 Mei Unit Pernasaran PT. 
Pertamina Persero 

136. l nvcst igasi laporan masvarakat 7 Mei Markas Besar 
Kepolisian Daerah 
Sumatera Utara 

137. lnvcstigasi laporan masyarakat 8-11 Mei 1. Mapolres Nias 
Sela tan 

2. Polsek Lahusa 

138. lnvcsrigasi lapornnj' pengaduan mcngenai 10-12 Mei Badan Pengusaha 

I. Pcrrnasalnhan tum pang tindih lahan di 
Bat-am 

wilavah Batu Ampar 

2. Pcrmasalahan pengernbangan dan 
pcrnbangunan infrastruktur di kawasan 
sub wilayah pcngembangan Tanjung 
Uma Batarn 

139. lnvcstigasi kasus plasma pcrkebunan kelapa 1-1-17 Mei Pernerintah Kabupaten 
sawit PT SPO Agro Resources Muko-rnuko 

1-10. lnvestigasi kasus terkait belum 1-1-17 Mei 1. Pemerintah 
di laksanakannya Putusan Pengadilan yang Kabupaten Selurna 
tclah bcrkckuatan hukum tetap. 2. Pengadilan TUN 

Bengkulu 

141. Melakukan pengamiltiln tertutup pada RSUD 21 Mei RSUD Wonosari 
Wonosari 

142. lnvcstigasi tcrkait pcmbangunm1 undc1-p.,ss 22 )\fcj Bupati Sukoharjo 
makam hilji pada lintas scktoral 

143. Kunjungan dalam rangka pengumpu\c1\\ h�� Z2 fYlei Bupati Sukohatjo 

dal'i Pelapor terkait pcrmas.il.1h.m 
pcmbangunan underpass m.1k.1m haii \ 

144. lnvcstigasi beberapa laporan masyar.1k.11 22-25 1e1 I\. }:'emerimall 

Kabuµa\e\\ 
T.ipJnuli Tcrl,Sah 

2. Pemer'mti\h Kot.1 
Sibolg.1 

3. Kejaksmm Negeri 
Sibolga 

145. Kunjungan ke Kantor Desa makam haji 23Mei Bupati Sukohatjo 
dalam rangka pengumpulan data terkait 
permasalahan pembangunan underpass 

146. Kunjungan ke Dishubkominfo dalam rangka 23Mei Bupati Sukoharjo 
pengumpulan data terkait permasalahan 
pembangunan underpass 
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147. Kunjungan ke DPRD Kabupaten Sukoharjo 2-1 Mei l Bupati Sukoharjo 
dalam rangka pengumpulan data terkait 
permasalahan pembangunan underpass 

148. lnvestigasi laporan mengenai terhambatnya 23 - 26 fl.lei Dinas Pcndidikan 

penyaluran tunjangan sertifikasi guru. Pcrnuda d.111 Olahraga 
Kabupatcn Bolaang 
fl. longondow Utara 

149. Kunjungan ke Kabag 1-lukum Kota Surakarta 2.J Mei 13PN Surakarta 
dalarn rangka pengumpulan data tcrkait 
Benteng Vastenburg yang merupakan aset 
TN! AD sehingga Pemerintah Kola Surakarta 
tidak mempunyai hak kepemilikan dan 
pengelolaan 

150. Kunjungan ke Pelapor dalam rangka 2.J Mei BPN Surakarta 
pengumpulan data terkait 13enteng 
Vastenburg yang merupakan asct TN! AD 
sehingga Pemerintah Kota Surakarta tidak 
mempunyai hak kepemilikan dan 
pengelolaan 

151. Kunjungan ke Dinas Pariwisata dalam 25 Mei BPN Surakarta 
rangka pengumpulan data terkait Benteng 
Vastenburg yang merupakan aset TN! AD 

sehingga Pemerintah Kola Surakarta tidak 
mempunyai hak kepemilikan dan 
pengelolaan 

152. lnvestigasi laporan masyarakat tentang 31 Mei Kanwil Kcmcnterian 

penyimpangan dalam mutasi jabatan oleh Agama Provinsi NTT 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT. 

153. Jnvestigasi mengenai laporan/ pengaduan 4-8 Juni 1. Kanwil BPN 
masyarakat. dengan melakukan pertemuan Pontianak 
dengan Pelapor, jajaran Kanwil BPN Kalbar, 2. Kejaksaan Tinggi 
Poltekes Pontianak, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kalimantan Barnt 
Pengadilan Tinggi Kalbar, Lapas Pontianak 

3. Pcngadilan Tinggi dan Kanwil Kemenkumham 
Kalimantan Baral 

4. Lcmbaga 
Pcrnasynrakatan, 
Kanwil 
Kementerian 
Hukum dan HAM 
Provinsi 
Kalimantan Barnt 

154. lnvestigasi Laporan an. Jeffry R.H. 11 [uni Kantor Dinas Tata 
Matulesya, Ruang Dan Tata 

Bangunan Pemerintah 
Kota Medan 

155. lnvestigasi Laporan An. Budi Darma Siregar, 12-14 )uni Direktorat Reserse 
SE. Dan Kriminal Umurn 

Kepolisian Daerah 
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156. 
I 

lm·.:',-tig,hi lap rncngenai pcnvclcsalan 12-15 )uni 1. Kantor Pertanahan 
,-,•rtifikat Kota Malang 

2. Kanwil BPN 
I Provinsi Jawa Timur 
I 

157. Invcst igasi lap rnengcnai adanvo pungutan 12-15 [uni Pernerintah Kota 
liar tcrhadap tunjangan profesi pendidik di Surabaya 
Kee Sirnokcrto Kntil Surabava 

158. lnvcsrigas! lap mengenai adanya pungutan 12-15 Juni Pemerintah Kota 
liar tcrhadap gaji tcnaga honorer Pemkot Surabaya 
Surabaya 

159. lnvcstig.is. lap mcngcnai bclurn 12-15 [uni 1. Kantor Pertanahan 
dilnksannkannya putusan kasasi Mahkamah Ka bu paten 
/\gung RI Nomor 259 K/PDT /2008 tanggal Bojonegoro 
17 September 2008 olch Kantor Pcrtanahan 2. Kanwil BPN 
Kab Bojoncgoro Provinsi [awa Timur 

160. lnvcst igasi sistcmik atas dugaan 12-16 Juni 1. Polda Jawa Timur 
rnalad minist rasi dalam proses pcngcmbalian 2. Polres Kola 
dan pcnycrahan bcrkas perkara dari 

Surabaya 
Kejaksaan kc Kepolisian yang berulang- 
ulang. 3. Kejaksaan Negeri 

Gresik 

-!. Polres Gresik. 

161. lnvestigasi lapornn mengenai terhambatnya 1.J -16 Juni Dinas Pendidikan 
penyaluran tunjangan scrtifikasi guru. Dinas Pernuda dan Olah.raga 
Pendidikan Pcmuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang 
Ka bu paten Bolaang Mongondow Utara Mongondow Utara 

162. lnvcstigasi sisternik atas dugaan 12-l<,Juni 1. Polda Sulawesi 
runladruinistrasi daiam proses pcngernbalian Scl.itan 
dan pcnvcrahan berkas perknr,i d.iri 

2. Polres Kata 
Kejaksaan ke Kcpolisian yang berulang- i\f.1!...1,;._,1r 
ulang. 

3. Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Selatan 

t \(�j\\ksaan Nrgeri 
}. \ata�"-<,r 

5. Kejoksaan Negeri 
Gow a 

6. Polres Gowa. 

163. Investigasi laporan tcntang pelayanan RSUD 13-18 Juni RSUD Lewoleba 
Lewoleba, Kabu paten Lembata. 

164. lnvestigasi beberapa laporan terkait kinerja 18 [uni ltwasda Kepolisian 
di Jajaran Kcpolisian Daerah Sumatera Utara Daerah Sumatera 

Utara 

165. lnvestigasi Beberapa Laporan di [ajaran 19 Juni Kepolisian Resor Kata 
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179. lm·<·�tig.1,-i laporan ad.111ya konflik 26 Juni Kejaksaan Negeri 
kcpcnting.m olch Kcpala Kejaksaan Negeri Ku pang 
Kup,1ng �ehingg,1 rucnimbulkan pcrlakuan 
y.mg t id.ik .1dil dalarn pernbuatan rcncana 
turuut.m l,.,;15us pidana 

180. lnvcsugas: l.iporan pcncrimaan tunjangan 26 [uni Dinas PPO Kora 
scrt ifikasi guru bagi guru yang tidak Ku pang 
rncmcnuhi j,1111 rnengajar. 

181. lnvL'stig.isi laporan mnsyarakat terkait 27-30 Juni 1. Kantor Kecarnatan 
perrnohonan surat riwavat tanah di Desa Pacet Mojokerto 
Sajen, Kee Pacct. Kab. Mojokerto 2. Polres Malang 

182. lnvcsrig.is! laporan rnasyarakat atas 27-30 Juni Badan Pelayanan 
pclav.man IMB dan HO di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 
Pcrijinan T crpadu Kota 1\ l.il,111g Kota Malang 

183. Mclakukan lnvcstignsi terkait perrnasalahan 2Juli Bupati Sleman 
Tower milik PT XL Aviata Tbk ke Dcsa 
Tridadi Sloman 

18--1. lnvestigesi PPDB keSC\IA Negeri 12 .J Juli Dinas Pendidikan 
Bilndung Kola Bandung 

185. lnvcstigasi laporan dugaan adanya 5 Juli Poltabes Banjarmasin 
pcnundaan bcrlarut iorhadap pembuatan Kelurahan Sungai 
Surat Kcputusan Lurah tentang pengesahan Andai 
Kctua RT. 38 Kolurahan Sungai Andai yang 
baru lerpilih. 

186. Mclakukan pengilmatan lertutup proses 5 Juli Kepala Dinas 
PPDB (Penerima.in Pcserta Didik Baru) di Pendidikan Kola Jogja 
Kola Yogyakarta dan Kab. Sleman Dikpora Kab Sleman 

187. Jnvestigasi Laporan an. Rico Panggabcan dan 6Juli Dinas Tata Ruang Dan 

Jeffry RH Matulcsya Tata Bangunan 
Pemerintah Kota 
Medan 

188. Monitoring Pclayanan Publik di Kabupaten 10-13Juli RSUD, Discapil dan 
Sarnsat Kabupaten 

J\cch Timur Aceh Timur 

- 
J I 11 vest igasi La por,111 ,\11. Ri�\\'t\\\ \ (\\(,,\(t/ll 

J6Juli lnspektorat 

789. remerill,tah Kata 

'tt�\ 
190. lnvestigasi l;ipor,111 tcrkait kasus pertanahan 16-19 Juli BPN Kab Tabalong 

di BPN Kab Tabalong 

191. lnvcstigasi PPDB ke SMA Negeri 2 Cim.ihi 17 Juli Dinas Pendidikan 

192. lnvestigasi PPDB ke Dinas Pendidikan Kota ·19 Juli Dinas Pendidikan 
Bandung Kata Bandung 

193. lnvestigasi lapornn dugailn penyillahgunaan 22-25 Juli Sekretaris Desa Kasiau 
wewen.ing y.ing dilakukan oleh Sekretaris Kabupaten Tanjung, 
Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kalimantan Selatan 
Kabupaten Tabalong y.ing menerbitkan surat 

Kepolisian Resor Kola Medan 

I 
i\kd,m 

- 
166. lnvestigasi laporan terkait permasalahan di 26 Juni Kantor Kcjaksaan 

Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan 

I 
:'\!q.;L•ri ,\kdan 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan 

167. !nvestigasi Penelitian Sistemik mengenai 27 Juni 1. Kantor Kejaksaan 
Berkas Pl 9 pada Kejaksaan Dan Kepolisian ringgi Su matera 

Ut,1r,1 

2. Kepolisian Dacrah 
Surnatcra Utara 

168. !nvestigasi laporan mengenai tcrhambatnya 27 - 30 Juni Dina-, Pendtdtkan 

penyaluran tunjangan sertifikasi guru. Dinas Pcmuda dan Olahraga 
Pcndidikan Pemuda dan Olahraga Kabup.ucn Bol.iang 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Mongondovv Utara 

169. lnvestigasi Penelitian Sistemik mengenai 28 Juni I. Kciaksaan Ncgcri 
Berkas P19 pada Kcjaksaan Dan Kcpolisian Lubuk Pakarn 

2. Kcpolisian Reser 

- - 
Deli Serdaru; 

170. lnvestigasi Penelitian Sistemik mcngcnai 29 Juni 3. l'cradi Surnntera 
Berkas P19 pada Kejaksaan Dan Kcpolisian Ut a ra 

--!. l.cmbaga Bantuan 
I Iukurn Medan 

171. lnvestigasi terkait tindakan SP3 olch Pol res 25 Juni Polres Kupang 
Kupang terhadap laporan polisi dalam kasus 

penyerobotan dan pengrusakan. 

172. Investigasi terkait laporan permasalahan 25 Juni Bupati Rote Ndao 
pemberhentian PNS an. Yonathan Kaituka 
oleh Bupati Rote Ndao. 

173. Jnvestigasi laporan tentang pelayanan RSUD 25-28 Juni l<SUD Soc 
Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

174. Jnvestigasi mengenai pelayanan pada RSUD 25-28 [uni RSUD H Bocjasin 
H. Boejasin Pelaihari Pclaihari. Kabupaten 

Tanah Laut, 
Kalimantan Sclatan 

175. lnvestigasi mengenai pelayanan pada 25-28 Juni Badan Pclayanan 
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Perijinan Terpadu 

Kabupaten Tanah Laut 

176. lnvestigasi mengenai pelayanan pada Dinas 25-28 [uni Dinas Kepcndudukan 
Kependudukan dan Catalan Sipil dan Cata tan Sipil 

Kabupatcn Tanah Laut 

177. Jnvestigasi mengenai pelayanan pada 25-28 Juni Pcrusahaan D.ierah 
Perusahaan Daerah Air Minum Air Minum Kabupaten 

Tanah Laut 

178. lnvestigasi laporan mengenai kasus 26 Juni Biro Kepegawaian 
kepegawaian Sdr. Martinho Pinto warga Eks Provinsi NTT 
Timtim yang tidak diakui status PNS nya 
oleh Badan Kepegawaian Negara. 

162 I Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman Republik Indonesia I 163 



LAPORAN TAHUNAN 

pernyataan penguasaan fisik tanah No. Reg.: 
062/SKT /DK/X/2007 tanggal 25 Juli 2007 
dan surat pernyataan penguasaan fisik tanah 
No. Reg: 176/SKTDK/XI/2008 tanggal 17 
Nopember 2008. 

194. lnvestigasi dengan melakukan pengumpulan 2-! Juli Kcpala Dinas 
data, permintaan dokumen yang relevan Pcndidikan Kab. 
dan penjelasan langsung terkait setifikasi Cu nu ngk id ul 

guru dan mutasi guru alas narna pelapor 
Kusrini Guru SMA N 1 Wonosari 

195. lnvestigasi laporan masyarakat mcngcnai 27 Juli Perncr intah Kora 
tidak diberikannya pelayanan oleh Carnal Bandung 
Andir dan Carnal Astana ya 

196. lnvestigasi persoalan penyampaian Vonis 27 Juli Lcmbaga 
dari Pengadilan Pcrnasyarakatan Anak 

Klas I Ii\ Medan dan 
l.crnbago 
Pcrnasvarakatan 
Wanita Klas II i\ 
Medan 

197. lnvestigasi dugaan penyalahgunaan 31 Juli DPl�D Kola Bandung 
wewenang oleh anggota DPRD Kota 
Bandung 

198. lnvestigasi kasus SM K Fahd Islamic School 1-4 Agustus SMK Fahd Islamic 
School 

199. lnvestigasi Laporan Lanjutan an. Riswan 7 Agustus lnspcktorat 
Hutajulu Pemcrintah Kola 

Medan 

200. lnvestigasi laporan mengenai dugaan 7-10 Agustus Pcmcrint ah Kabupatcn 
perampasan lahan hibah oleh Bupati Sukabumi 
Sukabumi 

201. lnvestigasi Laporan an. Edison Pasaribu 8 Agustus Dinas Pendidikan 
Nasional Pcrncrintah 
Kola Medan 

202. lnvestigasi laporan dugaan pcmanfaatan 2-5 September Dinas Pcrkcbunan 
tanah warga oleh Dinas Perkebunan, Kabupatcn Lornbok 
Kabupaten Lombok Tcngah Tcngah 

203. Investigasi laporan mengenai belum 2-5 September Pcrnda Kab Lombok 
diangkatnya Pelapor sebagai CPNS sesuai Tengah 
dengan yang tertera dalam Nota 
Kesepahaman (MoU) dengan Pernda Kab 
Lombok Tengah 

204. lnvestigasi laporan warga Desa Badrain 2-5 September 
mengenai dugaan penyalahgunaan 
wewenang oleh Kepala Desa Badrain atas 

pelaksanaan Proyek Operasi Nasional 
Agraria (PRONA) tahun 2011 

205. lnvestigasi laporan tentang belum adanya 2-5 September BP3TKI 

penyelesaian permasalahan TKI 
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206. ln\'L'Stiga...:;i l.rpor.m ... t,n Posko Pernant.iu 2-6 September BPt 
Pcradilan d.m Pcng.1du,m 1\la�y.iral,..at (P3'.\1) 
ata,- naru.i w,1rg.1 Dc�.1 Badrain terkait 

pclaks.maan progr,1111 Provck Opcrasional 
Nasional ,\gr.iri,1 (PRON,\) tahun 2011 

207. ln\'��tiga=-,i lapor.in mengcnai bclurn adanva 2-6 September Dinas Tenaga Kerja 
pcnvclcsai.m pcrrnas.rlahan TKI a.n Ida 
I lartini Binti Bal,..ri S,1111iun 

208. lnve=-,tig,,si lapor.in dug,1.,n �1d,1ny,1 5-S September 1. DPRDTuban 

pcnundaan bcrlarut pn,�c,; P,\\V .mggotn 2. Dinas Pendidikan 
Ol>RD K,1b Tub.in pcriode 2Ll09-201-I dari Mojokerto 
PPP Tu ban 

3. MANSooko 
Mojokerto 

209. lnvcsttgasi dcngan rnclakukan pcngumpulan ·11 September POLDA DTY 
data dan pcnjclasan tcrkait laporan LKIS kc 
Polda DIY yang sarnpai saat ini bclum ada 
pcrkcrnbangnnva 

210. lnvcstigasi tcrkait pcugadann seragam 11-1.J September Dinas Pendidikan 
sckolah d iluar kcwajaran atas lap. LS1\1 Kota Semarang 
KP2KKN Scm.irang 

211. luvcstigasi laporan mcngcnai tindaklanjut 18-21 September Kepolisian Daerah 

laporan masyarakat tcrkait pclayanan Sumate.ra Utara 
Kcpolisian Dacrah Sumatera Utara . 

212. lnvcsttgasi laporan terkait penvclesaian 18-21 September Kanwil BPN Sumatera 

pcrmasalahan pcrtanahan olch BPN Utara 
Su matera Utara 

213. lnvcst igasi dugan penyirnpangan dalam 18-2·1 September Dinas Pendidikan 
pcngadaan scragam sckolah diluar atas lap. Kabupaten Klate.n 
FORUMJ PEPAK (Forum Masyarakat Pcduli 
Pendidikan Katen) 

214. lnvcstigasi laporan tcrkait pennngunun 19-22 September 1. Kantor Deso 

perkara pidana pcmburiuhan oleh Poire Lobang Dayah 

Surnenep \>:1,,'b\.u\a,, 
2. Kantor Desa 

Karpoteh 
B..u�,.-kalan 

3. Dinas Pendidik,rn 
dan Kebudayaan 
Parnekasan 

-l. Poire Sumenep 

215. lnvcstigasi laporan rnasyarakat terkait 26-27 September 

pcnyclesaian ganti rugi tanah Llu\o\\\ 
pembangunan jalan tol Surabaya-x t.,1.-.ng 
sesuai Surat Keputusan Walikota Suarabaya 
Nomor: 188.45/122/ 436.1.2/200-l tanggal 25 
Mei 2004 

216. lnvestigasi laporan warga Desa Rayrnunde, 3-7 September Polsek Sabu Baral 
Ku pang mengenai dugaan penyalahgunaan Polsek Sabu Timur 
wewenang oleh anucota Polsek Sabu Barat 
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dan Sabu Timur terhadap 17 orang warga 
Desa Raymude yang ditahan dengan 
tuduhan pembunuhan anggota polisi. 

217. lnvestigasi laporan terkait permasalahan 1 Oktober Kantor Pcrtnnahan 
pertanahan Kota Medan 

218. Investigas laporan mengenai Tanjung Uma 1-3 Oktobcr BP Batarn 
dengan melakukan pertemuan dengan : 

BP Batam dan PT Ekamas Mandiri Perkasa 

Kepala Perwakilan dan Asisten Ombudsman 
RI Provinsi Kepulauan Riau 

219. Investigasi laporan dugaan tidak 3 Oktobcr 1. Dirias Pcndidikan 
dibayarkannya bantuan Gubernur kepada Kab, Bandung Baral 
guru-guru di Kab. Bandung Baral 2. DPPKAD Kab. 

Bandung Baral 

220. Investigasi laporan mengenai perrnasalahan 3-5 Oktobcr Kantor Bupati Langkat 
pertanahan di Kabupatcn Langkat 

221. lnvestigasi laporan dugaan diskriminasi 3-6 Oktober 1. Kantor Badan 
pelayanan perizinan Bilboard di perempatan Pclayanan 
Jalan Kebon Rojo Selatan Kantor Dinas Pcrizinan [ornbang 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jombang 2. Kantor Pcrtanahan 
yang dilaporakan oleh CV One Advertising [ornbang 

3. Dinas Pcndidikan 
Mojokcrto 

-1. Kclurahan 
Kranggan 
Mojokcrto 

222. lnvestigasi laporan dugaan maladministrasi 7-10 Oktober 1. Pcmcrintah Kab 
terkait pembongkaran Billboard PT Multi Situbondo 
Artistika di Pernerintah Kab Situbondo 2. Kantor Pcrtanahan 

Kab Bondowoso 

223. lnvestigasi laporan dugaan adanya Pungutan 10 Oktober Pemcrintah Kabupaten 
E-KTP di Kee. Sodonghilir Kab. Tasikrnalaya Tasikmalaya 

224. lnvestigasi laporan tentang dugaan tidak 12 Oktober Kepolisian Rcsor Kota 
memberikan pelayanan Tasikmalaya 

225. lnvestigasi ke BPN Kota Bekasi, BPN Kab 15-16 Oktobcr Kantor Pcrtanahan 
Bekasi dan Carnal Pondok Melati terkait Kab Bckasi 
laporan mengenai : Kantor Pertanahan . Belum adanya tindaklanjut permohonan Kola Bekasi 

pengukuran ulang alas tanah Pelapor Camat Pondok Melati 
dengan SHM No. 139/1972 . Pelayanan Kantor Pertanahan Kab Bckasi 
dalam proses pendaftaran hak alas tanah 
yang belum rnemperoleh pcnyelesaian 

• Pembongkaran pagar pembatas oleh 
petugas Kee Pondok Melati 

226. Jnvestigasi Iaporan masyarakat terkait 16-19 Oktober Setda Kab.Sumedang 
pembebasan tanah di Os Ciherang dalam 
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pcmbangun.m J.1!.111 Toi Ci-urndawu 

227. lnvL•,tig,,._j d.1!,1111 r,mgl...1 mcniud aklanjut i 17-19 Oktober Kcpolisian Daerah 
laporan n1L•ngL•nai duga.m nndakan Sulawesi Utara 
scwen,1ng-\\·L·n.1ng pcnvid ik Polda Sul.1wc,;i 
Ut,1r,1 lL•rl..,1il l..rimin,1!i,.,1,-i tcrhadap Pclapor 

228. lnve,;tig,bi d,1lam r.rngl..a mcnindaklanjuti 17-19 Oktober Kepolisian Daerah 
lapur.m rncngcrrai dug.ian kctidnkccrrnatnu Sulawesi Utara 

pcnvid ik l\1kl,1 Sul.iwc-t Utara dalam 
mcnangani laporan Pol isi ornor : 

LP/392/IX/2011 Pol res Minsc] tanggal 7 
September 2tl t 1 d.in Lapor.m Polisi Nomor: 
LI' /22!-l/ iv /2012/SULUT / PKT t,1nggal 21 
April 2012 yang mengakibatl..an ditahannya 
anak Pclo por ,aeb.1g.1i tcrsangka 

229. lnvcsrigasi dalarn r,rngk.1 rncnindaklanjuti 17-19 Oktober PT PLN Wilayah 
laporan mengenai Pcrnbangunan SUTI,1rdu Suluttenggo 
Jnduk PLN di De,-J Paniki Alas yang diduga 
bclurn mcmiliki pcnzinan dan mcnvalahi 
proscdur 

230. lnvcstigasi dalarn rangkn menindaklanjuti 17-19 Oktober Pengadilan Negeri 
lapornn rncngcnai pcnundaan pclaksanaan Manado 
cksckusi olch Pcng.idilan Ncgcri Manado. 

231. lnvcstigasi laporan mcngcnai adanya 18-20 Oktober Pemerintah Kabupaten 
intimidasi dari Lu rah bcscrta jajarannya Pandeglang 
lerkait permnsalahan program pengaliran air 
bcrsih yang mengakibatkan konflik 
horizontal di Dcsa Tegalwangi, Kee Menes, 
Kab Pandcglang 

232. lnvcstigasi bcbcrapa laporan terkait 290ktober Inspektorat 
permasalahan kinerja Kepolisian Daerah Pengawasan Urnum 
Su matcra Utara Kcpolisian Daerah 

'unMn'r,1 U1.1r.1 

233. lnvcsfigasi lapornn rncngcnai perrnasalahan 310ktober-1 I. Kantor 

pcrijinan November Lingkungan Hidup 
Kora Tanjung 
Balai, 

2. Kantor Dinas 
Perijinan Terpadu 
Kota Tanjung Balai 

234. Invcstigasi laporan mengem1i tidnk diberikan 30 Oktober-2 Dinas Kependudukan 

November dnn Catatan Sipil 
pelayanan pernbuatan c-KTP kep.ic\,\ W,\l\',i\ 

Kabupaten Kuningan 
Ahmadiyah di Kee. Jalaksana 

235. lnvcstigasi kc Kantor Pcrtanahun Kola Bekasi .\-5 November Kan\Dl 'y�'t\��\ 
dnlam rangka menindaklanjuti laporan Kota Bcbsi 

236. Jnvestigasi laporan mengcnai dugaan tidak 7 November 
diberikannya bantuan gempa oleh Kee. 
Kiaracondong 

237. lnvestigasi Sistemik Review bersama 7 November �- BKN Kanreg Ill 
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Ombudsman RI Pusat mengenai Ja\\';i Barnt 

penerimaan CPNS Q. BKD Prov. [awa 
Baral 

r-. Dinas Pend idikan 
Kota Bandung 

238. lnvestigasi laporan mengenai adanya 7-10 November Dinos Pcnclid ikan Kab 
pungutan biaya sebesar Rp. 350.000,- untuk l\lnjokL'rtn 
les tambahan di luar jam pelajaran 

239. lnvestigasi laporan mengenai tidak 7-10 November Kantor Pertnnahnn 
diberikannya salinan Letter C. surat Kab K c diri 

keterangan waris dan riwayat tanah di JI 
PUD Desa Pake I Rt 001 /01 Kee Pake I Kab 
Tulungagung 

- 
240. lnvestigasi sistemik terhadap status dan n-15 November Pcmr-rintah Kota 

eksistensi pegawai honorer Matararn 

Pcmcrintnh Kabupaten 
Lornbok Tcngah 

241. Investigasi sistemik terhadap status dan 11-15 November Porncrintah Kola Tegal 
eksistensi pegawai honorer Pcrncrintah Kabupaten 

Brebes 

242. Investigasi mengenai penanganan perkara 11-14 November I. Kcpolisian Rcsor 
Pidana No. Pol :LP/62/111/2012/Jatim/Res Bnnvuwangi 
Banyuwangi 2. Pengadilan Ncgcri 

Banvuwangi 

243. lnvestigasi Ianjutan mengenai laporan 12-1-1 November I. Kantor Pcrtannhan 
permasalahan pertanahan di Kabupaten Kabupaten Langkat 
Langkat 12. Kantor Bupati 

Kabupatcn Langkat 

244. Investigasi dalarn rangka tindaklanjut 12-·1-1 November K.:111tor Pcrtanahan 
laporan PPAT Ekoyanto Rusbiakto, SH Kabupaten Batang 
terkait adanya persyaratan verifikasi dalam 
proses pendaftaran peralihan hak alas tanah 
di Kantor Pertanahan Kab Batang. 

245. Investigasi permasalahan PDAM Tirta Musi 12-14 November PDAM Tirta Musi 
dan laporan tentang APL Palembang, Sumatera 

Sela tan 

246. lnvestigasi laporan mengenai: 19-23 November Pcmerintah Kabupaten 

Penundaan berlarut dalam proses Lampung Timur 

permohonan hak milik atas tanah 

Belum diberikannya ganti rugi terkait 
pembangunan jalan dan jembatan Provinsi 
Lampung yang terletak di Desa Pasir Sakti, 
Desa Mulyosari dan Desa bandar Negeri Kab 
Lampung Timur 

247. lnvestigasi laporan dugaan tidak diberikan 20-23 November 1. Pengadilan Agama 
pelayanan oleh Polres Ciamis tentang akta Kab. Ciamis 
eerai palsu 2. Pol res Ciamis 
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2-18. lm·L·,-tig,1,i duga,111 pcnyimpang,111 prosedur 19-23 lovember Kepolisian Daerah 
dan rd.ay,isa ,\nggot,1 Polda Kcpulauan Kepulauan Riau 
Riau tcrhad.ip hasil l.rboratorluru kriminal 
Np: -ll):lh/DTF/X/2009 tanggal 15 Dcscrnber 
2009 

2-19. ln\'cstiga�i dalarn r.:1ngka rncnindaklanjuti 26-28 November 
laporan yang bclum mernpcrolch 
pcnyclcsaian 

250. lnvcsttgasi tcrkait perrnasalahan kebcratan 26-29 November 1. Kantor Pertanahan 
aras pcrmohon.m sertif ikat Hak Cuna Usaha Kabupaten Gowa 
a.n PTP1 XIV. 2. Kantor Wilayah 

BPN Provinsi 
Sulawesi Selatan 

251. lnvcstigns: lapornn pcngaduan pclanggaran 26-29 November 1. Rektor Universitas 

yang d ilaku kan olch Dasen Univcrsitas Brawijaya 
Brawijavn �'ang belurn ditindaklanjuti 2. Pengadilan Negeri 

Ma Jang 

252. lnvcsrigas! laporan Komite Pcrnuda Peduli 26-30 November Pemerintah Provinsi 
Lingkungan rncngcnai kcbcratan atas Ban ten 
pcnanganan laporan pcneemaran lingkungan 
di pcrrnukaan laut sekitar PT Unggul lndah 
Cahava Tbk 

253. lnvcstigasi laporan mengcnai kinerja aparat 26-30 November Kepolisian Reser 
Kcpolisian Rcsor (Pol res) Serang dalarn Serang 
mcnindaklanjuti Laporan Polisi No. Pol: 
LP/ 8/697 / IX/2011 /SPK 

25-1. lnvcstigasi laporan Forum Komunikasi 26-30 November Pemerintah Provinsi 
Tenaga Honorer Kategori I mengenai belum Ban ten 
adanya kcpast inn pcngangk.u.m tL\n,,g.1 
honorer katcgori l mcnjadi CPNS/PNS 

255. lnvestigasi laporan adany.1 pcrmint.1an u:rng 26-30 Noveml:ier Kantor Pertan.ih . .111 

dalarn proses pernbuatan sertifikat t,m,1h Ka bu paten 
mclalui program PRONA BPN (Kantor P.md ... 'l'<l.u1g 
Pertanahan Kabupaten Pandeglang) 

256. lnvestigasi dalam rangka mcnindaklanjuti 26-30 November PDAM Situbondo 

laporan: Pemerintah Kabupaten . Dugaan malaclministrasi dalam proses Sumenep 

scleksi Oireksi PDAM Situbondo . Dugaan tindak pidana korupsi beras 
miskin di Kee Sa pa ken, kabupatcn 
Sumenep 

257. Investigasi tertutup terkait pelayanan 27 November Dinas Kependudukan 
pcmbuatan Akte Kclahiran pada Dinas dan Peneatatan Sipil 
Kepcndudukan dan Pencatalan Sipil Kota Kota Banjarmasin 
Banjarmasin 

258. Investigasi dugaan penyimpangan prosedur 27&29 November PT. KAI DAOP II 
oleh PT. KAI DAOP II Bandung atas Bandung 
kenaikan tarif dan penghapusan jadwal 
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keberangkatan KRD Patas 

259. lnvestigasi dugaan penyimpangan prosedur 28 November Dinas Pendidikan 
dalam penerbitan buku milik Sdr. Andi Provinsi jawa Barat 
Pal mini 

260. lnvestigasi dugaan penyimpangan prosedur 4-7 Desember 1. Din as 
revitalisasi proyek percontohan pasar PerindagKab. 
tradisional menjadi pasar rakyat Cirebon 

2. Polsek Weru 

261. lnvestigasi laporan masyarakat 5 Desember Pernerintah Kabupaten 
Tabanan 

262. Investigasi laporan mengenai belum 7-8 Desember Pernerintah Kabupaten 
dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Bekasi 
Usaha Negara yang telah berkekuatan 
hukum tetap mengenai penerbitan ijin 
Mendirikan Bangunan HKBP Filadelfia oleh 
Bupati Bekasi, dengan melakukan : 

• Pengamatan tertutup untuk mengetahui 
kondisi sosial masyarakat terkait 
keberadaan HKBP Filadelfia . Pertemuan dengan Pelapor, 
warga/masyarakat, instansi terkait 
keberadaan HKBP Filadelfia dan solusi 
penyelesaiannya 

263. Investigasi dalam rangka menindaklanjuti 8 Desember 
laporan mengenai permohonan dukungan 
perpanjangan sewa lahan seluas 2 HA milik 
Pusat Penelitian Bioteknologi UPI 

264. lnvestigasi terkait belum ditindaklanjuti 10-13 Desember h. Pemerintah Kab 
laporan Pidana di Polres Parnekasan No. Sampang 
TBL/304/VII/2012/Jatim/Res PMK 12. Kepolisian Resor 

Parnekasan 

265. investigasi laporan mengenai dugaan 10-14 Desember Kantor Pertanahan 
maladministrasi dalam pengukuran tanah Kota Ambon 
masyarakat yang dilakukan oleh jajaran 
Kantor Pertanahan Kota Ambon 

266. Investigasi kinerja Penyidik Kepolisian dan 10-15 Desember Kepolisian Daerah 
penangananlaporan Riau 

267. Investigasi dugaan penundaan berlarut atas 10-15 Desember Kantor Wilayah BPN 
permohonan mutasi sertifikat tanah dan Provinsi Riau 
status lahan Hak Pakai No. 909 Tahun 1988 
dan/ atau Hak Pakai No. 907 /1988 di Selat 
Panjang Kab Meranti 

268. lnvestigasi sengketa lahan masyarakat Desa 10-15 Desember Pengadilan Tinggi 
Titi Akar dengan PT Marita Makmur Jaya Pekanbaru 

269. Investigasi kasus sengketa lahan masyarakat 10-15 Desember 
Desa Danau Lancang dengan PT Riau Karya 
Agung Abadi (RAKA) 
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·--- ----- 

270. Investigasi st.•ngkt.•l,l lahan rnasyarakat 10-15 Desember Direksi PrPN V 
Sinamanvnck dengan PTPN V. (Persero) 

Dinas Kehutanan 
Provinsi Riau 

271. Invcstigasi terkuit permasalahan ijin 10-15 Desember Pemerintah Provinsi 
operasional sekolah swasta Assisi. Riau 

-- . -···- -· -- - ·· ----- 

272. lnvcstigasi dugaan maladrninistrasi berupa 10-15 Desember Kementerian Hukum 
penundaan berlarut dan pengabaian danHAM 
kewajiban hukurn oleh Majelis Pengawas 
Wilavah Notaris Provinsi Riau 

-·-- 

273. lnvcstigasi laporan dugaan adanya 11 Desember KPP Purwakarta 
pungutan liar oleh KPP Purwakarta 

274. lnvcstigasi laporan dugaan penyalahgunaan 12 Desember Dinas Kebersihan dan 
wcwcnang oleh Dinos Kebcrsihan dan Pertamanan Kab. 
Pertarnanan Kab. Purwakarta Purwakarta 

275. lnvestigasi laporan pcrselisihan mengenai 12 Desember Sekretaiat Daerah 
krcdit kcpemilikan kios di Blok M Square ke Provinsi DKI Jakarta 
Biro Perekonornian Sekretariat Daerah 
Orovinsi OKI Jakarta 

276. lnvestigasi laporan dugaan penyimpangan 13 Desember Dinas Pendidikan Kab. 
proscdur oleh Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta 
Purwakarta dalam pencairan tunjangan 
profesi guru di Kab. Purwakarta 

277. lnvestigasi terkait penundaan penerbitan 17Desember 1. BPN Kabupaten 
sertifikat tanah yang berlokasi di wilayah Pangkep 
BPN Kabupaten Pangkep, dan tidak adanya 2. BPN Kabupaten 
tanda terirna uang yang telah diserahkan Maros 
Pelapor 

278. lnvestigasi laporan penyalahgunaan fasum 17 Desember Bupati Steman 
dan fasus perurnahan Sidoarum 

279. lnvestigasi laporan adanya pungutan uang 17 Desember 1. Dinas Pendidikan 
bangku sebesar Rp. 350.000,- di SMU Negeri dan Olah Raga 
1 Segeri Kabupaten 

Pangkep 

2. SMANegeri I 
Segeri 

280. lnvestigasi laporan penundaan berlarut atas 18 Desember 1. Polsek Banyukiki 
tindaklanjut kasus KORT dan kawin tanpa Pare-pare 
izin 2. Kejaksaan Negeri 

Pare-pare 

3. Polres Pare-pare 

281. Investigasi laporan dugaan penyimpangan 18 Desember BPN Pare-pare 
prosedur dalam penerbitan sertifikat No 
01436 

282. Investigasi penundaan berlarut tindaklanjut 19Desember 1. KUA Kee Wattang 
permasalahan perceraian terkait dokumen Sawitto, Kah 
yang dikeluarkan oleh PA Pinrang dengan Pinrang 
pendaftaran talak nomor 53/X/1983 2. Pengadilan Azama 
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Kab Pinrang 

3. Kementerian 
Agama Kab 
Pinrang 

283. lnvestigasi dalam rangka menindaklanjuti 17-19 Desember Kepolisian Daerah 
laporan mengenai kinerja Polda Sulawesi Sulawesi Utara 
Utara dan Polres Kota Manado Kepolisian Resor Kota 

Mana do 

284. lnvestigasi Dugaan Penyimpangan Prosedur 19-20 Desember Dinas Pendidikan Kab, 
oleh Dinas Pendidikan Kab. Subang dalam Su bang 
pencairan tunjangan profesi guru di Kab. 
Su bang 

285. Investigasi laporan perselisihan mengenai 19 Desember PD Pasar Jaya 
kredit kepemilikan kios di Blok M Square ke 
PD Pasar Jaya 

286. Investigasi laporan mengenai tidak 20-22 Desember Pemerintah Kabupaten 
diperpanjangnya sewa lahan selama 30 Sukabumi 
tahun sebagaimana kontrak yang ada. 

287. Investigasi mengenai pelaksanaan 25-28 Desember 1. Pemerintah 
konsolidasi tanah (Lq kepada 700 kelg Kabupaten Jember 
nelayan di Kee Puger, Kab Jember 2. DPRDJember 

3. Kepolisian Resor 
Jember 

288. lnvestigasi laporan dugaan Penyimpangan 26-29 Desember Dinas Pendidikan Kab. 
Prosedur oleh Dinas Pendidikan Kab. Garut Ga rut 
dalam pencairan tunjangan profesi guru 

172 J Ombudsman Republik Indonesia 

Lampiran V 

KEGIATAN MONITORING 

N KEGIATAN PELAKSANAAN INST ANSI TERLAPOR 
0 

1. Monitoring lanjutan terkait pembuatan 4Januari RSUP Dr Sardjito 
SOP pasien tidak mampu. Yogyakarta. 

2. Monotoning pcn.1ng,man laporan terkait 9-12 Januari 1. Dinas PPO Kab. 
penundaan berlarut proses audit guna Manggarai Timur. 
mcmastikan dapat dibavarkan atau tidak 2. Inspektorat Daerah 
terhadap dana pribadi Pelapor yang Kab. Manggarai Timur. 
dipakai membangun SLB Negeri Borong. 

3. Monitoring pelaksanaan Rekomendasi 9-13 Januari Polda Sumatera Utara. 
Ombudsman RI Nomor : 
0012/ REK/0430.2010/ PD-21/Vll/2011 
tanggal 12Juli 201. 

4. Monitoring Kc Pusat Pelayanan Publik 24 Januari Kantor Kecamatan Medan 
Pengurusan E-KTP. Helvetia. 

5. Monitoring penyelesaian perrnasalahan 25 Januari Pemkab Sleman 
renovasi dan penataan Pasar Kolombo. Yogyakarta. 

6. Monitoring Kasus Pengambilalihan Lahan 24-27 Januari Dinas Pekerjaan Umum 
dari tanah milik masy desa Pintadia dan 

Pemkab Bolaang Sondana , untuk pembuatan jalan di Kab 
Mongondow Selatan. 

Bolaang Mongondow Selatan. 

7. Monitoring Ke Pusat Pelayanan Publik 25 Januari Kantor Kecamatan Medan 
Pengurusan E-KTP. Baral. 

8. Monitoring Ke Pusat Pelayanan Publik 26Januari Kantor Kecamatan Med.an 
Pengurusan E-KTP. Petisah. 

9. Monitoring terkait keluhan Lembaga Riset 27 Januari Kepala Bappeda Semarang. 
dan Konsultan Krisis mengenai 
ketidakcerrnatan proses Pengadaan Jasa 
Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi 
Daerah (RAD) MDG's Kota Semarang 
Tahun Anggaran 2011 oleh Bappeda Kota 
Semarang. 

10 Monitoring terhadap tindak lanjut 30Januari RS PKU Muhammadiyah 
penangan laporan mengenai keluhan Yogyakarta. 
penahan surat berharga milik Pelapor. 

11 Monitoring laporan mengenai pelayanan 2 Pebruari Pemerintah Kab. Magelang. 
Desa Sriwedari Muntilan terkait kasus 
pertanahan. 

12 Monitoring terkait laporan Ketua CJPW 2 Pebruari Polres Pati, Jawa Tengah. 
(Central Java Police Watch) Aris Sunarto, 
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Semarang. 

13 Monitoring permasalahan pembangunan 3 Pebruari Pemerintak Kabupaten 
Pasar Sulkolilo Pati. Pati. 

14 Monitoring dengan melakukan kunjungan 6 Pebruari SMK Insan Mulia Tega!. 
ke DPRD Kota Tegal dalam rangka 
menindaklanjuti laporan masyarakat. 

15 Monitoring tindaklanjut Kantor 10-12 Pebruari Kantor Pertanahan Kab 
Pertanahan Kab Tuban terhadap laporan Tu ban. 
mengenai keterlambatan terhadap 
pengajuan 40 hak oleh Notaris selama 
tahun 2010-2011. 

16 Monitoring penyelesaian laporan 13 Pebruari Polres Bantul. 
pelayanan penegakan hukum Polres Bantul 
DIY. 

17 Monitoring pelayanan RSUD Larantuka. 15-18 Pebruari RSUD Larantuka. 

18 Monitoring terkait laporan permasalahan 15-18 Pebruari Polres Flores Timur 
penundaan berlarut penyidikan kasus 
penganiayaan di Polres Flores Timur. 

19 Monitoring Laporan keterlambatan 15-18 Pebruari 1. Dinas Pendidikan Kab. 
pencairan Dana BOS tahun 2011 dan Dana Ga rut. 
Gempa tahun 2009. 2. Dinas Tenaga Kerja, 

Sosial dan Transmigrasi 
Kab. Garut. 

3. Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kab. 
Garut. 

20 Monitoring Laporan mengenai pernbuatan 15-18 Pebruari Kantor Pertanahan 
sertifikat (Larasita) Warga Desa Setu Kulon Kabupaten Cirebon. 
Kab. Cirebon dan Laporan Sdr. Ajan 
Durajan. 

21 Monitoring terhadap kasus status SMK 16 Pebruari SMK Insan Mulia Tegal. 
yang dikabarkan ilegal karena belum 
mendapat ijin dari Dinas Pendidikan dan 
mengenai kebohongan publik yang 
dilakukan oleh Pembina SMK lnsan Mulia. 

22 Monitoring ke Oinas Pendidikan Kota 17 Pebruari SMK Insan Mulia Tegal. 
Tegal. 

23 Monitoring pelayanan di RSUD Larantuka 16-19 Pebruari RSUD Larantuka. 
serta menjajaki kerja sama untuk dilakukan 
survey pelayanan. 

24 Melakukan pemantauan pelayanan 16-19 Pebruari UTP. Samsat Flores Timur. 
pembayaran pajak kendaraan bermotor di 
UTP. Samsat Flores Timur. 

25 Monitoring penanganan laporan. 20 Pebruari Kejaksaan Negeri Kupang. 
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26 Monitoring penanganan laporan. 20 Pebruari Kejaksaan Negeri Kupang. 

27 Monitoring terhadap jalannya 22 Pebruari Kejaksaan Negeri Kupang. 
persidangan terhadap Pelapor yang 
diduga diancarn oleh Jaksa. 

28 Monitoring Pclayanan Publik di Kota 22-23 Pebruari Pemerintah Kota Sibolga. 
Sibolga. 

29 Monitoring terkait penyclcsaian dugaan 22-25 Pebruari Pemerintah Kota Malang. 
Maladrninistrasi terkait ljin Pembangunan 
Vila Bukit Piranha. 

30 Monitoring terkait penerbitan ijin 22-25 Pebruari Pemerintah Kota Malang. 
mendirikan tower. 

31 Monitoring terkait pengurusan sertifikat 22-25 Pebruari Pemerintah Kota Malang. 
tanah desa Mangliawan Pakis Malang. 

32 Monitoring relokasi pasar Tugu. 22-25 Pebruari Pemerintah Kota Malang. 

33. Monitoring pelaksanaan Rekornendasi 23-25 Pebruari Kantor Walikota Surabaya. 
Ombudsman RI No : 
0013/REK/0042.2009/ITC-05/Vll/2011 
tanggal 9 Juli 2011 ke Kantor Walikota 
Surabaya. 

34 Monitoring laporan terkait pemberhentian 27 Pebruari Pemerintah kabupaten 
tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Rote. 
Bupati Rote Ndao. 

---·- -- 
351 Monitoring laporan masyarakat terkait 3 Maret BPN Kabupaten Semarang. 

1 pelayanan perrnohonan pendaftran hak 
tanggungan. 

36 Monitoring pelayanan pada PDAM, 27 Pebruari-I PDAM, Rumah Sakit, 
Rumah Sakit, Puskesrnas, Dipencapil, KPT, Maret Puskesmas, Dipencapil, 
kelurahan dan kecamatan, KPT, kelurahan dan 

kecamatan. 

37 Monitoring kasus Pernecatan 13 orang 29 Pebruari -3 Universitas Negeri 
mahasiswa di Universitas Negeri Maret Gorontalo. 
Gorontalo. 

38 Monitoring pelayanan pada Rumah Sakit 12-15 Maret Rumah Sakit Damanhuri 
Damanhuri Barabai, KP2T, Dispencapil, Barabai, KP2T, Dispencapil, 
Puskesmas. Puskesmas. 

39 Monitoring lanjutan untuk persiapan 14-17 Maret Universitas Negeri 
mediasi atas pemecatan mahasiswa di Gorontalo. 
Universitas Negeri Gorontalo. 

40 Monitoring tindak lanjut penyelesaian 17Maret PT. PLN Persero Semarang. 
mediasi kasus SUTET Pathuk. 

41 Monitoring pelayanan pada Kantor 19-22 Maret Kantor Imigrasi Semarang. 
lmigrasi Semarang. 
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42 Monitoring pelayanan pada Kantor 19-22 Maret Kantor Pelayanan Perijinan 
Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kab Terpadu (KPPT) Kab 
Semarang. Semarang. 

43 Monitoring Pelayanan Publik di Kota 19-22 Maret Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Balai. Tanah Bambu. 

44 Monitoring pelayanan pada PDAM, 25-29 Maret PDAM, Rumah Sakit, 
Rumah Sakit, SAMSA T Kah. Tanah SAMSAT Kab. Tanah 
Bum bu. Burn bu. 

45 Monitoring keluhan pelayanan 28 Maret Pemerintah Kabupaten 
administrasi di kelurahan Pedawang Kab. Pekalongan. 
Pekalongan. 

46 Monotoring penanganan laporan terkait 2 April Sekretariat IOI Wilayah 
dugaan malpratek dr. Sahadewa di RSIA NTI 
Dedari Kupang. 

47 Monitoring kasus pemberhentian dengan 5 April Bupati Rote Ndao 
tidak hormat PNS an. Yonathan Kaituka Ke 
Pengadilan Tipikor Kupang dalam 

48 Monitoring penanganan laporan 2-5 April Dinas Perindustrian dan 
pemberhentian tenaga honorer pada Dinas Perdagangan Kab. Lembata 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Lembata, 

49 Monitoring penanganan laporan dugaan 10 April Pengadilan Negeri Kupang 
I 

kesalahan informasi pengadilan dalam 
kasus Ny. Magtelda Getruida Koroh - 
Amtiran. 

50 Melakukan pertemuan dengan Walikota 10-13 April Pemerintah Kota Surabaya 
Surabaya untuk memonitoring 
pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman 

51 Monitoring penanganan Japoran 12-15 April Polsek Aimere 
masyarakat Loresius Mopa dan Lambertus 
Gisi Turu yang ditangani Polsek Aimere, 

52 Monitoring penanganan Japoran dugaan 12-15 April Pemerintah Kabupaten 
penyimpangan dana beasiswa SON Wate. Ngada 

53 Monitoring pelayanan UPT. Samsat 12-15 April UPT. Samsat Kabupaten 
Kabupaten Ngada Ngada 

54 Monitoring pelayanan di Kepolisian Sektor 16-19 April Kepolisian Sektor 
Banjarmasin Selatan Banjarmasin Selatan 

55 Monitoring pelayanan di Kepolisian Sektor 16-19 April Kepolisian Sektor 
Banjarmasin Utara. Banjarmasin Utara. 

56 Monitoring pelayanan di Kepolisian Sektor 16-19 April Kepolisian Sektor 
Banjarmasin Barat Banjarmasin Barat 

57 Monitoring pelayanan di Kepolisian Sektor 16-19 April Kepolisian Sektor 
Banjarmasin Tengah Banjarmasin Tengah 
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58 Monitoring pelavanan publik pembayaran 23 April Kantor UPT. Samsat 
pajak kendaraan berrnotor kc Kantor UPT. Kabupaten Kupang 
Sarnsat Kabupaten Kupang. 

59 Monitoring Pelayanan Publik oleh RSUD 23 April RSUD Naibonat Kabupaten 
Naibonat Kabupaten Kupang. Ku pang 

60 Monitoring pelayanan pada Ru mah Sakit 23-26 April Rumah Sakit Umum 
Umum Daerah Hasan Basri Kandangan, Daerah Hasan Basri 

Kandangan, 

61 Monitoring pelayanan pada Unit 23-26 April Unit Pelayanan Pendapatan 
Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Daerah (UPPD) Kandangan 
Kandangan 

62 Monitoring pelayanan pada Kantor 23-26 April Kantor Pelayanan Perijinan 
Pelayanan Perijinan Terpadu. Terpadu Kabupaten Hulu 

SungaiTengah 

63 Monitoring pelayanan pada Dinas 23-26 April Dinas Kependudukan dan 
Kependudukan dan Catatan Sipil Catatan Sipil Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah 

64 Monitoring pelayanan pada Komisi 23-26 April Komisi Independen 
lndependen Pemantau Pelayanan Publik Pemantau Pelayanan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Publik Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan 

65 Monitoring pelayanan kunjungan nara 24 April Lapas Klas IIA Kupang 
pidana clan tahanan pada Lapas Klas II A 
Ku pang 

66 Monitoring pelayanan publik pengurusan 24 April Kantor Imigrasi Klas I 
keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Ku pang 
Ku pang 

67 Monitoring pelayanan publik dalam 24 April Kantor Dinas Catalan Sipil 
pengurusan KTP dan Kartu Keluarga pada dan Kependudukan 
Kantor Dinas Catalan Sipil dan Kabupaten Kupang 
Kependudukan Kabupaten Kupang 

68 Monitoring pelayanan pada RSUD 24-27 April RSUD Kabupaten Tapanuli 
Kabupaten Tapanuli Utara Utara 

69 Monitoring pelayanan pada Dinas 24- 27 April Dinas Kependudukan dan 
Kependudukan dan Cata tan Sipil Catatan Sipil kabupaten 

Tapanuli Utara 

70 Monitoring pelayanan pada SAMSAT 24-27 April SAMSAT Kabupaten 
Kabupaten Tapanuli Utara Tapanuli Utara 

71 Monitoring Pelayanan Publik pada LAPAS 26-29 April LAPASEnde 
Ende 

72 Monitoring pelayanan pada RSUD 2Mei RSUD Kabupaten Deli 
Kabupaten Deli Serdang Serdang 

73. Monitoring pelayanan pada Kantor 2Mei Kantor Pertanahan 
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Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang 

74 Monitoring pelayanan pada SAMSA T 3Mei SAMSAT Kabupaten Deli 
Kabupaten Deli Serdang Serdang 

75 Monitoring pelayanan pada Ditlantas 3Mei Ditlantas Deli Serdang 
Kabupaten Deli Serdang 

76 Monitoring pelayanan pada Dinas 3Mei Dinas Kependudukan dan 
Kependudukan dan Catatan Sipil Catalan Sipil Ka bu paten 

Deli Serdang 

77 Monitoring pelayanan publik sekaligus 3-6 Mei RSUD Kefamcnanu 
melakukan survey indeks kepuasan 
pelayanan pada RSUD Kefamenanu 

78 Monitoring pelayanan di RSUP Dr Sardjito 4Mei RSUP Dr Sardjito 
Yogyakarta dalam rangka tindaklanjut Yogyakarta 
pembuatan SOP pasien tidak mampu 

79 Monitoring proses penyelesaian peralihan 9Mei Kantor Pertanahan 
hak tanah milik Akiyat melalui hibah Kabupaten Sragen 
wasiat. 

80 Monitoring sekaligus melakukan supervisi 9Mei Kantor Dinas Catatan Sipil 
pelayanan publik pada Kantor Dinas dan Kependudukan 
Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kupang 
Kabupaten Kupang 

81 Monitoring sekaligus melakukan supervisi 9Mei RSUD Naibonat 
pelayanan publik pada RSUD Naibonat Kabupaten Kupang 
Kabupaten Kupang 

82 Monitoring sekaligus melakukan supervisi 9Mei Kantor UPT. Samsat 
pelayanan publik pada Kantor UPT. Kabupaten Kupang 
Samsat Kabupaten Kupang 

83 Monitoring dugaan penundaan berlarut 9-12 Mei Kantor Perijinan dan 
permohonan perpanjangan Surat ljin Penanaman Modal 
Pertambangan Daerah (SIPD) a.n. Kabupaten Probolinggo 
Fauzimah Oleh Kantor Perijinan dan 
Penanaman Modal Kabupaten 
Probolinggo. 

84 Monitoring penyelesaian laporan dugaan 9-12 Mei Dinas Tenaga Kerja, Sosial 
maladministrasi penundaan berlarut dan Transmigrasi 
terkait permasalahan hak normative Kabupaten Pasuruan 
pekerja PT. Karya ldaman Bersama (KIB) 

Oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan 
Transmigrasi Kabupaten Pasuruan 

85 Monitoring penanganan laporan dugaan 13-16 Mei Kantor Dinas Catatan Sipil 
penelantaran istri oleh oknum PNS pada dan Kependudukan Sabu 
Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Raijua 
Sabu Raijua 

86 Monitoring penanganan laporan 13-16 Mei Polsek Sahu Barat 
penundaan berlarut penanganan kasus 
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pembunuhan di Polsek Sabu Barat 

87 Monitoring pelayanan pada SAMSA T 14Mei SAMSA T Kabupaten Deli 
Kabupaten Deli Serdang Serdang 

88 Monitoring pelayanan pada RSUD 14Mei RSUD Kabupaten Deli 
Kabupaten Deli Serdang Serdang 

89 Monitoring pelayanan pada Lembaga 16Mei Lembaga Pemasyarakatan 
Pernasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam Klas 11 B Lubuk Pakam 

90 Monitoring laporan rnasyarakat terkait 14-17 Mei 1. Kantor Desa Karanglo 
pemekaran rukun warga (RW) di desa Banjaarum Singosari 
banjararurn, kec. singosari, kab. malang Malang 
yang berakibat tidak baiknya pelayanan 2. Kecamatan Singosari 
adrninistrasi kepada masyarakat RT 005 Malang 
RW011 

3. Pemerintah Kabupaten 
Malang 

4. Pemerintah Kota 
Malang 

91 Monitoring pelayanan pada Satlantas 21 Mei Kepolisian Resor Deli 
Kepolisian Resor Deli Serdang Serdang 

92 Monitoring pelayanan pada Dinas 21 Mei Dinas Penanaman Modal 
Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang 

93 Monitoring pelayanan pada Dinas 21 Mei Dinas Kependudukan dan 
Kependudukan dan Catatan Sipil Catatan Sipil Kabupaten 

Deli Serdang 

94 Monitoring dugaan pungutan liar pada 26-29 Mei U[Yf. Samsat Rote Ndao 
UPT. Samsat Rote Ndao 

95 Monitoring laporan masyarakat terkait 6-9 Juni 1. Pemerintah Kabupaten 
penerbitan surat ijin usaha jasa konstruksi Nganjuk 
(siujk) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja 2. Pemerintah Kota Kediri 
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten 

3. Kantor Pertanahan 
Nganjuk dan Kab/Kota Kediri 

Kediri 

4. PLN Area Pare Kediri 
96 Monitoring pelayanan pada Rumah Sakit 18-21 Juni RSUD Kabupten Tapin 

Umum Daerah Kabupaten Tapin, Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil, 
Perusahaan Daerah Air Minum dan 
Kantor Kecamatan 

97 Monitoring pelayanan pada Kantor 18-21 Juni Kantor Pelayanan Perijinan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Terpadu Kabupten Tapin 

98 Monitoring laporan terkait pelaksanaan 15-18Juli Pemerintah Kabupaten 
konsolidasi tanah (LC) kepada 700 [ember 
keluarga nelayan di Kecamatan Puger DPRDJember 
Kabupaten [ember 

99 Monitoring atas penyelesaian laporan a.n 16-18 Juli 1. Kantor Pelayanan Pajak 
Sdr Sudi Subakah & Idrus tentang Pratama Kupang 
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tindaklanjut pelaksanaan kesepakatan 2. Kantor Perbendaharaan 
antara Hakim Pengadilan Tinggi/ Negara Kupang 
Pengadilan Negeri Ad Hoc TIPIKOR 
dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Kupang dan Kantor Perbendaharaan 
Negara Kupang terkait pembayaran uang 
kehormatan/ tunjangan bu Ian ke 13 bagi 
Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc pada 
Pengadilan Tinggi Kupang. 

10 Monitoring lap Sdr Gabriel Goa tentang 16-18 Juli KPU Provinsi Nusa 
belum dilaksanakannya Rekomendasi Tenggara Timur 
BAWASLU RI Nomor: 
455/Bawaslu/VIII/2011 oleh KPU Provinsi 
Nusa Tenggara Timur 

10 Monitoring perkembangan lap. Jogya 19 Juli Bupati Sleman 
Corruption Watch terkait dugaan tindak 
pidana korupsi dalam pengadaan alat 
kesehatan kab. Sleman guna pengumpulan 
data, informasi dan penjelasan 

10: Monitoring laporan terkait dengan 24-27 Juli 1. Kantor Pertanahan Kab 
pengawasan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri 
Kediri terhadap PPAT atas jual beli tanah 2. Polres Kediri 
hak milik No. 127, 128, 129 dan 130 Desa 3. Desa Jabon Kediri 
Jabon Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri 

10" Monitoring pelayanan Badan Pertanahan 25-26 Juli BPN 
Nasional atas aset hak milik Gereja 
Katholik dan Yayasan Katholik seluruh 
Indonesia 

10 Kantor lmigrasi Klas II Banjarmasin 9 Agustus Kantor lmigrasi Klas II 
Banjarmasin 

JOI Monitoring atas laporan LBH Yogyakarta 27 Agustus RektorUGM 
terkait pemberlakuan KIK di Kampus 
UGM 

10i Melakukan kunjungan lapangan dalam 29 Agustus Bupati Bantu! 
rangka monitoring ke PT Kharisma Export, 
terkait penutupan PT. Kharisma Unit 
Produksi di Miri pasca penutupan oleh 
Satpol PP Bantul 

10' Monitoring laporan Fatoni terkait perijinan 6September Bupati Bantu) 
PT Kharisma Export 

10 Monitoring pelaksanaan tes tertulis CPNS 7September Kanwil Kementerian 
di Lingkungan Kemenkum HAM Hukum dan HAM 
Yogyakarta 

10 Monitoring hasil mediasi antara Pelapor 20-22 September Pemmerintah Kabupaten 
dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Sukabumi 
KPP Sukabumi terkait data NJOP lahan 
warung Ceri 

111 Monitoring tindaklanjut laporan 20-22 September Kepolisian Resor Cicurug 
masyarakat 
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11 Monitoring Pelayanan Publik di Kota 10-13 Oktober 1. RSUD 
Gunung Sitoli 2. Dinas Catatan Sipil 

3. Pemerintah Kota 
Gunung Sitoli 

11. Monitoring laporan masyarakat terkait 29 Oktober-l 1. Kantor Pertanahan Kab 
status kepemilikan tanah bekas HGU No. November Blitar 
1/Ringinrejo seluas 5.673.800 M2 a.n PT 2. Kantor Pemerintah Kab 
Gondang Tapen Barumas di desa Blitar 
Ringinrejo, Wates, Blitar 

11 Melakukan monitoring kinerja dan standar 31 Oktober RSU Kab Tangerang 
pelayanan RSU Kab Tangerang 

u. Monitoring tindaklanjut laporan mengenai 12-15 November 1. Kantor Pertanahan 
penundaan berlarut atas permohonan Kabupaten Jombang 
pcngembalian batas sertifikat Hak Milik 2. Kantor Walikota Malang 
Nomor 335 Desa Peterongan, Kee 
Peterongan Jombang. 

11' Monitoring tindaklanjut laporan terkait 12-15 November 1. Kantor Pertanahan 
pembangunan pagar Vila Bukit Kabupaten Jombang 

2. Kantor Walikota Malang 

11i Monitoring pclaksanaan tes kompetensi 17 November Pemerintah Kabupaten 
dalam rangka seleksi CPNS Kab. Badung Badung 
tahun 2012 

11 Monitoring terhadap instansi 25-29 November Pemerintah Kabupaten 
penyelenggara pelayanan publik terkait Badung 
laporan mengenai Perda Retribusi 
Administrasi Kependudukan di Bali 

11 Monitoring dugaan penyalahgunaan 26 November DPRD Kota Bandung 
wewenang oleh anggota DPRD Kata 
Bandung terhadap proses PPDB th 2012 

11' Monitoring penanganan laporan terkait 10-14 Desember Pemerintah Kota Ambon 
dugaan maladministrasi dalam pemberian 
ganti rugi 3900 KK pengungsi Kee Leihitu, 
Kee Salahutu, Kee Kairatu dan Kee Piru 
Kota Ambon sebagai dampak konfliksosial. 

12 Monitoring tindaklanjut masalah 13-16 Desember Pemerintah Kabupaten 
penyalahgunaan kewenangan oleh Pemkab Tegal 
Tega) dalam proses pemberian hak 
terhadap mantan istri PNS Pemkab Tegal, 
dengan melakukan : 

• Pertemuan dengan jajaran Pernkab 
Tegal (Bupati, Kepala BKD, Dinas PU 
dan Bendaharawan Gaji) . Pertemuan dengan Pelapor 

12 Monitoring Pelayanan Publik di Kota 13-15 Desember 1. RSUD; 
Tebing Tinggi 2. Dinas Catatan Sipil 

3. SAMSAT 

12 Monitoring laporan terkait pelaksanaan 17-20 Desember 1. Kantor DPRD Kab 
pergantian antar waktu (PAW) anacota 
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DPRD Kab Tuban periode 2009-2014 dari Tu ban 
Partai Persatuan Pembangunan 2. Kantor Pertanahan Kab 

Gresik 

3. Kantor Kepala Desa 
Tasik Madu Tuban 

4. Kecamatan Sidayu 

12 Monitoring pembangunan gedung Dinas 20 Desember Sekretariat Daerah 
Sosial yang tidak menyediakan akses bagi Kabupaten Gianyar. 
penyandang disfabel 

12 Monitoring pelayanan di BPN dan RSUD 21 Desember 1. BPN 
kabupaten Bangli 2. RSUD Kabupaten 

Bang Ii 

1� Monitoring pelayanan publik di Lapas 22 Desember Lembaga Pcrnasyarakatan 
kelas II Bangli Kelas II Bangli 
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Lampiran VI 

KEGIAT AN MEDIAS I 

N KEGIATAN PELAKSANAAN INST ANSI 
0 TERLAPOR 

1. Mediasi pertemuan antara Pelapor dengan 23 Pebruari UIN Sunan Kalijaga 
FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta. 

2. Mediasi permasalahan rumah dinas antara 23-25 Pebruari PT PLN (Persero) 
Perhimpunan Penghuni Perumahan PLN dengan CqPLN Unit 
PT PLN (Persero) Cq PLN Unit Distribusi Jawa Distribusi Jawa 
Timur. Timur. 

3. Mediasi lanjutan pertemuan antara Pelapor 3 Maret UIN Sunan Kalijaga 
dengan FISHUM UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta. 
Yogyakarta. 

4. Mediasi pertemuan antara Warga Pathuk 15 Maret PT. PLN (Persero) 
Gunungkidul dengan PT. PLN (Persero). Jawa Tengah. 

5. Mediasi laporan masyarakat tentang penundaan 15-17 Maret 1. Kantor Badan 
berlarut proses perpanjangan Surat ljin Penanaman 
Pertambangan Daerah (SIPD) a.n CV. Dua Jaya Modaldan 
oleh Pernerintah Kab. Probolinggo. Perijinan 

Kabuapten 
Probolinggo. 

2. Pemerintah 
Kabupaten 
ProbolinggO. 

3. Bad an 
Lingkungan 
Hid up 
Probolinggo. 

4. Kantor Dinas 
Pekerjaan 
Um um 
Probolinggo. 

6. Mediasi permasalahan penundaan berlarut 15-17 Maret Pemerintah 
proses perpanjangan Surat ljin Pertambangan Ka bu paten 
daerah (SIPD) a.n CV Dua Jaya. Probolinggo. 

7. Mediasi lanjutan antara Pelapor dengan Direktur 15-18 Maret PT PLN (Persero) 
Utama PT PLN (Persero) dan Manajer PT PLN dan Manajer PT 
(Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan PLN (Persero) Unit 
Jawa Bali Ill. Pelaksanan 

Konstruksi Jaringan 
Jawa Bali ill. 

8. Mediasi terkait penyelesaian laporan dari Forum 10-11 April PT Telkom Tbk 
Komunikasi Pensiunan Telkom (FKPT) dengan (Persero) 
PT Telkom Tbk (Persero) 

9. Mediasr terkait penyelesaian laporan mengenai 9-12 April Universitas Negeri 
pemecatan terhadap 13 mahasiswa Universitas Gorontalo 
Gorontalo oleh pihak rektorat vanz diamrn:ap 
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telah melakukan pclanggaran etika tanpa ada 
alasan hukumnya 

10 Mediasi penyelesaian sengketa kepemilikan 31 Mei Pcmcrintah Dcsa 
tanah antara Suntung mewakili Sunaryo dengan Pcdawang 
Kepala Desa Pedawang, Camat Karanganyar, 
Kasi Sengketa Kantor Pertanahan Kab. 
Pekalongan, Bagian Hukum Pemkab Pekalongan 
dan saksi-saksi dari ahli waris Suntung Bin 
saniban 

11 Mediasi terhadap penyelesaian kasus Citra Eka 6Juni Disdikpora DIY 
Dewi guru SLB N I Bantu! untuk 
mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan 
pendidikan 

12 Mediasi antara notaris Ani Wijayanti Adi, SH 21 Juni Kantor Pcrtanahan 
dengan Kepala kantor Pertanahan Kota Kota Pckalongan 
Pekalongan mengenai permasalahan adanya 
kewajiban verifikasi pembayaran BPHTB sebagai 
syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah 
yang disebabkan belurn adanya sinkronisasi 
antara ketentuan-ketenruan tentang peralihan 
hak atas tanah dan pembayaran BPHTB yang 

i diatur dalam Peraturan Daerah/Peraturan 
Walikota Pekalongan, dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan 
Peraturan Internal Badan Pertanahan Nasional. 

13 Mediasi antara Panitia Pemilihan Ketua RT. 38 6 Juli Kclurahan Sungai 
Sungai Andai Andai Kecamatan 

Banjarmasin Utara 

14 Mediasi antara Dinas Tata Ruang, Cipta Karya 8 Agustus Dinas Tata Ruang 
dan Perurnahan Kota Banjarmasin dan sdr. Kota Banjarmasin 
Muhammad Zen 

15 Fasilitasi pertemuan antara PT Bank Mandiri 6September PT Bank Mandiri 
Tbk. Dengan Sdri Dian Astuti dan Rumekso Tbk 
Setiadi terkait transaksi dalam tabungan bisnis 
valuta asing 

16 Fasilitasi pertemuan antara Pelapor difabel tuna 11 September PT KAI Yogyakarta 
netra dengan PT KAI Indonesia Yogyakarta 
sarana dan prasarana khususnya untuk para 
difabel 

17 Mediasi antara Ors. Endang Sarja dengan Kantor 24 September Kantor Pertanahan 
Pertanahan Kabupaten Banjar terkait masalah Kabupaten Banjar 
pertanahan 

18 Fasilitasi pertemuan antara pelapor dengan PT l Oktober Pemerintah 
Kharisma Export Bantu! Kabupaten Bantu! 

19 Fasilitasi permasalahan SMK 6 Yogyakarta 2 Oktober SMK 6 Yogyakarta 
dengan Pelapor 

20 Mediasi terkait permasalahan pcmbangunan 8 November BP Kawasan Batam 
infrastruktur Tanjung Uma 
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21 Mcngawasi proses mediasi yang dilaksanakan November Dinas tenaga Kerja 
oleh Dinas Tenaga Kcrja Kota Bckasi terkait Kola Bekasi 
perrnasalahan pemutusan hubungan kerja antara 
Pclapor dcngan Yayasan Kcluarga Bunda 
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Lampiran VII 

REKOMENDASI T AHUN 2012 

N TERTUJU ISi REKOMENDASI 

0 

1. Gubemur Sulawesi Mencabut Keputusan Gubemur Sulawesi Tcngah Nomor: 

Tengah 171.2/76/RO.ADM PEM-GST /2011 Tcntang Pcrcsmian Pengaktifan 
kembali Sdr Aziz Bcstari sebagai anggota dan Kctua DPRD Kab Toli- 

Toli masa bakti 2009-2014 dikarenakan pcrkara masih dalam proses 
hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (i11crncl1t) 

2. Walikota Tangerang Pernbayaran gaji dan tunjangan keluarga scbagai PNS a.n Hasnah 

Gubemur Banten Azis, S Pd yang diangkat menjadi anggota KPU Kola Tangcrang 

- Kepala BKN periode 2003-2008 

- Kepala Perwakilan 

BPK di Banten 

3. - Menteri Pendidikan 1. Rektor Universitas Sam Ratu Langgi agar melaksanakan Putusan 

dan Kebudayaan RI PTUN Manado Nomor: 27/G.TUN/2006/PTUN.MDO 

Rektor Universitas jo.43/B.TUN/2007 /PT/TUN.MKS 

Sam Ratulanggi 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI agar mcnjatuhkan sanksi 

sebagairnana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 

lenlang disiplin PNS kepada Prof Dr. Donald A Rumokoy, SH. 

MH karena tidak taat hukum dengan sengaja tidak melaksanakan 

Putusan Pengadilan TUN Manado Nomor: 27 /G.TUN/2006/ 

PTUN.MDO jo.43/B.TUN/2007 /PT /TUN.MKS 

4. h. Koordinator Kopertis Ijazah Lulusan STKIP Catur Sakti Bantu I 

Wilayah VD.I. 

Yogyakarta 

�- Ka Badan 

Kepegawaian Negara 

Regional I Yogyakarta 

3. Bupati Magelang 

5. Gubernur Jawa Baral 1. Memerinlahkan kepada Kepala BPPT Kola Depok untuk segera 
rnenerbitkan izin prinsip kepada PT Perdana Satya Bhakti 

2. Mernberikan sanksi kepada Kepala BPPT Kota Depok alas 

tindakan rnaladministrasi dan diskriminasi 

6. Menleri Pendidikan 1. Penolakan UT alas pengajuan mutasi oleh Dosen UT an. Tiwi 

Nasional Nurjanata Utami dari Fekon UT UPBJJ Pekanbaru ke UPBJJ 

Malang 

2. Memberi sanksi leguran kepada Rektor 

3. Mendikbud agar mengambilalih permohonan mutasi tersebul 
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7. Menteri Perhubungan ·1. lcmbcri sanksi kepada Dirjen Perhubungan Udara karena 

P,mitia Pcngadnan kclalaiannya dalarn mclakukan pcmbinaan pengendalian dalam 

Ba rang dan [asa pada proses pengadaan peralatan salvage untuk Bandara Hang Nadirn 

Dirjen Pcrhubungan Bat am 

Udara 2. Memberi sanksi kepada PPK dan Panitia Pengadaan Barang 

3. Memerintahkan kcpada ltjen dan meminta BPKP melakukan 

pcmeriksaan terhadap proses lclang yang berindikasi merugikan 

ncgara. 

8. \Nalikota Jakarta Utara Walikota Jakarta Utara agar mencabut angka 4 dari Surat Tugas No 

4836/-1.824.26 tanggal 13 November 2009 tenlang Tim Pengelola 
Sernentara Lokbin Permai Kee Koja Jakarta Utara rnaka susunan 

pcngurus Sentra Usaha Kecil (SUK) Permai dinyatakan tidak berlaku 

lagi 

9. KOIVINAS HAM Maladministrasi dalam proses seleksi calon Anggota Komnas HAM 

periode 2012-2017 

10 BPN RI Saran 

11 BPN RI Saran 

12 BPN RI Saran 

13 Bupati Maluku Tengan Bupati Maluku Tengah agar rnelaksanakan Putusan MA RI yang 

Cubernur Maluku tclah bcrkekuatan hukum tetap alas perkara perdata No 

29/Pat.G/2002/PN.AB juncto No 0-1/pdl/2003/PT MAL juncto No 

2032 k/200-1 juncto no 646 PK/pdt/2007 sebagaimana telah 

dilaksanakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon 

1-l Mcntcri Pcrhubungan Mcmperhatikan standar keselamatan penerbangan 

RI Pcnetapan batas atas tarif jasa pcmcriksaan cargo dan pos yang 
dilakukan oleh RA 

Melaksanakan rekomendasi KPPU Nomor 167 /K/Vlil/2011 tanggal 

18 Agt 20'.11 

15 Kepala Dinas Untuk mencabut ketentuan hasil rapat rnusyawarah kerja Kepala 
Pcndidikan Banjar Baru Sekolah (MKKS) tentang Penerirnaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Walikota Walikota untuk rnelakukan pengawasan dalarn rangka pelaksanaan 

rckomendasi 

16 Rektor UGM Penyampaian Rekomendasi tentang pernberlakuan kartu identitas 

Yogyakarta kendaraan bermolor (KIK) di kawasan Karnpus UGM 

17 Walikota Suranaya Rekomendasi agar menyelesaikan masalah ganti rugi tanah kpu 

rnasyarakat alas laporan Mursidan 
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Lampiran VIII 

KEGIAT AN SUPERVISI 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN INST ANSI 

1. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 15-19 April Pertanahan Kabupaten 
publik di Kab Bandung, Provinsi Jawa Barat Bandung 

2. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 15-19 April Dinas Kependudukan 
publik di Kab Bandung, Provinsi Jawa Barat clan Catatan Sipil 

Kabupatcn Bandung 

3. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 15-19 April Badan Penanaman 
publik di Kab Bandung, Provinsi Jawa Barat Modal dan Perijinan 

Kabupaten Bandung 

4. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 15-19 April SAMSAT Kabupaten 
publik di Kab Bandung, Provinsi Jawa Barat Bandung 

5. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 15-19 April RSUD Soreang 
publik di Kab Bandung, Provinsi Jawa Barat 

6. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 15-19 April Lembaga 
publik di Kab Bandung, Provinsi Jawa Barat Pemasyarakatan 

Jelekong 

7. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 15-19 April Kepolisian Resor 
publik di Kab Bandung, Provinsi Jawa Barat Bandung 

8. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 22-26 April Kepolisian Resor Bantu! 
publik di Kabupaten Bantul Provinsi DJ 
Yogyakarta 

9. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 22-26 April SAMSA T Kabupaten 
publik di Kabupaten Bantul Provinsi 0.1 Bantu I 
Yogyakarta 

10. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 22-26 April Lembaga 
publik di Kabupaten Bantul Provinsi D.I Pemasyarakatan/ Ru mah 
Yogyakarta Tahanan Negara Bantul 

11. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 22-26 April Pertanahan Kabupaten 
publik di Kabupaten Bantu! Provinsi D.I Bantu I 
Yogyakarta 

12. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 22-26 April RSUD Panembahan 
publik di Kabupaten Bantul Provinsi D.I Senopati Bantul 
Yogyakarta 

13. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 22-26 April Dinas Kependudukan 
publik di Kabupaten Bantu! Provinsi 0.1 dan Catatan Sipil 
Yogyakarta Kabupaten Bantu! 

14. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 22-26 April Dinas Perijinan 
publik di Kabupaten Bantul Provinsi 0.1 Kabupaten Bantu! 
Yogyakarta 
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15. Supervisi pelayanan publik pada Kantor 11 Mei Kantor Pertanahan 
Pertanahan Kabupaten Kupang Kabupaten Kupang 

16. Supervisi pelayanan publik pada Lapas Klas 11 Mei Lapas Klas llA Kupang 
IIA Kupang 

17. Supervisi pelayanan pada Badan 16Mei Kantor Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Penanaman Modal dan 
Terpadu Kab. Kupang Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kab. Kupang 

18. Supervisi pelayanan pada Imigrasi Klas I Mei Kantor Imigrasi Klas I 
Ku pang Ku pang 

19. Supcrvisi dalam rangka perbaikan 20-24 Mei Pemerintah Kabupaten 
pelayanan publik di jajaran Pemerintah Ku pang 
Kabupaten Kupang 

20. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 21-25 Mei Polres Kupang 
publik di Kab Ku pang dan Kota Kupang, (khususnya pembuatan 
Provinsi Nusa Tenggara Timur SIM} 

21. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 21-25 Mei SAMSA T Kabupaten 
publik di Kab Kupang , Provinsi Nusa Ku pang 
Tenggara Timur 

22. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 21-25 Mei Lembaga 
publik di Kab Kupang dan Kota Kupang, Pemasyarakatan/Rumah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahanan Negara 

Ku pang 

23. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 21-25 Mei Imigrasi Kelas I Kupang 
publik di Kab Ku pang dan Kota Kupang, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 

24. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 21-25 Mei Pertanahan Kabupaten 
publik di Kab Kupang dan Kota Kupang, Ku pang 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 

25. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 21-25 Mei RSUD Oelamasi 
publik di Kab Ku pang dan Kota Kupang, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 

26. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 21-25 Mei Dinas Catatan Sipil, 
publik di Kab Kupang, Provinsi Nusa Administrasi 
Tenggara Timur Kependudukan dan 

Keluarga Berencana 
Kabupaten Kupang 

27. Supervisi penyelenggaraan pelayanan 21-25 Mei Badan Penanaman 
publik di Kab Kupang, Provinsi Nusa Modal dan Perizinan 
Tenggara Timur Kabupaten Kupang 

28. Supervisi pelayanan publik pada LAPAS 25Mei Lapas Klas IIA Kupang 
Klas II A Ku pang 

29. Supervisi pelayanan publik 18-22Juni RSU Pusat Prof Dr. R.D 
Kandou 
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30. Supervisi pelayanan publik 18-22 Juni Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota 
Tomohon 

31. Supervisi pelayanan publik 18-22Juni Kepolisian Resor 
Tomohon (khusus 
pelayanan SIM) 

32. Supervisi pelayanan publik 18-22Juni Kantor SAMSA T 
Tomohon 

33. Supervisi pelayanan publik 18-22Juni Kantor Pelayanan dan 
Perijinan Terpadu 
(KPPT) Tomohon 

34. Supervisi pelayanan publik 18-22Juni Kantor Pertanahan Kota 
Tomohon 

35. Supervisi pelayanan publik 18-22Juni Kantor Imigrasi Kelas I 
Manado 

36. Supervisi pelayanan publik 18-22Juni Lembaga 
Pemasyarakatan 
(LAPAS) Anak Klas II B 
Tomohon 

37. Kegiatan Penegakan Integritas di 31 Juli-3 Agustus 1. Polda Kalirnantan 
Banjarmasin Kalimantan Selatan dilakukan Sela tan 
dengan meminta masukan dari mitra kerja 2. Pemerintahan 
dan pelapor/masyarakat pengguna layanan Provinsi Kalimantan 
Ombudsman. Adapun sasamnya adalah : Se Iatan 
1. Polda Kalimantan Selatan 3. Kantor Pertanahan 
2. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Kota Banjarmasin 

Se Iatan 

3. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin 

4. Masyarakatpenggunalayanan 
Ombudsman (pelapor) 

38. Supervisi terhadap penyelenggaraan 10 Agustus Kantor lmigrasi 
pelayanan publik di Kantor Imigrasi 
Bandung 

39. Kegiatan Penegakan Integritas di Kantor 18-21 September 1. BiroHukum 
Ombudsman RI Perwakilan Bali. Kegiatan Pemerintah Provinsi 
dilaksanakan dengan meminta masukan Bali 
dari mitra kerja dan stakeholder pengguna 2. Kepolisian Daerah 
layanan Ombudsman. Adapun sasarannya Bali 
adalah 

3. Kantor Wilayah 
1. Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali BPN Provinsi Bali 
2. Kepolisian Oaerah Bali 4. Lembaga Swadaya 
3. Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Masyarakat 

4. Lembaga Swadaya Masyarakat. 

40. Pengawasan terhadap penegakan integritas 25-28 September Kalimantan Timur 
dan kinerja pelayanan Ombudsman dengan 
melakukan pertemuan dengan rnasvarakat 
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pengguna pelayanan, instansi/pejabat 
terkait yang pernah berurusan dengan 
Ombudsman, yaitu : 

1. Polda Kalirnantan Timur 

2. Pemerintahan Provinsi Kalimantan 
Timur 

3. Kantor Pertanahan 

4. Masyarakat pengguna layanan 
Ombudsman (pelapor) 

41. Supervisi dengan melakukan pertemuan di 8-9 Oktober Pemerintah Kota 
Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Surabaya 
Jawa Timur untuk membahas pengaduan 
YLPK Jawa Timur clan Perusahaan Otobus 
(PO) terkait terbitnya 2 (dua) surat Walikota 
Surabaya No. 550/650/436.6.10/2012 
tanggal 10 Pebruari 2012 perihal pengalihan 
trayek AKAP clan surat No. 
550/1253/436.6.10/2012 tanggal 9 Maret 
2012 perihal tindaklanjut pengalihan trayek 

42. Pengawasan terhadap penegakan integritas 16-19 Oktober 
dan kinerja pelayanan Ombudsman di 
Sulawesi Selatan dalam rangka memastikan 
pelaksanaan kode etik serta terwujudnya 
pelayanan Ombudsman yang berkualitas 
kepada masyarakat dengan melakukan : 

1. Pertemuan dengan masyarakat 
pengguna layanan Ombudsman 

2. Pertemuan dengan instansi/pejabat 
terkait yang pemah berurusan dengan 
Ombudsman 

3. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap 
penegakan integritas kinerja pelayanan 
Perwakilan Ombudsman Provins! 
Sulawesi Selatan 

43. Pengawasan terhadap penegakkan 16-19 Oktober 1. Pemerintah Provinsi 
integritas dan kinerja pelayanan Maluku 
Ombudsman RI di Provinsi Maluku dalam 2. Kepolisian daerah 
rangka memastikan pelaksanaan kode etik Maluku 
Ombudsman serta terwujudnya pelayanan 3. Kantor Wilayah 
Ombudsman yang berkualitas terhadap Kementerian Hukum 
masyarakat melalui kegiatan : dan HAM Provinsi 
1. Melakukan pertemuan dengan Maluku 

masyarakat pengguna layanan 
4. Kantor Wilayah 

Ombudsman RI 
Badan Pertanahan 

2. Melakukan pertemuan dengan instansi Nasional Provinsi 
Maluku 

5. LSM Pemerhati 
Masyarakat Maluku 

44. Supervisi secara tertutup terhadap 300ktober Kantor Dinas Perijinan 
pelayanan pada Kantor Dinas Perijinan Kota Denpasar 
Kota Denpasar untuk melihat kualitas 
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pelayanan publik dengan item supervisi di 
antaranya sarana prasarana, komptensi 
pelaksana pelayanan publik, dan produk 
pelayanan. 

45. Supervisi secara tertutup terhadap 31 Oktober 1. RSUD Wangaya 
pelayanan pada RSUD Wangaya Denpasar Denpasar dan 
dan Polresta Denpasar untuk melihat 2. Polresta Denpasar 
kualitas pelayanan publik dengan item 
supervisi di antaranya sarana prasarana, 
komptensi pelaksana pelayanan publik, dan 
produk pelayanan. 

46. Supervisi secara tertutup terhadap 1 November 1. Lembaga 
pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan 
Kerobokan Denpasar dan Polresta Denpasar Kerobokan Denpasar 

untuk melihat kualitas pelayanan publik 2. Polresta Denpasar 
dengan item supervisi di antaranya sarana 
prasarana, komptensi pelaksana pelayanan 
publik, dan produk pelayanan. 

47. Supervisi pelayanan di Kantor lmigrasi 1, 7 dan 9 Kantor lmigrasi Kelas I 
Kelas I khusus Batam November khusus Batam 

48. Supervisi pelayanan pada Dinas 5 November 1. Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPN Kependudukan dan 
Kota Denpasar Catalan Sipil 

2. BPN Kota Denpasar 

49. Kegiatan supervisi pelayanan publik di 5-9 November 1. Polresta (khusus 
Provinsi Bali pelayanan SIM) 

2. Dinas Perizinan Kota 
Denpasar 

3. Kantor Pertanahan 
Kota Denpasar 

4. Dinas 
Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota 

? Denpasar 

5. SAMSATKota 
Denpasar 

6. RSUD Wangaya 
Denpasar 

7. Lapas Denpasar 

8. Kantor Irnigrasi Klas 
I Denpasar 

50. 1. Supervisi Pelayanan Publik terhadap 5-7 November 1. Polresta Makassar 
penyelenggaraan pelayanan di Provinsi (khususnya 
Sulawesi Selatan pelayanan SIM, 

2. Seminar Supervisi Pelayanan Publik di Mutasi dan 

Kota Makassar Baliknama 
Kendaraan) 

2. Kantor UPT SAMSA T 
Kota Makassar 

3. LAPASKota 
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Makassar 

4. Kantor Pertanahan 
Kota Makassar 

5. RSUD Kota Makassar 

6. Dinas 
Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota 
Makassar 

51. Supervisi pelayanan di Dinas 6 November Dinas Kependudukan 

Kependudukan dan Catalan Sipil Provinsi dan Catalan Sipil 
Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 

52. Supervisi pelayanan pada LAP AS Kelas II 6, 12 November LAP AS Kelas II Ba tam 

Ba tam 

53. Supervisi pelayanan di SAMSA T Kepulauan 7,9 November SAMSA T Kepulauan 
Riau Riau 

54. Supervisi pelayanan di PTSP Batam 7, 12 November PTSPBatam 

55. Supervisi pelayanan di Polresta Balerang 12 November Polresta Balerang Unit 
Unit Satlantas Unit Pelayanan SIM Satlantas Unit Pelayanan 

SIM 

56. Supervisi pelayanan di Kantor Badan 13 November Badan Pertanahan Kota 
Pertanahan Kota Batam Ba tam 

57. Supervisi pelayanan pada RSBP Batam 14 November RSBPBatam 

58. 1. Supervisi Pelayanan Publik terhadap 19-21 November 1. Polres Kola 
penyelenggaraan pelayanan di Provinsi Balikpapan, 
Kalimantan Timur 2. Kantor SAMSA T Kota 

2. Menyelenggarakan seminar supervisi Balikpapan, 
pelayanan publik di Kota Balikpapan 3. Kantor Pertanahan 

Kota Balikpapan, 

4. RSUD Kanujosos 
Djatiwibowo Kota 
Balikpapan, 

5. Dinas Kependudukan 
dan Catalan Sipil 
Kota Balikpapan, 

6. Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu 
Kota Balikpapan, 
Rumah Tahanan 
Kelas II B Kota 
Balikpapan, 

7. Kantor Imigrasi Kelas 
I Balikpapan 

59. Melakukan Sidak dalam rangka 4-5 Desember 1. Lapas Pemuda Klas II 
menindaklajuti MoU Nomor : M.HH- A Tangerang Banten 
07.HM.03.02 Tahun 2011 dan Nomor 2. Lapas Klas II A 
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5/0RI-MoU/Vlll/2011 tanggal 17 Agustus Palcdang, Bogor [awa 
tentang Kerja sama Pengawasan dan Ba rat. 
Peningkatan Pelayanan Publik di Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. 

60. 1. Supervisi terhadap penyelenggaraan 10-14 Desembcr 1. Polrcs Ambon 
pelayanan publik di Provinsi Maluku 

(khususnya SIM, 
2. Menyelenggarakan seminar Supervisi Mutasi dan Balik 

Pelayanan Publik di Kota Ambon Prov Nama Kcndaraan). 
Maluku 

2. Kantor SAMSAT Prov 
Maluku, 

3. Lapas Klas II A 
Arnbon, 

4. Kantor Pertanahan 
Kota Arnbon, 

5. RSUD dr Haulussy 
Arnbon, 

6. Dinas Catatan Sipil 
dan Kependudukan 
Kota Arnbon, 

7. Kantor Pelayanan 
Publik Kota Arnbon. 

8. Kantor Imigrasi Klas I 
Ambon. 61. Sidak sebagai tindaklanjut laporan perihal Desember SAMSA T Cikokol pelayanan BPKB yang berlarut-larut di 

SAMSAT Cikokol Tangerang. Tangerang 
62. Supervisi pelaksanaan program Jarnpersal 

RSUD Abdul Mocloek 
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